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Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya buku prosiding
Seminar Nasional yang diadakan dalam Pertemuan Iimiah Tahunan (PIT) ke-5 Riset
Kebencanaan tahun 2018 lkatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI). PIT ke-5 IABI
ini dilaksanakan di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada tanggal 2-4
Mei 2018. Prosiding ini merupakan dokumentasi karya ilmiah dari akademisi,
birokrat, praktisi, dan anggota masyarakat yang tergabung dalam IABI.

Pertemuan tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan kelima dari rangkaian PIT yang
secara bergilir dilakukan di universitas-universitas. lkatan Ahli Kebencanaan
Indonesia (IABI) telah mewadahi pelaksanaan PIT ini dan pada tahun ini
mengambil tema ‘manajemen bencana berkelanjutan’.

Panitia menerima lebih dari tujuh puluh makalah yang akan dipresentasikan
dalam konfrensi PIT5 IABI ini. Setelah melalui proses review terdapat 67 makalah
lengkap yang dimasukkan dalam prosiding ini. Panitia juga telah menyediakan
website berbasis OCS (Open Conference System) dimana proses pengelolaan
makalah dilakukan di website tersebut. Prosiding dari konfrensi juga bisa diakses
dari website seminar nasional PIT ke-5 tersebut.

Disamping seminar nasional pada PIT ke-5 IABI ini juga diadakan konferensi
internasional (ICDM) yang menerima lebih dari 150 makalah dari berbagai negara.
Abstrak makalah bisa dilihat di website ICDM.

Konferensi ini diharapkan menjadi media bertukar informasi dan ide antar peneliti
serta sarana untuk memperluas dan memperkuat jaringan. Semoga peserta
semua dapat memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya untuk kejayaan
bangsa di masa depan

2 Mei 2018
Ketua Panitia

Dr. Febrin Anas Ismail
febrin@eng.unand.ac.id
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ABSTRAK

Semarang merupakan salah satu wilayah yang memiliki risiko terhadap beberapa
bencana diantaranya adalah amblesan tanah. Tujuan penelitian ini mengetahui
korelasi antara variabel yaitu perubahan penggunaan lahan, kepadatan
penduduk, muka air tanah, dan amblesan. Metode penelitian yang digunakan
yaitu (1) identifikasi penggunaan lahan dan faktor lainnya; (2) interpretasi citra
untuk mengetahui perubahan lahan; (3) korelasi antar variabel. Hasil penelitian
penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor termasuk penggunaan lahan
menjadi penyebab amblesan tanah di wilayah studi. Persentase perubahan lahan
sebesar

49,99 % untuk perubahan lahan kosong menjadi lahan yang akan dibangun dan
industri pergudagangan. Korelasi antara perubahan penggunaan lahan dengan
kepadatan penduduk adalah berbanding lurus, hal yang sama pada Muka Air
Tanah (MAT), perubahan penggunaan lahan tidak memiliki hubungan terhadap
amblesan tanah.

Katakunci: amblesan tanah, korelasi, penanganan bencana, perubahan
penggunaan lahan, variabel

ABSTRACT

Semarang is one areas that have risks to some disasters such as land subsidence.
The purpose of this study is to know the correlation between the variables of land
use change, population density, ground water level, and subsidence. The research
method used is (1) identification of land use and other factors; (2) image
interpretation to know land change; (3) correlation between variables. The results
of the research showed that several factors including land use became the cause

of soil subsidence in the study area. Percentage of land change of 49.99% for
change of vacant land into land to be built and industrial warehousing. The
correlation between land-use change and population density is directly
proportional, the same with Ground Water Level (GWL), land use change has no
relation to soil subsidence.

Keywords: land subsidencem correlation, hazard mitigation, landuse
changes, variables
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1. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh perubahan lahan dan beberapa
faktor lain terhadap bahaya amblesan tanah. Perubahan lahan yang terjadi di
Kecamatan Utara terutama di di daerah pelabuhan, industri dan pergudangan
memberikan pengaruh terhadap bahaya amblesan tanah. Berdasarkan Perda
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa Kecamatan Semarang Utara direncanakan
memiliki fungsi sebagai kawasan transportasi, perdagangan dan jasa. Ketentuan
zonasi zona rawan bencana dalam RTRW juga belum disebutkan adanya bahaya
amblesan. Perhitungan untuk mengurasi risiko banjir rob dan kadar salinitas air
tanah dianggarkan oleh pemerintah daerah (Indonesian-German  Technical
Cooperation,2008).

Lokasi penelitian mempunyai karakteristik yang khas sehingga pengaruh faktor-
faktor penyebab perubahan guna lahan industri, pergudangan dan permukiman
memberikan dampak terhadap amblesan tanah. Wilayah studi yaitu Semarang
Utara memiliki perubahan penggunaan lahan yang cukup tinggi. Dasar dalam
penentuan selisih tahun 10 tahun adalah pada evaluasi dokumen tata ruang yaitu
RTRW Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan skala analisis 1:10.000. Laju
perubahan penggunaan lahan tertinggi terdapat pada penggunaan lahan badan
air khususnya pengambilan air bawah tanah dan permukiman luasan 2.508,39
hektar badan air dan luasan 8.625,38 hektar untuk permukiman (Ismanto,
2009). Berdasarkan fokus dan pencapaian penelitian maka riset ini memiliki
tujuan:

-Mengidentifikasi  perubahan  penggunaan tahun 2004 dengan tahun
2013;

-Mengetahui korelasi antar variabel dengan penggunaan lahan.

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan identifikasi penggunaan lahan
dan faktor lain penyebab amblesan tanah, interpretasi citra secara temporal untuk
mengetahui perubahan lahan, dan penyusunan indeks bahaya amblesan tanah
dari faktor-faktor penyebab amblesan tanah. Lokasi penelitian didasarkan pada
data kejadian amblesan tanah di Semarang Utara. Alasan pemilihan lokasi di
Kecamatan Semarang Utara dikarenakan megalami amblesan tanah sebesar 7
hingga 13 centimeter per tahun (Land Subsidence in Semarang Municipality, 2008).
Wilayah studi memiliki karakteristik yaitu amblesan tanah yang telah dialami
selama puluhan tahun. Semarang Utara khususnya di kawasan pesisir mengalami
urbanisasi dan peningkatan populasi secara cepat sejak tahun 1990 an. (Marfai
dan King, 2007). Regulasi yang masih lemah terutama dalam mengendalikan
kawasan terbangun, karena sudah seharusnya Semarang Utara diarahkan menjadi
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kawasan lindung dan dibatasi kawasan budidaya nya. Perkembangan industri,
pergudangan serta permukiman akan memberikan dampak terhap penurunan
muka air tanah. Gambar 1 mendeskripsikan kondisi geologi di Semarang Utara.

Gambar 1. Penampang A-B Semarang Utara (Sumber: Kuehn dkk, 2009).

Variabel yang digunakan berdasarkan rumusan masalah yaitu klasifikasi
penggunaan lahan dan indeks bahaya amblesan. Menurut Sugiyono (2011),
variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau
kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Tabel 1 menjelaskan mengenai
variabel dan parameter penelitian.

Tabel 1. Variabel Penelitian

No Variabel Parameter

1. Perubahan - Persentase Penggunaan Lahan tahun
penggunaan lahan 2004 - 2013 menggunakan klasifikasi
perkotaan Sutanto tahun 1994,

2. Korelasi antar variabell.  qrelasi Muka Air Tanah (MAT)

dengan penggunaan dengan perubahan penggunaan lahan;
Lahan

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara metode survei
primer dan survei sekunder. Survei primer dengan cara pengamatan langsung,
menggunakan GPS, dan penetapan titik pantau dari instansi sebagai kawasan yang
telah mengalami amblesan tanah. Survei sekunder dengan cara ke instansi dan
studi literatur dari penelitian yang sudah ada. Penelitian ini bersifat deskriptif
evaluatif dengan data yang bersifat temporal seperti citra satelit dan data
amblesan yag didapat dari instansi BIG, LIPI dan Gumilar.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah studi merupakan wilayah yang secara geografis memiliki topografi yang
cukup rendah (0-80 mdpl) dan berada di daerah yang dipengaruhi pasang surut
air laut. Kondisi geologi Semarang Utara yang terdiri dari aluvial, sedimen, dan
vulkanik telah mengalami bencana amblesan tanah lebih dari 30 tahun
lamanya. Kondisi geologis ini menyebabkan Kecamatan Semarang Utara memiliki
tingkat bahaya terhadap beberapa bencana termasuk amblesan tanah. Amblesan
tanah ini sudah berangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan beberapa
kerugian seperti kerusakan rumah dan infrastruktur seperti jaringan jalan.

Gambar 2. Topografi Semarang Utara (Sumber: Hasil Analisis, 2018).

3.1 Analisis Perubahan Penggunaan Lahan

Identifikasi perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah merupakan
suatu proses mengindentifikasi perbedaan keberadaan suatu objek atau
fenomena yang diamati pada waktu yang berbeda (As-syakur dkk, 2010).
Indentifikasi perubahan penggunaan lahan memerlukan suatu data spasial
temporal. Data- data spasial tersebut bersumber dari hasil interpretasi citra
satelit maupun dari instansi- instansi pemerintah dan dianalisis dengan
menggunakan SIG. Perubahan lahan merupakan proses terjadinya alih fungsi
lahan. Lahan kosong berubah menjadi lahan terbangun. Kolam, tambak dan
laut berubah menjadi lahan yang dibangun karena adanya reklamasi. Perubahan
dominan terjadi pada kawasan industri dan pergudangan dengan persentase
49,99 %. Gambar 3 menjelaskan mengenai peta analisis perubahan lahan.
Perubahan penggunaan lahan ini terjadi kurang lebih selama 10 tahun yaitu dari
tahun 2004 hingga tahun 2013 sesuai dengan sumber data peta citra yang
didapat. Citra SPOT-4 dan Citra SPOT-6 yang didapatkan merupakan dasar dalam
interpretasi untuk kemudian analisis perubahan penggunaan lahan.
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Gambar 3. Perubahan Penggunaan Lahan di Semarang Utara (Sumber: Hasil Analisis,
2018).

Pergudangan ini muncul karena aktivitas bongkar muat barang sebelum menuju
ke pelabuhan memerlukan waktu sehingga pergudangan ini menjadi sangat
penting. Beberapa industri juga terdapat di sekitar. Perubahan lahan tentunya
dipicu juga oleh kehadiran pendatang yang beraktivitas di sana. Kecamatan
Semarang Utara terutama bagian utara mengalami perubahan garis pantai hingga
perubahan fungsi lahan dari kolam/tambak menjadi lahan yang akan dibangun
terutama di sepanjang kawasan Pantai Utara dan di sekitar Tanjung Mas. Industri
dan pergudangan tumbuh sangat cepat di sekitar pelabuhan yang merupakan
fungsi pendukung dari kawasan pelabuhan. Gambar 4 menjelaskan lokasi
terjadinya perubahan penggunaan lahan.

* o - —
e 0 02505 1

Gambar 4. Perubahan Penggunaan Lahan di Semarang Utara (Sumber: Hasil Analisis,
2018).
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3.2 Analisis Kepadatan Penduduk

Penentuan kategori kepadatan penduduk ini berdasarkan standar kepadatan
penduduk perkotaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
06/PRT/M/2007. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi sangat
berpengaruh terhadap jumlah kerugian ketika terjadi bencana. Bencana amblesan
terjadi tiap tahunnya bahkan tiap harinya. Jika amblesan tersebut terjadi di
kelurahan yang memiliki tingkat kepadatan sangat tinggi maka akan membawa
kerugian terhadap elemen yang ada. Tabel 2 menjelaskan mengenai analisis
kepadatan penduduk di wilayah studi.

Tabel 2. Varibel Penelitian.

Luas Jumlah Kepadatan
Kelurahan (hektar) Penduduk (jiwa) (jiwa/hektar)
Plombokan 55,25 8998 146,03
Tanjungmas 396,38 30711 77,45
Bandarharjo 229,55 20540 89,50
Panggung Lor 243,33 14147 58,20
Kuningan 85,23 14923 174,42
Pagg Kidul 47,42 5264 112,14
Dadapsari 39,56 10315 262,28
Purwosari 47,84 8989 185,94
Bulu Lor 66,98 15145 226,59

Sumber: Hasil Analisis, 2018.

3.3 Analisis Penurunan Muka Air Tanah

Pengambilan air tanah pada wilayah studi cenderung mengalami kenaikan.
Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah industri, pergudangan, perdagangan,
dan jasa. Khususnya pada kawasan Semarang Utara. Penurunan muka air tanah
merupakan permasalahan yang umum terjadi di kota-kota besar. Amblesan
tanah merupakan hal yang serius terutama apabila amblesan tanah terjadi di
daerah pesisir pantai. Kondisi tersebut karena daerah pesisir sangat rentan
terhadap tekanan lingkungan, baik yang berasal dari daratan maupun dari lautan.
(Abidin, 2013). Gambar 5. menjelaskan mengenai kecenderungan penurunan
muka air tanah (MAT) di wilayah studi.
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Gambar 5. Perubahan Penggunaan Lahan di Semarang Utara (Sumber: Hasil Analisis,
2018).

3.4 Analisis Korelasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Variabel Lain

3.4.1 Korelasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Kepadatan Penduduk
Perubahan penggunaan lahan merupakan salah satu fenomena yang seringkali
terjadi di perkotaan. Perubahan penggunaan yang terjadi di wilayah studi
Semarang Utara merupakan salah satu fenomena yang seringkali terjadi di
perkotaan metropolitan. Semarang Utara yang memiliki fungsi utama sebagai
pusat transportasi laut internasional dan sebagai pusat transportasi darat dengan
keberadaan Stasiun Besar Tawang. Dalam kurun waktu 10 tahun (tahun

2004-2013) wilayah ini mengalami perubahan lahan. Gambar 6. menunjukkan
pertumbuhan penduduk selama 10 tahun di Semarang Utara. Secara keseluruhan
tiap kelurahan menunjukkan adanya kenaikan penduduk dalam kurun waktu

10 tahun.

Pertumbuhan Penduduk Tahun 2004-2013

abiibbi i

% g ch L g q g 3 ¥ g

Gambar 6. Pertumbuhan Penduduk di Semarang Utara (Sumber: Hasil Analisis, 2018).
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3.4.2 Korelasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Muka Air Tanah (MAT)

Perubahan penggunaan lahan dapat dilihat hubungannya dengan penurunan
Muk Air Tanah (MAT). Jika kedua variabel memiliki periode jangka waktu yang sama
maka dapat dilihat korelasi antar kedua variabel bernilai positif. Perubahan lahan
yang dikaji pada penelitian ini memiliki periodesasi selama 10 tahun yaitu tahun
2004-2013. Periodesasi pada laju penurunan Muka Air Tanah (MAT) yang
bersumber dari LIPI juga memiliki periode dari 2004 hingga 2013. Titik pantau MAT
di wilayah studi tersebar sebanyak 3 sumur. Keberadaan sumur pantau di wilayah
studi menyebar di penggunaan lahan permukiman, industri, dan pergudangan.
Pada penggunaan yang memiliki intensitas bangunan yang tinggi terdapat sumur
pantau MAT. Gambar 7. menjelaskan mengenai korelasi perubahan penggunaan
lahan dengan Muka Air Tanah (MAT).

AT S

Gambar 7. Korelasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Muka Air Tanah (Sumber: Hasil
Analisis, 2018).

3.4.3 Korelasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Amblesan Tanah

Penurunan tanah di Kota Semarang menyebar di daerah pesisir yaitu pada
Kecamatan Genuk (8.1-15 centimeter/tahun) dan Semarang Utara serta sebagian
Semarang Barat (4.1-12 centimeter/tahun). Kecamatan Tugu memiliki tingkat
penuruan tanah yang relatif rendah, vyaitu kurang dari 1 c<m/th. Kota
Semarang dengan elevasi lebih dari 100 meter di atas permukaan laut relatif stabil
dan tidak mengalami penurunan tanah. (Ismanto, 2009). Penurunan tanah yang
terjadi Semarang Utara memiliki periodesasi dari tahun 2008-2012 (Gumilar, 2016).
Korelasi antara perubahan penggunaan lahan dengan amblesan tanah adalah
tidak memiliki korelasi yang positif. Hal ini dikarenakan antara kedua variabel
tersebut memiliki perodesasi tahun yang berbeda. Amblesan tanah memilikii 9 titik
pantau teridentifikasi mengalami kenaikan yang konstan tiap tahunnya. Gambar 8
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menjelaskan mengenai korelasi laju amblesan dengan perubahan penggunaan
lahan.

Gambar 8. Korelasi Perubahan Penggunaan Lahan dengan Amblesan Tanah (Sumber: Hasil
Analisis, 2018).

4. KESIMPULAN

- Perubahan dominan terjadi pada kawasan industri dan
pergudangan dengan persentase 49,99%. Hal ini dikarenakan pemenuhan
Tanjung Mas sebagai pelabuhan utama internasional sehingga
menimbulkan efek terhadap tumbuhnya industri dan pergudangan. Pada
Kawasan di sekitar Pelabuhan Tanjung Mas yang menjadi kawasan
penyangga transportasi terdapat banyak pergudangan dan industri.

- Hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan kepadatan
penduduk selama kurun waktu 10 tahun mengalami perubahan yang
sebanding artinya kedua variabel ini memiliki korelasi yang postitif.
Pertambahan penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu akan
mengakibatkan  perubahan  penggunanlahan seperti di wilayah studi,
korelasi antara perubahan penggunaan lahan dengan Muka Air Tanah
(MAT) memiliki korelasi yang positif dimana penggunaan lahan yang
memiliki intesitas tinggi dan miliki sumur pantau memiliki nilai penurunan
Muka Air Tanah (MAT) yang cukup tinggi. Hubungan antara perubahan
penggunaan lahan dengan amblesan tanah tidak memiliki hubungan
karena keduanya memiliki periodesasi yang berbeda perubahan
penggunaan lahan memiliki jangka waktu 2004-2013 sedaangkan amblesan
tanah memiliki periode 2008-2012.
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ABSTRAK

Desa Sidobunder yang berada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen
merupakan daerah rutin terjadi bencana banjir terutama di lahan pertanian.
Banjir di wilayah pertanian dapat berdampak terhadap kehidupan terutama
masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Kesiapsiagaan masyarakat
dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan agar tetap bertahan di
wilayah rawan bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesiapsiagaan masyarakat petani di Desa Sidobunder dalam menghadapi banjir
di lahan pertanian berdasarkan wilayah rawan tinggi dan rawan sedang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, in-depth
interview, dan kuesioner. Metode observasi dan in-depth interview kepada
informan kunci (kepala desa dan ketua kelompok tani) digunakan untuk
mengetahui kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di
lahan pertaniannya. Parameter yang digunakan untuk mengetahui kesiapsiagaan
pada tahap prabencana yakni, rencana kedaruratan, kesepakatan formal dan
informal, dan sumberdaya pendukung; poada tahap tanggap darurat yakni
penyesuaian diri dalam keadaan darurat dan pemulihan (coping); sedangkan
tahap pascabencana yakni inisiasi pemulihan. Jawaban pernyataan “ya” diberi
skor 1 dan “tidak” diberi skor 0. Pengkategorian pada hasil akhir penelitian
menggunakan skor hipotetik dengan kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa
Sidobunder termasuk dalam kategori tinggi (69,35%). Tindakan kesiapsiagaan
dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kepemilikan alat pertanian, dan
penyuluhan pertanian. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kesiapsiagaan
di wilayah rawan tinggi dan rawan sedang yang disebabkan masyarakat petani di
wilayah rawan tinggi memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Katakunci : kesiapsiagaan, masyarakat petani, penanggulangan bencana,
banjir

ABSTRACT

Sidobunder Village which located in Puring Sub-district, Kebumen Regency is a
flood prone area, particularlyin agricultural land. Flood in the farm villoge can
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impact the community, particulary farmers. The community preparedness in
disaster management is needed in order to survive in flood prone area. This
research aims to analyze farmers preparedness in Sidobunder Village towards the
farm flood based on high and moderately prone areas.

Research method will use observation, in-depth interview, and questionnaire.
Observation and in-depth interview with key informants (village chief and heads of
farmer groups) were used to determine community preparedness towards the
farm flood according to the pre-disaster stage parameters i.e. emergency plan,
formal and informal agreement, and supporting resources; at the emergency
response stage of self-adjustment and coping; while the post-disaster stage is the
initiation of recovery, if the answer is "yes" it will give score 1 and if the answer is
"no" it will give score 0. The categorization on the final result of the research used
hypothetical score with high, medium, and low criteria. The results of this research
shows that the community preparedness in Sidobunder Village is classified into
high category (69.35%). Preparedness measures are influenced by knowledge
factors, agricultural assets, and agricultural extension. There is significant
difference between the community preparedness in the region between high risk
profile and moderate prone areaq, its depends on the farmer community in high
risk profile area have better social and economic characteristics.

Keywords : preparedness, the farmer community, disaster management,
flood

1. PENDAHULUAN

Desa Sidobunder di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen merupakan salah satu
wilayah yang rawan bencana banjir dan merupakan yang terdampak paling parah
saat kejadian banjir tahun 2001 (Satlak PB, 2001; http://www.suaramerdeka.com).
Luapan banjir tersebut mengakibatkan 515 rumah terendam, sebanyak 2.048 jiwa
penduduk Desa Sidobunder dievakuasi, dan kerusakan lahan pertanian seluas 255
hektar (Profil Destana, 2013). Kejadian banijir besar lainnya terjadi pada tahun 2013
menyebabkan 255 hektar sawah yang sudah ditanami padi menjadi gagal panen.
Masyarakat Desa Sidobunder telah melakukan 4 kali tanam padi, namun hanya 1
kali panen pada musim tersebut. Peristiwa banjir yang terjadi di Desa Sidobunder
tidak hanya mengancam kehidupan, tetapi juga mengancam penghidupan
masyarakat. Hal ini karena mayoritas masyarakat di Desa Sidobunder bekerja
sebagai petani. Banjir yang selalu melanda di kawasan pertanian menyebabkan
masyarakat mengalami kerugian yang disebabkan dalam satu musim tanam harus
melakukan 3-4 kali taman padi. Selain menambah biaya benih atau bibit padi dan
sewa buruh, musim panen juga menjadi tertunda.

Permasalahan ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat Desa
Sidobunder memiliki pengetahuan tentang banjir dan bagaimana langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam upaya mitigasi bencana banjir. Dodon (2013) dalam
penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat umumnya mengetahui tindakan
kesiapsiagaan yang harus dilakukan seandainya terjadi bencana banjir. Berbagai
tindakan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat umumnya diperoleh dari
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pengalaman menghadapi bencana banjir yang sering melanda, akan tetapi
kesiapsiagaan yang mereka ketahui seringkali tidak berjalan maksimal dalam
kondisi darurat karena perasaan panik yang mereka alami. Sejalan dengan hasil
penelitian Khairuddin, dkk. (2011) menyimpulkan bahwa kesiapsiagaan
masyarakat dalam mengurangi risiko bencana masih pada taraf mengetahui
tindakan penyelamatan yang harus dilakukan, namun mereka belum memiliki
keterampilan tindakan kesiapsiagaan.

Menurut Sutton dan Tierney (2006) pengetahuan terhadap bencana merupakan
alasan utama seseorang melakukan kegiatan perlindungan atau upaya
kesiapsiagaan yang ada. Dengan kata lain, pengetahuan seseorang akan
menunjukkan bagaimana masyarakat akan bersikap untuk siap siaga menghadapi
bencana banjir. Sutton dan Tierney (2006) membagi menjadi 8 dimensi
kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana, yakni:

1. pengetahuan dan sikap terhadap manajemen bencana;
manajemen arah dan koordinasi dari operasi keadaan darurat;
kesapakatan formal dan informal;

sumberdaya yang mendukung;

perlindungan keselamatan hidup;

perlindungan harta benda;

menyesuaikan diri dengan keadaan darurat dan pemulihan;

8. inisiasi pemulihan.

Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) terdapat 5 faktor kritis kesiapsiagaan yang
disepakati sebagai parameter untuk mengantisipasi bencana alam, yaitu:

Noukwhn

1. pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana;
2. kebijakan dan panduan;

3. rencana untuk keadaan darurat bencana;

4. sistim peringatan bencana;

5. kemampuan untuk mobilisasi sumberdaya.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana sangat penting bagi masyarakat untuk
menghindari atau mengurangi dampak. Proses ini membangun masyarakat yang
lebih tangguh dan lebih baik dalam menghadapi bencana (/nternational Federation
of Red Cross, 2009). Tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya
banjir juga bergantung pada pengalaman dan dampak yang dirasakan oleh
masyarakat (Takao, 2004 dalam Dodon, 2013).

Perbedaan penelitian kesiapsiagaan ini dengan sebelumnya yakni tahap
kesiapsiagaan prabencana menggunakan parameter rencana kedaruratan,
kesepakatan formal dan informal, dan sumberdaya pendukung. Kesiapsiagaan
pada masa tanggap darurat menggunakan parameter perlindungan keselamatan
hidup, perlindungan harta benda, serta penyesuaian diri dalam keadaan darurat
dan pemulihan, sedangkan tahap pascabencana menggunakan parameter inisiasi
pemulihan. Penelitian tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
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bencana banjir di pertanian sangat dibutuhkan untuk mengelola bencana yang
akan datang sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah dalam
merencanakan kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis
masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat menanggulangi
kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan kerugian yang
ditimbulkan. Hal ini berarti juga mendukung tindakan prioritas Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction (SFDRR) 2015-2030, yang menekankan pentingnya
meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk melakukan respon yang
efektif serta “membangun kembali dengan lebih baik” (build back better) dalam
pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi model campuran (concurrent mixed
methods) menggunakan model concurrent triangulation strategy. Menurut Creswell
(2015) dalam model ini peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif
secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya. Bobot
metode kuantitatif pada penelitian ini lebih besar daripada bobot metode
kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pernyataan yang
digunakan untuk pembuatan kuesioner dan data pelengkap dari hasil kuesioner.

Waktu penelitian dilaksanakan pada 16-30 Desember 2016. Lokasi penelitian
dilakukan di Desa Sidobunder, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Pemilihan
lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Sidobunder dilalui oleh 6
sungai, rata-rata ketinggian wilayah 6 meter di atas permukaan air laut, dan
termasuk kawasan rawan bencana banjir kategori tinggi dan sedang (Profil
Destana Sidobunder, 2013).

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling
purposive. Responden dipilih sebanyak 62 sampel yang merupakan kepala rumah
tangga yang bertempat tinggal di lokasi rawan banjir kategori tinggi dan sedang,
serta bekerja sebagai petani yang lahan pertaniannya berada di Desa Sidobunder.
Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara
observasi, in-depth interview, dan kuesioner. Metode observasi dan in-depth
interview kepada informan kunci (kepala desa dan ketua kelompok tani) digunakan
untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi
bencana banjir di lahan pertaniannya.

Parameter yang digunakan dan distribusi pernyataan untuk masing-masing
parameter ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Jumlah Pernyataan

No Parameter Jumlah
1. Prabencana
1.1. | Rencana Kedaruratan 2
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No Parameter Jumlah
1.2. | Kesepakatan Formal dan 5
Informal
1.3. | Sumberdaya Pendukung 3
Jumlah 7
2. Tanggap Darurat
Penyesuaian Diri  dalam
2.1. | Keadaan Darurat dan | 7
Pemulihan (Coping)
Jumlah 7
3. Pascabencana
3.1. | Inisiasi Pemulihan 7
Jumlah 7

Sumber: Analisis Peneliti, 2016

Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Guttman sehingga akan
diperoleh jawaban tegas yakni “ya” atau “tidak”. Jawaban pernyataan "ya” diberi
skor 1 dan “tidak” diberi skor 0. Pengkategorian pada hasil akhir penelitian ini
adalah tinggi, sedang, dan rendah dengan menggunakan skor hipotetik dapat
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelas Kesiapsiagaan Pertanian

No Jumlah Skor Kategori
1 X=15 Tinggi
2 82X<15 Sedang
3 X<8 Rendah

Sumber: Analisis Peneliti, 2016

Metode analisis data menggunakan bantuan SPSS v.24 for MS Windows. Hasil Uji
Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov) dan Uji Homogenitas Levene diketahui bahwa
data yang akan diuji berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama sehingga
data akan dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Uji statistik untuk
analisis kesiapsiagaan masyarakat berupa uji komparasi, uji korelasi, uji regresi
linier sederhana, dan uji regresi ganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapsiagaan masyarakat di bidang pertanian dianalisis berdasarkan komponen
rencana kedaruratan, kesepakatan formal dan informal, serta sumberdaya
pendukung vyang dikelompokkan dalam tahap prabencana; komponen
penyesuaian diri dalam keadaan darurat dan pemulihan (coping) yang dimasukkan
dalam tahap tanggap darurat; serta inisiasi pemulihan yang dimasukkan dalam
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tahap pascabencana. Hasil analisis diperoleh bahwa tingkat kesiapsiagaan
masyarakat Desa Sidobunder di bidang pertanian termasuk dalam kategori tinggi
dengan persentase 70,97% dan selengkapnya dapat dilihat pada pie chart Gambar
1.

1.61%

= Tinggi
& Sedang
u Rendah

Gambar 1. Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan Gambar 1 sebanyak 70,97% masyarakat dengan kesiapsiagaan tinggi,
sebesar 14,52% sangat siap dan 56,45% termasuk siap menghadapi bencana banijir
di bidang pertanian, kemudian sebanyak 27,42% termasuk hampir siap, dan hanya
1,61% masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan rendah termasuk kurang siap
dalam menghadapi banjir di bidang pertanian. Berdasarkan kondisi spasial,
terdapat perbedaan yang nyata antara tingkat kesiapsiagaan masyarakat di
wilayah rawan tinggi dan rawan sedang (Sig. 0,015 < 0,05). Wilayah rawan tinggi
memiliki tingkat kesiapsiagaan yang lebih baik daripada wilayah rawan sedang.
Tabel 3 menunjukkan distribusi tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa
Sidobunder di bidang pertanian berdasarkan tingkat rawan bencana banijir.

Tabel 3. Distribusi Kesiapsiagaan Pertanian

Kategori Rawan Tinggi | Rawan Sedang
Tinggi 77,42 64,52
Sedang 22,58 32,26
Rendah 0,00 3,23
Jumlah
(%) 100,00 100,00
Jumlah (n) 31 31
Mean 14,39 12,48
T-Test tratio = 2,504; Sig. = 0,015

Sumber: Hasil Analisis, 2017
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Berdasarkan Tabel 3 dari 77,42% masyarakat di wilayah rawan tinggi
dengan tingkat kesiapsiagaan tinggi, yang termasuk sangat siap sebanyak 22,58%
dalam menghadapi bencana banjir di bidang pertanian dan 54,84% termasuk siap,
sedangkan sebanyak 22,58% masyarakat dengan tingkat kesiapsiagaan sedang
termasuk hampir siap menghadapi bencana banjir di bidang pertanian. Hal
berbeda di wilayah rawan sedang, sebanyak 6,45% masyarakat sangat siap serta
58,06% termasuk siap dalam menghadapi bencana banjir bidang pertanian
termasuk dalam tingkat kesiapsiagaan tinggi. Sebanyak 32,26% masyarakat yang
memiliki kesiapsiagaan sedang termasuk hampir siap dan masih terdapat
sebagian kecil masyarakat (2,23%) di wilayah rawan sedang yang termasuk kurang
siap dalam menghadapi banjir sehingga dikategorikan pada tingkat kesiapsiagaan
rendah.

Tingkat kesiapsiagaan pada setiap tahap penanggulangan bencana di bidang
pertanian termasuk dalam kategori tinggi, namun hasil analisis menunjukkan
adanya perbedaan tingkat kesiapsiagaan. Hal ini ditunjukkan melalui Gambar 2.

I

Paiisstila

Gambar 2. Distribusi Kesiapsiagaan Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat kategori tinggi di
bidang pertanian pada tahap prabencana memiliki persentase paling rendah
(66,13%) daripada persentase pada tahap tanggap darurat (75,81%) maupun
pascabencana (93,55%). Tahapan prabencana memiliki persentase paling tinggi
(32,26%) pada tingkat kesiapsiagaan kategori sedang di bidang pertanian,
sedangkan pada tingkat kesiapsiagaan kategori rendah tahap prabencana dan
tanggap darurat memiliki persentase yang sama yakni 1,61%. Hal ini menunjukkan
bahwa sebanyak 33,87% masyarakat belum siap menghadapi bencana banjir di
bidang pertanian.

Hasil analisis jika dilihat berdasarkan distribusi komponen kesiapsiagaan pada
setiap tahap penanggulangan bencana di bidang pertanian dapat dilihat pada
Tabel 4.
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Tabel 4. Distribusi Bentuk Kesiapsiagaan

Tahap Komponen (%)
Rencana Kedaruratan | 69,35
Kesepakatan Formal 7016
Prabencana Informal
Sumberdaya
Pendukung 3817
Tanggap Penyesuaian Diri 58,29
Darurat
Pascabencana | Inisiasi Pemulihan 77,42

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tabel 4. menunjukkan bahwa komponen sumberdaya pendukung pada tahap
prabencana memiliki persentase paling rendah (38,17%), sedangkan kesiapsiagaan
pertanian dalam bentuk inisiasi pemulihan pada tahap pascabencana memiliki
persentase paling tinggi (77,42%). Pembahasan mengenai tingkat kesiapsiagaan
dan komponen/bentuk kesiapsiagaan pada setiap tahap penanggulangan bencana
di bidang pertanian dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Tahap Penanggulangan Bencana

3.1.1 Tahap Prabencana di Pertanian

Berdasarkan Gambar 2. diketahui bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat pada
tahap prabencana di bidang pertanian memiliki persentase 66,13% termasuk
kategori tinggi dengan rincian 14,52% termasuk sangat siap dan 51,61% termasuk
siap. Sebanyak 32,26% masyarakat hampir siap termasuk dalam tingkat
kesiapsiagaan sedang dan sekitar 1,61% masyarakat Desa Sidobunder kurang siap
menghadapi banjir pada tahap prabencana bidang pertanian sehingga
dikategorikan pada tingkat kesiapsiagaan rendah.

Berdasarkan kategori rawan bencana dan hasil analisis melalui Uji t-test, terdapat
perbedaan yang signifikan pada tingkat kesiapsiagaan tahap prabencana di bidang
pertanian antara rawan tinggi dan rawan sedang (Sig. 0,008 < 0,05). Kesiapsiagaan
pertanian masyarakat di wilayah rawan tinggi lebih tinggi daripada di wilayah
rawan sedang. Distribusi tingkat kesiapsiagaan pada tahap prabencana di bidang
permukiman berdasarkan wilayah rawan banjir dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kesiapsiagaan Prabencana

Kategori Rawan Tinggi Rawan Sedang
Tinggi 74,19 58,06
Sedang 25,81 38,71
Rendah 0,00 3,23
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Jumlah (%) 100,00 100,00
Jumlah (n) 31 31
Mean 4,42 3,45
T-Test t ratio = 2,749; Sig. = 0,008

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Hasil Analisis jika dilihat berdasarkan distribusi komponen kesiapsiagaan pada
tahap prabencana di bidang pertanian dapat dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3. Distribusi Kesiapsiagaan Prabencana

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Distribusi komponen kesiapsiagaan pada tahap prabencana bidang pertanian
dijelaskan sebagai berikut.

a. Rencana Kedaruratan

Bentuk kesiapsiagaan bidang pertanian berdasarkan rencana kedaruratan
yakni mempersiapkan kantong pasir untuk tanggul sebelum datang musim
penghujan. Hal ini dilakukan oleh 50% masyarakat di Desa Sidobunder,
sedangkan untuk pembuatan saluran air pada tahap prabencana dilakukan
oleh 88,71% masyarakat di Desa Sidobunder. Sebagian masyarakat Desa
Sidobunder merasa tidak perlu menyiapkan kantong pasir karena apabila
terjadi kerusakan tanggul biasanya akan mendapat bantuan dari kelompok
tani atau pemerintah desa. Gambar 4. menunjukkan saluran air yang dibuat
untuk mengurangi air agar tidak menggenangi lahan persawahan.
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Gambar 4. Saluran Air di Lahan Pertanian

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

b. Kesepakatan Formal dan Informal

Salah satu bentuk kesepakatan formal dan informal adalah melakukan
koordinasi dengan kelompok tani sebelum datang musim penghujan yang
dilakukan oleh 41,94% masyarakat Desa Sidobunder. Koordinasi yang
dilakukan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi
petani seputar penentuan waktu tanam padi dan upaya yang perlu
dilakukan apabila terjadi kerusakan lahan pertanian apabila terjadi banijir.
Sebagian besar masyarakat (58,06%) merasa tidak perlu melakukan
koordinasi karena mereka telah mengetahui dengan sendirinya upaya-
upaya yang harus dilakukan saat terjadi banjir, padahal menurut Hermanto
dan Swastika (2011) penguatan kelompok tani dapat menjadi langkah awal
peningkatan kesejahteraan petani. Koordinasi kelompok tani dapat
meningkatkan partisipasi anggota kelompok yang akan meningkatkan
kedinamisan kelompok. Kedinamisan tersebut akan memberikan peluang
sebesar-besarnya kepada anggota untuk bekerjasama dan berpartisipasi
dalam kegiatan kelompok sehingga tujuan bersama dapat dicapai.

Sebanyak 98,39% masyarakat mengikuti pola tanam yang telah disepakati dalam
kelompok tani. Pola tanam yang dilakukan di Desa Sidobunder merupakan jenis
rotasi tanam (crop rotation) dengan penanaman 2 jenis secara bergiliran pada
lahan yang sama yakni dalam setahun dilakukan 2 kali tanam padi dan 1 kali
tanam kacang hijau. Hasil penelitian Irawan dan Arista (2013) menunjukkan bahwa
rotasi tanam juga dilakukan di Kabupaten Boyolali yakni pola tanam padi-palawija
(ketela atau jagung). Menurut informasi warga, penanaman padi musim pertama
dilakukan pada pertengahan bulan November sampai Maret/April (waktu semai
sampai panen) dan musim kedua persemaian dilakukan bulan April/Mei dan
panen padi pada bulan Agustus/September. Pertanaman pada musim pertama
selalu terkena banjir, sedangkan di musim kedua relatif aman. Hal ini sesuai
dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2016
yang ditunjukkan pada Gambar 5. berikut ini.
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(a) Tanggal 9 Desember 2016

(b) Tanggal 21 Desember 2016

Gambar 5. Perbedaan Kondisi Lahan Sawah di Lokasi yang Sama

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

C. Sumberdaya Pendukung

Bentuk sumberdaya pendukung salah satunya yakni adanya anggota keluarga
yang pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebanyak 59,68%, padahal menurut
hasil penelitian Pasaribu dkk. (2008) melalui penyuluhan pertanian akan
mempermudah pemerintah dalam melakukan pemerataan informasi dan
berbagai program inovasi baru. Sementara itu, menurut Ensminger (1962 dalam
Hidayati 2014) penyuluhan di Amerika Serikat telah lama dikembangkan falsafah 3-
T: teach, truth, and trust (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan).
Artinya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan
kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan
pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi baru yang telah diuji
kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat secara ekonomi
maupun non-ekonomi bagi perbaikan kesejahteraannya.

Sebanyak 37,10% masyarakat telah menyiapkan pompa/mesin sedot air.
Harapannya, saat banjir sudah mulai surut dan sudah terlihat batas sawahnya,
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pompa air dapat digunakan untuk mengurangi ketinggian air sehingga tidak akan
memperlambat masa tanam. Hanya sebagian kecil masyarakat (17,74%) yang
menyiapkan dana untuk perbaikan lahan apabila terjadi kerusakan akibat banijir.
Masyarakat merasa bahwa pendapatannya selama ini hanya cukup bahkan
terkadang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3.1.2 Tahap Tanggap Darurat di Pertanian

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat pada tahap tanggap darurat di bidang pertanian
memiliki persentase 75,81% termasuk kategori tinggi dengan rincian 3,23%
termasuk sangat siap dan 72,58% termasuk siap menghadapi masa tanggap
darurat. Sebanyak 22,81% masyarakat hampir siap yang termasuk dalam tingkat
kesiapsiagaan sedang dan sekitar 1,61% masyarakat Desa Sidobunder kurang siap
menghadapi banjir pada tahap prabencana sehingga dikategorikan pada tingkat
kesiapsiagaan rendah.

Berdasarkan hasil Uji t-tes diperoleh nilai 0,047 pada taraf signifikansi 95% (Sig.
0,047 < 0,05), artinya terdapat perbedaan yang meyakinkan pada tingkat
kesiapsiagaan di wilayah rawan tinggi dan rawan sedang. Skor rata-rata (mean)
menunjukkan bahwa wilayah rawan tinggi (4,35) memiliki kesiapsiagaan pertanian
pada tahap tanggap darurat lebih baik daripada wilayah rawan sedang (3,81).
Distribusi tingkat kesiapsiagaan pada tahap tanggap darurat di bidang pertanian
berdasarkan wilayah rawan banjir dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

Kategori Rawan Tinggi Rawan Sedang
Tinggi 80,65 70,97
Sedang 19,35 25,81
Rendah 0,00 3,23
Jumlah (%) | 100,00 100,00
Jumlah (n) 31 31
Mean 4,35 3,81
T-test t ratio = 2,029; Sig. = 0,047

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Hasil Analisis jika dilihat berdasarkan distribusi komponen kesiapsiagaan pada
tahap tanggap darurat di bidang pertanian dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 6. Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Komponen pada tahap tanggap darurat terdiri dari penyesuaian diri dalam
keadaan darurat dan pemulihan (coping). Hal yang sama dengan kesiapsiagaan di
bidang permukiman, masyarakat juga dituntut untuk mempertahankan diri saat
terjadi bencana banjir di bidang pertanian. Selain itu, masyarakat yang hampir
seluruhnya bermata pencaharian sebagai petani harus memiliki langkah-langkah
pemulihan awal. Sebanyak 53,23% masyarakat Desa Sidobunder memberi tanda
batas sawah menggunakan pipa/kayu (Gambar 7). Hal ini dilakukan karena banjir
yang merendam lahan pertanian selama 3 minggu hingga 1 bulan dapat
menyebabkan batas sawah menjadi rusak dan terkadang sama rata dengan lahan
pertanian.

Gambar 7. Pipa/Kayu sebagai Penanda Batas Sawah saat Banjir

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

Hanya sebagian kecil masyarakat (8,06%) yang menggunakan pompa/mesin sedot
air untuk mengurangi genangan saat banjir sudah mulai surut. Menurut informasi,
warga lebih memilih menggunakan pompa/mesin sedot air (Gambar 8) untuk
mengambil air dari sungai atau sumur untuk mengairi lahan pertanian mereka
yang kekurangan air saat mendekati musim panen padi.
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Gambar 8. Sumur Bor di Area Persawahan Desa Sidobunder

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

Memantau perubahan tinggi genangan air dilakukan oleh sebagian masyarakat
(83,87%) Desa Sidobunder, sedangkan sebagian warga yang tidak mengecek
kondisi lahan pertaniannya lebih memilih untuk mencari informasi melalui
tetangganya. Sebanyak 47,46% masyarakat Desa Sidobunder melakukan
perkerjaan sampingan yang dimiliki atau mencari pekerjaan lain sembari
menunggu genangan surut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wulan dkk.
(2016) tentang strategi penghidupan masyarakat Dusun Depok, Desa Parangtritis
pada periode krisis bencana banjir. Wulan dkk. (2016) dalam penelitiannya
mengadopsi strategi penghidupan dari Teori White (1991) yang membagi ke dalam
3 strategi yakni strategi bertahan (survival), strategi konsolidasi, dan strategi
akumulasi. Hasil penelitian Andriyan (2013) menyebutkan bahwa masyarakat yang
menerapkan strategi bertahan biasanya memiliki status pra-sejahtera, dalam
artian modal kecil dan luas lahan pertanian sempit. Strategi bertahan yang
dilakukan para petani di saat banjir melanda lahan persawahan adalah
membiarkan dan menunggu banjir surut. Hal serupa juga dilakukan oleh 51,61%
masyarakat Desa Sidobunder yang lebih memilih menganggur.

Strategi  konsolidasi merupakan strategi kelompok menengah yang
mengutamakan keamanan dan stabilitas pendapatan dari pengolahan
sumberdaya yang dimiliki (White, 1991 dalam Wulan 2016). Strategi konsolidasi
yang dilakukan masyarakat Dusun Depok pada periode krisis adalah menjadi
tukang parkir dan pramusaji di pusat kuliner Pantai Depok, sedangkan pada
strategi ini dilakukan oleh 41,92% masyarakat di Desa Sidobunder yakni mencari
rumput untuk ternak, mencari ikan, menjadi pande besi, tukang kayu, tukang batu,
dan membuat wuwu. Strategi akumulasi, merupakan strategi yang dilakukan oleh
petani yang memiliki sumberdaya yang banyak (White, 1991 dalam Wulan 2016).
Strategi akumulasi yang dilakukan masyarakat di Dusun Depok adalah
menyewakan ATV (All Terrain Vehicle), menjual kuliner berupa makanan, camilan,
maupun pakaian. Strategi akumulasi hanya dilakukan oleh sebagian kecil
masyarakat (5,54%) Desa Sidobunder karena berhubungan dengan kepemilikan
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modal. Strategi akumulasi yang dilakukan masyarakat Desa Sidobunder yakni
berdagang, menjadi pengepul padi, dan berjualan ayam bangkok.

Sebagian besar masyarakat (98,39%) melakukan upaya menambal tanggul yang
jebol untuk mengurangi air yang masuk ke area persawahan. Menurut informasi
kepala desa, Desa Sidobunder mendapatkan bantuan dana APBD Kabupaten
Kebumen tahun 2016 untuk pekerjaan pemasangan bronjong di Sungai
Klepupayung. Gambar 9. merupakan kondisi lahan pertanian yang sama rata
dengan muka air Sungai Klepupayung, selain itu di beberapa lokasi juga terdapat
tanggul yang jebol.

R T.20an Pertasian

Gambar 9. Tanggul Jebol di Sungai Klepupayung

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

Menurut Kepala Desa Sidobunder, pemasangan bronjong sebagai penguat tanggul
sungai dinilai masih kurang efektif untuk menanggulangi banjir di Desa
Sidobunder. Menurutnya, untuk mengurangi dampak banjir terutama di bidang
pertanian langkah yang paling efektif adalah normalisasi dengan cara pengerukan
sedimen/endapan di beberapa sungai dan pembuatan embung, namun hal ini
terkendala dana karena untuk melakukan normalisasi sungai membutuhkan biaya
yang besar. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kodoatie dan Sugianto (2002)
yang menyebutkan bahwa kegiatan pengendalian banjir di bagian hilir yakni
dengan melakukan normalisasi alur sungai dan tanggul sudetan pada alur yang
kritis; pembuatan alur pengendali banjir atau flood way; pemanfaatan daerah
genangan untuk retarding basin. Salah satu contoh sedimen/endapan sungai di
Desa Sidobunder ditunjukkan pada Gambar 10.
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Gambar 10. Sedimen di Sungai Klepupayung

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

Sebanyak 64,52% masyarakat Desa Sidobunder meminta arahan dan solusi dari
pemerintah desa atau kelompok tani saat terjadi banjir. Hal ini biasanya terkait
dengan biaya operasional yang bertambah apabila lahan pertanian mereka
terendam banjir. Sebagian masyarakat merasa kesulitan dana untuk membeli
benih padi atau bibit lagi maupun pupuk. Sebagian besar masyarakat (77,42%)
menunggu instruksi dari pemerintah desa atau petugas penyuluh apabila akan
menyebar benih padi. Informasi ini biasanya disampaikan melalui koordinasi
gabungan kelompok tani, kemudian disebarluaskan kepada masing-masing
anggota kelompok tani.

3.1.3 Tahap Pascabencana di Pertanian

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder pada tahap pascabencana
memiliki persentase paling tinggi yakni 93,55%. Sebanyak 50,00% masyarakat
termasuk sangat siap dan 43,55% termasuk siap, sedangkan 6,45% masyarakat
hampir siap pasca terjadinya bencana banjir sehingga dikategorikan dalam tingkat
kesiapsiagaan sedang.

Berdasarkan tingkat rawan banjir diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara wilayah rawan tinggi dan rawan sedang, namun berdasarkan skor
rata-rata diperoleh bahwa masyarakat di wilayah rawan tinggi memiliki
kesiapsiagaan pascabencana lebih baik daripada di wilayah rawan sedang yang
dapat dilihat pada nilai mean pada Tabel 7.

Tabel 7. Kesiapsiagaan Pascabencana

Kategori Rawan Tinggi | Rawan Sedang
Tinggi 93,55 93,55
Sedang 6,45 6,45
Rendah 0,00 0,00
Jumlah (%) | 100,00 100,00
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Jumlah (n) 31 31
Mean 5,61 5,23
T-Test t ratio = 1,298; Sig. = 0,199

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Hasil Analisis jika dilihat berdasarkan distribusi komponen kesiapsiagaan pada
tahap pascabencana di bidang pertanian dapat dilihat pada Gambar 11.
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Gambar 11. Kesiapsiagaan Pascabencana

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Tingkat kesiapsiagaan pascabencana di bidang pertanian dianalisis menggunakan
komponen inisiasi pemulihan. Sebagian besar masyarakat (95,35%) melakukan
perbaikan pada lahan pertanian yang terdampak. Sebanyak 81,40% masyarakat
memperbaiki sendiri dan sebanyak 13,95% menggunakan jasa buruh untuk
memperbaiki lahan pertanian mereka yang terdampak. Kerusakan yang terjadi
yakni pada batas sawah dan keberadaan sampah di lahan pertanian. Menurut
warga, selama ini tidak ada kerusakan yang parah pada lahan pertanian saat
terjadi banjir, kecuali saat banijir yang diakibatkan jebolnya Waduk Sempor (1963).

Sebanyak 48,39% masyarakat membantu petani lainnya yang juga terdampak
banjir. Menurut sebagian besar warga, pekerjaan perbaikan lahan lebih sering
dikerjakan sendiri-sendiri sehingga tidak perlu saling membantu. Faktor lainnya
yakni lahan sawah yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (62,90%)
tergolong sempit (< 0,21 ha). Sebanyak 72,58% masyarakat langsung mengganti
tanaman padi yang mati/rusak dengan membeli bibit padi. Menurut mereka, hal
ini dilakukan agar tidak terjadi kemunduran masa panen yang terlalu jauh. Hanya
sebagian masyarakat yang tidak langsung mengganti tanaman padi mereka yang
rusak sebab belum memiliki bibit padi dan tidak memiliki dana untuk membeli
bibit.

Sebagian besar masyarakat (77,42%) tetap memantau perubahan cuaca yang
terjadi pascabencana banjir di lahan pertanian. Menurut informasi warga, saat
musim tanam padi hampir setiap hari warga pergi ke sawah untuk mengecek
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kondisi lahan pertaniannya. Sebanyak 56,45% masyarakat mengupayakan
penggantian benih padi dari pemerintah, sedangkan masyarakat lainnya lebih
memilih membeli lagi benih di tempat lain sesuai varietas yang biasa mereka
tanam. Hampir semua masyarakat (96,77%) Desa Sidobunder membuang hama
yang ada di lahan pertaniannya. Hama yang sedang melanda lahan pertanian
warga saat ini (Desember 2016) adalah keong mas. Sebagian besar masyarakat
menggunakan obat untuk mengusir keong yang ada di lahan pertaniannya, namun
menurut mereka setelah ditabur obat, keesokan paginya masih tetap ada keong
dengan jumlah yang lebih banyak. Sementara itu, beberapa petani mengambil
keong di lahan pertaniannya untuk pakan ternak bebek milik mereka. Gambar 12.
menunjukkan keong hasil tangkapan salah satu warga Desa Sidobunder.

Gambar 12. Keong Mas

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kesiapsiagaan Pertanian

Faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat
Desa Sidobunder terhadap bencana banijir di bidang pertanian yakni pendidikan,
umur, pendapatan, pengalaman bertani, penyuluhan pertanian, luas lahan,
kepemilikan alat pertanian, pengetahuan, dan kepercayaan. Faktor-faktor tersebut
merupakan variabel bebas (independent), sedangkan tingkat kesiapsiagaan
selanjutnya disebut variabel terikat (dependent). Langkah sebelum dilakukan
analisis faktor pengaruh yakni dilakukan analisis korelasi untuk mengukur
keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil analisis Uji
Korelasi Pearson Product Moment ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Analisis Korelasi Kesiapsiagaan Pertanian terhadap Banijir

No Variabel Bebas " Keterangan
| (Independent) nitung g

0,268" | Korelasi

1 Pendidikan
cukup
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No Variabel Bebas . Keterangan
*| (Independent) hitung g
5 Umur 0,042 Korelasi
sangat lemah
0,327™ | Korelasi
3 Pendapatan 3 orelast
cukup
4 Pengalaman 0,417 | Korelasi
Bertani cukup
5 Penyuluhan 0,493™ | Korelasi
Pertanian cukup
0,18 Korelasi
6 Luas Lahan 183 orelast
sangat lemah
K ilikan Al h )
7 epem.l tkan Alat | 0,530 Korelasi kuat
Pertanian
8 Pengetahuan 0,607 | Korelasi kuat
9 Kepercavaan 0,406™ | Korelasi
P y cukup
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan hasil analisis korelasi pada Tabel 8 diketahui bahwa variabel
pendidikan, pendapatan, pengalaman bertani, penyuluhan pertanian, dan
kepercayaan memiliki korelasi cukup, sedangkan variabel kepemilikan alat
pertanian dan pengetahuan memiliki korelasi kuat terhadap tingkat kesiapsiagaan
masyarakat Desa Sidobunder di bidang pertanian. Hasil analisis variabel bebas
tersebut semuanya memiliki koefisien korelasi bersifat positif. Artinya semakin
tinggi tingkatan pada masing-masing variabel bebas, maka semakin tinggi pula
tingkat kesiapsiagaan masyarakat di bidang pertanian dan sebaliknya. Hubungan
antara masing-masing variabel bebas yang diasumsikan berpengaruh terhadap
tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder di bidang pertanian dapat
dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hubungan Variabel Bebas dengan Kesiapsiagaan Permukiman

Kesiapsiagaan
Persentase (%) Permukiman
Tinggi | Sedang | Rendah
S1 1,61 0,00 0,00
SMA 9,68 0,00 0,00
Pendidikan SMP 9,68 3,23 0,00
SD 43,55 | 16,13 0,00
Tidak Sekolah 6,45 8,06 1,61
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76 -90 3,23 0,00 0,00
61-75 19,35 | 8,06 0,00
Umur
46 - 60 32,26 11,29 1,61
31-45 16,13 8,06 0,00
> Rp
3.000.000,00 1,61 0,00 0,00
Rp 1.325.000,00
Pendapatan | - Rp | 30,65 | 4,84 0,00
2.999.999,00
< Rp
1.324.999,00 38,71 122,58 1.61
>61 4,84 0,00 0,00
46 - 60 8,06 4,84 0,00
Pengalaman 73,77/ 2581 | 1129 | 1,61
Bertani
16-30 20,97 | 9,68 0,00
<15 11,29 1,61 0,00
Tinggi 24,19 1,61 0,00
Penyuluhan "o 1o ng 17,74 | 6,45 0,00
Pertanian
Rendah 29,03 | 19,35 1,61
> 0,64 3,23 0,00 0,00
0,43-0,63 4,84 1,61 0,00
Luas Lahan
0,22-0,42 19,35 8,06 0,00
<0,21 43,55 17,74 1,61
>4 11,29 0,00 0,00
Kepemilikan | 3 2419 | 4,84 0,00
Alat
Pertanian 2 20,97 | 8,06 0,00
<1 14,52 14,52 1,61
Tinggi 66,13 | 16,13 | 0,00
Pengetahuan | Sedang 4,84 8,06 0,00
Rendah 0,00 3,23 1,61
Tinggi 22,58 | 3,23 0,00
Kepercayaan | Sedang 48,39 | 24,19 1,61
Rendah 0,00 0,00 0,00

Berdasarkan hasil analisis korelasi dan tabulasi silang untuk mengetahui
hubungan antara faktor-faktor dalam variabel bebas dengan variabel terikat,
langkah selanjutnya yakni melakukan Uji Regresi Linier Berganda untuk
mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan/meyakinkan
terhadap tingkat kesiapsiagaan masyarakat di bidang pertanian. Hasil analisis Uji
Regresi dapat dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Faktor yang Diasumsikan Mempengaruhi Kesiapsiagaan Pertanian

Asumsi
No. Faktor t B Sig. Sig. < 0,05
Pengaruh
Tidak
1 Pendidikan 0,522 | 0,189 | 0,604 | berpengaruh
signifikan
Tidak
2 Umur 0,111 | 0,043 | 0,912 | berpengaruh
signifikan
Tidak
3 Pendapatan | 1,978 | 1,245 | 0,053 | berpengaruh
signifikan
Pengalaman | - - Tidak
* | Bertani 0218 | 0,163 | 828 | berpengaruh
signifikan
5 | Penyuluhan o oeh | 0,643 | 0,006 | BETPengaruh
Pertanian signifikan
i i Tidak
6 Luas Lahan 1785 | 0760 0,080 b.erp.e'ngaruh
signifikan
Kepemilikan
7 | Alat 3,415 | 0945 | 0,001 | Berpengaruh
. signifikan
Pertanian
8 | Pengetahuan | 3,312 | 0,351 | 0,002 | BérPengaruh
signifikan
Tidak
9 Kepercayaan | 1,494 | 0,993 | 0,141 | berpengaruh
signifikan

* t tabel = 2,007

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa penyuluhan pertanian, kepemilikan
alat pertanian, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang meyakinkan terhadap
tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder di bidang pertanian.
Penyuluhan pertanian memberikan sumbangan efektif sebesar 19,3% terhadap
kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder di bidang pertanian. Hasil ini sejalan
dengan penelitian Nuraini (2005) yang menyebutkan bahwa dalam penyuluhan
pertanian dibicarakan juga masalah jenis tanam, pengolahan lahan, rotasi tanam,
pemanfaatan teknologi sehingga dengan semakin seringnya masyarakat
menghadiri penyuluhan maka pengetahuan tentang pertanian semakin
bertambah. Dengan demikian, masyarakat juga semakin siap menghadapi
bencana yang melanda di bidang pertanian terutama bencana banijir. Hasil
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penelitian Pasaribu dkk. (2008) menunjukkan bahwa pendidikan informal seperti
penyuluhan dan pelatihan dapat membuka akses informasi bagi petani dan
meningkatkan pemberdayaan kelompok tani.

Kepemilikan alat pertanian memberikan pengaruh sebesar 28,4% terhadap
kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder. Alat pertanian merupakan sarana
penting dalam kegiatan pertanian sehingga saat lahan pertanian membutuhkan
perbaikan maka masyarakat yang memiliki alat pertanian akan lebih cepat untuk
melakukan perbaikan. Pengetahuan memberikan pengaruh paling besar terhadap
tingkat kesiapsiagaan di bidang pertanian yakni sebesar 37,6%. Pengetahuan
masyarakat Desa Sidobunder dalam menghadapi banjir di bidang pertanian
diperoleh melalui penyuluhan dan pengalaman yang mereka rasakan selama ini.
Kurniawati (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengetahuan,
pemahaman, dan tindakan adaptif dapat menghindari petani dari kerugian akibat
gagal panen. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai
perubahan iklim akan bertindak reaktif dan melakukan antisipasi terhadap
dampak yang terjadi akibat dari perubahan iklim seperti bencana banijir.

3.3 Perbedaan Tingkat Kesiapsiagaan

Berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan yang signifikan, yakni perilaku
masyarakat petani di wilayah rawan tinggi lebih banyak yang telah beradaptasi
terhadap lahan pertaniannya daripada di wilayah rawan sedang. Perbedaan
tingkat kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 13.
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4. KESIMPULAN

Gambar 13. Perbedaan Tingkat Kesiapsiagaan

Sumber:Hasil Analisis, 2017

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder termasuk dalam
kategori tinggi (69,35%). Kesiapsiagaan di tahap prabencana meskipun tinggi,
namun merupakan yang paling rendah dibandingkan pada tahap tanggap darurat
dan pascabencana. Faktor pengaruh tindakan kesiapsiagaan di bidang pertanian
dipengaruhi oleh faktor pengetahuan (37,6%), kepemilikan alat pertanian (28,4%),
dan penyuluhan pertanian (19,3%). Kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan
tinggi lebih baik daripada rawan sedang karena di wilayah rawan tinggi memiliki
karaktersitik sosial, ekonomi, dan lingkungan permukiman yang lebih baik.
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ABSTRAK

Pada beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi bencana alam berupa bencana
hidrometeorologis di Indonesia. Bencana tersebut antara lain kekeringan, banjir
dan tanah longsor. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan
penjelasan peran hutan lindung dalam menurunkan resiko bencana
hidrometeorologis, khususnya banjir, kekeringan dan tanah longsor. Berdasarkan
pengetahuan peran hutan lindung tersebut diharapkan dapat menjadi acuan
penetapan upaya-upaya konkrit dan tepat sasaran dalam kaitannya dengan
pengelolaan  hutan lindung dalam konteks penanggulangan bencana
hidrometeorologis. Peran dan mekanisme hutan lindung dalam menurunkan
kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu banjir bandang, tanah
longsor dan kekeringan berturut-turut adalah menjaga kondisi tutupan vegetasi
tetap pada kerapatan yang tinggi, menjaga stabilitas lereng, meningkatkan nilai
kapasitas penahanan air. Upaya peningkatan peran dan pengelolaan hutan
lindung antara lain: Penyesuaian tata ruang dan pemanfaatan hutan, Penguatan
regulasi dan organisasi pengelola hutan lindung, Pemanfaatan hutan lindung,
Penyelesaian konflik hutan lindung.

Katakunci : bencana hidrometeorologi, pengelolaan hutan lindung

ABSTRACT

In several past years there are many hydrometeorologic disasters have been
occurred in Indonesia. Those of disasters are mainly droughs, floods and
landslides.The aim of this paper is to explain the role of protected forest in terms
of hydrometeorologic disaster risk reduction. Based on those knowledge, it can be
expected more obvious measures of protected forest management in the context
of hydrometeorologic disaster risk reduction. The role of protected forest in
relation to hydrometeorologic disaster risk reduction mainly for flash floods,
landslides and droughts respectively are to maintain high density vegetation cover,
to sustain slope stability and to increase water holding capacity. Several efforts in
order to increase the role of protected forest are by synchronizing spatial planning
and forest utilizations, strengthening regulation and organization of procted forest
institutions, protected forest utilizations and conflict resolution in protected forest.

Keywords : hydrometeorologic disasters, protected forest managements
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1. PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi bencana alam berupa bencana
hidrometeorologis di Indonesia. Bencana tersebut antara lain kekeringan, banjir
dan tanah longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menunjukkan frekuensi dan intensitas bencana di Indonesia terus meningkat.
Pada tahun 2005 telah terjadi lebih kurang 200 kejadian banjir, dan tahun 2016
terjadi 800 kali kejadian banjir. Kejadian tanah longsor tahun 2005 terjadi lebih
kurang 50 kali, dan pada tahun 2016 terjadi longsor 600 kali. Kombinasi kejadian
banjir dan tanah longsor kurang dari 10 kejadian tahun 2005 dan 50 kejadian pada
tahun 2015. Bencana-bencana tersebut jelas memberikan dampak kerugian yang
sangat besar.

Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor erat kaitannya dengan
curah hujan tinggi akibat kondisi cuaca ektrem sebagai konsekuensi dari
perubahan iklim. Namun demikian curah hujan yang tinggi bukan satu-satunya
faktor penyebab terjadinya banjir. Bencana hidrometeorologis erat kaitannya
dengan bagaimana proses interaksi antara curah hujan tinggi tersebut dengan
kondisi permukaan bumi yang mencakup unsur abiotik (batuan, tanah, aliran
sungai), unsur biotik (penutupan vegetasi, penggunaan lahan, sebaran satwa) serta
unsur kultural (social, ekonomi dan budaya).

Proses interaksi antara curah hujan dan kondisi permukaan bumi membentuk
satu keterkaitan timbal balik dalam bentuk hubungan sebab akibat dalam sebuah
ekosistem. Ruang lingkup eksosistem ini pada umumnya merupakan sebuah
daerah aliran sungai (DAS).

Diantara unsur-unsur ekosistem tersebut, unsur abiotif bersifat statis dalam arti
kondisinya tetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun unsur biotik
khususnya penggunaan lahan bersifat dinamis. Kondisi dinamis dari penggunaan
lahan ini antara lain ditunjukkan di kawasan hulu DAS yang menjadi zona lindung,
resapan air dan pengendali tata air yang penggunaan lahannya berupa hutan yang
berfungsi lindung, berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan, pertambangan
dan pemukiman. Dalam konteks hubungan sebab akibat, perubahan penggunaan
lahan tersebut merupakan penyebab meningkatnya aliran permukaan, erosi
tanah, menurunnya kesuburan tanah, sehingga akan mengakibatkan terjadinya
lahan kritis di kawasan hutan lindung. Luas lahan kritis di kawasan hutan lindung
adalah seluas 2,9 juta ha (12%) dari luas lahan kritis seluruh Indonesia sebesar
24,3 juta ha. Adanya lahan kritis di kawasan hutan lindung dapat mengancam
fungsi hutan lindung sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan yang ada di
sekitanya maupun daerah di bawahnya.

Pada umumnya masyarakat memahami hubungan sebab akibat menurunnya
tutupan hutan yang berakibat kepada meningkatnya bencana hidrometeorologi.
Namun penjelasan tentang mekanisme atau proses hubungan sebab akibat
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tersebut pada umumnya masih terbatas. Tujuan penulisan makalah ini adalah
untuk memberikan penjelasan peran hutan lindung dalam menurunkan resiko
bencana hidrometeorologis, khususnya banjir, kekeringan dan tanah longsor.
Berdasarkan pengetahuan peran hutan lindung tersebut diharapkan dapat
menjadi acuan penetapan upaya-upaya konkrit dan tepat sasaran dalam kaitannya
dengan pengelolaan hutan lindung dalam konteks penanggulangan bencana
hidrometeorologis.

Sistematika penulisan makalah ini dimulai dengan pengertian hutan lindung dan
fungsi hutan lindung serta kriteria yang digunakan untuk menetapkan sebuah area
menjadi hutan lindung. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai
pengertian resiko bencana di suatu daerah serta faktor-faktor yang
mempengaruhi resiko tersebut. Selanjutnya akan diuraikan mekanisme hutan
lindung dapat mengendalikan faktor resiko bencana khsusunya yang berkaitan
dengan kejadian banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan. Setelah diketahui
mekanisme hutan lindung dalam mengurangi resiko bencana maka dilanjutkan
dengan uraian tentang berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peran
hutan lindung dalam penanggulangan bencana. Terakhir uraian makalah ini akan
ditutup dengan kesimpulan.

2. KRITERIA PENETAPAN HUTAN LINDUNG

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan
tanah (UU No. 41/1999). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa
hutan lindung berfungsi melindungi daerah sekitarnya dan daerah bawahannya
dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana yang disebabkan oleh
terganggunya keseimbangan tata air seperti banjir atau kekeringan dan juga
dampak lain seperti terjadinya erosi, sedimentasi.

Regulasi yang mendasari penetapan hutan lindung adalah SK Menteri Pertanian
No. 837/Kpts/Um/11/80 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung
dan dikemudian dikuatkan dengan beberapa peraturan lainnya seperti SK Mentan
No. 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan
(TGHK), SK Mentan No. 683/Kpts/Um/8/81 tentang Kriteria dan Tata Cara
Penetapan Hutan Produksi, dan terakhir adalah Kepres Rl No. 32 tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Landasan utama penentuan arahan hutan lindung adalah dengan menggunakan
tiga faktor penentu yaitu: kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan.
Masing-masing faktor tersebut memiliki bobot dan skor wuntuk setiap
pengkelasannya sebagaimana tersaji pada Tabel 1.
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Tabel 1 memperlihatkan bahwa bobot tertinggi adalah kemiringan lereng. Hal ini
menunjukkan bahwa titik berat hutan lindung adalah untuk mengatur tata air.
Faktor kemiringan lereng merupakan faktor yang dominan yang mengontrol
respon permukaan bumi terhadap curah hujan dimana semakin tinggi kemiringan
lereng kemungkinan curah hujan menjadi aliran permukaan adalah semakin
besar. Faktor jenis tanah menitikberatkan kepada fungsi hutan lindung dalam
mengendalikan erosi.

Jumlah dari perkalian bobot dan skor tersebut digunakan sebagai dasar untuk
memeberikan arahan fungsi kawasan dengan kriteria pengkelasan sebagaimana
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Penentu Arahan Fungsi Penggunaan Lahan.

Parameter Besaran Kategori Nilai Skor Bobot x Skor
/Bobot
Jenis Tanah | Aluvial, Gleisol, Planesol, | Tidak Peka 1 15
(15) Hidromorf kelabu, Laterik
Latosol Kurang Peka 2 30
Brown forest soil, non calcic | Agak Peka 3 45
brown, mediteran
Andosol, Laterit, Podsol, | Peka 4 60
Grumusol, Podsolik
Regosol, Litosol, Organosol, | Sangat Peka 5 75
Renzina
Kemiringan | <8% Datar 1 20
lereng 8- 15% Landai 2 40
(20)
15-25% Agak Curam 3 60
25 -40% Curam 4 80
> 40% Sangat Curam 5 100
Intensitas <13,6 Sangat rendah 1 10
Hujan 13,6 - 20,7 Rendah 2 20
(mm/hari)
(10) 20,7 - 27,7 Sedang 3 30
27,7-34,8 Tinggi 4 40
> 34,8 Sangat Tinggi 5 50

Tabel.2. Kriteria arahan fungsi kawasan hutan

Total skor Arahan Fungsi Kawasan
Hutan
=175 Hutan Lindung
125-174 Hutan Produksi Terbatas
<125 Hutan Produksi
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Disamping kriteria total skor tersebut, terdapat kriteria lain yang menyebabkan
suatu kawasan langsung diarahkan sebagai hutan lindung yaitu:

a. Kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%.

b. Ketinggian tempat lebih dari atau sama dengan 2.000 m diatas permukaan
laut.

C. Kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 15 % dan jenis tanah sangat
peka terhadap erosi.

d. Area dengan gambut dalam (kedalaman gambut lebih dari 3 meter).

Terhadap area-area yang memiliki salah satu dari kriteria diatas, maka
walaupun secara total skor kurang dari 175, maka area tersebut tetap
diarahkan sebagai hutan lindung.

3. PERAN HUTAN LINDUNG DALAM MENURUNKAN RESIKO BENCANA

Resiko bencana adalah besarnya kemungkinan kehilangan/kerugian (misalnya:
kematian, luka-luka, tempat tinggal, infrastruktur terputusnya aktivias ekonomi,
dll) yang disebabkan oleh interaksi antara kejadian bencana dan kondisi
kerentanan tertentu (Van Westen, 2009). Besarnya resiko suatu daerah terhadap
bencana adalah hasil perkalian dari besarnnya kemungkinan terjadinya bencana di
daerah tersebut (hazard probability), besarnya kerentanan daerah tersebut
terhadap bencana (vulnerability) dan banyaknya unsur atau obyek yang mungkin
terdampak oleh bencana (element at risk), atau secara matematis dapat disajikan
dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

E=H=xVxA (1)

Dimana:

R = Resiko bencana

H = kemungkinan terjadinya bencana

V = tingkat kerentanan bencana

A = banyaknya obyek yang terdampak bencana
Kemungkinan terjadinya bencana (hazard probability) memiliki nilai antara O
sampai dengan 1. Nilai kemungkinan tesebut diperkirakan berdasarkan kajian
menggunakan data-data historis, analisis statistik, pemetaan langsung di lapangan,
maupun pemodelan menggunakan pendekatan analisis faktor-faktor fisik seperti
geomorfologi, geologi dsb. Sebagai contoh terkait dengan besarnya kemungkinan
banjir limpasan, maka daerah yang memiliki kemiringan lereng terjal, tekstur
tanah halus, kerapatan aliran tinggi dan tanah terbuka memiliki kemungkinan
banjir limpasan yang lebih tinggi daripada darah yang landai, teksur tanah kasar,
kerapatan aliran rendah dan bervegetasi lebat.
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Kerentanan suatu daerah terhadap bencana (vulnerability) adalah berkaitan
dengan besarnya tingkat kerusakan yang mungkin terjadi pada suatu obyek yang
terkena bencana pada intensitas tertentu. Nilai kerentanan bencana ini antara 0
sampai dengan 1. Nilai 0 berarti pada area tersebut tidak terjadi kerusakan
(kerusakan sangat kecil) ketika terlanda bencana, atau dengan kata lain bahwa
daerah tersebut tidak rentan terhadap bencana. Sebaliknya nilai 1, berarti bahwa
pada intensitas bencana yang sama, ternyata kerusakan atau kerugian yang timbul
sangat besar atau musnah sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa daerah
tersebut sangat rentan terhadap bencana. Pada umumnya semakin tinggi
kesiapsiagaan daerah tersebut dalam menghadapi bencana maka semakin rendah
pula kerentanannya terhadap bencana.

Jumlah unsur atau obyek yang mungkin terdampak oleh bencana (element at risk)
pada umumnya dikonversikan dengan nilai nominal tertentu, untuk
mengambarkan besaran resiko bencana dari sudut pandang kerugian ekonomi.

Untuk menurunkan resiko bencana, maka satu atau lebih besaran dari faktor-
faktor tersebut harus dikurangi, sehingga pada akhirnya resiko bencana tersebut
akan menurun. Cara untuk menurukan resiko bencana tersebut disebut dengan
upaya menghindari bencana (pencegahan bencana) maupun mengurangi dampak
bencana yang terjadi (dengan mitigasi dan kesiapsiagaan terjadinya bencana).
Berkaitan dengan upaya untuk menurunkan resiko bencana inilah diharapkan
peran dan keberadaan hutan lindung dapat menurunkan atau mengurangi
kemungkinan terjadinya bencana.

Keberadaan hutan lindung dalam jumlah luasan dan persebarannya akan
berpengaruh kepada pola penggunaan/penutupan lahan dan pada gilirannya
berpangaruh kepada pengendalian tata air (banjir dan kekeringan) dan
pengendalian erosi/tanah longsor. Hutan lindung dalam hal ini diasumsikan
sebagai pola penggunaan lahan hutan dengan penutupan vegetasi yang rapat.
Peran hutan lindung dalam pengendalian tata air serta erosi/tanah longsor tentu
tidak terlepas dari faktor lain seperti faktor fisik (topografi, tanah, batuan) maupun
factor meteorologis (curah hujan). Namun sifat penggunaan lahan yang dinamis
dan rentan mengalami perubahan menyebabkan peran hutan lindung perlu
mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan faktor yang lain yang
relatif lebih statis.

Uraian berikut menjelaskan peran dan mekanisme hutan lindung dalam
menurunkan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di suatu daerah,
yaitu banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan.

3.1 Peran hutan lindung dalam pengendalian banjir limpasan (banjir
bandang)

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya
kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang adalah menggunakan model
banjir limpasan. Metode ini menggunakan asumsi bahwa semakin besar koefisien
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runoff pada suatu daerah maka kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang
semakin besar.

Parameter yang digunakan dalam penentuan besarnya koefisien runoff adalah
adalah kemiringan lereng, tingkat infiltrasi tanah, penutupan vegetasi dan
kerapatan aliran. Skoring dari masing-masing parameter tersebut adalah seperti
yang tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Parameter Penentu Koefisien Runoff

Parameter Besaran Kategori nilai Skor
Lereng >30% Curam 40
10-30% Berbukit 30
5-10% Bergelombang 20
0-5% Relatif datar 10
Tutupan vegetasi Veg. Kerapatan tinggi S. Rendah 5
Veg. Kerapatan sedang | Rendah 10
Veg. Kerapatan jarang Sedang 15
Permukiman &
Permukaan Diperkeras | Tinggi 20
Infiltrasi tanah | Tekstur kasar Ekstrim 5
(tekstur tanah) Tekstur geluh Cepat 10
Tekstur halus Sedang 15
Tekstur liat Lambat 20
Timbunan di | Selalu Tinggi 5
permukaan  (pola | Tergenang dijumpai | Normal 10
aliran dan ‘kerapatan depresi permukaan, | Rendah 15
alur sungai danau dan rawa sistem | piobaikan 20
aluran  cukup  baik
pengeringan terlalu
cepat

Tabel 3 tersebut memperlihatkan bahwa hutan lindung berperan dalam kaitannya
menjaga kondisi tutupan vegetasi tetap pada kerapatan yang tinggi. Pada kondisi
penutupan vegetasi rapat maka koefisien runoff menjadi rendah sehingga pada
akhirnya dapat menurunkan kemungkinan terjadinya banjir bandang.

3.2 Peran hutan lindung dalam pengendalian tanah longsor

Kejadian tanah longsor dipengaruhi oleh factor-faktor geologi, hidrologi, topografi
iklim, iklim dan cuara yang dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Disamping itu
tumbuh-tumbuhan juga mempengaruhi stabilitas lereng. Peran vegetasi tersebut,
khususnya yang berkaitan dengan kestabilan massa tanah adalah bahwa akar
tumbuh-tumbuhan akan memperkuat lereng dan air yang terserap oleh akar akan
mengurangi kelembaban tanah, sehingga juga memperkuat lereng (Hardiyatmo,
2006).
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Pada umumnya tumbuh-tumbuhan mempunyai pengaruh yang baik terhadap
stabitas lereng, walaupun dalam hal-hal tertentu dapat juga merugikan.
Keuntungan utama vegetasi berkayu terhadap stabilitas lereng adalah
(Hardiyatmo, 2006):

a. Akar secara mekanis memperkuat tanah.
b. Batang pohon yang tertanam dalam tanah menjangkar tanah dan
dapat bekerja sebagai penahan lereng ke bawah.
C. Berat vegetasi dalam beberapa hal dapat menambah stabilitas

lereng. Namun hal ini tidak terjadi jika zona akar sangat dangkal dan tidak
memotong bidang longsor potensial, maka tumbuh-tumbuhan justru
menambah beban pada lereng.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peran vegetasi hutan di hutan lindung
sangat penting dalam kaitannya dalam menjaga stabilitas lereng sehingga dapat
menurunkan kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor.

Faktor stabilitas lereng tersebut sangat penting, karena itu dalam pemanfaatan
hutan lindung dilarang untuk merubah bentang lahan, karena dapat memicu
terjadinya tanah longsor. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya longsor ketika
dilakukan pengubahan bentang lahan antara lain:

a. Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng.
b. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng.

3.3 Peran hutan lindung dalam pengendalian bencana kekeringan

Bencana kekeringan merupakan bencana yang disebabkan karena menurunnya
curah hujan, sehingga ketersediaan air menjadi lebih kecil dari permintaan air
untuk berbagai kebutuhan baik domestic, pertanian, industri, dsb. Langkanya
ketersediaan air pada umumnya terjadi karena menurunnya ketersediaan air
tanah dangkal atau menurunnya debit aliran dasar di musim kemarau. Baik air
tanah dangkal maupun aliran dasar adalah bersumber dari air hujan yang
terinfiltrasi kedalam tanah dan tersimpan pada zona perakaraan tanaman.

Ketersediaan air tanah dangkal ini akan tetap ada ketika proses infiltrasi tanah
tidak terganggu. Proses infiltrasi terjadi ketika besarnya intensitas hujan lebih kecil
dari laju infiltrasi tanah serta didukung oleh kondisi penutupan tanah yang tidak
memungkinkan air hujan yang jatuh berubah secara cepat menjadi aliran
permukaan (runoff). Kondisi penutupan tanah yang mendukung infiltrasi tanah
terebut antara lain, kemiringan lereng yang tidak terlalu curam, adanya rongga-
rongga tanah seperti bekas lubang cacing, bekas akar tanaman, serta adanya
serasah dari daun-daun yang vegetasi yang menumpuk di permukaan tanah.

Seresah di permukaan tanah bermanfaat untuk dua hal yaitu untuk penutupan
tanah dan penambahan bahan organik yang biasanya disebut petani sebagai
'humus'. Peran seresah melalui penutupan tanah penting untuk mengendalikan
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penguapan yang berlebihan pada musim kemarau sehingga tanah tetap lembab
dan kekeringan tidak terjadi secara berkepanjangan. Pada musim penghujan
seresah di permukaan tanah berperanan penting dalam meningkatkan jumlah air
yang masuk ke dalam tanah, mengurangi jumlah dan laju limpasan permukaan
pada lahan-lahan berlereng (Hariah, et. al.,2004).

Air hujan yang terinfiltrasi tersebut akan tertahan dalam tanah karena diikat oleh
gaya kapiler tanah dan gaya osmosis perakanan tanaman. Semakin tebal solum
tanah dan semakin dalam perakaranan tanaman maka semakin besar air tanah
yang dapat ditahan. Kedua faktor tersebut secara bersama-sama akan
menentukan seberapa besar kapasitas menahan air (water holding capacity). Dalam
kaitannya dengan penyediaan air tanah ini maka semakin besar kapasitas
menahan air pada suatu daerah maka semakin kecil kemungkinan terjadinya
bencana kekeringan, dikarenakan tersedianya pasokan air yang akan dilepaskan
pada musim kamarau.

Hutan lindung pada dasarnya memilki karakteristik tutupan vegetasi yang
mendukung proses infiltrasi tanah, disamping itu kedalaman perakaran vegetasi
hutan juga dapat meningkatkan kapasitas penahanan air. Fungsi hutan lindung ini
akan semakin optimal jika didukung kondisi sifat fisik tanah terutama tekstur dan
ketebalan solum tanah. Kombinasi yang ideal antara kedalaman perakaran dan
kedalaman solum tanah menjadikan hutan lindung dapat berperan sebagai ‘green
dam’ dan diharapkan dapat menjaga kestabilan tata air di daerah tersebut,
sehingga terhindar dari kekeringan.

4. PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang peran dan mekanisme hutan
lindung daam menurunkan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis.
Berkaitan dengan hal tersebut, agar peran hutan lindung tersebut menjadi
maksimal dan lestari, maka perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan peran
dan pengelolaan hutan lindung. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

4.1 Penyesuaian tata ruang dan pemanfaatan hutan

Hutan lindung memiliki peran yang cukup strategis dalam menurunkan
kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis. Memperhatikan peran
strategis hutan lindung tersebut maka dalam proses penataan ruang jumlah dan
distribusi hutan lindung seharusnya ditetapkan terlebih dahulu, sedemikian rupa
sehingga kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis tersebut menjadi
paling minimal. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip “Dalil Sisa” sebagaimana yang
dikemukakan oleh Handadhari (2016). Prinsip dalil sisa merupakan suatu
pemikiran di dalam sebuah proses penataan ruang yang mengutamakan
penetapan wilayah yang harus dipertahankan sebagai kawasan lindung dan
konservasi untuk penyelamatan pembangunan bagi kesejahteraan kehidupan. Sisa
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ruang darat lainnya baru dapat dibagikan untuk lahan budidaya ataupun
kepentingan lain.

Untuk mengakomodir prinsip dalil sisa terebut maka perlu dilakukan proses
penyesuian denga tata ruang yang sudah ada. Dalam hal ini dilakukan proses
reskoring kawasan hutan yang ada dengan menggunakan data-data yang paling
handal (akurat, lengkap dan terkini) untuk menentukan daerah-daerah mana yang
seharusnya menjadi hutan lindung. Proses penyesuaiannya dilakukan dengan
membandingkan arahan hasil reskoring dengan tata ruang ada, serta
mempertimbangkan kondisi penggunaan lahan yang ada pada saat ini. Keluaran
dari proses penyesuaian tersebut adalah rekomendasi yang mempertimbangkan
tiga kondisi tersebut sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.

Disamping proses penyesuaian tersebut itu perlu dilakukan proses simulasi untuk
mengetahui seberapa besar peran hutan lindung dalam mengurangi kemungkinan
terjadinya bencana hidrometeorologi. Proses simulasi ini akan menghasilkan
luasan hutan lindung yang paling optimum dalam rangka melindungi daerah
sekitarnya dan daerah bawahnya dari bencana hidrometeorologis. Dengan luasan
yang optimum ini diharapkan juga luasan dan distribusi hutan lindung dapat
ditetapkan dengan landasan ilmiah dan pengusulan untuk perubahan fungsi hutan
lindung menjadi fungsi hutan yang lain akan berkurang atau tidak ada lagi.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Tabel 4. Matriks rekomendasi pemanfaatan kawasan hutan lindung

ARAHAN HL Tata Ruang Penggunaan Rekomendasi
(berdasarkan LTI DAN Lahan Eksisting
gambut)

Lindung Lindung Lindung Dipertahankan sebagai fungsi
lindung

Lindung Lindung Budidaya Penggunaan lahan eksisting
harus diubah menjadi fungsi
lindung

Lindung Budidaya Lindung Tata ruang harus diubah
menjadi fungsi lindung

Lindung Budidaya Budidaya Tata ruang dan PL eksisting
harus diubah menjadi fungsi
lindung

Penyangga/ Lindung Lindung Dipertahankan sebagai fungsi

Budidaya lindung

Penyangga/ Lindung Budidaya PL eksisting harus

Budidaya diubahmenjadi fungsi
lindung, atau Tata Ruang
dapat dipertimbangkan

menjadi fungsi budidaya

Penyangga/ Budidaya Lindung Dipertahankan sebagai fungsi
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Budidaya lindung
Penyangga/ Budidaya Budidaya Dapat dipertimbangkan
Budidaya menjadi fungsi budidaya

4.2 Penguatan regulasi dan organisasi pengelola hutan lindung

Adanya wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah untuk
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan
hutan dan hasil hutan mengamanatkan untuk dibentuknya kesatauan pengeolaan
hutan (KPH) yaitu kesatauan pengeolaan hutan konservasi (KPHK), kesatauan
pengeolaan hutan produksi (KPHP, termasuk juga kesatuan pengelolaanhutan

lindung lindung (KPHL).

Regulasi yang menjadi dasar pembentukan dan operasionalisasi KPH sebagai

berikut:
1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
3. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Jo PP No. 3 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

4, PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.

5. PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan.

6. PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
7. PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.
8. Permenhut No. P.36/Menhut-1I/2009 tentang Tata Cara Perizinan

Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada
Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

0. Permenhut No. P.22/Menhut-11/2012 tentang Pedoman Kegiatan
Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung.

10. Permenhut No. P.9/Menhut-11/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan RHL.

11. Permenhut No. P.39/Menhut-11/2013 Pemberdayaan Masyarakat
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

12. Permenhut No. P.11/Menhut-11/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Permenhut No. P.36/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Perizinan
Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada
Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

13.  Permenhut No. P.16/Menhut-11/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan.

14.  Permenhut No. P.8/Menlhk-11/2015 tentang Perubahan Kedua atas
Permenhut No. P.36/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha
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Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan
Produksi dan Hutan Lindung.

15. Permen LHK No. P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata
Cara Pemberian dan Perpanjangan lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau
Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.

16. Permen LHK Nomor: P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang
Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Seluruh kawasan hutan di Indonesia terbagi habis dalam unit-unit KPH.
Total unit KPH di Indonesia adalah 629 unit KPH dengan rincian 100 unit KPHK
(luas 21,9 juta ha), 182 unit KPHL (luas 29,64 jt Ha) dan 347 unit KPHP (69,24 jt Ha).

4.3 Pemanfaatan hutan lindung

Pada prinsipnya hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat
hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan
masyarakat. Pemanfaatan hutan lindung dapat diselenggarakan melalui kegiatan:

a. pemanfaatan kawasan,
b. pemanfaatan jasa lingkungan, dan/atau
C. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh
sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan jasa
lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan
tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya. Pemanfaatan hasil
hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil
hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi
fungsi pokoknya.

Untuk menjamin kelestarian fungsi hutan lindung, kegiatan usaha pemanfaatan
kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
b. pengolahan tanah terbatas;

C. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial
ekonomi;

d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau

e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang
alam.

f. Penambangan dengan pola penambangan bawah tanah dengan

ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah,
berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanent dan terjadinya
kerusakan akuiver air tanah.
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4.4 Penyelesaian konflik di hutan lindung

Permasalahan yang saat ini mengemuka dalam pengelolaan hutan lindung adalah
adanya konflik sumberdaya lahan antara masyarakat yang berkeinginan untuk
mengelola hutan lindung dengan pemerintah selaku pihak yang berwenang
mengelola hutan lindung. Salah satu penyebab konflik sumberdaya lahan ini pada
umumnya adalah perambahan di kawasan hutan lindung oleh masyarakat. Namun
demikian tidak tertutup kemungkinan parapihak yang berkonflik juga mencakup
korporasi atau instansi pemerintah non-kehutanan.

Upaya penyelesaian konflik yang diutamakan adalah mediasi. Namun jika upaya
mediasi menemui jalan buntu, maka ditempuh penegakkan hukum melalui jalur
pengadilan.

Salah satu upaya penyelesaian konflik dengan masyarakat memberikan akses
pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial yaitu:

a. Hutan Kemasyarakatan;

b. Hutan Desa;

C. Hutan Adat;

d. Hutan Tanaman Rakyat dan;
e. Kemitraan.

5. KESIMPULAN

1. Parameter utama penentuan arahan hutan lindung adalah dengan cara
skoring tiga faktor penentu yaitu: kemiringan lereng, jenis tanah dan
intensitas hujan. Arahan kawasan hutan lindung ditentukan jika memenuhi
salah satu kriteria berikut:

a. Jumlah skor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan lebih dari
atau sama dengan 175.

b. Kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%.
c. Ketinggian tempat lebih dari atau sama dengan 2.000 m diatas permukaan
laut.

d. Kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 15 % dan jenis tanah sangat
peka terhadap erosi.

e. Area dengan gambut dalam (kedalaman gambut lebih dari 3 meter).

2. Peran dan mekanisme hutan lindung dalam menurunkan kemungkinan
terjadinya bencana hidrometeorologi yaitu banjir bandang, tanah longsor dan
kekeringan adalah sebagai berikut:

a) Terkait bencana banjir bandang, hutan lindung berperan dalam kaitannya
menjaga kondisi tutupan vegetasi tetap pada kerapatan yang tinggi. Pada
kondisi penutupan vegetasi rapat maka koefisien runoff menjadi rendah
sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kemungkinan terjadinya banjir
bandang tersebut.
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b) Terkait bencana tanah longsor, hutan lindung berperan dalam menjaga
stabilitas lereng dimana akar secara mekanis memperkuat tanah, batang
pohon yang tertanam dalam tanah menjangkar tanahdan dapat bekerja
sebagai penahan lereng ke bawah, berat vegetasi dalam beberapa hal
dapat menambabh stabilitas lereng.

c) Terkait bencana kekeringan, hutan lindung pada dasarnya memilki
karakteristik tutupan vegetasi yang mendukung proses infiltrasi tanah,
disamping itu kedalaman perakaran vegetasi hutan juga dapat
meningkatkan nilai kapasitas penahanan air. Dalam kaitannya dengan
penyediaan air tanah ini maka semakin besar nilai kapasitas menahan air
pada suatu daerah maka semakin kecil kemungkinan terjadinya bencana
kekeringan, dikarenakan tersedianya pasokan air yang akan dilepaskan
pada musim kamarau.

3. Hutan lindung memiliki peran yang cukup strategis dalam menurunkan
kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis. Agar peran hutan lindung
tersebut menjadi maksimal dan lestari, maka perlu dilakukan berbagai upaya
peningkatan peran dan pengelolaan hutan lindung antara lain:

a. Penyesuaian tata ruang dan pemanfaatan hutan.

b. Penguatan regulasi dan organisasi pengelola hutan lindung.
C. Pemanfaatan hutan lindung.

d. Penyelesaian konflik hutan lindung.

4. Di dalam proses penataan ruang, jumlah dan distribusi hutan lindung
seharusnya ditetapkan terlebih dahulu, sedemikian rupa sehingga kemungkinan
terjadinya bencana hidrometeorologis tersebut menjadi paling minimal. Hal ini
sejalan dengan prinsip dalil sisa dimana proses penataan ruang adalah
mengutamakan penetapan wilayah yang harus dipertahankan sebagai kawasan
lindung dan konservasi untuk penyelamatan pembangunan bagi kesejahteraan
kehidupan. Sisa ruang darat lainnya baru dapat dibagikan untuk lahan budidaya
ataupun kepentingan lain.
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ABSTRAK

Hasil pemodelan menunjukkan wilayah Bireuen berpotensi terdampak tsunami
terutama jika terjadi gempa bumi lebih besar dari Mw 8,9 dengan ketinggian
tsunami di pesisir Bireuen antara 1 - 4 m dan waktu tiba gelombang antara 56 -
110 menit sejak terjadi gempa bumi. Berdasarkan pengamatan lapangan
diketahui bahwa mayoritas pesisir pantai Bireuen merupakan wilayah pantai
landai dengan kemiringan rata-rata sekitar 0 - 4o serta tutupan lahan berupa
pantai terbuka, pantai vegetasi lebat, dan pantai campuran, sehingga dapat
diketahui jarak landaan maksimum di pantai Bireuen sekitar 30 - 900 m ke arah
darat. Hasil tumpang susun dengan foto citra satelit, landaan tsunami akan
berdampak terhadap pemukiman penduduk seperti terjadi di Samalanga,
Simpang Mamplam, Matang Pasi, dan Blang Dalam.

Katakunci : Bireuen, Aceh, Tsunami Hazard, Tsunami Modeling, Mitigasi
Bencana Tsunami

1. PENDAHULUAN

Subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia dengan kecepatan 5-6
cm per tahun (DeMets dkk., 1994), menjadikan Provinsi Aceh sebagai salah satu
wilayah di Indonesia yang berpotensi tinggi mengalami tsunami. Salah satu
wilayah yang terancam tsunami di wilayah Aceh adalah Bireuen yang berada di
pesisir pantai utara. Berdasarkan catatan sejarah, saat tsunami melanda Aceh
pada tahun 2004 silam, Samalanga, Bireuen juga mengalami dampak akibat
tsunami yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 21 orang. Oleh sebab itu
wilayah ini memerlukan analisis mendalam terhadap ancaman tsunami.

Pemodelan tsunami merupakan cara tercepat dan termudah menganalisis
kerawanan tsunami, terutama untuk daerah-daerah yang berpotensi tsunami
namun sedikit atau tidak ada data mengenai dampak dan sejarah tsunami yang
pernah terjadi. Pemodelan tsunami akan menghasilkan tinggi dan waktu tiba
gelombang tsunami di wilayah penelitian.

Jarak landaan tsunami maksimum dapat dihitung dengan memperhitungkan
faktor kemiringan pantai dan rasio jarak antara celah dengan faktor kekasaran
lokalnya (roughness aperture) (Smart dkk, 2015). Analisis tentang potensi tsunami
dapat menjadi kajian awal dalam pelaksanaan pemetaan kawasan rawan bencana
tsunami, perencanaan mitigasi bencana, ataupun untuk keperluan awal
perencanaan penataan ruang pesisir pantai.
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Gambar 1. Lokasi Bireuen yang berada di pantai utara provinsi Aceh.

2. METODOLOGI

Terdapat lima tahap utama yang dilalui dalam pemodelan tsunami. Tahap
pertama yaitu studi literatur untuk memahami kondisi geologi-tektonik di wilayah
kajian serta memahami model hidrodinamika yang digunakan. Setelah itu, masuk
ke tahap pengumpulan dan pengolahan data. Data yang diolah adalah data elevasi
berupa data bathimetri dan topografi dari berbagai sumber, sebagai input dalam
pemodelan tsunami yang dibuat menjadi beberapa domain pemodelan dengan
berbagai ukuran grid. Selain itu, dilakukan analisis terhadap sumber tsunami yang
berasal dari kajian PTHA, sejarah kejadian dan penelitian terdahulu.

Setelah semua data siap, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengaturan model di
dalam software ANUGA dengan melakukan pengujian tahap awal. Setelah model
siap, langkah selanjutnya adalah menjalankan model tahap akhir dengan
menggunakan seluruh skenario serta resolusi model yang terbaik.. Hasil simulasi
berupa amplituda serta waktu tiba gelombang tsunami di pantai.
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Gambar 2. Alur kerja dalam melakukan pemodelan tsunami.

Sumber gempa bumi yang digunakan berasal dari zona subduksi Aceh di sebelah
barat pulau Sumatera, dengan penempatan zona sumber gempa bumi dipilih yang
sekiranya dapat menghasilkan tinggi tsunami maksimum di wilayah penelitian.
Skenario model yang digunakan adalah 3 (tiga) skenario kejadian gempa bumi
pada Magnitudo Mw 8,9 dan 2 (dua) skenario gempa bumi pada magnitudo Mw
9,2 (gambar 3). Pemilihan magnitudo gempa bumi mengacu pada maksimum
magnitudo berdasarkan sejarah kegempaan serta hasil analisis menggunakan
persamaan Guttenberg-Richter.

Gambar 3. Model deformasi sumber gempa bumi pembangkit tsunami dengan 5 skenario

gempa bumi pada magnitudo Mw 8,9 dan 9,2. Gempa bumi berturut-turut di sebut sebagai

source 01 (Mw 8,9), source 02 (Mw 8,9), source 03 (Mw 8,9), source 04 (Mw 9,2), dan source
05 (Mw 9,2)
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Kegempaan dan Tsunami

Berdasarkan peta seismisitas disekitar wilayah penelitian, tampak aktivitas
kegempaan di daerah ini cukup tinggi. Sumber gempa bumi selain berasal dari
zona subduksi, sesar-sesar aktif di darat juga menjadi sumber pembangkit gempa
bumi di wilayah ini. Magnitudo gempa bumi yang terjadi bervariasi mulai dari
magnitudo Mw < 5 sampai gempa bumi besar yang berpotensi membangkitkan
tsunami dengan magnitudo lebih besar dari 6.5 Mw pada kedalaman dangkal (< 60
km) (gambar 4).

PETA SEISMISITAS
DI WILAYAM BIREUEN DAN
SERITARNYA

A

0 D N X 40 W
O —

i
Legenda
de oo Subdbs
Pt Gempalium
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Gambar 4. Peta seismisitas wilayah Bireuen dan Sekitarnya, periode 1900 - 2017. (USGS,
2017)

Tidak semua gempa bumi menyebabkan tsunami, dibutuhkan gempa
dengan magnitudo lebih dari Mw 6 untuk menghasilkan gelombang tsunami, dan
magnitudo lebih dari 7,5 untuk menghasilkan tsunami yang merusak
(http://itic.ioc-unesco.org). Data katalog gempa menunjukkan bahwa di wilayah
subduksi Aceh - Andaman telah banyak menghasilkan gempa-gempa dangkal
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dengan magnitudo cukup besar ( Mw > 6,5) yang dapat memicu terjadinya tsunami
(gambar 5).

Gempa yang dapat membangkitkan tsunami biasanya gempa dengan mekanisme
naik atau normal karena untuk terjadinya tsunami perlu adanya perubahan
vertikal di permukaan laut. Berdasarkan katalog tsunami NOAA-NGDC
(http://www.ngdc.noaa.gov/) diketahui bahwa tsunami terjadi beberapa kali di
zona subduksi sekitar lokasi penyelidikan, yang semuanya disebabkan oleh
sumber gempa bumi (tabel 1, gambar 6).

0O 20 40 60 80 100 120 140

Gambar 5. Gempa-gempa besar dengan magnitudo Mw > 6,5 yang terjadi disekitar wilayah
penyelidikan. (Global CMT, 2017).
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Tabel 1. Sejarah kejadian tsunami di sekitar wilayah penelitian

Year | Validity NIIE:g Lat Lon Ru(::x)ps
1797 4 8 0.001 99 2
1843 4 7.3 1.5 98 3
1847 3 * 7.333 93.667 1
1861 4 7 0.009 98 4
1861 4 7 1 97.5 1
1861 3 6.8 1 97.5 1
1868 4 * 11.67 92.73 1
1881 3 7.9 8.52 92.43 11
1907 4 7.6 2 94.5 16
1941 4 7.6 12.5 92.5 2
1948 3 6.3 6 95 1
1964 3 7 5.8 95.4 1
1967 3 6.1 5.5 97.3 1
2002 4 6.5 13.036 93.068 4
2004 4 9.1 3.316 95.854 1622
2005 4 8.7 2.085 97.108 61
2009 3 7.5 14.099 92.888 1
2010 4 7.8 2.383 97.048 6
2010 4 7.5 7.881 91.936 1
2012 4 8.6 2.327 93.063 20
2012 4 8.2 0.802 92.463 4
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Gambar 6. Pusat gempa bumi yang menyebabkan tsunami (NOAA, 2017).

Tercatat setidaknya telah terjadi tsunami sebanyak 21 kejadian akibat gempa bumi
dengan tinggi gelombang bervariasi mulai di bawah 1 m hingga puluhan meter.
Dari tabel 1 terlihat bahwa gempa yang menghasilkan gelombang tsunami yang
cukup tinggi memiliki besar magnitudo > Mw 7,5.

3.2 Karakteristik dan Profil Pantai

Secara umum, pantai di wilayah Bireuen memiliki jenis karakteristik yang hampir
mirip di semua pesisir. Tipe pantai berbentuk lurus dan bermorfologi datar-landai,
didominasi oleh litologi pasir halus-kasar. Kemiringan pantai kurang dari 100
dengan lebar pantai antara 100 - 200 meter (gambar 7). Pantai tipe ini memiliki
kerawanan tinggi jika dilanda tsunami karena terletak di laut dangkal yang landai.
Gelombang tsunami yang melanda daerah ini, walaupun tidak terlalu tinggi, dapat
masuk jauh ke darat karena morfologi pantai yang datar dan luas.
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Gambar 7. Profil penampang pantai di beberapa wilayah pesisir Bireuen.

Penampang lateral pantai menunjukkan jenis pantai di wilayah Bireuen yang
sangat landai dan bergelombang. Morfologi bergelombang terutama disebabkan
oleh gundukan-gundukan pasir akibat dari penggunaan wilayah pesisir sebagai
area tambak penduduk sekitar. Beberapa wilayah menunjukkan adanya tinggian
pada area dekat pantai yang teridentifikasi sebagai dinding penahan gelombang.

Vegetasi penutup lahan pesisir di kabupaten Bireuen memiliki tingkat densitas
yang bervariasi di sepanjang wilayah pesisir pantai (gambar 8). Keberadaan
vegetasi pantai cukup berpengaruh dalam mereduksi gelombang tsunami, namun
tergantung pada besarnya gelombang tsunami serta faktor atribut vegetasi seperti
densitas, lebar, dan usia vegetasi tersebut (Keith Forbes dan Jeremy Broadhead,
2007). Di lihat dari densitas vegetasinya, pantai di kabupaten Bireuen dibagi
menjadi tiga jenis yaitu pantai dengan densitas vegetasi tinggi, pantai campuran
antara vegetasi ringan dengan pemukiman, serta pantai terbuka.
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Gambar 8. Karakteristik pantai di Bireuen yang didominasi jenis pantai bertipe landai.

Mengacu pada Smart dkk (2015), parameter roughness aperture di wilayah Bireuen
dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. Parameter roughness aperture

Nilai Aperture

Kondisi roughness a(m)

Pantai bergelombang terbuka 100

Bangunan, kebun kelapa 80

Vegetasi lebat, hutan 10
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3.3 Analisis Ketinggian Tsunami

Dalam menentukan parameter sumber yang akan digunakan dalam pemodelan
tsunami, maka sumber subduksi Sunda dibagi menjadi beberapa segmen sesar
dengan ukuran bervariasi antara 30 - 40 km x 10 - 20 km. Untuk gempa bumi
dengan magnitudo mw 8,9 menghasilkan zona deformasi seluas 99265.88 km2
dari 168 segmen sesar dengan total slip 9,99 m, sedangkan gempa dengan
magnitudo Mw 9,2 menghasilkan zona deformasi seluas 191601.98 km2 dari 336
segmen sesar dengan total slip sebesar 14,08 m (gambar 9).

Gambar 9. Zona sumber gempa bumi pembangkit tsunami pada zona subduksi Aceh-
Andaman. kiri: tiga zona sumber gempa dengan M 8,9, kanan: dua zona sumber gempa
dengan M 9,2, dot merupakan pusat setiap segmen sesar yang digunakan.

Gelombang tsunami yang dihasilkan dari pemodelan numerik dicatat dengan
menggunakan titik pengamatan berupa tide-gauges artifisial yang di tempatkan
sepanjang pantai Bireuen (gambar 10), sehingga dapat diketahui ketinggian
tsunami maksimum yang datang di pantai Bireuen.
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Gambar 10. Titik-titik amat gelombang tsunami di sepanjang pantai Bireuen.

Dari hasil pemodelan, pantai barat Bireuen memiliki potensi terkena tsunami
dengan ketinggian yang lebih besar dibandingkan dengan pantai bagian timur
(gambar 11). Ketinggian tsunami maksimum melanda pantai Mamplam, Jeunib,
dan Kupula dengan ketinggian hampir mencapai 4 m untuk skenario gempa bumi
dengan magnitudo Mw 9,2. Selain magnitudo gempa bumi, ketinggian yang datang
di pantai juga dipengaruhi oleh lokasi pusat gempa bumi yang digunakan, dimana
gelombang tsunami akan lebih besar jika gempa bumi berada dekat dengan lokasi
kajian. Hal ini terlihat jelas dari hasil gelombang tsunami dari skenario 3 lebih
tinggi dari skenario 1 dan 2 yang berada lebih ke utara. Sedangkan waktu tiba
gelombang tsunami pertama kali ke pesisir pantai kabupaten Bireuen adalah
sekitar 1 - 2 jam sejak kejadian gempa bumi terjadi (tabel 3). Waktu tiba gelombang
tsunami sangat tergantung kepada jarak sumber gempa bumi terhadap titik
pengamatan di pantai.

62



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

Ketinggian Maksimum Gelombang Tsunami di Pantai
4.5
4 4
= 35 | § e
£- Epgfgr, -
E 25 | s l__ i - = n
’ |
3ol m—— - _"inl IJ.
B 15 = - —
iE 1 . — (=] [ :I: = = — : .
e T
D T | I = | T I T I I I T -
01 23 456 7 8 91011121314151617 1819202122 23 24 2526
Tide gauge
= Source 01 = Source 02 = Source 03 M Source 04 M Source 05
(M8.9) (M8.9) (MB.9) (M9.2) (M3.2)

Gambar 11. Ketinggian tsunami maksimum di setiap titik amat berdasarkan masing-masing
skenario kejadian gempa bumi.

Tabel 3. Waktu tiba gelombang tsunami di pantai Bireuen

Nama Bujur Lintang V\_II_?:;" Nama Bujur Lintang \A.Ir?::u

©) ©) (menit) ©) ©) (menit)
TO1 96.3312 | 5.2335 56-102 T14 96.5828 | 5.2128 60-104
T02 96.3524 | 5.2280 58-102 T15 96.6022 | 5.2132 60-104
T03 96.3708 | 5.2221 56-102 T16 96.6255 | 5.2146 58-102
T04 96.3929 | 5.2136 58-102 T17 96.6484 | 5.2200 58-102
TOS 96.4152 | 5.2193 58-104 T18 96.6675 | 5.2263 60-102
T06 96.4377 | 5.2283 58-104 T19 96.6856 | 5.2350 58-102
TO07 96.4612 | 5.2402 56-104 T20 96.7059 | 5.2426 60-102
T08 96.4770 | 5.2325 56-106 T21 96.7269 | 5.2506 58-102
T09 96.4838 | 5.2161 62-106 T22 96.7527 | 5.2560 58-102
T10 96.4986 | 5.2066 62-106 T23 96.7805 | 5.2627 56-108
T11 96.5170 | 5.2024 62-106 T24 96.8062 | 5.2729 58-110
T12 96.5382 | 5.2024 62-106 T25 96.8259 | 5.2768 58-110
T13 96.5603 | 5.2066 60-104 T26 96.8468 | 5.2794 58-110
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3.4 Analisis Potensi Bencana Tsunami

Analisis potensi bencana tsunami dilakukan berdasarkan ketinggian tsunami
maksimum yang melanda pantai di wilayah kajian dengan memperhitungkan
faktor kemiringan pantai dan tutupan lahan pesisir, sehingga diperoleh jarak
maksimum landaan tsunami di sepanjang pantai serta diketahui wilayah yang akan
terdampak. Jarak landaan tsunami maksimum dapat dihitung berdasarkan
persamaan dari Smart, dkk (2015) sebagai berikut:

L=y
= —In
2 aS, (1)

dengan, L adalah jarak landaan tsunami yang melanda pantai dengan berdasarkan
pada tinggi gelombang di pantai (Ys), kemiringan pantai (So), dan rasio jarak antara
celah dengan faktor kekasaran lokalnya (roughness aperture, a).

Berdasarkan ketinggian tsunami hasil pemodelan, serta data kemiringan dan
roughness pantai, maka jarak inundansi tsunami maksimum di sepanjang pantai
kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jarak landaan tsunami maksimum di sepanjang pantai Bireuen

Tinggi Kemiringan Roughness Jarak
Nama Tsunami (So) Roughness Aperture Inundansi
(Ys) (radian) (") (@) (L) (meter)
(meter)

TO1 3.574242 0.005 0.0458 10 64.250663
T02 3.230335 0.004 0.055 80 288.77714
T03 3.183467 0.021 0.055 80 127.55493

TO4 3.279207 0.004 0.03 100 332.8482
TO5 3.261957 0.013 0.0458 10 48.924419
T06 3.045301 0.013 0.055 80 164.18096
T07 2.665401 0.007 0.03 100 235.53333
T08 2.856574 0.07 0.03 100 51.334277
TO9 3.839252 0.0001 0.03 100 892.95737
T10 3.855874 0.001 0.0458 10 89.360371
T11 3.808791 0.011 0.055 80 200.76099
T12 2.997376 0.012 0.055 80 169.96837
T13 2.647697 0.018 0.03 100 135.68996
T14 2.342552 0.002 0.0458 10 71.576482
T15 2.204395 0.002 0.055 80 323.17244
T16 2.104206 0.0001 0.0458 10 114.78253
T17 2.198529 0.0001 0.055 80 674.36815
T18 2.728943 0.031 0.055 80 89.054198
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T19 2.401493 0.023 0.0458 10 36.558409
T20 2.362735 0.021 0.0458 10 37.584259
T21 1.740272 0.018 0.0458 10 35.508978
T22 1.584463 0.018 0.0458 10 34.239673
T23 1.431861 0.005 0.055 80 182.5948
T24 1.442177 0.018 0.03 100 88.268766
T25 1.462996 0.003 0.03 100 265.64812
T26 1.248854 0.01 0.03 100 121.5631

Keberadaan vegetasi sangat mempengaruhi jarak maksimum landaan tsunami ke
arah darat. Pada daerah pantai jenis pertama yang memiliki vegetasi yang cukup
lebat memiliki landaan tsunami maksimum sekitar 34 - 115 m ke darat. Pada
pantai jenis kedua dengan tutupan lahan campuran antara vegetasi dan
pemukiman, terdampak tsunami dengan maksimum landaan mencapai 90 - 675 m
ke arah darat. Pada jenis pantai ketiga yang merupakan jenis pantai terbuka,
memiliki potensi terdampak tsunami dengan maksimum landaan sekitar 50 - 900
m ke arah darat.

Beberapa pantai yang berpotensi terdampak tsunami dengan jarak landaan cukup
jauh (gambar 12) diantaranya terdapat di wilayah:

Samalanga, dengan tinggi tsunami di pantai mencapai 3,2 m dan jenis
pantai campuran, landaan tsunami maksimum mencapai sekitar 289 m ke
arah darat. Dengan jarak landaan tsunami sepanjang itu, dapat berdampak
terhadap tambak, pertanian, perkebunan, serta rumah penduduk yang
berada paling dekat dengan pesisir pantai.

Pantai Barat Simpang Mamplam, dengan tinggi tsunami di pantai mencapai
3,3 m dan jenis pantai terbuka, landaan tsunami maksimum sekitar 333 m
ke arah darat. Dengan jarak landaan tersebut, landaan tsunami berpotensi
mengganggu aktivitas dan mata pencaharian penduduk di sepanjang
pantai.

Pantai Timur Simpang Mamplam, dengan tinggi tsunami di pantai mencapai
3,8 m dan jenis pantai terbuka, landaan tsunami maksimum sekitar 893 m
ke arah darat. Dengan jarak landaan tersebut, mengancam pemukiman
penduduk yang dekat dengan pesisir pantai serta tata guna lahan di
wilayah tersebut.

Matang Pasi, dengan tinggi tsunami di pantai mencapai 2,2 m dan jenis
pantai campuran, landaan tsunami maksimum sekitar 323 m ke arah darat.
Keberadaan pemukiman yang dekat dengan pantai terancam landaan
tsunami yang melanda wilayah ini.

Blang Dalam, dengan tinggi tsunami di pantai mencapai 2,2 m dan jenis
pantai campuran, landaan tsunami maksimum sekitar 674 m ke arah darat.
Pemukiman yang berada di dekat pesisir akan terdampak landaan tsunami.
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Gambar 12. Landaan tsunami maksimum di pantai. (a) Samalanga, (b) Pantai Barat
Simpang Mamplam, (c) Pantai Timur Simpang Mamplam, (d) Matang Pasi, (e) Blang Dalam.

Hasil tumpang susun antara landaan tsunami maksimum dengan foto satelit,
terlihat bahwa gelombang tsunami yang melanda kawasan pesisir pantai
kabupaten Bireuen memiliki potensi mengancam pemukiman penduduk yang
berada di dekat pantai dan tidak terlindung oleh vegetasi pantai yang cukup.

4. KESIMPULAN

Wilayah Bireuen memiliki potensi terdampak tsunami terutama jika terjadi gempa
bumi lebih besar dari Mw 8,9. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa ketinggian
tsunami yang dapat mencapai pesisir Bireuen memiliki ketinggian antara 1 - 4 m di
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pantai, dengan waktu tiba gelombang pertama antara 56 - 110 menit sejak terjadi
gempa bumi.

Jarak landaan tsunami terutama sangat tergantung pada tiga hal yaitu tinggi
gelombang tsunami di pantai, tutupan lahan dan kemiringan pantai. Mayoritas
pesisir pantai Bireuan merupakan wilayah pantai landai dengan kemiringan rata-
rata sekitar 0 - 40, dengan jenis pantai terbagi menjadi tiga jenis yaitu pantai
terbuka, pantai campuran, dan pantai dengan vegetasi lebat.

Dengan menggabungkan data hasil modeling dengan data kemiringan pantai dan
tutupan lahan, dapat diketahui jarak landaan maksimum di pantai Bireuun sekitar
30 - 900 m ke arah darat. Hasil tumpang susun dengan peta citra satelit, maka di
beberapa lokasi di pantai Bireuen, landaan tsunami akan berdampak terhadap
pemukiman penduduk akibat jarak landaan yang cukup jauh seperti terjadi di
Samalanga, Simpang Mamplam, Matang Pasi, dan Blang Dalam.
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ABSTRAK

Penelition ini bertujuan 1) mengetahui efisiensi penerapan kebijakan
penanggulangan banjir DAS Sampean,; 2) mengidentifikasi kekuatan, kelemahan,
tantangan dan hambatan penerapan kebijakan penanggulangan bencana banjir
DAS Sampean; 3) merumuskan strategi meningkatkan efisiensi penerapan
kebijakan penanggulangan bencana banjir DAS Sampean di Kabupaten
Situbondo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode study kebijakan
dan metode deskriptif kualitatf. Penelitian ini menggunakan data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk
mendapatkan identifikasi temuan dan penilaian efisiensi penerapan kebijakan pe-
nanggulangan banjir DAS Sampean Kabupaten Situbondo. Sedangkan, data
sekunder diperoleh dari kajian literatur dan data yang dipublikasikan oleh
lembaga resmi. Ber-dasarkan penelitian yang telah dilakukan didapat hasil
bahwa 1) Penerapan kebijakan penanggulangan bencana banjir DAS Sampean
cenderung dilakukan secara terpisah baik dari pemangku kebijakan maupun
sasaran kebijakan yang akan di capai; 2) mengetahui potensi dan merumuskan
strategi kebijakan penaggulangan bencana banjir DAS sampean ,3) Strategi yang
dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi penerapan  kebijakan
penanggulangan bencana banjir DAS Sampean adalah strategi pengelolaan DAS
Sampean secara terpadu, baik struktural maupun non-struktural dengan
mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan, Bencana banjir, dan DAS Sampean

ABSTRACT

This research is aimed at (1) detecting the efficiency in the implementation of
Flood Mitigation Policy of Sampean River Stream in Situbondo Regency, (2)
identifying its strengths, weaknesses, challenges and barriers, and 3) formulating
the strategies to improve efficiency in the process of implementation. Policy study
and disriptive qualitative methods of research are applied here by using primary
and secondary data. Primary data is taken from the result of Focus Group
Discussion (FGD) to identify findings and give jugdement of  efficieny in the
implementation of Flood Mitigation Policy of Sampean River. The secondary data,
meanwhile comes from literary study and those published by formal agency. The
results of research shows that 1) The implementation of Flood mitigation policy
of Sampean River is separately conducted between both policy maker and
objects that become the target of the policy; 2) knowing the potency and
formulating implementative strategy of flood mitigation policy of Sampean river
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;3) The integrated strategy of management of Sampean River is very needed to
improve the efficiency in the process of implementation of flood Mitigation with
the involvement of all elements of people.

Keyword: Policy, Flood disaster, River stream

1. PENDAHULUAN

Kondisi DAS di Indonesia pada umumnya mengalami kerusakan sedang, berat
sampai sangat berat. Berdasarkan hasil identifikasi De-phut (1999), tercatat 458
DAS kritis di Indonesia terdiri dari 60 DAS termasuk kategori rusak berat sampai
sangat berat (16 DAS berada di P. Ja-wa), 222 DAS termasuk kelas sedang sampai
berat dan 176 DAS potensial rusak. Jumlah DAS yang telah mengalami kerusakan
tersebut saat ini kondisinya tidak semakin membaik malah cenderung semakin
bertambah, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kejadian bencana alam tanah
longsor, banjir dan kekeringan.

Laporan dari pihak terkait mengenai upaya rehabilitasi DAS telah banyak
dilakukan, tapi hasilnya belum significan, sementara bencana alam tanah longsor,
banjir, dan kekeringan terjadi semakin meningkat setiap tahunnya. Munurut
Arsyad (1989) Bahkan terjadi di beberapa wilayah DAS yang biasanya tidak terjadi
bencana banjir dan tanah longsor tetapi bebera-pa tahun terakhir ini malah
terjadi, hal ini meru-pakan indikasi bahwa kondisi DAS di beberapa daerah telah
terjadi peningkatan kerusakan.

Permasalahan lain yang sangat dirasakan dalam pengelolaan DAS disamping
masalah ego sektoral yang sangat mencolok, juga terdapat masalah dimana ada di
beberapa kalangan in-stansi Pemerintah/Lembaga, Pemda/Bappeda, Pemerhati,
LSM bahkan Pakar masih belum se-penuhnya memahami tentang pengertian DAS
dan implikasinya terhadap tata air dan terhadap terjadinya bencana tanah longsor,
banjir dan kekeringan sehingga sering terjadi kesalahan dalam menetapkan
kebijakan dan program sektornya yang tidak berbasis DAS.

Observasi awal menunjukkan adanya per-aturan perundang - undangan yang baik
namun implementasinya tidak sesuai dengan yang tertu-lis, kurangnya koordinasi
antara daerah hulu dan hilir dalam menangani DAS Sampean, permasa-lahan
sampah yang belum dapat ditangani, in-stansi yang terkait bekerja sendiri-sendiri,
alokasi dana yang tidak transparan, masih kurangnya penegakan hukum dan
kurangnya keterlibatan masyarakat serta masih kurangnya kesadaran akan
pentingnya DAS Sampean.

Masalah tersebut, menimbulkan pertan-yaan mengapa DAS Sampean rusak dan
sering mengakibatkan bencana walau ada peraturan mengenai pengelolaan DAS,
dan bagaimana tanggapan instansi pemerintah yang terkait ten-tang pengelolaan
DAS Sampean. Berdasarkan pertanyaan tersebut, perlu dilakukan penelitian
Pengelolaan DAS Sampean, khususnya perlu dianalisis efisiensi penerapan
kebijakan pe-nanggulangan bencana banjir DAS Sampean.
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Tata guna lahan di Kabupaten Situbondo didominasi oleh jenis hutan. Hal ini
diikuti oleh jenis sawah, tanah kering dan tanah yang rusak. Kondisi ini
menunjukkan bahwa Kabupaten Situ-bondo mempunyai daerah yang berciri fisik
hu-tan mendominasi keseluruhan wilayahnya yang berarti kondisi baik buruknya
hutan akan berdampa terhadap kondisi perekonomian Ka-bupaten Situbondo.
Dengan adanya luasan hu-tan sebesar 44% dari wilayah Kabupaten Situ-bondo
maka potensial pemanfaatan bahkan ek-sploitasi hutan dimungkinkan juga sangat
tinggi. Hal ini dapat memberikan gambaran apabila ter-jadi perubahan tata guna
lahan dari hutan akan berdampak negatif dari sisi kebencanaan (Yaha-ya et al,
2010). Hutan yang dieksploitasi akan menimbulkan sebuah permasalahan
kompleks terhadap bencana terutama bencana banijir dan tanah longsor. Dengan
hutan yang gundul maka hutan yang berfungsi sebagai sarana penyimpan air akan
menimbulkan sebuah bencana banjir yang dasyat yang berdampak negatif di Situ-
bondo.

Tabel 1. Tata Guna Lahan Kabupaten Situ-bondo

No. Uraian Proporsi
1. Hutan 44%
2. Perkebunan 1%
3. Pertanian Tanah 17%
Kering

4, Sawah 19%
5. Pemukiman 2%
6. Tambak/ Kolam 1%
7. Tanah Tandus 4%
8. Tanah Rusak 7%
9. Padang Rumput 3%
10.  Semak Belukar 2%

Sumber: Situbondo dalam angka 2010

Namun dalam realitanya jumlah hutan tersebut tidak lagi berfungsi penuh sebagai
hutan yang dapat menjadi sarana konservasi air. Hutan yang di manfaatkan oleh
masyarakat menjadi sarana dan prasaran lain akan menyebabkan hutan tidak lagi
menjalankan fungsinya. Dalam sisi historis kebencanaan, banjir di Kabupaten
Situbondo disebabkan oleh debit air yang tinggi dari wilayah lain yang
menyebabkan banjir hampir tiap tahun di sebagaian besar wilayah Kabupaten
Situbondo. Hal ini menjadikan sebuah pemikiran penting dalam upaya pelestarian
hutan dari kegiatan manusia yang dapat menyebabkan bencana. Kondisi ini salah
satu bertujuan untuk memanfaatkan potensi alam dalam memini-mumkan risiko
bencana di Kabupaten Situbondo.
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Berdasarkan data kerentanan bencana di Kabupaten Situbondo diketahui bahwa
bencana alam yang berpotensi tinggi dan rutin terjadi ada-lah banjir yang terjadi di
sebagaian besar wilayah Kabupaten Situbondo. Hal ini disebabkan karena wilayah
Situbondo menjadi lokasi strategis bencana banjir akibat luapan DAS Sampean
yang sering menyebabkan kerugian fisik dan non fisik di Kabupaten Situbondo.
Dalam aspek his-toris bencana banjir bandang yang dasyat terjadi pada tahun
2002 dan 2008 yang menyebabkan kondisi infrastruktur di Kabupaten Situbondo
menjadi lumpuh dan korban jiwa. Hal ini menun-jukkan bahwa pentingnya sebuah
pendekatan mitigasi bencana banjir maupun penanggulangan banjir harus
dilakukan baik dari strategi kebijakan infrastruktur fisik maupun kebijakan sosial
ekonomi yang terintergrasi dengan kondisi masyarakat sekitar daerah rawan
bencana banjir di Kabupaten Situbondo. Potensi bencana banjir ini terutama
berada pada daerah aliran sungai (DAS) Sampean. dan sampai pada Bendungan
Sampean Lama.

Dalam tinjauan historis diketahui bahwa tahun 2002 dan tahun 2008 telah terjadi
banjir bandang di Kabupaten Situbondo. Banjir di dae-rah DAS Sampean telah
meluapkan sungai Sampean (sungai lintas kabupaten Situbondo dan Bondowoso).
Dampak kejadian bencana tersebut secara keseluruhan mengakibatkan ke-rugian
harta benda dan korban jiwa yang cukup signifikan. Kerugian baik harta maupun
jiwa berdampak secara langsung terhadap psikologis masayarakat yang berada di
bantaran sungai atau daerah rawan bencana banjir tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode study
kebijakan dan metode deskriptif. Metode study kebijakan ini dipilih untuk
mengkaji dokumen-dokumen ke-bijakan yang terkait dengan DAS Sampean. Se-
dangkan metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana
pendapat dari in-stansi-instansi pemerintah Kabupaten Situbondo mengenai
implementasi kebijakan penanggulan-gan banjir DAS Sampean.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Penerapan Kebijakan Penaggulangan Bencana Banjir Daerah Aliran
Sungai Sampean

3.1.1 Karakteristik DAS Sampean

DAS Sampean adalah suatu DAS yang terletak pada dua daerah, yaitu Jember,
Bondowoso, dan Situbondo. Hulu sungai Sam-pean berada sekitar 800 meter di
atas per-mukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Dengan panjang
sungai 72 kilometer, perbedaan tinggi itu menjadikan gradien sungai cukup miring.
Dalam kondisi normal pun aliran sungai tergolong deras.

Berdasarkan data Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso
(hasil FGD, 2016) bahwa luas hutan di Kabupaten Bondowoso 59.867,95 hektar
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(ha). Areal itu terdiri atas 30.863,70 ha hutan lindung dan 29.004,25 ha hutan
produksi. Dari jumlah itu, 53.023 ha atau 88 persen berada di areal DAS Sampean
dan menutup 33,99 persen lahan DAS. Komposisi areal lain di DAS Sampean juga
tidak ideal. Perkebunan yang semestinya 28,71 persen, hanya ada 7,59 persen.
Sawah 19,76 persen, padahal idealnya tak lebih dari 3,12 per-sen. Tegalan idealnya
maksimal 20,27 persen, yang ada 27,70 persen. Permukiman maksimal 3,22
persen, ternyata ada 4,62 persen.

Para peserta FGD (2016) sepakat bahwa komposisi DAS Sampean yang tidak ideal
mengakibatkan terjadi sedimentasi di Sungai Sampean. Kondisi ini sesuai dengan
pendapat Asdak (2002), bahwa kedalaman Dam Sampean Baru di Kecamatan
Tapen, Kabupaten Bondowoso, saat dinormalisasi tahun 2002 ada-lah 20 meter.
Saat ini kedalamannya kurang dari 10 meter. Akibatnya, volume tampung Dam
Sampean Baru yang didesain 1,5 juta meter ku-bik, tinggal 60 persen. Namun,
sampai sekarang pemerintah belum membangun sistem pengen-dali banjir di
Sungai Sampean. Akibat dari kom-posisi DAS di bawah standar itu, daerah tangka-
pan air menjadi tak memadai. Debit air maksimal banjir di Kota Situbondo pada 8
Februari 2008 sebesar 2.480 meter kubik per detik. Pada banjir 2002 debit air
maksimal hanya 1.960 meter kubik per detik. Artinya, terjadi peningkatan hingga
126 persen.

Daya dukung alam daerah aliran sungai (DAS) Sampean rendah. Jika turun hujan
deras cukup lama di hulu, tanah tidak mampu me-nyerap. Air hujan langsung
masuk ke sungai dan mengalir sangat deras ke muara. Peristiwa itu dikenal
sebagai banjir bandang. Pada tanggal 4 Februari 2002, 18 Januari 2008 dan 8
Februari 2008, banjir bandang telah terjadi di Sungai Sampean Kabupaten
Situbondo.

Berdasarkan gambaran diatas, FGD (2016) bersepakat bahwa suatu perencanaan
pengelo-laan dan teknik konservasi yang terpadu sangat diperlukan sehingga
penggunaan kebutuhan se-karang terpenuhi dan menyimpan untuk penggu-
naaan di masa yang akan datang. Hal ini dapat terjadi jika segera dilakukan
pengelolaan yang tepat yaitu pengelolaan yang mempertim-bangkan aspek
konservasi dan hidrologi (Harto, 1993). Usaha konservasi DAS Sampean, telah
memberikan dorongan untuk mengembangkan arahan fungsi lahan yang aplikatif
sesuai dengan kondisi lapangan. Sehingga sangatlah diperlukan penggunaan
program perangkat lunak GIS untuk identifikasi lahan kritis dan arahan fungsi
lahan di DAS Sampean, yang hasil analisisnya akan san-gat membantu dan dapat
dipertanggungjawab-kan, baik secara teori maupun praktis.

3.1.2 Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Banjir Daerah Aliran Sungai
Sampean di Kabupaten Situbondo

DAS Sampean ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu DAS prioritas dari 22

DAS di Indonesia ditetapkan pertama kali pada tahun 1984 berdasarkan Surat

Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan dan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-11/1984 dan PU.124/KPTS/1984 Tahun
1984 tanggal 4 April 1984 tentang PE-NANGANAN KONSERVASI TANAH DALAM
RANGKA PENGAMANAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PRIORITAS. Dasar pertimbangan
SKB tersebut adalah bahwa upaya penyelamatan hu-tan tanah dan sumber-
sumber air adalah tanggung jawab bersama baik masyarakat pada umumnya
maupun instansi Pemerintah pada khususnya agar hutan, tanah dan sumber-
sumber air dapat diselamatkan secara terarah, terpadu, terorganisir dan saling
mendukung. Menurut (Utomo, 1994) Kegiatan konservasi tanah, baik yang berupa
kegiatan pengendalian erosi banjir, pengaturan pemanfaatan air, peningkatan
daya guna, lahan produksi dan pendapatan petani, peningkatan peran serta
masyarakat harus terpadu dan mendukung serta mengamankan pembangunan
prasarana dan bangunan- bangunan pengairan. Hal tini dapat diartikan bahwa
DAS Sampean tergolong sebagai salah satu DAS yang prioritas pengelolaannya
paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan per-masalahan biofisik dan sosek
DAS yang paling kritis atau tidak sehat.

Dalam ranah kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Situbondo,
menurut peserta FGD (2016) cenderung dilakukan secara terpisah baik dari
pemangku kebijakan maupun sasaran kebijakan yang akan di capai. Kebijakan
lebih sering diarah pada kebijakan pembangunan infrastruktur fisik dalam
penangangan bencana banjir dan bantuan pada saat terjadi bencana banijir.
Namun, kendala kebijakan untuk persiapan mental masyarakat dan kesiapan
masyarakat masih sangat kurang dilakukan dan diimplementasikan secara sinergi
dengan ke-bijakan lain terutama kebijakan infrastruktur fisik. Kebijakan
penanggulangan becana banjir masih dilakukan secara parsial tanpa adanya
koordina-si baik dari pemerintah maupun lembaga sosial lainnya. Hal ini tentunya
akan memberikan per-masalahan pada implementasi dan manfaat ke-bijakan
tersebut. Apabila kebijakan penanggu-langan bencana banjir dilakukan secara
terpisah maka banyak program yang akan tumpang tindih bahkan tidak dapat
direalisasikan sehingga dapat merugikan masyarakat yang menjadi korban
bencana banjir di Kaupaten Situbondo.

Menurut peserta FGD (2016), sebagian besar masyarakat tidak mengetahui
kebijakan yang disusun oleh pemerintah daerah dalam melakukan penanganan
bencana banjir di Kabu-paten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
mengharapkan adanya sosialisasi kebijakan yang terkait dengan bencana banjir di
Kabupaten Situbondo secara sinergi antara ke-bijakan infrastruktur fisik maupun
kebijakan so-sial ekonomi. Di sisi lain, masyarakat cenderung tidak mendapatkan
manfaat dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah di
Kabupaten Situbondo.  Akibat kurangnya sosial-isasi kebijakan Pemerintah
Kabupaten Situ-bondo, maka hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi demi kehidupan
bermasyarakat, baik pada masa pra bencana maupun pasca bencana.
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Para peserta FGD (2016) sepakat bahwa kebijakan penanggulangan bencana banjir
DAS Sampean seharusnya dilakukan dengan mem-pertimbangkan segala aspek
yang saling berkai-tan erat dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat secara
umum. Masyarakat cender-ung untuk mengevakuasi diri mereka masing-masing
secara berkelompk tanpa adanya dukungan dari pemerintah atas dampak
bencana banjir tersebur (Santoso, dan Taufik, 2009).

Menurut para peserta FGD (2016), diper-lukan adanya evaluasi kebijakan yang
telah dit-erapkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan panaggulangan
bencana banjir di daerah aliran sungai (DAS) Sampean di Kabupaten Sit-ubondo.
Menurut Frantzeskaki (2005) Hal ini ber-tujuan untuk memperoleh kebijakan yang
efisien sekaligus terjadi sinergi antar kebijakan dalam penanggulangan bencana
banijir di Kabupaten Situbondo.

Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan kondisi DAS Sampean melalui
berbagai program dan kegiatan baik menyangkut kegiatan fisik di lapangan
(rehabilitasi hutan dan lahan, bangunan struktural) maupun non fisik seperti
penguatan kapasitas kelembagaan diberbagai tingkat dan pemberdayaan
masyarakat, akan tetapi hasilnya masih belum memadai. Hal itu disebabkan
lemahnya koordi-nasi dari para pihak yang terkait dengan pengel-olaan DAS
Sampean.

Dalam ranah teoritis, penanggulangan bencana banjir meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Penanggulangan banjir tersebut tidak bisa dilakukan oleh hanya satu sektor atau
satu departemen teknis saja, melainkan harus bersifat multisektor dan multi pihak
serta melibatkan beberapa wilayah administrasi pemerintahan. Dengan demikian
diperlukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) para pihak tersebut
dalam tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program, implementasi
kegiatan dan penganggaran/ pembiayaannya, termasuk mengoptimalkan peran
Forum DAS Terkait dengan pelaksanaan KISS, para peserta FGD (2016) sepakat
bahwa pelaksanaan KISS pada DAS Sampean relatif kurang baik, akibatnya
pelaksanaan KISS tidak efisien. Indikasinya koordinasi sangat lemah, masing-
masing sektor bekerja sesuai dengan rencana dan program masing-masing.
Akibatnya sering terjadi pro-gram-program yang tumpang tindih dan kekosongan
program padahal program tersebut dibutuhkan. Lemahnya koordinasi
mengakibat-kan program-program terkait dengan DAS Sam-pean tidak terintegrasi
denga baik, tidak bisa menghasilkan sinergisme dan tidak terjadi sink-ronisme.

Padahal, dalam pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu diperlukan
perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dengan mempertim-bangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan keterpaduan dari seluruh
multipihak yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS.
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Oleh karena itu agar penanggulangan banjir lebih integratif dan efektif maka
diperlukan tidak hanya koordinasi di tingkat pelaksanaan tetapi juga di tingkat
perencanaan kebijakan, termasuk partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya.
Disamping itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta
menghindari terjadinya dampak bencana yang lebih luas, maka upaya pengelolaan
DAS Sampean perlu diselenggarakan secara terpadu, lintas sektor dan lintas
wilayah dengan memper-hatikan daya dukung lingkungan wilayah tersebut
(UNFCCC, 2007.)

Atas pertimbangan tersebut menurut kesepakatan peserta FGD (2016), maka
sebagai institusi yang diberi tugas untuk mengkoordinasi-kan perencanaan
pembangunan maka selayak-nya Bappeda kabupaten Situbondo melakukan kajian
kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat komprehensif yang tidak bias
sektor dan wilayah dengan penekanan pada partisipasi masyarakat dalam
penanggulangan banjir.

Perencanaan terkait pengelolaan banjir di wilayah DAS Sampean masih sangat
terbatas jika tidak ingin dikatakan tidak ada. Kalaupun ada, sifatnya parsial dan
dibuat berdasarkan wilayah administratif. Hal ini tentunya akan me-nyulitkan
sinergitas perencanaan terkait pengel-olaan banijir, sebagaimana diketahui bahwa
DAS Sampean melintasi tiga wilayah administrasi ka-bupaten, yaitu Kabupaten
Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo, dimana ketiga wilayah
administratif tersebut tentunya mempunyai kepentingan masing-masing dalam
mengelola sumberdaya air di wilayahnya.

Selain perencanaan yang bersifat parsial, data dan informasi yang selama ini
dikumpulkan dan disajikan oleh instansi terkait mengenai bencana banjir di
wilayah DAS Situbondo masih belum memadai untuk dijadikan dasar bagi
perencanaan pengelolaan bencana banjir. Aki-batnya perencanaan yang dilakukan
oleh daerah selama ini hanya terbatas pada penanganan dampak setelah banijir.

Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan yang utuh merupakan
konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaa-tan sumberdaya
hutan, tanah dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya
degradasi DAS yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

3.1.3 Kebijakan Otonomi Daerah untuk Pem-bangunan Wilayah dan
Pengelolaan DAS Berkelanjutan
Kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.25
Tahun 2004 memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah untuk
merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayahnya masing-
masing. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu lebih mengenal
kondisi sumberdaya baik biofisik, sosial ekonomi maupun sumberdaya buatan di
wilayahnya. Melalui pengenalan kondisi dan potensi wilayah diharap-kan terwujud
komitmen bersama dari semua pihak terhadap penanganan sumberdaya terse-
but di masa yang akan datang. Oleh karena itu, data dan informasi kondisi
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sumberdaya di dae-rah perlu dilengkapi agar daerah dapat me-nyusun rencana
dengan baik.

Daerah otonom dengan kewenangan yang diberikan sesungguhnya memiliki
tanggung-jawab yang lebih besar dalam menjamin keber-hasilan kinerja
pembangunan di daerah. Kinerja pembangunan pada umumnya dipengaruhi oleh
empat faktor penentu, yaitu sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya
manusia (human capital), sumberdaya buatan manusia (man made capital), dan
kelembagaan formal maupun informal masyarakat (social capital).

Layaknya dengan empat faktor penentu keberhasilan pengelolaan DAS, maka
pema-haman pembangunan wilayah dengan prinsip OTDA juga tidak boleh parsial,
tetapi harus me-nyeluruh dan komprehensif di dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan (sustainable devel-opment) yang menjamin pemanfaatan sum-
berdaya alam secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian
fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial budaya. Kesadaran dan pemahaman akan
prinsip pembangunan berke-lanjutan tampaknya belum dimiliki oleh sebagian
besar pemimpin/birokrat di daerah, termasuk Kabupaten Situbondo. Dalam
pelaksanaan OTDA masih banyak yang memprioritaskan pemanfaatan
sumberdaya alam sebagai modal utama untuk membiayai pembangunan dae-
rahnya. Upaya eksploitasi SDA secara besar-besaran di beberapa daerah untuk
mengejar tar-get pendapatan asli daerah (PAD) disinyalir telah meningkatkan laju
kerusakan SDA. Banyak pelaku pembangunan di daerah mengejar PAD sebesar-
besarnya sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan OTDA yang akhirnya
berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan
tidak hanya terjadi pada daerah setempat (on-site effects) seperti longsor dan erosi
tanah tetapi juga di luar daerah setem-pat (off-site effects) seperti banjir dan
sedimen-tasi. Menurut (Jeyaseelan, 2009) Fenomena degradasi lingkungan seperti
banjir, erosi, long-sor, sedimentasi dimusim hujan serta kekeringan dimusim
kemarau itu sudah terjadi dengan frek-uensi yang semakin sering dan intensitas
yang semakin parah.

Tampak jelas bahwa salah satu tantangan sosial ekonomi terbesar untuk
keberhasilan pembangunan wilayah sangat berkesesuaian dengan keberhasilan
pengelolaan DAS, yakni bagaimana mendistribusikan biaya dan manfaat
pembangunan/pengelolaan secara merata, se-bagai akibat dari variasi spasial dan
keragaman kepentingan penggunaan sumber daya alam yang ada di dalam
wilayah OTDA. Konflik antara menggunakan sumberdaya di hulu dalam sebuah
wilayah OTDA atau melindunginya guna mendukung kegiatan di hilir adalah
contoh yang baik. Kegiatan mana yang manfaatnya dirasakan besar dan cepat,
itulah yang dipilih, dan dirancang mekanisme biaya difusinya agar dapat dikelola,
tapi umumnya sulit karena manfaatnya dirasakan lambat.

Berdasarkan tinjauan mengenai karakter-istik SDA yang ada di suatu wilayah maka
seorang peserta FGD (2016) menyitir pendapat Kartodihardjo dkk (2004)
mengidentifikasi ada beberapa penyebab kerusakan, antara lain: (1) Berbagai
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kegiatan pembangunan yang lebih menitik beratkan pada produksi komoditas
(tan-gible product); (2) Kelemahan institusi dalam hal organisasi maupun
menetapkan aturan dalam rangka mencegah kerusakan sumberdaya stock yang
menghasilkan intangible product, dan; (3) Kelemahan institusi dalam
menyelesaikan konflik dan penataan penguasaan hak dan pemanfaatan
sumberdaya. Sementara itu peserta lain (FGD,2016), mengidentifikasi beberapa hal
yang berpotensi menimbulkan masalah atau konflik dalam perkembangan
pelaksanaan OTDA yang sedikit banyak dapat dianalogikan dengan masa-lah yang
terjadi dalam pengelolaan DAS antara lain : (a) adanya daerah miskin (umumnya di
hu-lu) dan kaya (umumnya di hilir) sebagai konsek-uensi tidak meratanya distribusi
sumberdaya alam (SDA) dan kesenjangan tingkat kemampu-an sumberdaya
manusia, (b) adanya perbedaan kepentingan antar daerah dalam pemanfaatan
SDA yang dapat memicu timbulnya konflik antar daerah otonom yang berdekatan,
dan (c) keber-hasilan pelaksanaan otonomi tidak diukur dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan (sustainable  development), sehingga OTDA
mengeksploitasi SDA secara besar-besaran untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD).

Sebagaimana diketahui bahwa batas DAS dan batas administrasi pemerintahan
tidak selalu kompatibel. Bentang alam yang tidak dibatasi oleh wilayah
administrasi, menjadi suatu wilayah interaksi dan saling mempengaruhi antar
komod-itas, barang dan jasa dari sumberdaya alam. Kegiatan sektoral seperti
kehutanan, per-tambangan, pertanian dan lain-lain akan selalu memanfaatkan
komoditas dari sumberdaya alam. Sementara itu pelestarian komoditas ter-sebut
sangat tergantung dari daya dukung sum-berdaya alam (Suripin, 2002). Banyak
sumber daya alam di DAS menjadi milik bersama ke-lompok masyarakat tertentu,
seperti padang rumput, hutan, kolam, dan air tanah. Sumber daya lain cenderung
dikelola secara individu, terutama lahan pertanian, juga beberapa petak padang
rumput, dan hutan. Diperlukan tindakan kolektif semua pengguna sumberdaya
untuk mengelola proses hidrologis agar memperoleh produktivitas maksimum
seluruh sistem DAS (Sosrodarsono 1987). Untuk itu, akhirnya peserta FGD (2016)
menyarankan perlunya kesepakatan tentang peraturan akses sumber daya,
alokasi, dan kontrol.

Perkembangan pembangunan wilayah yang masih tertuju pada pertumbuhan
ekonomi semata dan peningkatan kesempatan kerja akan selalu mengeksploitasi
sumberdaya alam se-bagai faktor produksi yang diperlukan. Orientasi ekonomi
pada sumberdaya alam sebagai ko-moditas akan cenderung mengabaikan fungsi
sumberdaya alam yang memberikan jasa untuk mendukung kehidupan (Shultz et
al, 2001). Oleh karena itu, diperlukan institusi wilayah yang dapat mengendalikan
pemanfaatan komoditas sumberdaya alam (barang) dan dalam waktu yang sama
juga dapat mempertahankan fungsi sumberdaya alam yang memproduksi jasa.
Mengingat pula akan tingginya biaya eksklusi dan biaya transaksi pada
sumberdaya milik ber-sama (Common pool resources), serta keduanya merupakan
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masalah manajemen umum dalam sumber daya milik publik, yang harus diper-
hatikan seimbang mengingat beragamnya ke-lompok pengguna DAS. Institusi ini
juga harus dapat mengatasi lemahnya koordinasi antar dae-rah/wilayah baik di
tingkat propinsi maupun ka-bupaten dan atau antara sektor agar dapat men-
gendalikan kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup,
melalui pendeka-tan baru dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan
serta evaluasi program-program pembangunan wilayah.

Hampir seluruh sumberdaya yang terdapat dalam DAS Sampean cenderung
mengalami kerusakan sehingga telah menjadi perhatian banyak pihak. Namun
demikian pengelolaan DAS secara terpadu sampai saat ini masih menghadapi
berbagai masalah yang kompleks. Menurut Pasaribu (1999) Kebijakan pengelolaan
DAS selama ini cenderung sektoral sehingga harus dilakukan secara terpadu dari
hulu dan hilir, tidak parsial atas dasar kepentingan sektor atau daerah
pemerintahan. Untuk itu pengelolaan DAS perlu menganut prinsip keterpaduan
“satu sistem perencanaan dalam satu Daerah Aliran Sungai” (one river one
plan one management). Kesesuaian DAS sebagai basis pembangunan wilayah
telah diuraikan terkait dengan pemahaman DAS sebagai stock/jasa dan ko-
moditas. Begitu pula pemahaman bahwa perlu diciptakan mekanisme untuk
mendorong pem-anfaatan sumberdaya alam sesuai kepentingan umum.

Untuk pembangunan wilayah dengan ber-basis pengelolaan DAS, diperlukan
penataan ruang yang optimal dengan prinsip lestari, dalam hal ini yang dimaksud
pembentukan wilayah ekoregion. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang
holistik antara potensi, kondisi, dan kebu-tuhan akan sumberdaya ruang (Kumar,
1983). Penyusunan tata ruang dalam konteks ini bukan sekadar mengalokasikan
tempat untuk suatu kegiatan tertentu, melainkan menempatkan tiap kegiatan
penggunaan lahan pada bagian lahan yang berkemampuan serasi dan lestari
untuk kegiatan masing-masing. Oleh sebab itu, hasil penyusunan tata ruang bukan
tujuan, melainkan sarana. Menurut Chow (1964) Tujuan penataan ekoregion ialah
memperoleh manfaat total la-han/ruang dengan sebaik-baiknya dari kemam-puan
total lahan secara sinambung atau lestari.

Pengelolaan DAS dengan pendekatan ke-bijakan publik (commons), awalnya diliputi
oleh keraguan sikap bahwa semua yang dimiliki ber-sama dapat dikelola dengan
baik. Pembentukan Forum DAS yang mewakili berbagai kelompok kepentingan di
DAS dirasakan memenuhi hara-pan yang lebih besar daripada yang diduga
meskipun belum mencukupi untuk mampu men-gendalikan kerusakan
sumberdaya yang sedang dikelola. Berdasarkan hasil observasi lapangan
beberapa peserta FGD (2016) akhirnya disepa-kati untuk meningkatkan aspek-
aspek saling percaya (trust), reputasi (reputation), dan hub-ungan timbal balik
(reciprocity) dalam mengelola DAS Sampean dengan Forum DAS sebagai me-diator.
Suatu kelompok masyarakat di tingkat lokal (desa/kecamatan) yang mempunyai
tingkat saling percaya tinggi, norma-norma yang kuat untuk mendukung terjadinya
hubungan timbal balik yang selaras, serta anggota kelompok dengan mempunyai
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reputasi yang baik, akan mudah menyelesaikan masalah dilema sosial dan mudah
menjalankan aksi bersama dalam pengelolaan DAS secara terpadu.

Pengelolaan sumberdaya mungkin saja diatur sendiri oleh para anggotanya (self-
governance) secara bersama, asalkan kebutuhan informasi tentang karakteristik
sumberdaya alam tersedia dan kekuasaan untuk menjalankan atu-ran yang dibuat
sendiri tersebut tetap terus berjalan, berdasarkan pemberian kewenangan
pengelola sumberdaya di tingkat lokal (kecamatan/kota/kabupaten) dengan
pemerintah daerah yang lebih tinggi (propinsi/pusat).

Pendekatan menyeluruh pembangunan wilayah berbasis pengelolaan DAS secara
terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan
proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang
pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari
perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat.
Awalnya perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia yang berbasis DAS,
termasuk DAS Sampean, lebih banyak dengan pendekatan pada faktor fisik dan
bersifat sektoral. Akan tetapi DAS yang memiliki ciri populasi padat dan
kepemilikan kecil, komando dan kontrol dan pembatasan penggunaan lahan sulit
untuk dapat dil-aksanakan. Tidak mengherankan apabila isu-isu penurunan
kualitas lingkungan dalam pengel-olaan DAS terutama isu banjir dan kekeringan
seringkali ditanggapi sebagai isu-isu yang disebabkan oleh masalah-masalah yang
bersifat teknis semata. Usulan-usulan pemecahan masa-lah pengelolaan DAS
akhirnya lebih banyak di-pusatkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis,
seperti sodetan sungai, normalisasi sungai pembuatan resapan aliran permukaan,
penanaman di daerah hulu sungai. Dalam perkembangannya, akhirnya sejak
sepuluh tahun terakhir telah dicoba melakukan pendekatan ho-listik, yaitu dengan
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu.

Terkait dengan implementasi keterpaduan tersebut, berdasarkan laporan peserta
FGD (2016) bahwa Kementerian Kehutanan telah menyimpulkan bahwa kinerja
DAS tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua sektor tertentu (dalam penelitian
tersebut dikaji peran sektor kehutanan, sumberdaya air/pekerjaan umum dan
sektor pertanian). Ketiga sektor pembangunan yang dianalisis memberikan
pengaruh secara bersamaan dengan intensitas yang cukup signif-ikan. Alokasi
dana pembangunan untuk kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan cenderung
mempunyai pengaruh yang baik terhadap kinerja DAS. Demikian pula halnya
investasi di sektor sumber daya air. Di sisi lain, investasi di sektor pertanian
cenderung memperburuk kondisi DAS. Sebab, kegiatan-kegiatan pertanian
menambah pembukaan lahan. Berdasarkan hasil-hasil analisis tersebut, kajian ini
merekomendasikan  pengelolaan DAS terpadu, artinya bukan hanya
mengembangkan satu sektor sementara mengabaikan pengembangan sektor
lainnya. Pengelolaan DAS seharusnya melibatkan seluruh sektor dan kegiatan di
dalam sistem DAS. Bila tidak, maka kinerja DAS akan memperburuk yang pada
akhirnya akan menurunkan tingkat produksi DAS.
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Dengan demikian menurut Kementerian Kehutanan urutan prioritas pengelolaan
DAS perlu dikaji ulang, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) urutan DAS
prioritas perlu dis-esuaikan dengan pertimbangan teknik yang lebih maju dan
pertimbangan kebijakan yang berkem-bang pada saat ini; (2) pengelolaan DAS juga
memerlukan asas legalitas yang kuat dan mengikat bagi instansi terkait dalam
berkoordi-nasi dan merencanakan kebijakan pengelolaan DAS, mengingat
operasionalisasi konsep DAS terpadu sebagai satuan unit perencanaan dalam
pembangunan selama ini masih terbatas pada upaya rehabilitasi dan konservasi
tanah dan air, sedangkan organisasi (Forum DAS) masih bersifat ad.hoc, dan
belum melembaga dan terpola secara utuh; dan (3) perubahan arah pemerinta-
han dari sentralisasi ke desentralisasi.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu bentuk pengembangan
wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan, dengan daerah
bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi. Oleh
karena itu perubahan penggunaan lahan di daerah hulu akan memberikan
dampak di daerah hilir dalam bentuk fluktuasi debit air, kualitas air dan transport
sedimen serta bahan-bahan terlarut di dalamnya. Menurut (Sebastian, . 2008)
Dengan demikian pengelolaan DAS merupakan aktifitas yang berdimensi biofisik
(seperti, pengendalian erosi, pencegahan dan penanggulangan lahan-lahan kritis,
dan pengelolaan pertanian konservatif); berdimensi kelembagaan (seperti, insentif
dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang ekonomi); dan berdimensi
sosial yang lebih diarahkan pada kondisi sosial budaya setempat, sehingga dalam
perencanaan model pengem-bangan DAS terpadu harus mempertimbangkan
aktifitas/teknologi  pengelolaan DAS sebagai satuan unit perencanaan
pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya posisi DAS sebagai unit
perencanaan wilayah yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga
kesinambun-gan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Kurang tepatnya
perencanaan dapat men-imbulkan adanya degradasi DAS yang mengaki-batkan
buruk seperti yang dikemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan pendekatan
pem-bangunan wilayah berbasis pengelolaan DAS secara terpadu dan
berkelanjutan, maka diper-lukan perencanaan secara terpadu, menyeluruh,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS
sebagai suatu unit pengelolaan. Dengan demikian bila ada bencana, apakah itu
banjir maupun kekeringan, penanggulangannya dapat dilakukan secara
menyeluruh yang meliputi DAS mulai dari daerah hulu sampai hilir.

Perencanaan DAS tidak dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral saja,
melainkan per-lu adanya keterkaitan antar sektor yang mewakili masing-masing
sub DAS, dari sub-DAS hulu hingga ke hilir yang menjadi fokus perhatian dengan
berpegang pada prinsip ‘one river one management’. Keterkaitan antar sektor
meliputi perencanaan, perencanaan sektor/program/proyek hingga pada tingkat
koordinasi semua instansi atau lembaga terkait dalam pengelolaan DAS. Sungai
sebagai bagian dari wilayah DAS merupakan sumberdaya yang mengalir (flowing
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resources), dimana pemanfaa-tan di daerah hulu akan mengurangi manfaat di
hilirnya. Sebaliknya perbaikan di daerah hulu manfaatnya akan diterima di hilirnya.
Berdasar-kan tersebut diperlukan suatu perencanaan terpadu dalam pengelolaan
DAS dengan meli-batkan semua sektor terkait, seluruh stakeholder dan daerah
yang ada dalam lingkup wilayah DAS dari hulu hingga ke hilir.

Operasionalisasi konsep DAS terpadu se-bagai satuan unit perencanaan dalam
pem-bangunan selama ini masih terbatas pada upaya rehabilitasi dan konservasi
tanah dan air, se-dangkan organisasi masih bersifat ad.hoc, dan kelembagaan
yang utuh tentang pengelolaan DAS belum terpola. Agar pengelolaan DAS dapat
dilakukan secara optimal, maka perlu dili-batkan seluruh pemangku kepentingan
dan di-rencanakan secara terpadu, menyeluruh, berke-lanjutan dan berwawasan
lingkungan dengan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Untuk mewujudkan
institusi yang bertugas mengelola sumberdaya yang lintas wilayah kabupaten/kota
tidak hanya dapat dicapai dengan pendekatan legal formal dan fisik saja. Untuk itu
diperlukan juga pendekatan sosial ekonomi serta budaya yang terwujud melalui
proses interaksi dan pem-belajaran yang cukup lama. Proses ini dapat ber-jalan
dengan baik jika pihak-pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan yang
mempu-nyai hak dan kewajiban dalam memperoleh manfaat serta menangung
akibat atas kerusakan sumberdaya alam di wilayahnya serta pengaruhnya bagi
wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah berbasis pengel-olaan
DAS sebagai sumberdaya lintas wilayah memerlukan otonomi dalam pengelolaan
di wila-yahnya masing-masing.

Analisis SWOT digunakan untuk men-gidentifikasi faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) penerapan kebijakan
penanggulangan bencana daerah aliran sungai (DAS) Sampean di Kabupaten
Situbondo. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats) (Saaty, 1980).

Analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk meru-
muskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Proses
pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengambilan misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis
(strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada.

Berikut identifikasi SWOT mengenai pen-erapan kebijakan penanggulangan
bencana ban-jir daerah aliran sungai (DAS) Sampean di Ka-bupaten Situbondo.
Berdasarkan kesepakatan para peserta FGD (2016), unsur-unsur SWOT DAS
Sampean dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1) Kekuatan
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Ditetapkan Kerangka Kerja Pengel-olaan DAS di Indonesia yang men-
dukung prinsip satu DAS, satu rencana, & satu sistem pengelolaan terpadu.

Banyak peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan sebagai landasan
hukum pengelolaan DAS secara terpadu.

Pengelolaan DAS telah dimasukkan sebagai salah satu program nasional,
dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan
RPJM), sehingga program pengelolaan DAS menjadi arus utama dalam
kegiatan dan alokasi penganggaran di tingkat nasional, propinsi dan
kabupat-en/kota.

Pengelolaan DAS terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 dan be-
berapa Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah.

Kelemahan

Kesadaran dan kemampuan serta partisipasi pihak-pihak berkepent-ingan
dalam melestarikan ekosistern DAS masih rendah.

Banyak instansi yang terlibat dalam pengelolaan DAS, seperti Departemen
Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Depar-
temen Dalam Negeri, Bakosurtanal dan Kementerian Lingkungan Hidup,
pe-rusahaan swasta dan masyarakat.

Era otonomi pemerintahan daerah, tid-ak semua pemerintah daerah me-
mahami konsep pengelolaan DAS yang berbasis ekosistem dan lintas batas
administrasi.

Sikap mementingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan menyebabkan
konsep pengelolaan DAS terpadu yang mementingkan pelestarian
ekosistem akan terabaikan karena penggunaan sumberdaya alam DAS yang
tidak pro-porsional dan rasional.

Pengelolaan DAS yang melibatkan banyak pihak dan lintas wilayah admin-
istrasi dapat menyebabkan konflik kepentingan antar berbagai pihak yang
terlibat dalam memanfaatkan sum-berdaya alam dan jasa lingkungan DAS.

Landasan hukum pengelolaan DAS terpadu berupa Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah belum ada secara khusus.

Peluang

Keberhasilan pengelolaan DAS Sam-pean akan berdampak pada keman-
tapan ketahanan pangan.

Keberhasilan pengeloaan DAS terpadu Sampean maka kebutuhan air untuk
berbagai kepentingan semakin besar.

Ketersediaan enerji alternatif akan baik manakala pengelolaan DAS terpadu
Sampean berhasil dengan baik.

Tantangan
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a. Kurangnya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan pengelolaan DAS terma-suk dalam hal pembiayaannya.

b. Degradasi hutan dan lahan semakin meluas sebagai akibat penambahan
jumlah penduduk.

c. Pengurangan areal hutan untuk per-tanian dan konversi lahan pertanian
un-tuk bangunan akan menurunkan resa-pan air hujan dan meningkatkan
aliran air permukaan sehingga frekuensi bencana banjir dan tanah longsor
se-makin tinggi.

d. Semakin luasnya lahan kritis dan meningkatnya sedimentasi pada waduk-
waduk yang akan berdampak pada berkurangnya daya tampung dan
pasokan air untuk irigasi serta Pem-bangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

e. Era otonomi pemerintahan daerah, tid-ak semua pemerintah daerah me-
mahami konsep pengelolaan DAS yang berbasis ekosistem dan lintas batas
administrasi.

f. Peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi global selama ini telah me-
nyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer sehingga
terjadi pemanasan global yang mem-bawa dampak negatif terhadap
ekosistem dan kehidupan manusia.

g. Kegiatan ekonomi yang pesat juga me-nyebabkan terjadinya degradasi
lahan dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak tempat di
Indonesia.

3.1.4 Strategi Penerapan Kebijakan Pe-nanggulangan Bencana Banjir DAS
Terpadu Sampean

Peserta FGD (2016) sepakat bahwa dalam menetapkan strategi dan kebijakan
peningkatan efisiensi penerapan penanggulangan bencana DAS terpadu Sampean
ke depan digunakan analisis SWOT. Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara
menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya,
kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, dimana aplikasinya
adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan
(advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi
kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang
(opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu
menghadapi an-caman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagimana cara
mengatasi kelemahan (weak-nesses) yang mampu membuat ancaman (threats)
menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Identifikasi peluang dan ancaman (tantangan) yang dihadapi DAS Sampean
serta ana-lisis terhadap faktor-faktor kunci menjadi bahan acuan dalam
menetapkan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana banjir DAS terpadu
Sampean.
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Berdasarkan analisis SWOT terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
pengelolaan DAS terpadu Sampean, maka tampak bahwa peluang pengelolaan
DAS terpadu Sampean relatif lebih rendah dibanding dengan tantangan yang
dihadapinya. Di sisi lain, kekuatan internal yang dimiliki oleh pengelolaan DAS
terpadu Sampean relatif lebih rendah dibanding dengan kekuatan yang dimiliki
pengelolaan DAS terpadu Sampean. Karena itu, pengelolaan DAS terpadu
Sampean berada pada posisi W-T (weak-threat). Artinya bahwa pengelolaan DAS
terpadu Sam-pean harus lebih memprioritaskan pada upaya penguatan
kelemahan-kelemahan yang dimiliki jika ingin meraih peluang yang ada, di sisi lain
pengelolaan DAS terpadu Sampean juga harus memperhatikan tantangan-
tantangan yang dihadapi dalam mengelola DAS Sampean secara terpadu sesuai
dengan aturan yang ada. Dengan kata lain, strategi yang harus dipilih dalam
mengelola DAS Sampean secara terpadu adalah strategi weak-threat.
Implementasinya, penguatan terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki
menjadi prioritas utama, disamping mempertimbangkan tantangan-tantangan
yang muncul jika ingin mengatasi permasalahan utama pengelolaan DAS Sampean
secara terpadu dalam rangka mengatasi banjir DAS Sampean, khususnya di
Kabupaten Situbondo.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis efisiensi penerapan kebijakan
penaggu-langan bencana banjir daerah aliran sungai (DAS) Sampean maka dapat
dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan penanggulangan bencana banjir DAS Sampean di
Kabu-paten Situbondo cenderung dilakukan secara terpisah baik dari
pemangku ke-bijakan maupun sasaran kebijakan yang akan di capai.
Kebijakan lebih sering dia-rah pada kebijakan pembangunan infra-struktur
fisik dalam penangangan bencana banjir dan bantuan pada saat terjadi
bencana banjir. Akibatnya tingkat efisiensi rendah. Diperlukan adanya
analisis efisiensi penerapan kebijakan yang telah diterapkan oleh
pemerintah daerah yang berkaitan dengan panaggulangan bencana banjir
di daerah aliran sungai (DAS) Sampean di Kabupaten Situbondo. Hal ini
bertujuan untuk menyusun kebijakan yang efisien dan bersinergi antar
kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir DAS Sampean di
Kabupaten Situbondo.

2. Strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efisiensi penerapan
ke-bijakan penanggulangan bencana banjir daerah aliran sungai (DAS)
Sampean di Kabupaten Situbondo adalah strategi pengelolaan DAS
Sampean secara terpadu, baik struktural maupun non-struktural dengan
mengikutsertakan se-luruh elemen masyaraka.
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4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan rumusan kesimpulan dapat ditarik beberapa rekomendasi kebijakan
dalam penanggulangan bencana banjir DAS Sampean di Kabupaten Situbonod,
yaitu;

1. Diperlukan sebuah kerangka hukum atau pondasi hukum yang khusus
mengatur permasalahan kebencanaan DAS Sampe-an di Kabupaten
Situbondo yang tidak bi-as sektoral untuk menghindarkan tumpang
tindihnya kebijakan penanggulangan bencana, bias administrative.

2. Diperluakan sebuah kebijakan penanggu-langan bencana banjir DAS
Sampean di Kabupaten Situbondo yang disusun atas sinergi kebijakan
pembangunan infra-struktur fisik dengan kebijakan sosial ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

3. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) para pihak
dalam tingkat perumusan kebijakan, perencanaan program, implementasi
kegiatan dan penganggaran/pembiayaannya, termasuk mengoptimalkan
peran Forum DAS dalam meningkatkan efisiensi penerapan ke-bijakan
penanggulangan banjir DAS Sam-pean.
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THE EFFECT OF THE NOISE LEVELWITH THE LAYOUT PLAN
OF THE BUILDING ON THE BEACH CAROCOK PAINAN

Candrianto, Shelia Zeni Winara
Management Logistic Of Agro Industry Politeknik ATI Padang

ABSTRACT

Pollution does not only occur in the air, soil, and water, but also including noise
pollution in the form of noise. Noise is defined as unwanted sound or a loud noise
that was not pleasant. Noise can give harmful effects to health that can cause
deafness, neurological disorders, Menal disorders, heart problems, high blood
pressure, dizziness and even insomnia. Teradap study the influence of the noise
level with the building layout plan in Turkish Carocok Painan conducted Around
Carocok Beach area. The purpose of this study is to determine the effect of the
noise level with the Building Management Plan in Turkish Carocok Painan.
Measurements were performed using an Soud Level Meter and interviews with
people around Turkish Carocok Painan. From the results peneliiitian found that
the noise level in Area Parking Beach Carocok, Housing Residents within + 300 m,
at the Housing Residents within + 650 m and at the Housing Residents within +
900 m during holidays or during a regular day exceeds the quality standards set
by the State Minister of Environment No. KEP-48 / MENLH / 11/1996 on Standards
Noise Level endures areas Recreation is 70 db (A).

Keywords: noise, KEP-48 / MENLH / 11/1996 and Sound Level Meter

1. PENDAHULUAN

Kebisingan atau noise pollution sering disebut sebagai suara atau bunyi yang tidak
dikehendaki atau dapat diartikan pula sebagai suara yang salah pada tempat dan
waktu yang salah. Kebisingan merupakan salah satu faktor penting penyebab
terjadinya stress dalam kehidupan dunia modern. Sumber kebisingan dapat
berasal dari kendaraan bermotor, kawasan industri atau pabrik, pesawat terbang,
kereta api, tempat-tempat umum, dan tempat niaga (Chandra, 2006).

Seperti halnya kebisingan juga berpengaruh terhadap rencana tata bangunan dan
lingkungan, dimana banyak munculnya bangunan - bangunan yang menunjang
untuk pembangunan kota. Salah satunya termasuk tempat wisata dimana
pertumbuhan pembangunan yang sangat cepat, seperti Pantai carocok di kota
Painan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Pantai Carocok Kota Painan mulai terkenal dan banyak diketahui oleh para
wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga pantai tersebut
dikelola oleh pemerintah. Dengan dikelolanya Pantai Carocok oleh pemerintah
setempat maka muncullah bangunan seperti cafe-cafe serta jumlah volume
kendaraan yang meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung pantai
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yang datang ke Pantai Carocok Painan melakukan wisata. Sehingga dapat
menimbulkan kebisingan yang dihasilkan dari pembangunan dan jumlah
kendaraan yang dapat membuat keresahan masyarakat di sekitar pantai Carorok
Painan. Selain itu belum adanya pemantauan rutin terhadap kebisingan yang
terjadi di sekitar wilayah Pantai Carocok Painan.

Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji tingkat kebisingan tentang parameter yang
terdapat dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “Pengaruh Tingkat
Kebisingan Dengan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Di Pantai
Carocok Kota Painan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Kebisingan

Pencemaran fisis yang sering ditemukan adalah kebisingan. Kebisingan pada
lingkungan dapat bersumber dari suara kenderaan bermotor, suara mesin-mesin
industri dan sebagainya. Keputusan Menteri Negara lingkungan hidup No.32Kep-
48/MENLH/11/1996, tentang baku tingkat Kebisingan menyebutkan: “ kebisingan
adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan
waktu tertuntu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan
kenyamanan lingkungan” Berikut ini definisi kebisingan menurut para ahli
Menurut Doelle (1993): “suara atau bunyi secara fisis merupakan penyimpangan
tekanan, pergeseran partikel dalam medium elastis seperti misalnya udara. Secara
fisiologis merupakan sensasi yang timbul sebagai akibat propagasi energi getaran
dari suatu sumber getar yang sampai ke gendang telinga.”

Menurut Patrick (1977): “kebisingan dapat pula diartikan sebagai bentuk suara
yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya.”Menurut Prabu, Putra (2009)
bising adalah suara yang mengganggu

Menurut lkron | Made Djaja, Ririn AW, (2005) bising adalah bunyi yang tidak
dikehendaki yang dapat mengganggu dan atau membahayakan kesehatan.

Dari pengertian diatas terlihat bahwa kebisingan terjadi bila ada bunyi
dilingkungan. Terdapat 2 hal yang mempengaruhi kualitas bunyi yaitu frekuensi
dan intensitas. Dalam hal ini, frekuensi merupakan jumlah getaran yang sampai
ditelinga setiap detiknya. Sedangkan intensitas merupakan besarnya arus energi
yang diterima oleh telinga manusia.

2.2 Sifat dan Sumber Bunyi

2.2.1 Sifat Kebisingan

Sifat dari kebisingan antara lain kadarnya berbeda, jumlah tingkat bising
bertambah, maka gangguan akan bertambah pula, bising perlu dikendalikan
karena sifatnya mengganggu.
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2.2.2 Sumber Bunyi

Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang
bergetar. Getaran sumber suara ini mengganggu keseimbangan molekul udara
sekitarnya sehingga molekul-molekul udara ikut bergetar. Getaran sumber ini
menyebabkan terjadinya gelombang rambatan energi mekanis dalam medium
udara menurut pola rambatan longitudinal. Rambatan gelombang di udara ini
dikenal sebagai suara atau bunyi sedangkan dengan konteks ruang dan waktu
sehingga dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan.

Jika dilihat di sekitar kita sumber bising sangatlah banyak. Sumber bising ialah
sumber bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu pendengaran baik dari
sumber bergerak maupun tidak bergerak. Umumnya sumber kebisingan dapat
berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit
tenaga, alat pengangkut dan kegiatan rumah tangga.

2.2.3 Jenis-jenis Kebisingan
Perbedaan frekuensi dan intensitas menyebabkan adanya jenis-jenis kebisingan
yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis-jenis kebisingan dapat dibedakan
menjadi 4 bagian yaitu:
1. Kebisingan kontinyu dengan spectrum frekuensi sempit, misalnya suara
mesin gergaji sirkuler
2. Kebisingan terputus-putus (intermittent) misalnya lalu lintas, suara pesawat
terbang dibandara.

3. Kebisingan impulsive (impact or impulsive noise) misalnya tembakan
meriam, ledakan.

4. Kebisingan implusif berulang misalnya suara mesin tempa.

2.2.4 Pengukuran Kebisingan
Ada tiga cara atau metode yang digunakan dalam pengukuran akibat kebisingan di
lingkungan kerija.

1. Pengukuran dengan titik sampling

Pengukuran ini dilakukan bila kebisingan diduga melebihi batas hanya pada satu
atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk dapat
mengevaluasi kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana
misalnya kompresor/generator. Jarak pengukuran dari sumber harus dicantumkan
misalnya 3 meter dari ketinggian 1 meter. Selain itu juga harus diperhatikan arah
mikrofon alat ukur yang digunakan.

2. Pengukuran dengan peta kontur

Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam mengukur
kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi
kebisingan dalam cakupan area. Pengukuran ini dilakukan dengan membuat
gambar isoplet pada kertas berskala yang sesuai dengan pengukurannya yang
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dibuat. Biasanya dibuat kode pewarnaan untuk menggambar keadaan kebisingan
dengan intensitas dibawah 85 dBA warna orange untuk tingkat kebisingan diatas
90dBA, warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85-90 dBA.

3. Pengukuran dengan gird

Untuk mengukur dengan gird adalah dengan membuat contoh data kebisingan
pada lokasi yang diinginkan. Titik-titik sampling harus dibuat dengan jarak interfal
yang sama diseluruh lokasi. Jadi dalam pengukuran lokasi dibagi menjadi
beberapa kotak yang berukuran dan jarak yang sama, misalnya: 10 x 10 M. kotak
tersebut ditandai dengan batis dan kolom untuk memudahkan identitas.

Ada beberapa macam peralatan pengukuran kebisingan, antara lain Sound Survey
Meter, Sound Level Meter, Octave Band Analyzer, Narrow Band Analyzer, dan lain-lain.
Untuk permasalahan bising kebanyakan Sound Level Meter dan Octave Band
Analyzer sudah cukup banyak memberikan informasi.

1) Sound Level Meter (SLM)

SLM adalah instrumen dasar yang digunakan dalam pengukuran kebisingan. SLM
terdiri atas mikropon dan sebuah sirkuit elektronik termasuk attenuator,3 jaringan
perespon frekuensi, skala indikator dan amplifier. Tiga jaringan tersebut
distandarisasi sesuai standar SLM. Tujuannya adalah untuk memberikan
pendekatan yang terbaik dalam pengukuran tingkat kebisingan total. Respon
manusia terhadap suara bermacam-macam sesuai dengan frekuensi dan
intensitasnya. Telinga kurang sensitif terhadap frekuensi lemah maupun tinggi
pada intensitas yang rendah. Pada tingkat kebisingan yang tinggi, ada perbedaan
respon manusia terhadap berbagai frekuensi. Tiga pembobotan tersebut
berfungsi untuk mengkompensasi perbedaan respon manusia. Berikut detail alat
sound level meter yang digunakan:

|Z| This image cannaot currenthy be displayed,

Gambar 1. Alat Sound Level Meter

Keterangan:

1. 1/2-inch mikrofon
2. Layar LCD
3. Saklar daya
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Leq/ SEL / SPL pilih beralih

RUN / Pause beralih

Setiap kali switch ini ditekan, waktu akan meningkat / menurun.

A/ C Frekuensi pembobotan pilih saklar

CEPAT / SLOW / IMPULSE waktu pembobotan pilih switch

0. Tekan untuk memilih rekaman MAX MIN. Tekan untuk langkah
melalui MAX MIN. Tekan dan tahan 3 detik. untuk mengatur INST membuat
dan menghapus MAX. nilai MIN.

10. REKOR / ERASE Rekam siaga: Layar akan menampilkan "RECORD"
simbol. Recording: "RECORD" berkedip simbol 1 kali per detik pada layar
Menghapus data: tekan & tahan tombol selama 3 detik untuk menghapus
data dan LCD semua berkedip simbol 3 kali.

11. Real time clock dengan kalender

12. Ini akan memilih waktu pengukuran untuk Leq dan SEL

13. Konektor antarmuka RS-232

14.  Terminal output AC 2 Vrms di 130Db 600Q impedansi Sinyal output
dengan standar sinyal 3.5mm soket coaxial pada pin dan menengah, tanah
di lengan.

15. DC terminal keluaran Output: 10mV / dB Impedansi ¢100 Sinyal
output dengan standar sinyal 3.5mm soket coaxial pada pin dan menengah,
tanah di lengan.

16.  CAL kontrol potensiometer Kalibrasi, untuk penyesuaian tingkat
kalibrasi

17. Eksternal DC terminal pasokan 6V daya

18.  Tripod pemasangan sekrup

19. Pelindung baterai

20. Octave Band Analyzer (OBA)

Bunyi yang diukur bersifat komplek, terdiri atas tone yang berbeda-beda, oktaf
yang berbeda-beda, maka nilai yang dihasilkan di SLM tetap berupa nilai tunggal.
Hal ini tentu saja tidak representatif. Untuk kondisi pengukuran yang rumit
berdasarkan frekuensi, maka alat yang digunakan adalah OBA. Pengukuran dapat
dilakukan dalam satu oktaf dengan satu OBA. Untuk pengukuran lebih dari satu
oktaf, dapat digunakan OBA dengan tipe lain. Oktaf standar yang ada adalah 37,5 -
75, 75-150, 300-600,600-1200, 1200-2400, 2400-4800, dan 4800-9600 Hz.

Baku Mutu Tingkat Kebisingan

O N U~

Menurut lampiran keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Kep-
48/MENLH/11/1996 baku tingkat kebisingan dua bagian besar yaitu peuntukan
kawasan dan lingkungan kegiatan artinya lingkungan kegiatan mungkin saja
berada pada peruntukan kawasan yang berbeda. Peruntukan kawasan dibagi
menjadi delapan peruntukan seperti diperlihatkan pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 1. Baku Tingkat Kebisingan sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup
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Peruntukan Kawasan/ Lingkungan | Tingkat
Kegiatan Kebisingan
dB (A)

a. Peruntukan Kawasan

1. Perumahan 55
2. Perdagangan dan Jasa 70
3. Perkantoran dan Perdagangan 65
4. Ruang Terbuka Hijau 50
5. Industri 70
6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum |60
7. Rekreasi 70
8. Khususnya:

- Bandar Udara, Stasiun Kereta Api,[70
dan Pelabuhan Laut

- Cagar Budaya 60

b. Lingkungan Kegiatan

1. Rumah Sakit atau sejenisnya 55
2. Sekolah atau sejenisnya 55
3. Tempat Ibadah atau sejenisnya 55

Untuk menjamin bahwa tingkat kebisingan tidak berpotensi mengakibatkan
gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan maka dibuat suatu
standar acuan yang di sebut baku tingkat kebisingan. Dimana baku tigkat
kebisingan adalah batas maksimal. Tingkat kebisingan adalah batas maksimal
tingkat kebisingan yang diperbolekan dibuang kelingkungan dari usaha atau
kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan
kenyamanan lingkungan.

Baku tingkat kebisingan nilainya disesuaikan dengan peruntukannya ataupun
dengan lingkungan kegiatan. Baku tingkat kebisingan untuk perumahan tidak
sama dengan erkantoran, sedangkan baku tingkat kebisingan untuk lingkungan
kegiatan rumah sakit juga tidak sama dengan kegiatan lingkungan sekolah.
Pengaruh Kebisingan

Pengaruh utama dari kebisingan kepada kesehatan adalah kerusakan kepada
indera-indera pendengar. Mula-mula efek kebisingan pada pendengaran adalah
sementara dan pemulihan terjadi secara cepat sesudah pemaparan dihentikan.

Tetapi pemaparan secara terus-menerus mengakibatkan kerusakan menetap
kepada indera-indera pendengaran.

Dampak kebisingan tergantung kepada besar tingkat kebisingan. Tingkat
kebisingan adalah ukuran energy bunyi yang dinyatakan dalam satuan desiBell
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(dB). Pemantauan tingkat kebisingan dapat dilakukan dengan alat Sound Level
Meter.

Selain gangguan kesehatan kerusakan terhadap indera-indera pendengar,
kebisingan juga dapat menyebabkan : gangguan kenyamanan, kecemasan dan
gangguan emosional, stress, denyut jantung bertambah dan gangguan-gangguan
lainnya. Secara umum pengaruh kebisingan terhadapa masyarakat dapat dibagi
menjadi 2, yaitu: Gangguan fisiologi, dan Gangguan psikologis Pengaruh bising
terhadap masyarakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ganguan Fisiologis

Ganguan fisiologis yang diakibatkan oleh kebisingan yakni gangguan yang
langsung terjadi pada fatal manusia. Gangguan ini diantaranya:

1. Perederan darah terganggu oleh kerena permukaan darah yang
dekat dengan permukaan kulit menyempit akibat bising > 70 dB.

Otot-otot menjadi tegang akibat bising > 60 dB
Gangguan tidur

Gangguan pendengaran, oleh karena bunyi yang terlalu keras dapat
merusak gendang telinga.

Penurunan daya dengar dapat dibagi menjadi 3 kategori meliputi:
1. Trauma Akustik

Trauma akustik adalah efek dari pemaparan yang singkat terhadap suara
yang keras seperti sebuah letusan. Dalam kasus ini energi yang masuk ke telinga
dapat mencapai struktur telinga dalam dan bila melampaui batas fisiologis dapat
menyebabkan rusaknya membran thympani, putusnya rantai tulang pendengaran
atau rusak organ spirale. Trauma akustik adalah setiap perlukaan yamg merusak
sebagian atau seluruh alat pendengaran yang disebabkan oleh pengaruh pajanan
tunggal atau beberapa pajanan dari bising dengan intensitas yang sangat tinggi,
ledakan-ledakan atau suara yang sangat keras, seperti suara ledakan meriam yang
dapat memecahkan gendang telinga, merusakkan tulang pendengaran atau saraf
sensoris pendengaran.

2. Temporary Threshold Shift (TTS)/Tuli Sementara

Tuli sementara merupakan efek jangka pendek dari pemaparan bising
berupa kenaikan ambang pendengaran sementara yang kemudian setelah
berakhirnya pemaparan bising, akan kembali pada kondisi semula. TTS adalah
kelelahan fungsi pada reseptor pendengaran yang disebabkan oleh energi suara
dengan tetap dan tidak melampui batas tertentu. Maka apabila akhir pemaparan
dapat terjadi pemulihan yang sempurna. Akan tetapi jika kelelahan melampaui
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batas tertentu dan pemaparan terus berlangsung setiap hari, maka TTS secara
berlahan-lahan akan berubah menjadi PTS. TTS diakibatkan pemaparan terhadap
bising dengan intensitas tinggi. Seseorang akan mengalami penurunan daya
dengar yang sifatnya sementara dan biasanya waktu pemaparan terlalu singkat.
Apabila tenaga kerja diberikan waktu istirahat secara cukup, daya dengarnya akan
pulih kembali.

3. Permanent Threshold Shift (PTS)/Tuli Permanen

Tuli permanen adalah kenaikan ambang pendengaran yang bersifat irreversible
sehingga tidak mungkin tejadi pemulihan. Gangguan dapat terjadi pada syaraf-
syaraf pendengaran, alat-alat korti atau dalam otak sendiri. Ini dapat diakibatkan
oleh efek kumulatif paparan terhadap bising yang berulang.

1. Gangguan pencernaan
2. Gangguan system saraf
3. Gangguan Psikologis

Gangguan yang secara tidak langsung terhadap manusia dan sukar untuk diukur.
Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, dan
cepat marah.. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama dapat menyebabkan
penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stres, kelelahan dan lain-lain.

Bising juga dapat berpengaruh terhadap produktifitas kerja bagi masyarakat
pekerja. Pengaruh bising terhadap produktivitas kerja yaitu:

1. kuantitas hasil kerja sama, kualitas berbeda bila dalam keadaan
bising
2. kerja yang banyak menggunakan pemikiran lebih banyak terganggu

dibanding dengan kerja manual.

Selain sisi negatif berupa gangguan fisiologis dan psikologis bising juga
memberikan sisi negataif salah satunya adalah menambah produktifitas
music.

Pengendalian Kebisingan

Mengingat dampak negatif dari pemaparan kebisingan bagi masyarakat, sebisa
mungkin diusahakan agar tingkat kebisingan yang memapari masyarakat lebih
rendah dari baku tingkat kebisingan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengendalian
kebisisngan pada sumbernya, penempatan penghalang (barrier) pada jalan
transmisi ataupun proteksi pada masyarakat yang terpapar.

Pengendalian kebisingan pada sumbernya dapat melalui pemberlakuan peraturan
yang melarang sumber bising (misalnya mesin pabrik) yang mengelurkan bunyi
dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Penempatan penghalang (barrier) pada
jalan transmisi masih dapat dilakukan dengan membuat penghalang (barrier) pada
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jalan transmisi diantara sumber bising dengan masyarakat yang terpapar. Sebagai
contoh, penanaman pohon bamboo disekitar kawasan industry dapat mereduksi
bising yang diterima masyarakat ataupun proteksi kebisingan ada masyarakat
yang terpapar dapat dilakukan pengguanaan sumbat telinga pada masyarakat
yang berada dekat kawasan industry yang menghasilkan kebisingan.

1. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
1. Pengertian

RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat
mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga
dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota
hijau yang berkelanjutan.

RTBL adalah juga merupakan upaya konservasi kawasan berskala
lingkungan dalam dokumen yang disusun sesuai Pedoman RTBL (Permen
PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut diharapkan tercapai dengan fokus
pada penciptaan ide-ide kreatif sebagai target hijau kawasan yang:

1. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan
bangunan gedung hijau;

2. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan
sumber daya tak terbarukan/fossil fuel; dan

3. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk
mencapai target sasaran ‘hijau’'di wilayahnya.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian yang terkait dengan penyusunan

RTBL yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan, yaitu :

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

4, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah strategi dan arahan
kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan pola
ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah.

5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan,
serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan,
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rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan
pengembangan lingkungan/kawasan.

6. Kedudukan RTBL

Dalam pelaksanaan, sesuai kompleksitas permasalahan kawasannya, RTBL juga
dapat berupa:

1. Rencana aksi/kegiatan komunitas (community-action plan/ CAP),
2. Rencana  penataan  lingkungan  (neighbourhood-development
plan/NDP),

3. Panduan rancang kota (urban-design guifeline/UDGL).
Skala Likert
1. Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel
yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang
dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang
menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat
negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P),
Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP).

Kelebihan skala Likert:

1. Dalam menyusun skala, item-item yang tidak jelas korelasinya masih
dapat dimasukkan di dalam skala.

2. Lebih mudah membuatnya daripada skala yang lain.

3. Mempunyai reliabilitas yang relatif tinggi.

4, Dapat memperlihatkan item yang dinyatakan dalam responsi
alternatif.

5. Dapat memberikan keterangan yang lebih nyata tentang pendapat

atau sikap responden.

Kekurangan skala Likert:

1. Hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat
membandingkan beberapa kali individu lebih baik dari individu lainnya.

2. Kadang-kadang total skor dari individu tidak memberikan arti yang
jelas, banyak pola responsi terhadap beberapa item akan memberikan skor
yang sama.

Validitas dari skala Likert masih memerlukan penelitian empirik
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3. METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif . Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa - apa
yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,
analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan 4 (empat) titik yaitu di perumahan penduduk yang
berjarak 300 m, 650 m dan 900 m dari pantai Carocok dan daerah area parkir di
Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan .

Untuk wawancara dilakukan di daerah perumahan penduduk di sekitar pantai
Carocok Painan yang berjarak 300 m, 650 m dan 900 m dari Pantai Carocok Painan

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek kajian penelitian yang memiliki
karakteristik tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah wilayah tempat wisata
yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi data yang dianggap mewakili populasi
keseluruhan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah di daerah dekat
perumahan penduduk yang berjarak 300 m, 650 m, dan 900 m serta daerah area
parkir Pantai Carocok Painan pada saat hari libur/tanggal merah dan hari
biasa/hari kerja. Untuk sampel responden wawancara didapatkan menggunakan
skala likerd. Dimana jumlah populasi penduduk pantai Carocok Painan sebanyak
110 KK. Maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 52 KK. Untuk perhitungan
jumlah sampel responden terdapat pada lampiran Ill.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah parameter yang akan dikaji didalam melakukan
penelitian. Adapun variabel penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara
lain hasil nilai kebisingan dan hasil wawancara pada masyarakat di sekitar Pantai
Carocok Painan

3.5 Datadan Sumber Data
Dalam penelitian ini data yang akan diambil ada 3 sumber data yaitu :
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1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan pada beberapa masyarakat di sekitar Pantai
Carocok Painan. Untuk wawancara dengan masyarakat sekitar Pantai Carocok
dilakukan untuk mendapatkan data apakah ada keluhan dari masyarakat terhadap
kebisingan yang terjadi di Pantai Carocok Painan

2. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh
dari hasil pengukuran kebisingan. Data ini bersumber dari pengukuran langsung
kebisingan dengan menggunakan alat Sound Level Meter.

3. Studi Literatur/Kepustakaan

Studi Literatur yang akan digunakan adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor: Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan serta data - data
yang lain yang dibutuhkan .

Teknik Pengolahan Data
1. Pengukuran Kebisingan

Pengambilan data primer pelaksanaannya dilakukan di masing-masing tempat
yang telah ditentukan di sekitar kawasan Pantai Carocok Painan.

1. Persiapan sebelum mengukur :
1. Pasang baterai pada tempatnya
2. Tekan tombol power
3. Cek garis tanda pada monitor untuk mengetahui baterai dalam
keadaan baik atau tidak
4, Melakukan kalibrasi sebelum alat sound level meter digunakan

untuk mengukur kebisingan, agar menghasilkan data yang valid.
2. Langkah-langkah pengukuran :

1. Mengukur kebisingan dengan cara alat diletakkan setinggi 1,2 m dari
alas lantai atau tanah pada suatu titik yang ditetapkan.

2. Angka yang terlihat pada layar atau display dicatat setiap 5 detik dan
pengukuran dilakukan selama 10 menit untuk setiap titik.

3. Setelah selesai alat di matikan dengan menekan tombol "OFF".
4, Data hasil pengukuran dimasukkan dalam rumus Leq
LS=101log 1/16 (T1.1001 L5 + ...... +T4.10 01LS) Db (A)
LM =101og 1/8 (T5.10 01L5 + .... +T7.10 01L5 ) Db (A)
LSM =10 log 1/24 (16.10 01L5+...+8.10 01L5) Db (A)
Ket:

Leq = Equivalent Continuos Noise Level atau Tingkat Kebisingan Sinambung Setara
ialah nilai tertentu kebisingan dari kebisingan yang berubah-ubah (fluktuatif
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selama waktu tertentu, yang setara dengan tingkat kebisingan dari kebisingan
yang ajeg (steady) pada selang waktu yang sama. Satuannya adalah db (A)

LTMS = Leq selama waktu sampling tiap 5 detik
LS = Leq selama siang hari

LM  =Lleqgselama malam hari

LSM = Leq selama siang dan malam hari

1. Penentuan Jumlah Sampel Wawancara

Untuk menentukan jumlah sampel masyarakat di sekitar Pantai Carocok Painan
yang akan di wawancarai dilakukan menggunakan rumus slovin. Sebelum
menggunakan rumus slovin, terlebih dahulu harus diketahui jumlah populasi dari
sampel yang akan diambil. Untuk perumahan penduduk di sekitar Pantai Carocok
Painan diketahui jumlah populasinya adalah 110 KK.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah
menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 1960:182), sebagai berikut:

N
T 11 Ne?

Keterangan

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi
kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin
kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi.
Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi
95%. Penelitian dengan batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan
jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, semakin besar
jumlah sampel yang dibutuhkan. Namun dalam penetian ini, digunakan batas
kesalahan 10% yang berarti memiliki tingkat akurasi penelitian 90%. Hal ini
disebabkan karena keterbatasan waktu dan dana dari peneliti sendiri.

2. Analisis Kuesioner
Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kebisingan dengan rencana tata
bangunan di Pantai Carocok dilakukan analisis deskriptif kualitatif.

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kebisingan dengan rencana tata
bangunan di Pantai Carocok diukur dari pendapat responden, yaitu :
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1. Sebelum data diolah dilakukan uji validitas dan reabilitas terhadap
pernyataan kuesioner yang bisa digunakan untuk mengukur pengaruh
tingkat kebisingan dengan renana Tata Bangunan

2. Jawaban responden diukur dengan menggunakan skala likert 1-5
3. Setiap pernyataan disediakan jawaban : sangat setuju; setuju; ragu-
ragu; tidak setuju; sangat tidak setuju
4, Untuk pernyataan : sangat setuju=5; setuju=4; ragu-ragu=3; tidak
setuju=2; sangat tidak setuju=1
5. Setiap aspek pengaruh tingkat kebisingan dengan rencana tata
bangunan di Pantai Carocok dikemukakan beberapa pernyataan
6. Total pernyataan : 20 pernyataan; Total Responden : 52 responden
7. Nilai skor tertinggi : 260 dan skor terendah : 52
8. Kategori rata-rata pengaruh tingkat kebisingan dengan rencana tata
bangunan di Pantai Carocok dikelompokkan menjadi:
1. Kebisingan di Pantai Carocok (pernyataan nomor 1- 6)

1. Tidak Bising :skor 52 -121,9

2. Bising :skor 122 - 190,9

3. Sangat Bising : skor 191 - 260

4, Pengaruh kebisingan dengan rencana tata bangunan

(pernyataan nomor 7 - 8)

Tidak berpengaruh :skor 52 -121,9
berpengaruh :skor 122 -190,9
Sangat berpengaruh : skor 191 - 260

© N o WU

Dampak kebisingan (pernyataan nomor 9-13)

9. Tidak Berdampak :skor 52 -121,9

10.  Berdampak : skor 122 - 190,9

11.  Sangat Berdampak : skor 191 - 260

12. Pengendalian kebisingan (pernyataan nomor 14 - 20)
13.  Sangat terkendali :skor52-121,9

14.  Terkendali :skor 122 -190,9

15.  Tidak terkendali :skor 191 - 260
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Kebisingan

Setelah dilakukan sampling kebisingan di beberapa titik di kawasan Pantai Carocok
Painan yaitu di area parkir Pantai Carocok, kawasan perumahan penduduk yang
berjarak £300 m, +650 m dan +900 m dari Pantai Carocok Painan, maka diperoleh
hasil kebisingan dibawah ini :

1. Area Parkir Pantai Carocok Painan

Dari data yang ada di area parkir Pantai Carocok didapatkan hasil bahwa hasil
kebisingan di area parkir pantai Carocok yang titik koordinantnya yaitu
S:01°21'08.5"E: 100°33'59.0” pada saat hari libur melebihi baku mutu dimana hasil
dari kebisingan 24 jam yaitu 87,89 dB (A) dan pada saat hari biasa ketika jam 01.00
dan jam 04.00 di bawah baku mutu. Namun hasil dari tingkat kebisingan 24 jam
ketika hari biasa yaitu 82,13 dB(A) melebihi baku mutu, sedangkan baku mutu
yang telah ditetapkan oleh KepMenLH untuk daerah rekreasi yaitu 70 dB(A). Hal ini
disebabkan oleh banyaknya jumlah pengunjung dan jumlah volume kendaraan
bermotor yang datang ke Pantai Carocok sehingga menimbulkan kebisingan yang
melebihi baku mutu yang mana telah ditetapkan oleh KepMenLH Nomor 48 tahun
1996.

2. Perumahan Penduduk Berjarak + 300 m Dari Pantai Carocok Painan

Dari data yang ada di perumahan penduduk berjarak + 300 m dari Pantai Carocok
Painan didapatkan hasil

bahwa hasil kebisingan di perumahan penduduk yang berjarak £+300 m dari Pantai
Carocok yang titik koordinantnya yaitu S:01°20'56.2"E:100°34'09.0" pada saat hari
biasa ketika jam 07.00, jam 01.00 dan jam 04.00 tingkat kebisingan di Perumahan
Penduduk +300 m tidak melebihi baku mutu dimana hasil. Namun hasil dari
tingkat kebisingan 24 jam pada saat hari biasa yaitu 76,31 dB(A) melebihi baku
mutu dan pada saat hari libur tingkat kebisingan di Perumahan Penduduk +300 m
yaitu 80,89 dB(A) melebihi baku mutu, sedangkan baku mutu yang telah
ditetapkan oleh KepMenLH untuk daerah rekreasi yaitu 70 dB(A). Hal ini
disebabkan oleh banyaknya jumlah volume kendaraan bermotor yang datang ke
Pantai Carocok dan kendaraan yang lalu lalang di sekitar perumahan penduduk
sehingga menimbulkan kebisingan yang melebihi baku mutu yang mana telah
ditetapkan oleh KepMenLH Nomor 48 tahun 1996.

3. Perumahan Penduduk Berjarak + 650 m Dari Pantai Carocok Painan

Dari data yang ada di perumahan penduduk berjarak +650 m dari Pantai Carocok
didapatkan hasil bahwa hasil kebisingan di perumahan penduduk yang berjarak
650 m dari Pantai Carocok yang titik koordinantnya  yaitu
S:01°20'59.7"E:100°34'19.1" pada saat hari libur melebihi baku mutu dimana hasil
dari kebisingan 24 jam yaitu 82,55 dB (A) dan pada saat hari biasa ketika jam 01.00
dan jam 04.00 di bawah baku mutu. Namun hasil dari tingkat kebisingan 24 jam
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ketika hari biasa yaitu 81,39 dB(A) melebihi baku mutu, sedangkan baku mutu
yang telah ditetapkan oleh KepMenLH untuk daerah rekreasi yaitu 70 dB(A). Hal ini
disebabkan oleh banyaknya jumlah pengunjung dan jumlah volume kendaraan
bermotor yang datang ke Pantai Carocok sehingga menimbulkan kebisingan yang
melebihi baku mutu yang mana telah ditetapkan oleh KepMenLH Nomor 48 tahun
1996.

4, Perumahan Penduduk Berjarak + 900 m Dari Pantai Carocok Painan

Dari data yang ada di perumahan penduduk berjarak + 900 m dari Pantai Carocok
Painan didapatkan hasil bahwa hasil kebisingan di perumahan penduduk yang
berjarak +900 m dari Pantai Carocok vyang titik koordinatnya yaitu
S:01°20'57.5"E:100°34'25.8" pada saat hari libur ketika jam 07.00, jam 01.00 dan
jam 04.00 tidak melebihi baku mutu, namun hasil dari tingkat kebisingan 24 jam
yaitu 76,44 dB (A) dan pada saat hari biasa ketika jam 01.00 dan jam 04.00 di
bawah baku mutu, namun hasil dari tingkat kebisingan 24 jam ketika hari biasa
yaitu 82,65 dB(A) melebihi baku mutu, sedangkan baku mutu yang telah
ditetapkan oleh KepMenLH untuk daerah rekreasi yaitu 70 dB(A). Hal ini
disebabkan oleh banyaknya jumlah pengunjung dan jumlah volume kendaraan
bermotor yang datang ke Pantai Carocok sehingga menimbulkan kebisingan yang
melebihi baku mutu yang mana telah ditetapkan oleh KepMenLH Nomor 48 tahun
1996.

Dari hasil pengukuran hasil tingkat kebisingan di Pantai Carocok dapat dilihat
secara keseluran dalam perhari

dapat dilihat bahwa hasil kebisingan di Area Parkir Pantai Carocok, Perumahan
penduduk yang berjarak £300m, +650m, dan +900m dari Pantai Carocok pada saat
hari libur maupun pada saat hari biasa melebihi baku mutu yang telah ditetapkan
oleh KepMenLH Nomor 48 Tahun 1996 dimana baku mutu untuk daerah rekreasi
adalah 70 db(A).

4.2 Hasil Kuesioner

4.2.1 Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Data

Setelah dilakukan uji validitas dari pernyataan keusioner sebanyak 20 (lampiran)
maka dihasilkan 11 pernyataan yang valid karena nilai r hitung lebih besar dari r
tabel df=(N-2)=52-2=50. Nilai r tabelnya adalah 0,273. Dari 20 pernyataan tersebut
ternyata 55% (11 pernyataan) yang valid. Nomor pernyataan yang valid dan tidak
valid didapatkan pernyataan 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, dan 16 memiliki nilai r hitung <
0.273 maka pernyataan tersebut tidak valid sehingga sisanya adalah pertanyaan
valid. Uji Reabilitas data dilakukan dengan melihat nilai Alpha Cronbach dari data
pernyataan pada kuesioneer reliable. Nilainya adalah 0,661 > 0,6 (nilai standar)
maka kuesioner reliable. Sehingga pernyataan yang digunakan untukmengolah
data kuesioner adalah pernyataan nomor 2,7, 8, 10, 11,12, 14, 17, 18, 19 dan 20.
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4.2.2 Perhitungan rata-rata kuesioner

Perhitungan rata-rata kuesioner dimulai dengan tahapan pemberian skor pada
setiap jawaban responden, penentuan skor menurut variabelnya dan penentuan
rata-rata skor semua variabel sebagai rata-rata.

1. Kebisingan di Pantai Carocok

Untuk kebisingan di Pantai Carocok terdapat dalam pernyataan kuesioner nomor 1
- 6, namun dari nomor tersebut hanya pernyataan nomor 2 yang valid, sehingga
dari hasil perhitungan jumlah skor (lampiran) didapatkan jumlah skor yaitu 210,
dimana dimana untuk skor 210 termasuk kedalam kategori Sangat bising. Dan
persentase untuk kebisingan di Pantai Carocok yaitu 80,77%

2. Pengaruh Tingkat Kebisingan dengan Rencana Tata Bangunan

Untuk Pengaruh Tingkat Kebisingan dengan Rencana Tata Bangunan terdapat
dalam pernyataan 7 - 8, dan pernyataan nomor 7 dan 8 valid, sehingga didapatkan
hasil bahwa pengaruh tingkat kebisingan dengan rencana tata bangunan di Pantai
Carocok mendapatkan skor 146,5, dimana skor tersebut termasuk kedalam
kategori berpengaruh dengan jumlah persentase 56,35%

3. Dampak Kebisingan

Untuk dampak kebisingan terdapat dalam pernyataan kuesioner nomor 9 - 13,
namun dari pernyataan kuesioner tersebut yang valid hanya nomo 10, 11, dan 12.
Sehingga didapatkan hasil bahwa dampak kebisingan mendapatkan skor 167,67,
dimana skor tersebut termasuk kedalam kategori berdampak dengan jumlah
persentase 64,49%

4, Pengendalian Kebisingan

Untuk dampak kebisingan terdapat dalam pernyataan kuesioner nomor 14 - 20,
namun dari pernyataan kuesioner tersebut yang valid hanya nomo 14, 17, 18, 19
dan 20. Sehingga didapatkan hasil bahwa Pengendalian kebisingan mendapatkan
skor 227,8, dimana skor tersebut termasuk kedalam kategori tidak terkendali
dengan jumlah persentase 87,61%.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian bab demi bab, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan

yaitu:

1. Tingkat kebisingan di Area Parkir Pantai Carocok, di Perumahan Penduduk
yang berjarak +300 m, di Perumahan Penduduk yang berjarak +650 m dan
di Perumahan Penduduk yang berjarak +900 m pada saat hari libur
maupun pada saat hari biasa melebihi baku mutu yang telah di tetapkan
oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-
48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan bahwasanya untuk
daerah Rekreasi adalah 70 db(A)
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Dari hasil wawancara kepada responden didapatkan untuk kebisingan di
Pantai Carocok termasuk kedalam kategori sangat bising, untuk Pengaruh
tingkat kebisingan dengan rencana tata bangunan termasuk kedalam
kategori berpengaruh, kemudian untuk dampak kebisingan termasuk
kedalam kategori berdampak dan untuk pengendalian kebisingan termasuk
kedalam kategori tidak terkendali.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan pada bab demi bab dapat diberikan beberapa
saran sebagai berikut :

1.

7.

Untuk mereduksi kebisingan pada daerah permukiman, dilakukan dengan
Green Barrier yang membatasi daerah sumber kebisingan dengan daerah
pemukiman masyarakat

Jenis tanaman yang akan dapat mengurangi tingkat kebisingan yaitu
tanaman Aksia (Acasia manglum) yang rata-rata dapat mereduksi
kebisingan 4,4 dba dan Bambu pringgodani (Bambuga Sp) yang rata-rata
dapat mereduksi kebisingan sebanyak 4,9 dba

Melakukan penanaman pohon bambu disekitar kawasan industri dapat
mereduksi bising yang diterima masyarakat ataupun proteksi kebisingan
sehingga kebisingan terhadap kesehatan dan lingkungan diharapkan
masyarakat perlu mengendalikan aktivitasnya untuk mengendalikan
kebisingan terhadap kualitas lingkungan hidupnya karena penurunan
kualitas lingkungan dapat berakibat negative terhadap kualitas hidup
masyarakat.
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ABSTRACT

One of the priority targets for Sendai Framework for Disaster Risk Reduction is the
reduction of deaths from disasters. It is important to know what disaster has
caused the most deaths. Based on historical data of disaster during the last 5
years, concluded that landslide disaster is the most deathly disaster. Areas most
vulnerable to landslide disaster are West Java, Central Java and East Java
provinces. Several mitigation of landslide disaster that can be done is implement
strict regulation and spatial, implementation of a complete landslide early
warning system, institutional strengthening and increasing community
participation.

Keywords : disaster, mitigation, death, landslide.

ABSTRAK

Salah satu target prioritas pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko
Bencana adalah pengurangan kematian akibat bencana. Untuk itu, penting untuk
diketahui bencana apa yang selama ini menyebabkan korban meninggal paling
banyak. Berdasarkan data historis kejadian bencana selama 5 tahun terakhir,
disimpulkan bahwa bencana tanah longsor adalah bencana yang paling
mematikan. Wilayah yang paling rentan terhadap bencana tanah longsor adalah
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan jawa Timur. Beberapa upaya mitigasi
bencana longsor yang dapat dilakukan adalah mengimplementasikan peraturan
penataan dan pemanfaatan ruang yang ketat, penerapan sistem peringatan dini
tanah longsor yang lengkap, penguatan kelembagaan dan peningkatan
partisipasi masyarakat.

Katakunci : bencana, mitigasi, korban meninggal, tanah longsor.
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut
merupakan definisi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa definisi lain tentang bencana juga
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menyebutkan hal yang senada. Misalnya saja definisi dari terminologi UNISDR,
yaitu bencana merupakan sebuah gangguan serius dari berfungsinya suatu
komunitas atau masyarakat yang melibatkan manusia secara luas, material,
kerugian ekonomi atau lingkungan dan dampak, yang melebihi kemampuan
masyarakat yang terkena dampak atau masyarakat untuk mengatasi
menggunakan sumber daya sendiri.

Suatu kejadian yang disebut sebagai bencana tidak lepas dari dampak yang
ditimbulkannya, baik korban jiwa manusia maupun kerusakan harta benda dan
lingkungan. Fenomena atau kejadian yang merupakan bahaya (hazards) terkadang
tidak mungkin dimanipulasi atau bahkan direduksi. Sebagai contoh kejadian
gempa bumi, dimana kejadian gempa bumi ini hingga saat ini tidak dapat digeser,
ditunda, maupun dicegah untuk tidak terjadi. Oleh karena itu, upaya
penanggulangan bencana yang dilakukan adalah untuk menekan dampak bencana
hingga seminimal mungkin, bukan menghilangkan atau mengubah kejadiannya.

Salah satu dampak bencana yang paling vital adalah korban meninggal. Bahkan
dalam kerangka kerja Sendai (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction),
disebutkan bahwa target pertama dari tujuh target prioritas pengurangan risiko
bencana adalah pengurangan kematian rata-rata per 100.000 jumlah penduduk.

Sebagai langkah awal pengurangan kematian, tentunya penting untuk diketahui
terlebih dahulu bencana apa yang menyebabkan kematian paling tinggi.
Selanjutnya adalah menganalisis langkah-langkah signifikan yang perlu dilakukan
untuk mengurangi jumlah kematian akibat bencana sebagai bentuk mitigasi
bencana.

1.2 Tujuan
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi bencana yang menyebabkan kematian paling banyak dan
lokasinya,

2. Upaya pengurangan risiko bencana yang dapat dilakukan untuk mengurangi
jumlah kematian akibat bencana.

2. METODOLOGI

2.1 Landasan Teori

Kerangka kerja penanggulangan bencana yang terbaru saat ini adalah kerangka
kerja Sendai untuk penanggulangan bencana 2015-2030. Tujuh target prioritas
pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan menurut kerangka kerja Sendai
2015-2030 wuntuk membangun ketahanan bangsa-bangsa dan masyarakat
terhadap bencana adalah (1) pengurangan kematian rata-rata per 100 ribu jumlah
penduduk. (2) Mengurangi orang-orang yang terdampak per 100 ribu jumlah
penduduk. (3) Mengurangi kerugian ekonomi/GDP. (4) Mengurangi kerusakan
infra-struktur kunci. (5) Meningkatkan jumlah negara dengan strategis dan rencana
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pengurangan risiko bencana. (6) Meningkatkan kerjasama internasional. (7)
Meningkatkan cakupan dan akses terhadap Early Warning System (EWS).

Kerangka kerja Sendai juga mengeluarkan empat tindakan prioritas dalam upaya
pengurangan risiko bencana sebagai berikut: (1) memahami risiko bencana,
kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas,
paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan. (2) Penguatan tata kelola risiko yang
diperlukan untuk mendorong mekanisme kerjasama kemitraan lembaga untuk
pelaksanaan pengurangan risiko bencana (PRB). (3) Investasi PRB untuk resiliensi,
investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk
meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan
penciptaan lapangan kerja. (4) Meningkatkan manajemen risiko, memperkuat
kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan
penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan.

Kerangka kerja Sendai mengutamakan penanggulangan bencana pada tahap pra
bencana atau sebelum terjadinya bencana. Kegiatan pada tahap pra bencana ini
selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini
sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan
modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana (Handayani, 2011).
Kegiatan pada tahap pra bencana yang dimaksud berupa mitigasi, yaitu
serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan
fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencana.

Menurut Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), mitigasi adalah
upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik secara fisik
struktur melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik
struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan. Mitigasi pada umumnya
dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya
bencana, baik berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda yang akan
berpengaruh pada kehidupan dan kegiatan manusia.

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya dengan istilah mitigasi
bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan
oleh bencana (Handayani, 2011). Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan
dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko dampak dari suatu
bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan
tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural dengan
memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana,
seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan
serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan
longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat
dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah
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bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui
melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan
masyarakat dan pemerintah daerah.

2.2 Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BNPB. Data yang digunakan
adalah data bencana selama 5 tahun terakhir (2013-2017) dan data hasil kajian
risiko bencana tahun 2015.

Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan studi literatur untuk
memperkaya hasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Jenis Bencana yang Paling Mematikan

Data bencana yang dikumpulkan oleh BNPB meliputi 9 jenis kejadian bencana
alam, yaitu banjir, tanah longsor, banjir yang disertai tanah longsor, gempa bumi,
gelombang pasang/abrasi, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan,
serta letusan gunung api. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kejadian
bencana cenderung meningkat, namun jumlah korban meninggal dan hilang
bervariasi (Gambar 1). Jumlah kejadian bencana paling banyak terjadi pada tahun
2017, yaitu sebanyak 2.375 kejadian. Adapun korban meninggal dan hilang paling
banyak terjadi tahun 2014, yaitu 604 jiwa.
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i Jumlah Kejadian —#-Jumlah Korban Meninggal & Hilang

Gambar 1. Grafik Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Meninggal dan Hilang Berdasarkan
Tahun.

Dilihat dari jumlah kejadian bencana dan korban meninggal dan hilang
berdasarkan kejadian bencana, bencana yang paling banyak menyebabkan korban
meninggal dan hilang adalah bencana tanah longsor (Gambar 2).

Tabel 1. Jumlah Kejadian dan Jumlah Korban Meninggal dan Hilang Akibat Tanah Longsor
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Jumiah Jumlah Kejadian yang Jumlah Korban

Tahun L Menyebabkan Korban Meninggal dan
Kejadian X . .
Meninggal atau Hilang Hilang
2013 294 65 190
2014 598 94 354
2015 502 59 174
2016 599 62 186
2017 621 52 156
Total 2.614 332 1.060

Berdasarkan data dari BNPB, selama kurun waktu 2013-2017, telah terjadi
bencana longsor sebanyak 2.614 kejadian dengan korban meninggal dan hilang
akibat bencana tersebut sebanyak 1.060 jiwa. Dari 2.614 kejadian bencana tanah
longsor, 332 kejadian diantaranya menyebabkan korban meninggal dan atau
hilang. Dengan korban meninggal dan hilang sebanyak 1.060 kejadian, maka rata-
rata korban meninggal dan atau hilang setiap terjadi bencana tanah longsor
adalah sebanyak 4 orang. Angka ini termasuk tinggi dan perlu mendapat perhatian
khusus untuk ditangani.

Beberapa bencana yang juga menimbulkan korban jiwa cukup banyak per
kejadiannya adalah gempa bumi dan letusan gunung api. Bencana gempa bumi
terjadi sebanyak 84 kali dalam 5 tahun terakhir. Dari 84 kejadian tersebut, 11
diantaranya menyebabkan kematian. Artinya setiap kejadian menimbulkan korban
sebanyak 15 orang.

Bencana letusan gunung api dalam 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 32 kali,
dimana 4 diantaranya menimbulkan korban meninggal. Korban meninggal akibat
letusan gunung api sebanyak 10 orang per kejadian.
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Gambar 2. Grafik Rata-rata Jumlah Kejadian Bencana dan Rata-rata Jumlah Korban
Meninggal dan Hilang Berdasarkan Jenis Kejadian.

Bencana gempa bumi dan letusan gunung api merupakan bencana yang termasuk
dalam kelompok bencana geologi dimana frekuensi kejadiannya cenderung
sedikit. Sedangkan bencana tanah longsor lebih cenderung dipicu oleh faktor
cuaca sehingga frekuensi kejadiannya jauh lebih banyak dibandingkan gempa
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bumi. Bahkan tanah longsor termasuk dalam 3 bencana yang paling mendominasi
dari segi frekuensi (Gambar 2), bersama dengan bencana banjir dan puting
beliung. Oleh karena itu, tanah longsor dapat dikatakan sebagai bencana yang
paling mematikan.

Tabel 2. Jumlah Kejadian dan Korban Meninggal dan Hilang Akibat Bencana Tanah Longsor
Tahun 2013-2017.

Jumlah Kejadian yang

Provinsi Ju.mle.xh Menyebabkan Korban Mem.nggal
Kejadian " ’ & Hilang
Meninggal atau Hilang

Jawa Tengah 868 65 298
Jawa Barat 726 103 242
Jawa Timur 375 26 99
Sumatera Barat 96 17 58
Kalimantan Timur 83 5 14
DI Yogyakarta 60 11 20
Sumatera Selatan 42 7 23
Sulawesi Selatan 37 5 11
Banten 35 3 5
Sumatera Utara 34 14 48
Bali 34 12 31
Bengkulu 29 7 47
Aceh 26 8 13
Sulawesi Utara 20 4 9
Jambi 18 8 27
Nusa Tenggara Barat 13 4 8
Maluku 13 1 3
Papua 13 8 35
Riau 12 - -
Kalimantan Selatan 11 - -
Nusa Tenggara Timur 9 2 2
Gorontalo 8 2 5
Sulawesi Tenggara 7 3 5
Kalimantan Barat 6 4 32
Sulawesi Tengah 6 3 4
Kep. Bangka Belitung 5 5 12
DKl Jakarta 5 2 3
Kalimantan Tengah 5 1 2
Maluku Utara 5 1 2
Lampung 4 1 2
Papua Barat 4 - -
Kepulauan Riau 3 - -
Kalimantan Utara 1 - -
Sulawesi Barat 1 - -
Total 2.614 332 1.060

3.2 Identifikasi Lokasi yang Rawan Bencana Tanah Longsor

Bencana tanah longsor merupakan bencana yang paling mematikan. Selanjutnya
adalah penting untuk meninjau wilayah mana saja yang sering mengalami
bencana tanah longsor. Selama lima tahun terakhir, 5 provinsi yang paling sering
mengalami bencana tanah longsor adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa
Timur, Sumatera Barat, dan

Kalimantan Timur. Adapun provinsi dengan jumlah korban meninggal dan hilang
akibat longsor paling banyak adalah Provinsi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat,
Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Terpapar Bahaya Longsor Kelas Sedang-Tinggi.
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Jumlah Jiwa Terpapar Risiko Bencana
Provinsi Tanah Longsor Kelas Sedang-Tinggi
Laki-Laki Perempuan Total

Jawa Barat 4.471.753 4.328.679 8.800.431
Jawa Tengah 2.254.354 2.266.361 3.940.674
Jawa Timur 1.855.026 1.903.934 3.758.961
Nusa Tenggara Barat 1.721.876 1.837.596 3.559.473
Nusa Tenggara Timur 1.291.389 1.326.781 2.618.170
Sumatera Utara 1.030.629 1.043.241 2.073.870
Papua 992.134 878.244 1.870.379
Sulawesi Tengah 880.584 836.871 1.717.456
Sulawesi Selatan 755.887 772.486 1.528.373
Sumatera Barat 166.693 702.475 1.396.127
Aceh 635.220 122.064 1.269.708
Lampung 473.851 406.772 912.087
Sulawesi Utara 439.810 60.858 894.804
Bali 409.417 410.247 819.664
Bengkulu 279.469 265.100 544.569
Sulawesi Tenggara 253.470 243.123 496.592
Papua Barat 256.679 23.032 486.999
Banten 243.358 230.605 473.963
Sulawesi Barat 205.523 213.384 431.093
Sumatera Selatan 210.387 194.999 405.386
DI Yogyakarta 167.174 174.155 341.329
Kalimantan Barat 148.532 137.540 281.058
Gorontalo 140.553 136.806 277.359
Jambi 115.485 114.109 215.491
Maluku Utara 108.034 102.723 210.756
Maluku 104.986 99.283 204.268
Kalimantan Selatan 101.647 95.785 197.432
Kalimantan Timur 84.195 72.018 156.213
Riau 77.263 71.994 149.257
Kepulauan Riau 67.085 63.152 130.237
Kep. Bangka Belitung 443 40.772 85.072
Kalimantan Tengah 27.959 25.076 53.035
DKI Jakarta - = =

Total 20.572.243 | 20.327.201 | 40.899.444

Selain itu, perlu dilihat juga wilayah yang jumlah penduduk terpapar bencana
longsornya paling banyak. Keterpaparan atau exposure adalah masyarakat,
properti, sistem, atau elemen lain yang berada pada zona bahaya dan berujung
pada potensi kerugian (UNISDR, 2009). Penduduk merupakan salah satu elemen
yang terpapar, dalam hal ini terpapar bencana tanah longsor. Proses
penghitungan jumlah penduduk terpapar dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi geografis dan teknik analisis grid. Analisis grid menampilkan data spasial
dalam beberapa sel dengan ukuran. tertentu. Setiap sel tersebut memuat angka-
angka yang mewakili suatu nilai. Penggunaan teknik analisis grid melibatkan dua
parameter, yaitu jumlah penduduk dan peta bahaya. Jumlah penduduk yang
digunakan pada kajian ini diambil dari data Sensus Penduduk 2010, sedangkan
peta bahaya tanah longsor diperoleh dari Badan Geologi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral. Berdasarkan tingkat atau kelas, peta bahaya mempunyai
tiga kategori yaitu bahaya tingkat tinggi, sedang dan rendah.
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Gambar 3. Ringkasan Analisis Jumlah Penduduk Terpapar Bahaya LongsorKelas Sedang-
Tinggi

Secara umum, ringkasan tentang penduduk terpapar bahaya tanah longsor kelas
sedang hingga tinggi untuk seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat pada Gambar
3. Secara keseluruhan terdapat 40,9 juta jiwa penduduk di Indonesia terpapar
bencana tanah longsor tingkat sedang hingga tinggi, dimana 4,9 juta diantaranya
terpapar bahaya kelas tinggi dan sisanya sebanyak 36 juta terpapar bahaya kelas
sedang.

Lima provinsi dengan jumlah penduduk terpapar bencana tanah longsor paling
banyak adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk terpapar bahaya longsor pada kelima
provinsi tersebut lebih dari 22 juta jiwa.

Dari dua pendekatan yang dilakukan (berdasarkan data historis bencana dan
kajian risiko bencana), terdapat 3 provinsi yang paling rentan terhadap bencana
tanah longsor, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiga
provinsi ini memiliki banyak wilayah dengan topografi berbukit. Selain itu, jumlah
penduduk di 3 provinsi ini juga merupakan yang terbanyak se-Indonesia. Ketiga
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provinsi ini perlu mengimplementasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana
longsor yang nyata agar korban meninggal akibat bencana dapat dikurangi secara
signifikan.

3.3 Mitigasi Bencana Tanah Longsor

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang unik. Bencana ini
merupakan perpaduan antara faktor geologi dan hidromemeteorologi. Menurut
Crozier (2004), tanah longsor merupakan proses pergerakan material penyusun
lereng meluncur atau jatuh ke arah kaki lereng karena kontrol gravitasi bumi.
Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah
atau keluar lereng.

Longsor merupakan suatu proses dalam pencapaian keseimbangan baru pada
suatu lereng. Lereng yang tidak longsor atau lereng yang stabil merupakan lereng
yang ‘seimbang’. Ketika muncul gangguan terhadap keseimbangan lereng (akibat
berbagai hal), maka muncul suatu kondisi tidak seimbang. Ketika muncul
ketidakseimbangan, lahirlah  kondisi  ketidakteraturan, namun kondisi
ketidakteraturan tersebut adalah suatu upaya untuk mencari keseimbangan baru
(Zakaria, 2010).

Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang
meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut
menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka
tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti
lereng dan keluar lereng. Longsor hanya dapat terjadi pada suatu lereng baik pada
perbukitan, pegunungan, bantaran sungai, atau struktur timbunan.

Dalam bidang geologi, tanah longsor disebut juga sebagai pergerakan tanah.
Pergerakan tanah ini sebenarnya sudah dapat diprediksi oleh Badan Geologi.
Badan Geologi juga sudah mengeluarkan peta potensi pergerakan tanah untuk
setiap wilayah setiap kurun waktu tertentu. Walaupun sudah dapat diprediksi,
nyatanya bencana tanah longsor tetap tidak dapat dipastikan kapan terjadinya.

Salah satu tanda akan terjadinya longsor adalah terjadinya retakan tanah. Di
beberapa tempat fenomena retakan tanah ini sudah banyak terjadi, bahkan
berlangsung cukup lama. Pada kondisi awalnya masyarakat bersedia untuk
mengungsi, namun jika tidak terjadi apa-apa mereka akan kembali ke tempat
tinggal mereka. Seperti bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Pulung,
Kabupaten Ponorogo pada 1 April 2017 yang lalu. Ketika itu fenomena tanah retak
sudah terjadi sejak 11 Maret 2017. Masyarakat sudah mulai mengungsi sejak saat
itu. Namun karena kebutuhan hidup mereka kembali ke ladangnya pada hari
kejadian dan akhirnya menjadi korban. Akibat bencana ini BNPB mencatat
sebanyak 28 orang meninggal dan hilang.
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Pemicu bencana longsor adalah faktor cuaca. Ketika terjadi hujan deras dalam
waktu yang cukup lama, sebaiknya masyarakat yang tinggal di wilayah lereng
segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Masyarakat perlu mengetahui
beberapa ciri daerah yang rawan bencana tanah longsor sebagai berikut
(Nugroho, 2018):

+ Daerah berbukit dengan kelerengan lebih dari 200,

+ Lapisan tanah tebal di atas lereng,

+ Sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik,
* Lereng terbuka atau gundul,

+ Terdapat retakan tapal kuda pada bagian atas tebing,

* Banyaknya mata air atau rembesan air pada tebing disertai longsoran-
longsoran kecil,

* Adanya aliran sungai di dasar lereng,
+  Pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau jalan.

Berbagai upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor sebenarnya sudah
dilakukan. Misalnya saja pemasangan sistem peringatan dini tanah longsor
(Landslide Early Warning System/LEWS). Selama kurun waktu 2014-2016 BNPB
bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada telah memasang 70 LEWS di
berbagai wilayah, seperti di Banjarnegara, Bogor, Bandung, Karanganyar dan lain-
lain. Sejauh ini LEWS yang telah dipasang belum dapat berfungsi dengan
maksimal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal.

Alasan teknis seperti tidak adanya sumber daya untuk pemeliharaan menjadi salah
satu penyebab kurang efektifnya LEWS di lapangan. Alasan lain adalah dari sisi
masyarakatnya sendiri yang belum sepenuhnya paham tentang penggunaan
LEWS. Minimnya pengetahuan masyarakat menimbulkan rasa ketidakpedulian
terhadap LEWS yang sudah dipasang. Misalnya saja ketika LEWS sempat berbunyi
di beberapa tempat. Saat itu masyarakat segera mengungsi, namun beberapa kali
tidak terjadi bencana apapun. Lambat laun masyarakat tidak peduli dengan LEWS
tersebut dan tidak menghiraukan bunyi alarm peringatan dari alat tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, LEWS tidak dapat berdiri sendiri dan terdiri dari
7 sub sistem (Karnawati, 2012). Yang pertama adalah penilaian risiko, yaitu dengan
cara dilakukan survei teknis (geomorfologi, geologi, geoteknik) dan kelembagaan,
serta sosial-budaya-ekonomi masyarakat. Penilaian risiko ini dilakukan oleh
pemerintah daerah bersama dengan masyarakat setempat dan didukung oleh
peneliti dan ahli.

Subsistem LEWS yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi atau penyebarluasan
informasi yang berkaitan dengan bencana tanah longsor bertujuan untuk
memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat, dan untuk
memahami aspirasi masyarakat.
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Selanjutnya adalah pembentukan tim siaga bencana. Tim ini dibentuk melalui
konsultasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau instansi
terkait. Penunjukan tim ini didasarkan pada kemampuan dari masing-masing
anggota dalam kesiapan, pencegahan,mitigasi, tanggap darurat, dan penanganan
pascabencana.

Pembuatan panduan operasional evakuasi menjadi subsistem yang keempat.
Panduan operasional evakuasi mencakup zona risiko gerakan tanah dan jalur
evakuasi. Panduan ini memberikan informasi tentang zona risiko tinggi dan daerah
aman; rumah warga, yang dicantumkan nomor pemilik rumah; fasilitas penting
seperti: sekolah, masjid, puskesmas, kantor ataupun petunjuk penting (landmark);
jalan maupun gang; titik pemasangan alat deteksi dini; pos siaga; jalur evakuasi;
titik kumpul; tempat pengungsian akhir (TPA).

Subsistem LEWS berikutnya adalah penyusunan prosedur tetap (protap) yang
berperan sebagai panduan bagi tim siaga bencana. Pembentukan protap penting
untuk mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab tim siaga bencana
dan masyarakat saat menghadapi ancaman tanah longsor.

Berikutnya adalah pemantauan, peringatan dini dan gladi evakuasi. Setelah alat
dipasang, tim siaga bencana terbentuk, jalur evakuasi tersedia, dan adanya
prosedur tetap, maka dilakukan gladi evakuasi untuk memastikan fungsi alat dan
respon masyarakat bila terjadi level bahaya tertentu.

Subsistem yang terakhir adalah komitmen pemerintah daerah dan masyarakat
dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem. Agar sistem berjalan
dengan baik, diperlukan komitmen pribadi dan action nyata dari tiap
individu/institusi, komunikasi yang baik antar individu/komponen dalam sistem
dan koordinasi yang tepat. Koordinasi hanya efektif untuk dilakukan pada level
yang tepat dan setiap institusi/individu yang terlibat sudah saling mengenal dan
mengerti peranan dan tanggung jawab masing-masing.

Upaya mitigasi longsor yang juga mungkin dilakukan adalah konservasi berbasis
biogeo-engineering (Nugroho, 2017). Pada lembah-lembah perbukitan perlu
ditanami dengan pepohonan jenis kayu yang memiliki perakaran dalam yang
berfungsi sebagai penahan longsor. Buffer zone antara kawasan perlindungan
(kelerengan tinggi) dengan kawasan budidaya di bagian bawahnya dibuat dengan
tanaman pohon yang kuat, ditanam rapat dan membentuk sabuk hijau yang tebal
/berlapis. Jenis vegetasi yang perlu ditanam pada daerah-daerah lembah adalah
jenis tanaman lokal yang sudah terbukti tumbuh dengan baik di daerah tersebut.
Beberapa jenis pohon yang dapat ditanam misalnya puspa (Schima walichii),
rasamala (Altingia excelsa), huru (Litsia chinensis), surian (Toona sureni merr), bambu
manggong (Gigantochloa manggong) dan kayu baros (Manglietia glauca Bl).

116



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

7 SUB SISTEM
PERINGATAN DINI
GERAKAN TANAH

Gambar 4. Sistem Peringatan Dini Tanah Longsor.

Meninjau upaya mitigasi bencana tanah longsor lebih dalam, berbagai upaya
sebenarnya telah dilakukan, seperti reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan
air, sosialisasi, pemasangan sistem peringatan dini, pemetaan dan lainnya. Namun
nyatanya upaya ini masih kalah cepat dibandingkan dengan faktor-faktor
penyebabnya sehingga longsor terus terjadi. Longsor dapat terjadi karena
penyebab (causes) dan pemicu (trigger). Penyebab longsor dapat merupakan
faktor-faktor yang membuat lereng menjadi rentan terhadap keruntuhan atau
longsor pada lokasi dan pada waktu tertentu. Penyebab terjadinya tanah longsor
meliputi faktor geologi, morfologi dan aktivitas manusia. Faktor geologi dan
morfologi merupakan faktor alam yang cenderung tidak dapat diintervensi. Satu-
satunya faktor penyebab longsor yang masih dapat dimanipulasi adalah aktivitas
manusia. Oleh karena itu, implementasi penataan dan pemanfaatna ruang
merupakan kunci untuk mengurangi risiko bencana longsor.

Menurut Nugroho (2017), harus ada moratorium pembangunan permukiman di
daerah rawan longsor. Daerah longsor sebaiknya dijadikan kawasan lindung.
Daerah-daerah rawan longsor yang belum berkembang menjadi permukiman,
seharusnya tidak diperkenankan untuk dibangun. Lahan dengan kelerengan >40%
dipertahankan sebagai kawasan lindung berupa ekosistem hutan alam dengan
kerapatan pohon yang tinggi. Satu hektar lahan sebaiknya ditanami 400 pohon.

117



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

Untuk masyarakat yang sudah terlanjur tinggal di daerah rawan longsor harus
diperkuat kesiapsiagaannya. Beberapa cara untuk antisipasi longsor yang dapat
dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadi bencana tanah longsor adalah (1)
kenali tanda-tanda akan terjadinya longsor seperti hujan terus menerus dengan
intensitas sedang hingga tinggi, terdapat retakan, terdengar suara bergerak,
adanya kenampakan pohon atau tanaman yang menjadi miring; (2) segera
mengevakuasi atau memindahkan penduduk yang terancam tanah longsor; (3)
segera hubungi pihak yang memiliki wewenang untuk menangani tanah longsor.

Selain itu, menurut Handayani (2011), penguatan kelembagaan, baik pemerintah,
masyarakat, maupun swasta merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi
bencana. Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama
oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara
lain: (1) kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau
mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan tataguna tanah agar
tidak membangun di lokasi yang rawan bencana; (2) kelembagaan pemerintah
yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah
rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana,
perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan; (3) indentifikasi lembaga-lembaga
yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar
dapat terwujud koordinasi kerja yang baik; (4) pelaksanaan program atau tindakan
ril dari pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang
bersifat preventif kebencanaan; (5) meningkatkan pengetahuan pada masyarakat
tentang ciri-ciri alam setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman
bencana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data historis kejadian bencana, bencana tanah longsor merupakan
bencana yang paling mematikan. Tanah longsor menimbulkan korban meninggal
dan hilang paling banyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Wilayah yang rentan terhadap bencana tanah longsor adalah Provinsi Jawa Barat,
Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan mitigasi bencana tanah longsor perlu
ditingkatkan di ketiga provinsi tersebut.

Berbagai upaya mitigasi bencana tanah longsor telah dilakukan. Kunci mitigasi
bencana tanah longsor adalah pada implementasi penataan dan pemanfaatan
ruang. Wilayah dengan kelereangan >40% sebaiknya tidak dihuni dan dijadikan
sebagai kawasan lindung. Namun jika sudah terlanjur ditempati, kesiapsiagaan
masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sangat perlu ditingkatkan. Pada
wilayah rentan bencana tanah longsor yang sudah dihuni perlu dipasang LEWS
yang lengkap dengan tujuh sub sistem di dalamnya. Selain itu, mitigasi bencana
tanah longsor yang efektif juga perlu memperkuat kelembagaan dan partisipasi
masyarakat.
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ABSTRACT

High rain intensity in December-February causes flood in some areas in Indonesia.
Flood often makes some risks and one of them is Dengue Disease. Therefore it is
important to increase the surveillance activities and health promotions in risked
area for Dengue Disease. Health risk communication will role health promotion
activities by disseminating about Dengue Disease preventive information before
the flood comes in rainy season. The involving of Sismantik (Siswa Pemantau
Jentik/  Mosquito larva observer students) as strategic partners of health
institutions for preventing the Dengue Disease need to be supported by the right
media. The previous report showed manga comic was good for kids. On the other
side, graphic info was very important in risky situation and crisis as a spread
information media. This research has a goal to analyze the effect of visual media
and effectiveness comparison between manga comic and graphic info for
Sismantik in communication about health risk and Dengue Disease preventive
actions at the moment and after flood. This study uses true experiment by
factorial design 2 x 2 which divides 116 students of Madrasah Ibtidaiyah (Islamic
Junior High School) in Bojong Gede District randomly into four treated groups who
got positive and negative messages and other 27 students as control group. Visual
media treatment is proved for increasing information understanding, risk
perception and Sismantik’s behavior for preventing Dengue Disease compared by
controlled group. (Result of) Duncan’s test found the most effective visual media to
increase information understanding is graphic info, when the most effective visual
media to increase risk perception is manga. But visual media treatment couldn’t
increase Sismantik’s negative risk perception. Both of these visual medias have
similar effectiveness level for increasing Sismantik’s behavior to prevent Dengue
Disease.

Keywords : dengue disease, flood, infographic, health risk communication,
manga.

ABSTRAK

Intensitas curah hujan yang tinggi pada bulan Desember-Februari menyebabkan
banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Genangan air akibat banjir sering
menimbulkan risiko munculnya penyakit saloh satunya DBD. Oleh karena itu,
penting dilakukan peningkatan kegiatan surveilans dan upaya promosi kesehatan
pada daerah yang berisiko terkena bencana. Komunikasi risiko kesehatan
berperan menjembatani  kegiatan promosi kesehatan melalui deseminasi
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informasi pencegahan DBD sebelum timbulnya banjir pada saat musim hujan
tiba. Keterlibatan Sismantik (Siswa Pemantau Jentik) sebagai mitra strategis
instansi kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit DBD perlu didukung
bentuk media yang tepat. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan komik
manga menjadi media andalan bagi anak-anak. Sementara infografis berperan
penting dalam situasi risiko dan krisis sebagai media penyebarluasan informasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media visual dan
perbandingan efektivitas manga dan infografis bagi Sismantik dalam komunikasi
tentang risiko kesehatan dan pencegahan penyakit DBD saat dan pasca banjir.
Studi menggunakan true experiment dengan desain faktorial 2 x 2 yang membagi
116 siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bojong Gede secara acak ke dalam
empat kelompok perlakuan yang menerima pesan positif dan negatif dan 27
siswa sebagai kelompok kontrol. Perlakuan media visual terbukti mampu
memberikan efek berupa peningkatan pemahaman informasi, persepsi risiko dan
sikap Sismantik terhadap pencegahan penyakit DBD dibanding kelompok kontrol.
Hasil uji Duncan dapat diketahui media visual yang paling efektif untuk
meningkatkan pemahaman informasi adalah infografis, sedangkan dalam
meningkatkan persepsi risiko adalah manga. Namun, perlakuan media visual
belum mampu meningkatkan persepsi risiko negatif Sismantik. Kedua media
visual memiliki tingkat efektivitas yang sama dalam meningkatkan sikap terhadap
pencegahan penyakit DBD.

Kata kunci : banjir, dbd, infografis, komunikasi risiko kesehatan, manga.

1. PENDAHULUAN

Potensi bencana di Indonesia cukup tinggi, terutama pada saat musim hujan
datang dan seringkali mengakibatkan bencana banjir. Kemenkes juga
menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai jenis penyakit
menular pada saat banjir tiba di antaranya DBD (Kemenkes Rl 2013). Banjir
seringkali menimbulkan permasalahan tumpukan sampah dan genangan air yang
berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes sebagai penular
penyakit DBD. Wilayah penyebarannya semakin lama semakin meluas, hingga
tahun 2014, tercatat penderita penyakit DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak
71.668 , dan 641 di antaranya meninggal dunia (PKP Kemenkes Rl 2015).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor menyebutkan
Kecamatan Bojong Gede sebagai wilayah di Kabupaten Bogor yang rawan banjir
(Sudarno 2016). Selain itu, Bojong Gede termasuk tiga wilayah tertinggi kasus
penyakit DBD di Kabupaten Bogor tahun 2015 sebesar 104 kasus (Dinkes Kab.
Bogor 2015). Sayangnya, ancaman penyakit DBD saat dan setelah banjir tidak
diikuti upaya pencegahan dari masyarakat setempat. Mereka hanya
mengandalkan Fogging (pengasapan) dalam menanggulangi penyakit DBD.
Padahal tindakan tersebut tidak mampu memutus mata rantai penularnya karena
hanya membunuh Aedes dewasa. PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan
gerakan 3M (Menutup, Menguras dan Memanfaatkan barang bekas yang masih
bernilai) sebagai kegiatan yang paling efektif untuk mencegah terjadinya penyakit
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DBD serta mewujudkan kebersihan lingkungan dan perilaku hidup sehat
(Kemenkes 2014).

Upaya komunikasi risiko yang efektif harus sesuai dengan jenis risiko. Mengacu
pada paradigma psikometri Slovic, karakteristik risiko penyakit DBD dan upaya
pencegahannya tergolong ke dalam lower familiarity/lower dread. Dalam konteks
tersebut, masyarakat memandang penyakit DBD berisiko rendah, tidak segera
mengancam kehidupan atau menyebabkan bahaya serius. Namun, faktanya dalam
beberapa kasus persepsi individu terhadap risiko justru lebih besar dari risiko yang
sebenarnya (Sheppard et al. 2012). Penyakit DBD dianggap baru berbahaya jika
sudah jatuh korban jiwa, sehingga upaya pencegahannya dinilai masih belum
perlu dilakukan pada masa sebelum terjadi kasus DBD di lingkungannya.

Komunikasi risiko kesehatan yang dibangun dalam pesan dan media yang tepat
menjawab permasalahan tersebut. Salah satu sasaran kegiatannya adalah
lingkungan sekolah. Keterlibatan anak sekolah sebagai Sismantik (Siswa Pemantau
Jentik) merupakan sasaran yang berperan strategis karena jumlahnya sangat
banyak yaitu 20% dari jumlah penduduk Indonesia (Kemenkes 2014).

Informasi risiko kesehatan harus disertai dengan visualisasi yang memperkuat
data. Penelitian tentang kekuatan visual dengan pendekatan komunikasi risiko
kesehatan lebih banyak menggunakan grafis numerik (grafik, icon array, tabel)
sebagai penguat informasi. Cummings (2013) merekomendasikan pentingnya
dilakukan penelitian eksperimental terhadap kekuatan visual, selanjutnya
mengkaji pengaruhnya terhadap pemahaman informasi, pemrosesan informasi,
dan bagaimana individu menilai pesan risiko yang mungkin mengakibatkan
perubahan perilaku kesehatan. Dari sembilan penelitian tentang visualisasi grafis
dengan pendekatan komunikasi risiko (King et al, 2014; Ancker et al., 2006;
Zikmund-Fisher et al., 2008; Garcia-Retamero dan Galesic, 2010; Wong et al., 2012;
Garcia-Retamero dan Mandeep, 2011; Politi, 2012; Miller dan Barnett, 2010; Ru dan
Ming, 2014) hanya dua penelitian yang menggunakan infografis (Miller dan
Barnett, 2010; Ru dan Ming, 2014) dalam menyampaikan pesan kesehatan. Selain
itu, keseluruhan media tersebut tidak ditujukan bagi anak-anak. Media komik
untuk kepentingan praktis baik diarahkan bagi anak-anak, karena lebih menarik
bagi pembaca usia muda (Branscum dan Sharma, 2009). Sayangnya, komik belum
dimanfaatkan dengan baik dalam intervensi promosi kesehatan termasuk dalam
kajian risiko kesehatan yang melibatkan anak-anak, padahal merupakan alat
pendidikan yang menjanjikan (Branscum dan Sharma, 2009).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penting dilakukan penelitian dengan
pendekatan komunikasi risiko kesehatan, yang menggunakan komik manga dan
infografis statis (cetakan) sebagai media komunikasi dengan pendekatan tersebut
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pemahaman informasi, persepsi risiko
dan sikap terhadap pencegahan DBD serta keefektifannya sebagai media
informasi risiko dan pencegahan DBD bagi anak-anak.
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2. METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di wilayah rawan banjir dan endemis DBD tertinggi ke-2 di
Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Bojong Gede. Studi menggunakan metode true
experiment dengan desain faktorial 2 x 2 (tabel 1) pretest posttest control group
design (Campbell & Stanley 1996) yang membagi siswa kelas V dan VI MI Nurul
Qolbi Bojong Gede secara acak ke dalam 4 kelompok perlakuan (n=116) dan 1
kelompok kontrol (n=27). Sekolah tersebut dipilih karena berada pada desa
dengan kasus DBD tertinggi, sedangkan tingkat keterlibatan PHBS-nya masih
rendah. Selain itu, Sismantik juga berada pada rentang kelas tersebut. Penelitian
dilaksanakan sejak bulan Maret hingga Mei 2017. Data primer diperoleh melalui
melalui kuesioner dan diperkuat dengan wawancara, sedangkan data sekunder
dikumpulkan dari lembaga terkait. Data dianalisis menggunakan paired sample t
test, ANOVA dan Duncan’s multiple range test.

Tabel 1 Matriks Desain Faktorial 2 X 2 True Eksperiment dengan Faktor Jenis Media dan Isi
Pesan

Isi Pesan

Jenis Media Manfaat Risiko
Pencegahan DBD | Penyakit DBD

Manga-Gerakan Manga-Risiko

Manga 3M Plus Penyakit

Infografis-Gerakan | Infografis-

Infografis Statis 3M Plus Risiko Penyakit

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Media Visual

Perlakuan media visual menimbulkan efek pada responden yang meliputi
perubahan pemahaman informasi, persepsi dan sikap. Hasil penelitian (Tabel 2)
menunjukkan adanya perbedaan nyata (p-value < 0.05) pada kelompok perlakuan
sebelum dan setelah diberi media visual berupa peningkatan pemahaman
informasi, persepsi risiko dan sikap terhadap pencegahan DBD. Sebaliknya pada
kelompok kontrol tidak berbeda nyata (p-value > 0.05).

Perubahan nilai mean pada pemahaman informasi (Tabel 2) diperoleh dari
kenaikan skor jawaban pada pertanyaan penyebab DBD, perilaku nyamuk Aedes
dan gerakan 3M Plus. Fokus pendidikan kesehatan pada vektor Aedes seringkali
menimbulkan kekeliruan informasi tentang penyebab DBD. Namun, hal tersebut
telah berhasil diatasi melalui pemberian media visual. Fakta di lapangan, sebagian
responden telah melaksanakan beberapa bagian gerakan 3M Plus, tetapi mereka
tidak mengetahui istilah dari aktivitas tersebut dan baru diketahui dari media
visual. Peningkatan pemahaman informasi tentang perilaku nyamuk Aedes penting
mengingat beberapa perilaku di masyarakat terkait upaya pencegahan DBD tidak
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efektif. Contohnya pemasangan kelambu/obat nyamuk untuk mencegah gigitan
nyamuk biasanya dilakukan di malam hari, padahal nyamuk Aedes menggigit di
siang hari dan puncaknya di pagi dan sore hari.

Perubahan persepsi akhir yang signifikan dari kelompok perlakuan disebabkan isi
pesan yang terdapat pada media visual mempengaruhi cara pandang responden.
Hasil wawancara dengan responden diperoleh informasi bahwa setelah membaca
manga, responden yakin gerakan 3M Plus bisa mengurangi risiko penyakit DBD.
Bahkan, beberapa responden yang telah melaksanakan gerakan 3M Plus
sebelumnya, setelah membaca media visual semakin bertambah yakin bahwa
penyakit DBD tidak berbahaya asalkan dilakukan tindakan pencegahan. Tindakan
ini harus dilakukan sebelum datangnya bencana banjir. Namun, sebagian
responden merasa khawatir terkena penyakit DBD karena faktor usia mereka yang
berada pada kategori rentan. Hal yang menarik dari data persepsi akhir adalah
perubahan signifikan lebih terlihat pada persepsi positif dibandingkan negatif.
Penyebabnya adalah sebagian besar responden menilai penyakit DBD tidak terlalu
berbahaya dan karenanya tidak memberikan perhatian serius. Pelaksanaan
gerakan 3M yang sebelumnya telah dilakukan semata-mata hanya karena anjuran
dan kebiasaan di lingkungan keluarga dan masyarakat dan bukan karena adanya
anggapan penyakit DBD sebagai penyakit yang berisiko pada saat musim hujan
dan banjir. Hasil wawancara menunjukkan cerita manga mendorong Sismantik
ikut serta dalam tindakan pencegahan DBD dan yakin hal tersebut dapat
mengurangi risiko DBD. Dengan demikian, manga mampu meningkatkan persepsi
positif tentang manfaat dari gerakan pencegahan DBD sehingga Sismantik
menyimpulkan risiko kesehatan menjadi rendah. Hasil tersebut relevan dengan
premis Slovic et al. (2005 dalam Sheppard et al. 2012) yang menyatakan manfaat
positif dari suatu kegiatan akan menyebabkan penerima pesan menyimpulkan
risiko menjadi rendah. Namun, perubahan mean pada persepsi negatif melalui
infografis memiliki nilai terendah yang disebabkan tidak memuat unsur naratif
yang dapat mengarahkan pembacanya kepada efek persuasi. Selain itu, secara
general peningkatan persepsi negatif masih pada kategori positif meskipun hasil
pre-test dan post-test berbeda nyata.

Tabel 2 Nilai Mean dan Paired Sample T-Test Peubah Efek Media Visual pada Sismantik

Efek Media Visual

Tipe Pemahaman Informasi Persepsi Risiko Sikap
Kelompok Mean selisi | paire Mean selisi | paire Mean selisi | paired
Pre | Post h dt- Pre | Post h dt- Pre | Post h t-test
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test test
Kelompok

Perlakuan

Manga +

(n230) 15.40 | 26.07 | 10.67 | .000% | 27.57 | 30.57 | 3.00 | .000% | 28.80 | 41.57 | 12.77 | .000%
Manga

(o) 17.15 | 26.59 | 9.44 | .000% | 34.70 | 37.30 | 2.60 | .000% | 32.52 | 39.56 | 7.04 | .000%
lzigir)aﬂs " 119.07 | 29.40 | 10.33 | .000% | 30.50 | 32.17 | 1.67 | .025* | 32.13 | 40.43 | 830 | .000%
l:iozggr)af's 1531 | 28.83 | 13.52 | .000% | 30.82 | 33.07 | 225 |.000% | 32.31 | 39.45 | 7.14 | .000%
Kontrol

(ne27) 1593 | 16.00 | 0.07 |.802" | 27.26 | 26.96 | -0.30 | .285" | 27.56 | 27.44 | -0.12 | .502"

Sismantik lebih tertarik pada manga karena alur cerita dan karakter yang
ditampilkan sesuai dengan usia mereka sehingga mendorong keterlibatan diri.
Selain itu, manga yang relatif belum familiar pada Sismantik menimbulkan rasa
ketertarikan. Secara psikologis persepsi anak dapat diubah melalui media dengan
unsur pengulangan, sesuatu yang baru (novelty), dan menarik perhatian
(Notoatmodjo 2010).

Skor responden pada keseluruhan pertanyaan tentang sikap relatif sama dengan
nilai yang cukup baik. Sikap awal tertinggi responden terdapat pada persetujuan
penggunaan abate sebagai pembasmi jentik. Hasil wawancara menunjukkan
responden cukup familiar dengan abate karena terbiasa menggunakannya
terutama ketika musim hujan tiba. Biasanya abate ini diperoleh dari petugas yang
menawarkan ke lingkungan tempat tinggal mereka.

Selanjutnya, sikap awal terendah responden terdapat pada upaya pencegahan
penyakit DBD dengan gerakan 3M Plus. Penyebabnya informasi tersebut belum
banyak diketahui responden terutama pada kompenen Plus. Hasil wawancara
menunjukkan sikap awal responden dibentuk sebagian besar oleh lingkungan
keluarga dan sekolah. Pendidikan tentang pentingnya kebersihan diri dan
lingkungan sudah sejak dini ditanamkan melalui keluarga, sedangkan sikap
pencegahan secara umum terhadap penyakit DBD diperoleh melalui pengarahan
guru di sekolah terutama pada upaya pencegahan sebelum banjir dan musim
hujan datang.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan komik
mampu meningkatkan pengetahuan tentang risiko penyakit (Montgomery et al.
2012; Mayo 2011; Sakamoto et al. 2014; Tekle-Haimanot et al. 2016) dan
perubahan sikap (Tekle-Haimanot et al. 2016; Branscum et al. 2013), termasuk
memperkuat peran infografis sebagai informasi risiko kesehatan (Zikmund-Fisher
et al. 2007; Politi 2012). Dengan demikian keseluruhan efek visual grafis tersebut
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sejalan dengan pendapat Chaffe (1987 dalam Rahmat 2003) tentang pengaruh
visualisasi terhadap perubahan kognitif, afektif dan behavioral.

3.2 Efektifitas Media Visual

Berdasarkan uji ANOVA Type Ill (Tabel 3), diketahui bahwa pada taraf 5%
perlakuan berpengaruh nyata terhadap pemahaman informasi, persepsi risiko dan
sikap terhadap pencegahan DBD (p-value =< 0.05). Hasil analisis ini akan diperkuat
dengan uji Duncan (Tabel 4).

Tabel 3 Hasil Analisis ANOVA Type Il Peubah Efek Media Visual Pada Kelompok Perlakuan
di MI Nurul Qolbi Kecamatan Bojong Gede

Efek Media Visual Mean p-value
Pemahaman Informasi | 793.10 <0.0001*
Persepsi Risiko 474.65 <0.0001*
Sikap 1193.86 | <0.0001*

Keterangan: * berbeda nyata pada a < 0.05

Tabel 4 terlihat bahwa media yang paling efektif untuk pemahaman informasi
Sismantik adalah infografis Gerakan 3M Plus. Perlakuan dengan menggunakan
infografis manfaat Gerakan 3M Plus berbeda nyata dengan perlakuan lainnya
(simbol A), sedangkan kedua jenis manga dan infografis risiko penyakit tidak
berbeda nyata (keduanya bersimbol B). Selain itu, dapat diketahui bahwa
kelompok kontrol (simbol C) berbeda nyata dengan kelompok perlakuan (simbol A
dan B).

Efektivitas infografis positif sebagai media informasi bagi responden salah satunya
dijelaskan

dalam teori Bloomer (1990) tentang proses disonansi di mana fikiran hanya dapat
berkonsentrasi pada satu hal. Informasi yang memuat terlalu banyak kata-kata
dan visual menimbulkan kesulitan memahami karena semua format yang
bersaing. Oleh karena itu, deskripsi singkat pada infografis lebih mudah ditangkap
dan dipahami secara cepat oleh pembacanya dibandingkan manga.

Tabel 4 Hasil Uji Duncan Indikator Pemahaman Informasi Sismantik tentang Penyakit DBD
di MI Nurul Qolbi Kecamatan Bojong Gede

Perlakuan N Mean G?’ZZ/CJ?:g
Manga + 30 26.07 B
Manga - 27 26.59 B
Infografis + 30 29.40 A
Infografis - 29 26.83 B
Kontrol 27 16.00 C
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Keterangan: Tingkat efektivitas tertinggi secara berurutan A, B, C dan jika simbolnya sama
artinya tingkat efektivitasnya sama; manga + dan infografis + berisi pesan manfaat gerakan
3M; manga - dan infografis - berisi pesan risiko DBD

Hasil uji Duncan pada indikator persepsi dengan skala tidak sama (Tabel 5), dapat
diketahui media yang paling efektif adalah manga risiko penyakit (simbol A). Hal ini
menunjukkan anak-anak lebih mudah dipengaruhi oleh pesan yang mengancam
dibandingkan pesan motivatif.

Tabel 5 Hasil Uji Duncan Indikator Persepsi (Skala Tidak Sama) Sismantik Tentang Penyakit
DBD Di MI Nurul Qolbi Kecamatan Bojong Gede

Perlakuan N Mean G?:Z;‘;:g
Manga + 30 30.57 B
Manga - 27 37.30 A
Infografis + 30 32.17 B
Infografis - 29 33.07 B
Kontrol 27 26.96 C

Keterangan: Tingkat efektivitas tertinggi secara berurutan A, B, C dan jika simbolnya sama
artinya tingkat efektivitasnya sama; manga + dan infografis + berisi pesan manfaat positif
gerakan 3M; manga - dan infografis - berisi pesan risiko DBD

Hasil berbeda untuk indikator sikap (Tabel 6), di mana semua media visual tidak
berbeda nyata, ditunjukkan dengan simbol yang sama (simbol A). Artinya, keempat
media visual memiliki tingkat efektivitas yang sama dalam meningkatkan sikap
terhadap pencegahan penyakit DBD. Penyebabnya adalah mayoritas responden
memiliki sikap awal yang positif. Tabel 6 juga menunjukkan bahwa kelompok
kontrol (simbol C) berbeda nyata dengan kelompok perlakuan (simbol B),
ditunjukkan dengan simbol yang berbeda.

Tabel 6 Hasil Uji Duncan Indikator Sikap Sismantik Tentang Penyakit DBD di Ml Nurul Qolbi
Kecamatan Bojong Gede

Perlakuan N Mean Duncqn
Grouping

Manga + 30 41.57

Manga - 27 39.56

Infografis+ | 30 40.43
Infografis - 29 39.45
Kontrol 27 27.44

W (> |>|>|>

Keterangan: Tingkat efektivitas tertinggi secara berurutan A, B, C dan jika simbolnya sama
artinya tingkat efektivitasnya sama; manga + dan infografis + berisi pesan manfaat positif
gerakan 3M; manga - dan infografis - berisi pesan risiko DBD.
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4. KESIMPULAN

Perlakuan media visual terbukti mampu memberikan efek berupa peningkatan
pemahaman informasi, persepsi risiko dan sikap Sismantik terhadap pencegahan
penyakit DBD jika dibandingkan kelompok kontrol. Namun, peningkatan persepsi
negatif masih kecil, yang disebabkan persepsi awal bersifat positif dan anak-anak
sulit untuk diubah persepsi dalam waktu singkat kecuali secara kontinu. jika
dibandingkan kelompok kontrol.

Perlakuan manga dan infografis menghasilkan efektivitas yang berbeda. Media
visual yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman informasi adalah
Infografis sehingga media ini lebih tepat jika digunakan dalam penyebarluasan
informasi dalam kondisi bencana dan segera. Selanjutnya, manga risiko penyakit
paling tepat digunakan dalam pembentukan persepsi negatif, sedangkan dalam
pembentukan sikap memiliki tingkat efektivitas yang sama baik manga maupun
infografis.
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ABSTRAK

Desa Sidobunder yang berada Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen
merupakan daerah rutin terjadi bencana banjir terutama di lahan pertanian.
Banjir di wilayah pertanian dapat berdampak terhadap kehidupan terutama
masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani. Kesiapsiagaan masyarakat
dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan agar tetap bertahan di
wilayah rawan bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kesiapsiagaan masyarakat petani di Desa Sidobunder dalam menghadapi banjir
di lahan pertanian berdasarkan wilayah rawan tinggi dan rawan sedang. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan observasi, in-depth interview,
dan kuesioner. Metode observasi dan in-depth interview kepada informan kunci
(kepala desa dan ketua kelompok tani) digunakan untuk mengetahui
kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di lahan
pertaniannya. Parameter yang digunakan untuk mengetahui kesiapsiagaan pada
tahap prabencana yakni, rencana kedaruratan, kesepakatan formal dan informal,
dan sumberdaya pendukung; pada tahap tanggap darurat yakni penyesuaian diri
dalam keadaan darurat dan pemulihan (coping); sedangkan tahap pascabencana
yakni inisiasi pemulihan. Jawaban pernyataan “ya” diberi skor 1 dan “tidak” diberi
skor 0. Pengkategorian pada hasil akhir penelitian menggunakan skor hipotetik
dengan kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat Desa Sidobunder termasuk dalam
kategori tinggi (69,35%). Tindakan kesiapsiagaan dipengaruhi oleh faktor
pengetahuan, kepemilikan alat pertanian, dan penyuluhan pertanian. Terdapat
perbedaan yang signifikan antara kesiapsiagaan di wilayah rawan tinggi dan
rawan sedang yang disebabkan masyarakat petani di wilayah rawan tinggi
memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Katakunci : kesiapsiagaan, masyarakat petani, penanggulangan bencana,
banjir
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1. PENDAHULUAN

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam adalah kondisi-
kondisi geologi, hidrologi, tofografi, perubahan iklim dan cuaca. Hardiyatmo (2006)
menjelaskan bahwa penyebab terjadinya longsor diantaranya adalah Penambahan
beban pada lereng, penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng,
penggalian yang mempertajam kemiringan lereng, Perubahan posisi muka air
tanah secara cepat (rapid drawdown) pada bendungan, Kenaikan tekanan lateral
oleh air (air yang mengisi retakan akan mendorong tanah kea rah lateral,
Penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat kenaikan kadar air,
kenaikan tekanan pori, tekanan rembesan oleh genangan air di dalam tanah,
tanah pada lereng mengandung lempung yang mudah kembang susut dan lain-
lain. Adapun beberapa penyebab terjadinya banjir diantaranya adalah: Kurangnya
tutupan lahan akibat dari penggundulan hutan, Intensitas hujan yang tinggi dan
kurangnya daerah resapan Terjadinya pendangkalan sungai akaibat sedimen
ataupun sampah. Disamping bencana longsor dan banjir yang sering melanda
wilayah Indonesia adalah bencana gempa bumi yang dapat disebabkan oleh
tenaga dari dalam bumi (endogen ) maupun dari faktor luar (eksogen) diantaranya
adalah; akibat pergerakan lempeng di dalam bumi ataupun akibat ulah manusia
dalam penggunaan bahan peledak sehingga bumi mengalami guncanagan. Akibat
dari bencana tersebut menimbulkan banyak kerugian harta benda dan korban
jiwa, sehingga untuk mengurangi resiko, perlu adanya upaya dalam penurunan
resiko bencana. Menurut Undang-Undang no 24 tahun 2007, tentang
penanggulangan bencana, mendefinisikan :

- bencana adalah merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Resiko bencana merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas
yang dapat dirumuskan melalui persamaan 1. Dari persamaan ini dapat
diketahui bahwa besarnya resiko bencana selain dipengaruhi oleh bahaya
dan kerentanan juga dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan.
R=(HxV/C) (1)

Keterangan

R = Risiko

H = Hazard (Bahaya)

V = Vulnerability (kerentanan)

C = Capacity (kemampuan)
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- Bahaya adalah :Suatu kondisi, secara alamiah maupun karena ulah
manusia, yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan
kehilangan jiwa manusia.

- Kerentanan adalah Sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat
keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang berpengaruh
buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

- Kapasitas merupakan suatu kondisi kemampuan sumberdaya dalam
menghadapi ancaman atau bahaya, dimana makin tinggi suatu kapasitas
akan menurunkan tingkat risiko bencana

Berdasarkan variabel-varibel yang mempengaruhi tingkat resiko bencana, dari
persamaan 1 diatas, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
menurunkan resiko  bencana adalah melalui peningkatan kapasitas dengan
meningkatkan sumber daya terhadap ancaman bencana yang terjadi.

Disamping rawan terhadap bencana alam, wilayah Indonesia juga kaya akan flora
dan fauna. Keadaan tanah dan iklim di Indonesia menyebabkan tanah di Indonesia
subur, sehingga hampir 14% wilayah Indonesia ditumbuhi tanaman yang sangat
lebat. Salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh dengan baik di wilayah nusantara
Indonesia adalah jenis tumbuhan bambu. Terdapat Sekitar 159 spesies bambu
dari 1.250 jenis bambu di dunia, tumbuh di wilayah indonesia dengan 88 spesies
merupakan jenis endemik atau jenis bambu khas yang terdapat di suatu daerah
dan memberikan banyak manfaat bagi lingkungan sekitar. menurut Sharma (1987)
dan Uchimura (1980) dalam Morisco (2006) berbagai jenis bambu yang tersebar di
dunia tercatat lebih dari 75 genera dan 1250 spesies bambu dan hampir bahwa
80% dari jumlah bambu yang ada di seluruh dunia, tersebar di Asia Selatan dan
Asia Tenggara terutama di daerah tropis, termasuk Indonesia dengan jumlah
spesies paling banyak adalah genus Bambusa yang tersebar. Salah satu jenis
bambu yang dikenal adalah bambu dengan nama botani Gigantochloa
atroviolacea Widjaja, yang dikenal di Indonesia adalah dengan nama bambu hitam
atau awi hideung, awi wulung, pring wulung dan pring ireng. Beberapa ciri-ciri
yang dapat dikenali dari jenis bambu ini adalah mempunyai rumpun yang jarang,
tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 650 m di atas permukaan air laut.
Warna kulit batang hitam, hijau kehitam-hitaman atau ungu tua. Tinggi batang
dapat mencapai 20 m, panjang ruas 40 s.d. 50 cm, dengan diameter 6 s.d. 9 cm,
tebal dinding buluh 6 s.d. 8 mm.

Sejak zaman dahulu, bambu sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, dan
dimanfaatkan untuk banyak hal. Beberapa penggunaan bambu sejak zaman nenek
monyang diantaranya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, transportasi,
peralatan rumah tangga, bahan kerajinan, peralatan musik dan sebagainya,
bahkan juga dibuat sebagai senjata dalam berperang melawan penjajah. Saat ini
juga diperkenalkan berbagai macam produk olahan bambu berupa bambu lapis
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dan bambu laminasi dengan kekuatannya setara dengan kayu kelas kuat Ill.
Sehingga bambu dapat menjadi alternative pengganti kayu, yang semakin langka.

Jika ditinjau dalam hal budidaya, bambu dapat tumbuh terus menerus tanpa harus
ditanam lagi. Berikut beberapa kelebihan bambu berdasarkan penelitian Morisco
2006 diantaranya:

Bambu mudah ditaman dan tumbuh di lahan basah maupun kering
Bambu merupakan bahan terbaharui dan murah

Bambu dapat ditebang setiap tahun tanpa merusakkan

Bambu tahan terhadap gangguan

Bambu mengahasilkan banyak O2 dan dapat berfungsi sebagai peredam
suara yang baik

Pertumbuhan bambu sangat cepat, bambu dengan kualitas baik dapat
diperoleh pada umur 3-5 tahun

Bambu mempunyai sifak mekanik yang bagus, kuat tariknya dapat
dipersaingkan dengan baja

Bentuk berongga menjadikan momen kelembaman bambu tinggi

Kulit bambu licin, bersih, dan kuat

Bambu mudah dikeringkan dengan alat sederhana, dapat diawetkan
sehingga dapat digunakan dalam waktu yang lama

Bambu mudah dipecah dengan alat sederhana

Seluruh bagian bambu dapat dimanfaatkan diantaranya; rebung untuk
dimakan, daun untuk makanan ternak, ranting untuk bahan sapu dan kayu
bakar, serta batang untuk yang dapat dimanfaatkan sebagai material
pengganti kayu.

Selain dapat digunakan sebagai material pengganti kayu, bambu juga mempunyai
peranan yang cukup penting dalam penurunan resiko bencana alam seperti
longsor, banjir, dan gempa bumi. Namun minimnya pengetahuan masyarakat
akan manfaat tumbuhan bambu menjadikan beberapa spesies bambu mengalami
kepunahan.

2.

METODOLOGI

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan
langsung, eksplorasi dari para ahli, praktisi, masyarakat serta berbagai refferensi
yang relevan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penurunan Resiko Bencana Gempa Bumi

Bencana gempa bumi yang terjadi mengakibatkan rusaknya bangunan, baik
kategori rusak ringan, sedang, maupun kategori rusak berat. Adapun tingkat
kerusakan bangunan dipengaruhi oleh gaya gempa atau gaya geser horizontal
yang bekerja pada arah tertentu. Besarnya gaya geser akibat gempa bumi
menurut SNI 03-1726-2003 mengenai tata cara perencanaan ketahan gempa
untuk bangunan gedung) diberikan dengan persmaan berikut;

V=(CI/R)Wt (2)

Keterangan

V : beban geser gempa

C : faktor respon gempa

| :faktor keutamaan bangunan
R : factor reduksi gempa

Wt : berat bangunan

Dari Persamaan di atas, dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi
besarnya gaya gempa, yang diantaranya adalah berat bangunan itu sendiri yang
terdiri dari beban mati dan beban hidup. Adapun banyaknya korban jiwa akibat
gempa bumi yang merusak bangunan, rata-rata disebabkan oleh rerentuhan
bangunan. Berikut pada Tabel 1 dan Gambar 2 ditunjukkan Grafik perbandingan
berat jenis beberapa material bangunan.

Tabel 1. Berat Jenis Material Bangunan

Jenis material Berat jenis
(Kg/m3)

Beton 2200
Beton bertulang 2400
Baja 7850
Aluminium 2712
Pas. bata merah 1700
Pas. batu cetak 2200
Kayu 600

Bambu 400
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Gambar 1. Grafik Perbandingan B) Material

Berdasarkan Grafik diatas terlihat bahwa Bambu mempunyai berat jenis yang
sangat rendah yang berarti hal ini menunjukkan bahwa bambu merupakan
material bangunan yang sangat ringan dan dapat menjadi pertimbangan material
bangunan tahan gempa. Disamping ringan, bambu juga mempunyai kuat lentur,
kuat tarik dan tingkat elastis yang tinggi. Penelitian Morisco 2006, menunjukkan
bahwa kekuatan tarik Sistem bambu melampaui kuat tarik baja seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 3.

Salah satu konsep desain bangunan tahan gempa diantaranya adalah desain berat
bangunan yang ringan. Dalam desain bangunan tahan gempa volume bangunan
yang besar akan lebih membahayakan ketika terjadi gempa. Hal ini karena berat
bangunan mempengaruhi besarnya gaya geser, sehingga kerusakan akan lebih
besar dan resiko juga lebih besar. Berdasarkan konsep desain ini, bambu dapat
menjadi alternative material bangunan pengganti kayu untuk wilayah rawan
gempa.
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Gambar 2. Diagram Tegangan-Regangan Bambu dan Baja (Sumber; Morisco 2006)

Adapun alasan pimilihan material bambu adalah disamping bambu merupakan
bahan jenis kayu yang mudah diperoleh, bambu juga memiliki banyak keunggulan
untuk desain bangunan daerah rawan gempa. Beberapa keunggulan bambu
dalam hal penurunan resiko bencana adalah karena sifat bahan yang dimiliki
bambu, diantaranya;

- Mempunyai sifat lentur yang tinggi, sehingga ketika terjadi gempa, bambu
dapat mengikuti arah gaya gempa yang bekerja tanpa mengalami patah
sampai batas lentur yang diizinkan, sehingga Sifat lenturnya yang cukup
tinggi menjadikan bambu tahan terhadap guncangan yang kuat
dibandingkan dengan baja atau beton yang keras, kaku, dan mudah pecah.

- Bentuk bambu dengan batang berlubang akan mengurangi berat bangunan
sehingga memperkecil pengaruh terhadap gaya gempa, karna bentuknya
yang berlubang membuat bambu menjadi lebih ringan dengan momen
lembam yang besar dan merata, sehingga dapat menahan arah gaya
gempa yang sulit diperkirakan. Sifat bambu yang ringan juga membuat
bambu tidak terlalu berbahaya jika menimpa manusia pada saat terjadinya
gempa.

- Sistem penyambungan menggunakan tali, pasak, paku, baut, dan
kombinasi, sehingga konstruksi bambu menjadi kaku dan dapat bersama-
sama menyalurkan beban serta menghilangkan gaya momen yang bekerja

3.2  Penurunan Resiko Bencana Banjir dan Longsor

Disamping bencana gempa bum, wilayah Indonesia juga sering dilanda bencana
banjir dan longsor . Hal ini disinyalir akibat tanah yang kurang stabil. Untuk
mengatasi permasalahan ini, dilakukan berbagai upaya pencegahan diantaranya
melalui betonisasi. Namun dengan metode ini disamping memerlukan biaya yang
relatif mahal, juga bersifat menstabilkan tanah secara kinetik. Selain itu dengan
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metode betonisasi juga berdampak pada hilangnya sumber mata air di sekitar
sungai. Untuk itu metode betonisasi ini menjadi tidak efektif untuk dilaksanakan.
Salah satu solusi adalah dengan menggunakan bahan alam yaitu melalui vegetasi
yang ada. Namun hal ini dapat berdampak negative jika tidak tepat dalam
pemilihan jenis vegetasi. Hardiyatmo (2006) adapun pengaruh menguntungkan
tumbuhan kayu terhadap kestabilan lereng dalam upaya mengurangi resiko
longsoran adalah;

- Akar sangat mekanis memperkuat tanah, melalui transfer tegangan geser
dalam tanah, menjadi tahanan Tarik dalam akar

- Evapotranspirasi dan tahanan air dari daun-daun membatasi kenaikan air
pori positif dalam tanah

- Batang pohon yang tertanam dalam tanah mengangker tanah dan dapat
bekerja sebagai gerakan lereng ke bawah

- Berat tumbuh-tumbuhan dalam beberapa hal dapat menambah stabilitas
lereng, karena menambah tegangan kekang (tegangan normal) pada bidang
longsor. Namun, bila zona akar sangat dangkal dan tidak memotong bidang
longsor potensial, tumbuh-tumbuhan justru menambah beban pada
lereng.

Sedangkan beberapa faktor merugikan dari tanaman kayu adalah pengaruh
bertambahnyan beban luar dan bahaya penggulingan, atau akar tercabut ketika
terjadi angin topan sehingga mengganggu kestabilan lereng dan akan sangat
berpengaruh jika pohon-pohon besar tumbuh di bendungan kecil, tanggul atau
tebing sungai. Sehingga perlu dilakukan pemilihan jenis pepohonan yang tepat,
yaitu dengan menanam tumbuhan kecil dengan akar yang dalam agar pohon tidak
tumbang akibat tiupan angin yang kencang. Untuk dapat menentukan jenis
vegetasi yang tepat dalam upaya penurunan resiko bencana khususnya banjir dan
longsor diperlukan analisis pengenalan karakteristik alternativ vegetasi yang akan
dipilih.

Dalam penelitian ini alternativ vegetasi yang dipilih adalah jenis pohon non kayu
yang banyak tersebar di seluruh wilayah beriklim tropis dan subtropis. Salah
satunya adalah jenis tanaman bambu yang hampir dapat ditemukan di seluruh
wilayah Indonesia. Analisis dilakukan terutama mengenai morfologi bambu baik
melalui batang, daun dan akar

- Bagian Daun, Daun tanaman bambu memiliki daun lengkap, dikarenakan
memiliki bagian-bagian tertentu misalnya pelepah daun, tangkai daun dan
helaian daun. Bagian bangun daun berbentuk lanset, bagian ujung
meruncing, bagian pangkal daun tumpul, bagian tepi daun merata, dan
daging daun tipis, serta pertulangan daun sejajar, dan memiliki permukaan
yang kasar dan berbulu halus. Selain itu, daun memiliki warna hijau mudah,
hijau muda dan kekuningan.
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- Bagian akar, berbentuk akar rimpang yang terdapat dibawah tanah
membentuk sistem percabangan yang menyerupai jaring. Penyebaran
Jaringan akar ini dapat mencapai kurang lebih 15 meter dari pusat rumpun.
Disamping itu sistem akar bambu relatif dangkal, meskipun terkadang
dapat mencapai 2 meter ke dalam tanah. Hal ini menjadikan akar bambu
dapat menciptakan lapisan berporos dengan kecukupan

- Bagian Batang, berbentuk seperti pipa/silinder memanjang dan terbagi
dalam ruas-ruas.Disamping itu tinggi tanaman bambu berkisar 0,3-30 m
dengan diameter batang berkisar antara 0,25-25 cm dan ketebalan berkisar
25 mm.

Berdasarkan uraian di atas dan morfologi bambu serta keunggulannya, maka
bambu dapat menjadi alternative solusi dalam mengatasi resiko longsoran dan
banjir. Disamping mudah tumbuh, bentuk morfologi akar bambu mempunyai
jenis akar rimpang dengan rambut-rambut yang terdapat pada akar yang
mempunyai kemampuan mengembang cukup tinggi, sehingga dapat mengikat
tanah dan air dengan baik. Selain itu bambu adalah jenis pepohonan non kayu.
yang tidak mudah tumbang tertiup angin, bentuk batang bambu yang berongga
ketika saling bergesekan akan dapat meredam suara bising dan menghasilkan
suara-suara khas yang mendamaikan. Sehingga tanaman bambu menjadi sangat
efektif dalam usaha reboisasi untuk menstabilkan tanah, mencegah erosi, longsor
dan banijir. Selain itu bambu juga dapat menjadi tanaman konservasi air melalui
sifat kapiler batang bambu yang dapat menghisap dan menampung air sehingga
jika terjadi kemarau dalam jangka waktu yang lama, sumber mata air masih dapat
ditemukan.

\ ‘ %()\‘x(
= k,v(

Gambar 3. Bentuk Sistem Akar Bambu (Sumber: Rabik dkk 2009)
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Gambar 4. Bentuk Sistem Akar dan Batang Bambu (Sumber: Rabik dkk 2009)

Penelitian oleh muhksin, dkk 2017, menunjukkan bahwa kontribusi akar bambu
berperan meningkatkan parameter kohesi yang berperan terhadap stabilitas
lereng. Pada Tabel 2 dan Gambar 6 ditunjukkan hasil pengujian kohesi tanah yang
dipengaruhi oleh adanya vegetasi bambu.

Tabel 2 Peningkatan Nilai Kohesi Tanah di Sekitar Vegetasi Bambu

0.5 0.75

Jarak (m) C kg/cm2 C (%)
0,25 1,07 69,84
0,5 0,96 52,38
0,75 0,82 29,63
1 0,69 9,52
S
% 69.84
% 52.38
E 29.63
?E; I 9.52
o ||
0.25

1

Jarak Pengmbilan Sampel (m)

Gambar 5. Grafik persentase peningkatan kohesi tanah di sekitar vegetasi bambu

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada grafik diatas diketahui bahwa
persentase peningkatan kohesi terus meningkat pada jarak radius pengambilan
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sampel yang semakin dekat dengan vegetasi bambu. Hal ini berarti dengan adanya
vegetasi bambu dapat meningkatkan kestabilan tanah terhadap bahaya longsoran.

Selain melalui vegetasi bambu, seperti yang diuraikan diatas, kelongsoran juga
dapat diatasi melalui pemodelan bambu yang diperuntukkan sebagai dinding
penahan tanah. Dalam upaya meminimalisir bahaya lonsoran, bambu dapat
dipasang secara vertikal maupun horizontal.

Gambar 6. Bambu Sebagai Penahan Tanah (Sumber; Morisco 2006)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian peran bambu dalam upaya penurunan resiko bencana
untuk meminimalisir kurugian harta benda dan korba jiwa dapat disimpukan
sebagai berikut:

- Keunggulan dan bentuk morfologi bambu terkait akar bambu yang
mempunyai akar rimpang dan sifat kapiler dapat menjadi alternative solusi
dalam penurunan resiko bencana longsor dan banijir, selain itu bambu juga
dapat mengatasi longsoran dengan memodelkan bambu sebagai dinding
penahan tanah.

- Keunggulan bambu yang mudah tumbuh, ringan dengan tingkat elastisitas
yang tinggi serta memiliki kuat tarik yang tinggi, membuat bambu dapat
menjadi alternative solusi pengganti material kayu yang dapat
dimanfaatkan sebagai elemen struktur bangunan tahan gempa yang
merupakan salah satu solusi dalam penurunan resiko bencana gempa
bumi.
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ABSTRAK

Analisis konvensional untuk penentuan keamanan lereng di dunia geoteknik
umumnya berdasarkan pada konsep faktor keamanan. Pada kebanyakan kasus,
perhitungan ini berada hanya pada daerah sumber longsoran dan belum
menjangkau proses transportasi dan deposisi setelah lereng mengalami
pergerakan tanah. Oleh karena itu, pendekatan reologi misalnya model Bingham
(vield stress dan viskositas) diaplikasikan pada penelitian ini. Sebanyak 12 kasus
kejadian pergerakan tanah di Indonesia dikaji. Sejauh ini jenis tanah halus yang
berpotensi menyebabkan longsoran dan mudflow adalah jenis tanah lanau
berplastisitas tinggi. Analisis dilakukan dimulai dari pengumpulan data di
lapangan, pengambilan sampel terganggu, pengujian di laboratorium, pemodelan
numerik dengan software tertentu, dan interpretasi hasil. Makalah ini
memberikan kontribusi, setidaknya dari seluruh longsoran dan mudflow yang
terjadi di Indonesia, bagaimana mekanisme pergerakan, tipe tanah, rule of thumb
untuk rasio posisi source hingga deposition area, inovasi uji laboratorium baru
(flow box test), serta usulan klasifikasi longsoran dan mudflow berdasarkan
pendekatan reologi. Beberapa contoh penanggulan pergerakan tanah
disampaikan untuk memberikan gambaran proteksi terhadap longsoran dan
mudflow.

Katakunci : lanau, longsoran, mudflow, reologi

ABSTRACT

Conventional analysis for the determination of slope stability analysis in
geotechnical engineering is generally based on the concept of safety factor. In
most cases, this calculation is conducted only in the source area of mass
movement and has not considered the transport and deposition process after the
slope begins to move. Therefore, rheological approaches such as the Bingham
model (yield stress and viscosity) were applied in this study. A total of 12 cases of
mass movement events in Indonesia were studied. So far, the type of fine soil that
has the potential to cause landslides and mudflows is silt with high plasticity.
Analysis begins with field data collection, disturbed sampling, laboratory testing,
numerical modeling with specific software, and interpretation of results. This
paper contributes, at least of all landslides and mudflows that occurred in
Indonesia, how the mechanism of movement, soil type, rule of thumb for ratio of
source position to deposition area, new laboratory test innovation (flow box test),
and proposed landslides and mudflows classification based on rheological
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approach. Some examples of countermeasures are presented to provide an
overview of the protection against landslides and mudflows.

Keywords : silt, landslide, mudflow, reologi

1. PENDAHULUAN

Kejadian pergerakan tanah, dalam hal ini longsoran dan mudflow, banyak terjadi
di dunia, terutama di Indonesia. Namun, belum semua konsep dan kajian analitik
mampu untuk menjelaskan permasalahan longsoran dan mudflow. Misalnya,
dalam limit equilibrium method, perhitungan longsoran hanya dibatasi sebagai
rasio antara kuat geser dan gaya geser yang terjadi yang umum disebut sebagai
Faktor Keamanan (FK). Namun, dengan metode ini hanya diperoleh informasi
bidang gelincir kritis dan informasi keamanan tanah terhadap longsor, dan tidak
diketahui bagaimana kondisi setelah kejadian pergerakan tanah. Di dalam
rangkaian penjelasan di makalah ini, pergerakan tanah dibagi menjadi tiga bagian
yaitu source, transportation, dan deposition/accumulation area seperti yang
ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Bagian Pergerakan Tanah (Galang et al., 2015)

Untuk itu, perlu penelitian lebih lanjut tentang perilaku pergerakan tanah ini
dengan menggunakan pendekatan lain berupa reologi. Pendekatan reologi relatif
cukup baik untuk menggambarkan kondisi saat transportasi dan deposisi setelah
longsoran terjadi. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini dijelaskan lebih lanjut
mengenai konsep ini.

1.1 Definisi Pergerakan Tanah

Bentuk morfologi permukaan bumi merupakan pahatan yang dilakukan baik
secara alamiah maupun unsur campur tangan manusia. Secara alamiah, benda
akan ditarik ke arah inti bumi di mana peranan gravitasi menjadi sangat penting.
Selain itu, kondisi tanah misalnya perubahan kadar air akibat perubahan cuaca
(misalnya, infiltrasi air hujan) juga memberikan peranan besan di dalam
pembentukan profil muka bumi ini.
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Pergerakan tanah dapat didefinisikan sebagai proses yang terjadi di permukaan
bumi sehingga diperoleh kesetimbangan baru. Proses ini dapat meliputi longsoran
tanah dan batuan termasuk di dalamnya mudflow. Gambar 2 menunjukkan
beberapa jenis tipikal pergerakan tanah umum yang dapat terjadi dari tinjauan
geologi.

1.2 Faktor Keamanan: Rasio Sakti Penentuan Keamanan Lereng

Longsoran tanah pada literatur geoteknik umumnya menggunakan metode
kesetimbangan batas (limit equilibrium method) dan phi-c reduction method.
Kedua metode ini menggunakan parameter kuat geser tanah (misalnya kohesi dan
sudut geser dalam). Dengan demikian, hasil yang diperoleh adalah berupa suatu
rasio antara kuat geser tanah terhadap gaya geser yang bekerja yang
direpresentasikan dalam bentuk Faktor Keamanan (FK) seperti ditunjukkan pada
Gambar 3. Kriteria penerimaan dalam desain adalah jika FK ini lebih dari FK
minimum yang disyaratkan (misalnya, FK minimum 1.5).

A Debris flow/debris

Rock dall
avalanche
Subsidence

Rapid

Loess flow

Mudflow

Translational
slide

Rotational
slide/slump

Earthflow

Creep

Increasmg rate of movement
Extremely » Slow —» Rapid—m Extremely

Slow

Dry ————» Moist——» Saturated

Increasing of water content

Gambar 2. Pergerakan Tanah Sebagai Fungsi Dari Kadar Air Dan Kecepatan Pergerakan
(Abbot, 2004)

Kelebihan metode ini salah satunya adalah hanya menggunakan sebuah potongan
sederhana dalam kondisi plane strain dan perhitungan sederhana. Beberapa
kelemahan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian tanah yang mengalami longsor dianggap sebagai rigid material dan
bentuk bidang gelincir dapat berupa bidang translasi, rotasi, ataupun blok.
Hal ini cenderung berbeda dengan kenyataan bahwa material tanah adalah
bersifat kompresibel.  Khusus untuk metode kesetimbangan batas,
misalnya seperti metode Fellenius dan Bishop, analisis yang dilakukan
menggunakan konsep kesetimbangan statik (dan atau pseudostatik untuk
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analisis dinamik) antar baji. Model konstitutif yang umum dipakai adalah
Mohr-Coulomb.

2. Hasil analisis yang telah dilakukan umumnya memberikan informasi FK
terkecil dari potongan yang dianalisis. Namun, tidak diketahui daerah
terdampak akibat longsoran ini. Artinya, daerah yang diteliti baru di bagian
source area. Namun, lokasi area transportasi dan deposisi tidak diketahui.

Gambar 3. Tipikal Hasil Analisis Penentuan Faktor Keamanan Lereng

Pertanyaan yang muncul adalah pada saat kejadian setelah longsor. Massa tanah
ini akan dibawa ke mana? Bagaimana rute aliran tanah yang muncul? Berapa luas
daerah yang terdampak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mampu dijawab
menggunakan pendekatan FK ini.

2. METODE PENELITIAN: PENDEKATAN REOLOGI

Untuk menjawab pertanyaan di atas, ilmu yang bisa digunakan adalah reologi.
llmu ini mempelajari bagaimana suatu aliran terjadi dan bergerak. Secara ringkas,
terdapat dua parameter penting di dalam ilmu ini yaitu yield stress dan viskositas.
Suatu aliran baru terjadi jika gaya geser yang muncul lebih besar daripada yield
stress. Setelah itu, kecepatan aliran ditentukan oleh viskositas. Jika suatu material
tidak memiliki yield stress (misalnya air) maka material ini disebut material
Newtonian. Sedangkan untuk material yang memiliki kedua parameter dikenal
dengan material Non-Newtonian. Material tanah dapat dikategorikan sebagai
material Non-Newtonian.

Contoh penerapan model reologi ini di geoteknik salah satunya adalah penjelasan
tentang konsolidasi di mana tanah dimodelkan sebagai pegas yang ditahan dalam
satu wadah di mana air dapat berdisipasi melewati lubang tertentu. Formula
dinamik dari Newton juga menggunakan kombinasi antara pegas, dashpot, dan
massa. Jadi, reologi sangat erat dengan penggunaan pegas, dashpot, ataupun jenis
lainnya seperti slider friction type.
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Untuk tipe Non-Newtonian, salah satu model reologi yang paling sederhana adalah
model Bingham. Model ini menggunakan konsep seperti ditunjukkan pada
Gambar 4. Jadi, model ini memakai pegas dan dashpot untuk menjelaskan perilaku
pergerakan suatu material.

(b) Friction block
1

//'// Spring

ety

Bashpot

SRNNNRRNRSN

Gambar 4. Penggambaran Model Reologi Bingham (Kezdi, 1974)

Seperti model konstitutif tanah (misalnya Mohr Coulomb) yang dinyatakan dalam
hubungan tegangan-regangan, untuk model reologi digunakan hubungan antara
shear stress dan shear strain rate. Shear strain rate merupakan turunan pertama
dari shear strain yang umum digunakan dalam hubungan konstitutif untuk
masalah-masalah dinamik (misalnya modulus geser, G). Seperti ditunjukkan pada
Gambar 5, material riil di lapangan khususnya pada material tanah akan mengikuti
pola kurva yang sifatnya mirip untuk kasus strain hardening soil. Gradien pada
setiap titik pada kurva tersebut merupakan representasi dari nilai viskositas (0).
Artinya adalah bahwa viskositas akan berubah-ubah nilainya terhadap pergerakan
tanah yang terjadi setelah gaya geser melewati nilai yield stress (ty).

Model Bingham merupakan salah satu model sederhana di mana viskositas tanah
yang tedapat di dalam tanah selama gerakan terjadi dianggap konstan (Gambar 5).
Hal ini cukup logis mengingat selama masa transportasi, viskositas yang muncul di
bidang gelincir yaitu di permukaan tanah dipengaruhi oleh dua nilai yaitu
kekasaran permukaan tanah dan viskositas itu sendiri. Dari hasil uji parametrik
diketahui bahwa nilai viskositas rata-rata dapat diwakili oleh satu nilai viskositas
yang konstan tanpa mengalami perubahan yang signifikan pada hasil prediksi
deposisi yang terjadi (atau massa tanah bergerak dengan shear strain rate yang
tinggi). Jika permukaan tanah terlalu kasar maka aliran tanah akan dikontrol oleh
nilai viskositas yang lebih rendah. Umumnya setelah tanah terdeposisi, kontrol
yang ada adalah gaya geser yang terjadi (t) dan kekasaran permukaan tanah.
Untuk itu, model Bingham dapat digunakan untuk memprediksi perilaku longsoran
dan mudflow khususnya pada simulasi di area transportasi dan deposisi.
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Gambar 5. Perilaku Material Riil dan Model Bingham

Pada penelitian ini, tanah yang digunakan adalah dominan berupa tanah butir
halus. Oleh karena itu, nilai yield stress (ty) dapat dianggap diwakili oleh nilai
kohesi (cu). Untuk penentuan nilai cu ini, dikarenakan rentang kondisi tanah
berada dalam kondisi plastis hingga viscous liquid, di tahap awal penelitian,
digunakan kombinasi uji kuat tekan bebas (jika memungkinkan), uji geser baling-
baling, dan fall cone penetrometer test. Khusus untuk fall cone penetrometer test,
rumus empirik digunakan untuk menentukan nilai yield stress. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rentang nilai kohesi dapat diwakili menggunakan fall cone
penetrometer test setelah dibandingkan dengan kedua jenis uji yang lain
(Sunandar and Widjaja, 2016; Widjaja and Sundayo, 2016; Widjaja et al. 2015).
Sampel tanah yang diambil pada penelitian ini rata-rata berada di antara source
dan deposition area. Sampel ini umumnya berupa disturbed sample dengan
penentuan parameter fisik (kadar air, berat jenis, uji saringan dan hidrometer,
Atterberg limits) yang dominan.

Konsekuensi yang muncul dengan menggunakan pendekatan reologi ini untuk
analisis longsoran adalah dapat diketahui zona transportasi dan deposisi. Untuk
itu, input yang dimasukkan adalah peta topografi lokasi yang ditinjau, parameter
reologi tanah, kondisi permukaan tanah (misalnya penuh dengan tanaman), dan
volume tanah yang longsor.

3. INOVASI BARU PENENTUAN PARAMETER REOLOGI

Umumnya untuk menentukan parameter reologi yaitu yield stress dan viskositas
digunakan alat uji viscometer konvensional di laboratorium. Prinsip kerja alat uji
laboratorium ini cukup beragam misalnya dengan sistem rotary. Namun, salah
satu kesulitan utama adalah umumnya hanya dapat dilakukan untuk kondisi tanah
dengan Liquidity Index (LI) di atas 2 dan sampel yang terlalu tipis yang tidak dapat
mereprentasikan kondisi tanah sesungguhnya jika terdapat butir kasar di
dalamnya.

Pilot project pertama adalah pengembangan alat laboratorium yang dikenal
dengan Moving Ball Test (MBT). Uji ini, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 6
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(kiri), menggunakan prinsip kesetimbangan pada saat kecepatan dari bola yang
dibenamkan di dalam sampel telah mencapai kecepatan terminal. Dengan
menggunakan persamaan Navier-Stokes dapat diketahui parameter reologi tanah.
Namun, uji ini kurang efektif karena membutuhkan sampel tanah dalam jumlah
yang banyak dan khusus untuk kadar air dengan LI di atas 2 (Lee et al., 2008).

P Flexible
Plastic Bag
(water inside)

Settlement
Soil sample

Gambar 6. Alat Uji Moving Ball Test (kiri) dan Flow Box Test (kanan) (Widjaja dan Lee, 2013)

Untuk menanggulangi kelemahan alat uji ini, dibuat uji laboratorium kedua yaitu
yang disebut dengan Flow Box Test (FBT) seperti ditunjukkan pada Gambar 6
(kanan). Governing equation yang digunakan merupakan kombinasi antara teori
trap door Terzaghi dan model Bingham. Dengan uji ini, dapat diketahui viskositas
dari suatu aliran jika nilai yield stress diketahui. Penjelasan detail uji ini dapat
dilihat di Widjaja dan Lee (2013) serta Lee dan Widjaja (2013).

Hasil uji tipikal FBT dapat dilihat pada Gambar 7. Dengan menggunakan hasil uji ini
perilaku longsoran dan mudflow dapat diketahui karakteristiknya akibat
perubahan kadar air.

3.1 Penelitian longsoran dan mudflow di Indonesia

3.1.1 Faktor Pemicu: Air Hujan dan Gempa

Kejadian longsor dan mudflow ini umumnya dipicu oleh curah hujan yang tinggi
dan atau akibat gempa. Rata-rata kejadian pergerakan tanah ini pada saat
kumulatif curah hujan mencapai lebih dari 200 mm. Gempa dapat menjadi salah
satu faktor pemicu karena memungkinkan energi yang dilepaskan menyebabkan
crack pada bagian source area. Hal ini memungkinkan menjadi tempat bagi
infiltrasi air yang memungkinkan air mengalir dan pada suatu waktu akan
menyebabkan terjadinya perlemahan kekuatan geser tanah akibat peningkatan
kadar air di dalam tanah.
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Gambar 7. Perilaku Material Riil dan Model Bingham (after Widjaja dan Lee, 2013)

3.1.2 Jenis Tanah Tipikal untuk Longsoran dan Mudflow

Terdapat sebanyak 11 lokasi kejadian pergerakan tanah yang diteliti di Indonesia
(Tabel 1). Jenis tanah pada lokasi source area dan deposition area rata-rata adalah
berupa tanah lanau dengan plastisitas tinggi (MH). Dibandingkan dengan tanah
lempung, tanah jenis lanau ini jika terjadi perubahan kadar air maka pola
keruntuhannya adalah berupa aliran (Widjaja dan Tanoto, 2016). Sedangkan untuk
tanah lempung sendiri, pola keruntuhannya (CH) karena kelekatan tanah yang
tinggi, pola keruntuhannya rata-rata mirip dengan pola longsoran di mana ada
bagian yang mengalami penyembulan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan
flume channel di laboratorium (Widjaja dan Pratama, 2015; Widjaja, 2010b). Jadi,
kesimpulan sementara menunjukkan bahwa jenis lanau pada source area
cenderung akan berperilaku sebagai mudflow. Sedangkan, untuk tanah lempung
cenderung berperilaku sebagai longsoran.

3.1.3 Kesamaan Jenis Tanah antara Source, Transportation, dan Deposition
Area

Setiap lokasi pergerakan tanah, diambil beberapa contoh tanah pada bagian
source, transportation, dan deposition area. Rata-rata kejadian menunjukkan
bahwa pada tanah yang ada di bagian source area akan mencapai deposition area
sehingga jenis tanah antara ke dua wilayah ini relatif hampir sama. Misalnya, pada
lokasi pergerakan tanah di Pengalengan menunjukkan perilaku demikian (Ferry
dan Widjaja, 2015).

3.1.4 Mekanisme Pergerakan Longsoran dan Mudflow

Pada saat tanah bergerak dan atau mengalir menghantam penghalang di
depannya, tanah cenderung akan membawa material lain yang lebih besar seperti
batuan dan pepohonan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sewaktu massa
tanah bergerak maka pola distribusi ukuran akan terbalik. Maksudnya adalah
gradasi yang lebih besar akan berada di permukaan aliran, sedangkan yang lebih
halus akan berada di bagian terbawah. Hal ini diakibatkan oleh faktor buoyancy
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saat aliran mengalir. Jadi, cukup logis bahwa meskipun longsoran dan mudflow
membawa ukuran batuan yang lebih besar, seluruh berat massa ini akan dipikul
oleh material yang lebih halus yaitu lempung atau lanau. Oleh karena itu, peranan
yield stress dan viskositas pada perbatasan antara bidang longsor aliran dan
permukaan tanah menjadi faktor penting di dalam analisis pergerakan tanah ini
(Widjaja dan Setiawan, 2016).

Tanah pada source area memiliki kadar air tertentu dan hasil ini berdasarkan
konsep yang dikembangkan peneliti akan mengacu pada satu nilai viskositas.
Kemungkinan suatu wilayah di source area dapat bervariasi kadar airnya. Namun,
pada saat terjadi pergerakan maka kemungkinan besar akan dikontrol pada
kondisi kadar air tertentu (atau Liquidity Index tertentu). Pada waktu aliran terjadi
maka pada bidang longsor akan mencari posisi pada bidang gelincir dengan kuat
geser terendah. Kuat geser terendah ini diwakili oleh parameter reologi yield
stress dan viskositas.

Pada kasus longsoran dan mudflow di penelitian ini utamanya menggunakan
model Bingham. Namun, penelitian ini juga membandingkan model tersebut
dengan model Herschel-Bulkley. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kedua
model ini memberikan hasil penurunan nilai viskositas yang hampir sama pada
rentang shear strain rate tertentu (Widjaja dan Anthony, 2016).

3.2 Usulan Klasifikasi Pergerakan Tanah

Berdasarkan rangkaian hasil penelitian longsoran dan mudflow di Indonesia, dapat
diusulkan suatu klasifikasi pergerakan tanah. Untuk lokasi di Indonesia, sesuai
usulan dari O'Brien (2003) dan dimodifikasi oleh Widjaja dan Lee (2013) serta
Widjaja (2010a) untuk kondisi tanah jenuh air, nilai concentration by volume (Cv)
adalah berada dalam rentang 0.35-0.55 untuk mudflow. Sedangkan untuk
longsoran nilai Cv bisa berada di atas 0.55.

Tabel 1. Jenis Tanah Pada Penelitian Longsoran Dan Mudflow

No. Sampel LL PL Gs Soil type Jenis gerakan tanah
1 Kaolin* 68 38 2.61 MH Artificial soil

2 Bentonite* 208 115 2.67 CH Artificial soil

3 Karanganyar (2007) 53 34 2.71 MH Mudflow

4 Maokong (2008) 33 26 2.66 ML Mudflow

5 Ciwidey (2010) 45 32 2.63 ML Mudflow

6 Sukaresmi, Cianjur (2013) | 66 48 2.55 MH Mudflow

7 Cililin (2013) 58 30 2.74 MH Mudflow

8 Parakan Muncang (2014) 67 29 2.60 CH Longsoran

9 Karang Mukti (2014) 88 29 2.67 CH Longsoran

10 Banjarnegara (2014) 65 40 2.73 MH Mudflow dan longsoran
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11 Parung Ponteng (2014) 63 51 2.64 MH Mudflow
12 | Pangalengan (2015) 95 68 2.76 MH Mudflow
13 Purworejo (2016) 74 38 2.56 MH Mudflow
14 Ponorogo (2017) 60 45 2.74 MH Mudflow
15 | Banjarnegara (2018)**

Catatan: *tanah artificial **under going project, LL = batas cair, PL = batas plastis,
Gs = berat jenis
1 (1)

v 1+G,w

Berdasarkan nilai yield stress dan viskositasnya serta perilaku hasil penelitian
menggunakan Flow Box Test, suatu pergerakan tanah disebut longsoran jika nilai
LI berada di bawah 1. Sedangkan untuk mudflow, nilai LI bisa sama dengan atau
lebih dari 1.

Rasio lebar terhadap panjang dari source hingga deposition area berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan untuk mudflow berada antara 0.05-0.30.
Sedangkan untuk longsoran berada di atas 0.30. Hal ini secara implisit menyatakan
bahwa jarak transportasi mudflow lebih panjang dibandingkan dengan longsoran
tanah dan dapat mencapai 2 hingga 20 kali lebar aliran rata-rata.

3.3 Penanggulangan Longsoran dan Mudflow

Untuk menanggulangi kejadian longsoran dan mudflow, secara praktis adalah
sama dengan penanganan untuk menjaga stabilitas longsoran. Namun, yang perlu
disiapkan apabila terjadi mudflow adalah disiapkan bangunan pengalih atau dam
penahan longsoran yang umumnya digunakan untuk menahan lahar (yaitu sabo
dam). Tentunya hal ini perlu dikaji lebih lanjut berapa besar gaya impak yang
terjadi saat mudflow menghantam suatu bangunan penghalang. Posisi dan
banyaknya bangunan penahan dibuat sedemikian rupa jika memang benar bahwa
pada lokasi tersebut memang rentan terjadi mudflow.

3.4 Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan yang sedang dikerjakan meliputi penelitian tentang kejadian
pembentukan gunung api baru (mudvolcano) (Widjaja dan Dewanto, 2017; Naikofi
et al, 2017), perilaku dan pemodelan pemancangan tiang menggunakan
pendekatan reologi (Widjaja dan Utomo, 2017), dan usulan klasifikasi tanah untuk
likuifaksi menggunakan pendekatan reologi (Lee et al., 2012) serta analisis dam
break, misalnya pada tanggul Lumpur Sidoarjo (Widjaja dan Fransisca 2016). Selain
itu, pemodelan reologi selain Bingham model dikembangkan untuk diaplikasikan
pada kasus longsoran dan mudflow. Perilaku mikro tanah butir halus seperti lanau
dan lempung misalnya penelitian tentang specific surface area juga menarik untuk
diteliti (Widjaja dan Inkiriwang, 2016).
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Gambar 8. Layout Pemasangan Bangunan Penahan (Hsu, 2014)

4. KESIMPULAN

Penelitian longsoran dan mudflow di Indonesia hingga saat ini yang dilakukan
penulis telah memberikan sekurang-kurangnya pemahaman awal tentang
longsoran dan mudflow. Jenis tanah, mekanisme pergerakan tanah, hingga usulan
klasifikasi tanah baru diberikan untuk memberikan gambaran komprehensif
mengenai perilaku longsoran dan mudflow berdasarkan kasus-kasus kejadian
pergerakan tanah di Indonesia.
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ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh proyek pembangunan pemukiman kembali bagi
penyintas lumpur Lapindo, yaitu Kahuripan Nirwana Villoge (KNV). Meski tak
pernah tercantum dalam Perpres 14/ 2007, Lapindo justru getol memprosikan
proyek ini kepada penyintas. Lalu, mengapa terjadi hal demikian? Dengan
menggunakan metode kualitatif, dengan teknik wawancara dan observasi kepada
beberapa informan, dan memanfaatkan data sekunder, tulisan ini berusaha
mengungkap alasan-alasan di balik proyek KNV. Proyek penyediaan KNV
sesungguhnya, bukan bertujuan memulihkan kondisi sosial ekonomi warga,
melainkan hanya upaya memulihkan nama baik pemilik perusahaan.

Katakunci: pemukiman kembali, penyintas, lumpur Lapindo.

1. PENDAHULUAN

Selama September 2017 lalu, ketika terlibat dalam sebuah penelitian terkait
dampak sosial ekonomi penyintas lumpur Lapindo, saya memperhatikan ada
banyak rumah di perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang tidak
ditempati. Banyak pula rumah yang dijual oleh pemiliknya. Hampir seluruh
halaman rumah-rumah itu tertutup oleh rumput yang tinggi. Ada pula rumah yang
telah dimiliki justru bukan oleh penyintas Lapindo, melainkan sudah dijual dan
ditempati orang lain. Alasannya bermacam-macam, mulai dari membutuhkan
uang hingga tidak betah karena tinggal di tengah kota. Namun sayangnya, tidak
ada angka pasti berapa jumlah total warga penyintas yang tinggal di KNV dan
berapa pula yang pada akhirnya harus pindah dari perumahan ini.

Seperti diketahui, KNV adalah sebuah perumahan yang dibangun oleh pihak
Lapindo sebagai bagian dari penyelesaian proses jual beli bagi penyintas. Mereka
yang menempati perumahan ini adalah penyintas yang berada dalam wilayah Peta
Area Terdampak (PAT) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 14/ 2007. Mereka
berasal dari beberapa desa seperti Renokenongo, Jatirejo, Siring (Kecamatan
Porong), dan Kedungbendo (Kecamatan Tanggulangin) yang dibayar oleh pihak
Lapindo. Sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai tata cara penyelesaian
bagi penyintas dengan cara tukar guling dengan perumahan KNV. Dalam Perpres
14/ 2007 hanya mengatur bahwa rumah dan tanah yang tenggelam karena
lumpur, dibeli oleh pihak Lapindo dengan mekanisme cicilan, 20%-80%. Pada
tahun 2008, setahun setelah ditetapkannya Perpres 14/ 2007, Lapindo mengaku
tidak memiliki cukup uang untuk melunasi cicilan aset warga yang tenggelam,
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akibat dampak krisis ekonomi global. Dengan kondisi semacam ini, pihak Lapindo
harus mencari cara agar tetap dapat melunasi cicilan bagi penyintas. Kemudian,
muncullah dua istilah skema pembayaran; cash and carry dan cash and
resettlement (Amiruddin, 2012: 67).

Cash and carry, sebuah istilah yang pertama kali diungkapkan oleh Bupati Sidoarjo
waktu itu, Win Hendrarso, merujuk pada bentuk pembayaran 80% cicilan secara
tunai. Sedangkan cash and resettlement, istilah yang diperkenalkan oleh pihak
Lapindo, merujuk pada bentuk pelunasan 80% dalam bentuk rumah. Namun
demikian, kedua bentuk skema ini memiliki konsekuensi yang panjang terkait
dengan solidaritas kelompok penyintas. Pada Juni 2008, pihak Lapindo berhasil
membujuk warga untuk menandatangai persetujuan skema cash and
resettlement. Sedangkan, masih banyak pula kelompok warga yang menginginkan
model cash and carry, dengan harapan mereka bisa merencanakan proses
resettlement secara mandiri dan kolektif (Amiruddin, 2012: 68). Pada titik tertentu,
kedua kelompok ini justru menciptakan konflik horizontal. Warga yang memilih
skema cash and carry menuduh kelompok cash and resettlement hanya
dimanfaatkan pihak Lapindo, termasuk menjadi antek perusahaan migas ini.
Sedangkan,kelompok cash and carry dituduh sebagai kelompok yang justru
memperlambat proses pelunasan.

Terpecahnya tuntutan warga tersebut membuat tak hanya munculnya benih-benih
konflik horizontal, juga memberikan gambaran mengenai bagaimana pola warga
menuntut pelunasan jual beli, termasuk pula persebaran relokasi pasca bencana.
Setidaknya, terdapat tiga kelompok penyintas berdasarkan proses skema
pelunasan jual beli di atas. Pertama, kelompok kecil penyintas memilih skema
pelunasan 80% tunai. Mereka berasal dari salah satu kelompok aliansi penyintas,
yakni Paguyuban Warga Renokenongo Menolak Uang Kontrak (Pagarekontrak).
Kelompok kedua, adalah penyintas yang memilih pembayaran tunai dan tinggal
tersebar, baik di wilayah Sidoarjo, maupun luar Sidoarjo. Kelompok terakhir,
adalah penyintas yang memilih skema cash and resettlement. Kelompok terakhir
ini pada akhirnya mendapatkan cicilan 80% dengan ditukar dengan perumahan
KNV. Warga yang memilih skema ini tergiur dengan aset perumahan yang
dibangun di wilayah tengah kota. Mereka berasal dari desa-desa yang masuk
dalam PAT Perpres 14/ 2007, yang juga masuk dalam kelompok-kelompok aliansi
penyintas lumpur Lapindo.

Namun demikian, yang harus menjadi catatan adalah tidak ada data pasti yang
resmi dikeluarkan, baik oleh pemerintah maupun Lapindo, tentang berapa jumlah
penyintas bencana lumpur Lapindo, sejak diterbitkannya peraturan pertama, yakni
Perpres 14/ 2007 hingga yang terakhir, Perpres 21/ 2017. Artinya pula tidak ada
data pasti berapa jumlah penyintas yang melakukan relokasi termasuk
persebarannya. Hal ini terkait dengan berapa jumlah warga yang pada akhirnya
tinggal di relokasi mandiri, seperti kelompok pertama dan kedua. Demikian pula
dengan data mengenai warga yang tinggal di KNV terkait berapa jumlah, berasal
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dari mana, tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Mutiara Masyur Sejahtera (MMS—
pengembang perumahan, anak perusahaan Lapindo).Yang selama ini tersedia
hanyalah jumlah berkas tanah dan rumah yang tenggelam berdasarkan Peta Area
Terdampak (PAT) yang selalu direvisi setiap terbitnya peraturan presiden.

Maka pihak Lapindo mengklaim bahwa dibangunnya KNV merupakan bentuk
penyelesaian secara sosial, yang merupakan bagian dari komitmen perusahaan
untuk menyelesaian masalah pasca bencana. Padahal dalam Perpres 14/ 2007,
tidak pernah ada satu pasalpun yang menyebutkan penyelesaian jual beli
dilakukan dengan cara penggantian dengan resettlement. Akan tetapi, dari
pembangunan KNV ini, Lapindo melalui medianya justru mengatakan bahwa ada
banyak warga yang justru berterima kasih kepada Lapindo (Editorial, 2008).
Benarkah demikian? Berasal dari klaim Lapindo di atas, saya mencoba menelusuri,
bagaimana sebenarnya konstruksi ekonomi-politik dari pembangunan
resettlement KNV tersebut? Untuk kepentingan apa KNV dibangun? Benarkan KNV
bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial budaya penyintas? Melalui tulisan
singkat ini, saya mencoba menelusuri dimensi ekonomi-politik dari pembangunan
dan penyediaan resettlement KNV oleh pihak Lapindo. Meskipun tidak pernah
diamanatkan secara langsung melalui Perpres 14/ 2007, namun pihak Lapindo
justru bertekad mengadakan pembangunan KNV, yang pada gilirannya diklaim
sebagai keberhasilan penyelesaian pasca bencana Lapindo.

2. METODE

Tulisan ini bagian dari penelitian lapangan yang saya lakukan pada komunitas
penyintas lumpur Lapindo sejak 2011. Metode kualitatif saya pilih dalam rangka
mendalami data mengenai penyediaan resettlement ini. Data saya gali dengan
wawancara mendalam dengan beberapa informan penting, seperti dengan salah
satu CEO perusahaan holder di bawah Lapindo Brantas, yang juga merupakan
akademisi dari salah satu universitas besar di Jawa Timur. Informan ini
memberikan data terkait tujuan sebenarnya dibangun KNV, untuk kepentingan
siapa, dan hal terkait lainnya. Data sekunder saya telusuri melalui studi dokumen,
seperti media terbitan Lapindo yaitu Solusi, juga pembacaan kembali atas
peraturan presiden yang diterbitkan sejak awal bencana terjadi. Dari model
penelitian kualitatif model ini, dapat tergambarkan bagaimana konstruksi sosial-
budaya pembangunan resettlement KNV. Asumsi dasar dalam tulisan ini adalah
bahwa ada pembangunan dan penyediaan KNV tidak dapat dipandang secara
linear semata. Pembangunan dan penyediaan resettlement tersebut mengandung
kepentingan terutama dari pihak Lapindo.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Melupakan Masalah Sosial dan Ekologis

Selain masalah jual beli, sebenarnya ada banyak hal lain yang menjadi dampak
bencana luapun lumpur yang belum banyak diungkap oleh media. Misalnya
kandungan senyawa logam berat bernama polycyclic aromatichydrocarbon (PAH),
senyawa pemicu sel kanker yang melebihi ambang batas normal di lokasi-lokasi
dekat dengan semburan (Walhi, 2008). Termasuk juga kandungan besi (Fe) pada
air tanah di desa sekitar semburan lumpur juga memicu kecenderungan penyakit
seperti diare, mual, muntah, hingga nyeri perut (Putri dan Yudhastuti 2013).

Belum lagi permasalahan dampak pada sektor ekonomi regional berupa kerugian
dalam sektor bisnis yang sampai pada akhir 2007 saja sebesar Rp. 28.3 triliun, di
antaranya berupa Rp 8.3 triliun kerugian karena masalah infrastruktur, Rp. 5.8
triliun kerugian karena berkurangnya nilai produk khas Sidoarjo, serta Rp. 14.2
triliun kerugian secara tidak langsung karena terganggunya aktivitas ekonomi Jawa
Timur (McMichael, 2009). Di level yang lebih mikro, pada 2006 saja misalnya, telah
mengakibatkan 1.873 orang kehilangan pekerjaan (Batubara dan Utomo, 2011:
40). Gambaran ini sebenarnya hanya mencerminkan kerugian ekonomi hanya
dalam periode beberapa tahun. Dapat dipastikan kerugian semacam ini dapat
terus bertambah seiring luapan lumpur yang semakin meluas.

Di sisi lain, terdapat permasalahan yang hingga lebih dari sepuluh tahun
semburan lumpur, masih saja berlangsung. Ada banyak warga dari tiga kecamatan
tersebut harus merelakan rumah dan tanah mereka tenggelam. Dari catatan de
Rosari saja, sejak sebulan pertama, lumpur telah menggenangi empat desa; Siring,
Jatirejo, Renokenongo Kecamatan Porong, dan Desa Kedungbendo Kecamatan
Tanggulangin (2007: 31). Tercatat pula desa dan kelurahan seperti Mindi, Besuki,
Ketapang, Gempolsari, Pejarakan, Kedungcangkring tenggelamkan, dan masih
banyak lagi desa yang terancam tergenang (Amiruddin dan Fitrianita, 2014).
Meskipun bukan angka pasti, McMichael menyebutkan ada lebih dari 30.000 jiwa
harus melakukan pindah paksa (2009: 74). Masalah rumah dan tanah yang
tenggelam inilah yang kemudian menjadi fokus penanganan yang diambil pihak
Lapindo. Penanganan yang dimaksud berbentuk jual beli, yang menempatkan
warga penyintas sebagai pihak yang menjual asetnya, sedangkan pihak Lapindo
sebagai pembelinya.

Untuk menangani bencana ini sejak 2006 terdapat satu keputusan presiden,
Kepres 13/ 2006 dan lima peraturan presiden; Perpres 14/2007, Perpres 48/ 2008,
Perpres 40/ 2009, Perpres 68/ 2011, Perpres 37/2012 dan Perpres 33/2013. Dari
semua peraturan presiden menegaskan tugas Badan Penanggulangan Lumpur
Sidoarjo (BPLS), perluasan Peta Area Terdampak (PAT), dan mekanisme jual beli
tanah dan rumah yang tenggelam. Khusus pada Perpres 14/2007, pihak Lapindo
melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya memiliki peran membeli
aset warga yang tenggelam, antara lain dalam pasal 15:
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“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas
membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo
dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal
22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan
luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah.”

Maka dapat digambarkan bahwa, bentuk aturan yang diamanatkan oleh perpres di
atas, hanya menempatkan penyintas sebagai mitra jual beli. Ketika menjadi mitra
jual beli, maka antara perusahaan dan penyintas, seolah dianggap memiliki posisi
yang setara, alih-alih menempatkan Lapindo sebagai pihak yang bersalah yang
harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Padahal, pada kenyataannya,
Lapindo merupakan bentuk kekuatan kapitalisme yang pastinya berbeda dengan
penyintas. Dalam prakteknya, pihak yang lebih kuat inilah yang pada akhirnya
mampu mengarahkan proses, bukan lagi melunasi 80% cicilan secara tunai,
melainkan membelokkan proses menjadi penggantian dengan resettlement. Lalu,
bagaimana posisi pemerintah? Melalui perpres, pemerintah justru memberikan
keleluasaan kepada pihak Lapindo untuk tidak lagi menjalankan amanat Perpres
14/2007, tanpa adanya punishment yang berarti.

Dengan demikian, proses penyelesaian bagi penyintas lumpur Lapindo murni
proses jual beli, baik secara tersurat dalam naskah Perpres 14/ 2007, maupun
tersirat dalam praktik kesehariannya. Maka, selama ini, yang menjadi fokusnya
adalah penyelesaian secara ekonomi saja, sehingga seakan-akan ketika terdapat
skema penyediaan resettlement KNV, maka penyelesaian penyintas lumpur
Lapindo telah tuntas. KNV dianggap sebagai kunci penyelesaian masalah bagi
penyintas. Di saat yang sama, masalah lain seperti degradasi lingkungan dan
potensi konflik horizontal, nyaris tak pernah hadir dalam wacana publik. Maka,
Lapindopun tidak pernah dilekatkan dengan tuntutan atas tanggung jawab
pemulihan lingkungan dan sosial.

3.2 Memulihkan Nama Baik

Meskipun tidak pernah diamanatkan oleh Perpres 14/2007 untuk menyediakan
resettlement, mengapa pihak Lapindo justru membangun KNV pada 20097 Untuk
kepentingan apa pemukiman ini dibangun? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan di atas, saya mengajukan dua perspektif berbeda. Pertama dari
pandangan penyintas. Penyintas yang pada akhirnya memilih skema pembayaran
cash and resettlement sesungguhnya justru menyerahkan kehidupan pasca
bencana kepada pihak Lapindo. Pada akhirnya, penyediaan hunian pasca
bencanapun, warga sama sekali tak memiliki kewenangan untuk merencanakan
dan merancang hunian berdasarkan kehidupan sosial budaya mereka. Maka tak
heran ketika saya melakukan penelitian di tahun 2017 lalu, ada banyak rumah
dijual kepada pihak lain, atau justru rumah di KNV ini terbengkalai, tak terawat,
karena tidak ditinggali.
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Gejala tersebut, sebenarnya sama halnya dengan yang saya catat pada 2011-2012
lalu, ketika saya pertama kali meneliti kehidupan warga di KNV. Terdapat banyak
warga yang kehidupannya justru tidak kunjung membaik manakala telah tinggal di
KNV. Seperti warga yang dulunya bekerja sebagai petani, adalah tipologi penyintas
yang benar-benar mengalami kesulitan hidup ketika tinggal di tengah kota. Salah
seorang informan mantan petani menceritakan, meski dia memiliki uang untuk
membeli atau menyewa sawah, namun hal ini menjadi mustahil ketika dia hidup di
kota. Pada akhirnya dia menjadi pengangguran dan uang sisa jual beli hanya
dihabiskan untuk biaya hidup keluarga (Amiruddin, 2012: 88). Bagi warga yang
terbiasa hidup wilayah pedesaan, menjadi warga KNV membuatnya harus
mengeluarkan biaya ekstra dalam memenuhi kebutuhan hidup perkotaan.

Pun demikian dengan masalah konflik horizontal yang terjadi di antara warga yang
tinggal di KNV, membuat kehidupan sosial semakin renggang. Konflik ini dipicu
oleh bagaimana proses penyediaan dan pendistribusian KNV. Temuan Amiruddin
(2012: 76) menujukkan bahwa agar pemukiman ini laku dan dipilih oleh penyintas
sebagai bagian dari proses jual beli, maka pihak Lapindo mempekerjakan makelar.
Seorang makelar akan diberikan uang oleh Lapindo jika dia berhasil mengajak
kawan atau tetangga sesama penyintas untuk memilih KNV. Di satu sisi,
mekanisme ini menghancurkan kekuatan warga yang semula sepakat memilih
cash and carry, selain pula muncul tuduhan sebagai pengkhianat kelompok aliansi
penyintas. Di sisi yang lain, makelar yang awalnya menjanjikan banyak hal seperti
ketika nanti tinggal di KNV akan bersebelahan dengan tetangga lama, nyatanya tak
pernah terlaksana. Padahal, sudah banyak calon penghuni KNV yang sudah
membayarkan uang pelicin, untuk mempermudah mewujudkan harapan tersebut.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa, sejak awal perumahan KNV ditempati oleh
penyintas, kondisi sosial-ekonomi, ternyata tak kunjung pulih.

Lalu, mengapa mengapa mekanisme penyediaan dan pendistribusian resettlement
dilakukan dengan cara demikian? Dari penjelasan paragraf sebelumnya dapat
dilihat bahwa pihak Lapindo sangat getol mempromosikan mekanisme cash and
resettlement, dengan menawarkan KNV. Melalui wawancara yang pernah saya
lakukan dengan salah satu pejabat Lapindo, mengatakan bahwa, KNV merupakan
kunci dalam memperbaiki nama baik pemilik perusahaan. Reputasi pemilik, yang
juga salah seorang politikus berpengaruh itu, dipertaruhkan dalam proyek
penyediaan resettlement (Amiruddin, 2012: 71). Itulah kenapa, meski penyediaan
resettlement tidak pernah tertuang dalam Perpres 14/ 2007, namun Lapindo justru
getol memaksakan proyek KNV terwujud dengan berbagai macam cara.

Maka, pantas saja, proyek pemukiman kembali tersebut memang tak pernah
direncanakan untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi penyintas, melainkan
nama baik pemilik perusahaan. Yang menjadi tujuan utama bukanlah memulihkan
kondisi penyintas, melainkan citra diri pemilik perusahaan. Justru penyintas yang
memilih resettlement KNV-lah yang sebenarnya dimanfaatkan untuk menopang
perbaikan citra pemilik perusahaan. Karena dianggap berhasil, proyek
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resettlement ini, mendapat banyak pujian, salah satunya berasal dari Menteri
Sosial, Bachtiar Chamsah, pada 3 Juli 2008 yang mengatakan bahwa KNV
merupakan wujud nyata komitmen Lapindo (Anonim, 2008: 5).

4. KESIMPULAN

Proses pemukiman kembali yang disediakan pihak Lapindo sebagai bagian dari
proses jual-beli aset sesungguhnya merupakan upaya pihak perusahaan tambang
dalam memperbaiki reputasi pemilik perusahaan cum politikus berpengaruh. Alih-
alih memulihkan kehidupan penyintas, tujuan disediakannya perumahan KNV
justru untuk memperbaiki nama baik perusahaan tambang yang terlanjur buruk
karena dianggap sebagai penyebab bencana semburan lumpur. Di lain pihak,
ketiadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur proses penyediaan
resettlement juga dimanfaatkan oleh pihak Lapindo agar proyek KNV diminati oleh
penyintas dengan cara apapun. Penyediaan KNV diklaim oleh pihak Lapindo
sebagai upaya tanggung jawab sosial yang nyatanya hanya bermuara pada cara
memperbaiki citra sang politikus.

Tulisan ini hanyalah bagian kecil dari permasalahan bencana lumpur Lapindo yang
seolah-olah telah tuntas penyelesaiannya dengan mekanisme kapitalistik berupa
pelunasan jual beli. Ada banyak masalah lain yang belum menemukan titik
penyelesaian, seperti pemulihan kondisi lingkungan sekitar semburan yang tidak
pernah mendapatkan penanganan serius, baik oleh pihak Lapindo dan
pemerintah. Maka, penting bagi peneliti berikutnya untuk menggali hal-hal di luar
masalah sekedar pelunasan aset saja.
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ANCAMAN DAN POTENSI GEMPABUMI DI KEPAHIANG,
PROVINSI BENGKULU

Supartoyo’ dan Litman?

TPusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi
2BMKG Stasiun Kepahiang

ABSTRACT

Kepahiang is one area that vulnerable to the earthquake hazard in Indonesia.
Earthquake source in Kepahiang area comes from subduction zone in the sea and
active fault on land. Earthquake source which potentially cause earthquake
disaster comes from active fault movement on land. Based on analysis of
epicenter for destructive earthquake distribution, destructive earthquake impact,
and geological structure, the earthquake source of Kepahiang area comes from
active fault movement which are Musi segment of Sumatera fault and Sempiang
fault. Activity of the movement of these two active faults has the potential to cause
a disaster, although the magnitude is not too large, but has a shallow depth that is
destructively. The Musi segment of Sumatera fault has caused a destructive
earthquake in 1979, while the Sempiang fault caused destructive earthquakes in
1997 and 2017. Therefore, Kepahiang area is prone to the earthquakes, it is
necessary mitigation efforts through structural and non structural mitigation. The
mitigation efforts aimed to minimize risk of earthquake disaster that may be
repeated in the future.

Keywords : destructive earthquake, Musi segment of Sumatera fault,
Sempiang fault, mitigation efforts

ABSTRAK

Kepahiong merupakan salah satu daerah rawan gempabumi di Indonesia.
Sumber gempabumi daerah Kepahiang berasal dari zona subduksi di laut dan
sesar aktif di darat. Sumber gempabumi yang berpotensi untuk mengakibatkan
terjadinya bencana gempabumi berasal dari sesar aktif di darat. Berdasarkan
analisis data sebaran pusat gempabumi merusak, sebaran dampak gempabumi
merusak, dan struktur geologi, sumber gempabumi daerah Kepahiang berasal
dari pergerakan sesar aktif yaitu Segmen Musi Sesar Sumatera dan sesar
Sempiang. Aktivitas pergerakan kedua sesar aktif tersebut berpotensi
mengakibatkan terjadinya bencana, meskipun magnitudo yang dihasilkan tidak
terlalu besar, namun mempunyai kedalaman dangkal sehingga bersifat merusak.
Segmen Musi Sesar Sumatera pernah mengakibatkan terjadinya gempabumi
merusak pada tahun 1979, sedangkan sesar Sempiang mengakibatkan
gempabumi merusak pada tahun 1997 dan 2017. Oleh karena daerah Kepahiang
rawan terhadap gempabumi, maka diperlukan upaya mitigasi melalui mitigasi
struktural dan mitigasi non struktural. Upaya mitigasi tersebut bertujuan untuk
meminimalkan risiko bencana gempabumi yang mungkin akan terulang di
kemudian hari.
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Kata kunci : gempabumi merusak, Segmen Musi Sesar Sumatera, Sesar
Sempiang, upaya mitigasi

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kepahiang merupakan bagian dari Provinsi Bengkulu yang mengalami
pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong sebagai kabupaten induk pada tanggal
pada 7 Januari 2004 dengan ibu kotanya adalah Kota Kepahiang. Kota Kepahiang
merupakan tempat strategis karena sebagai lintasan menuju Kota Curup dan kota-
kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Lubuk Linggau, Lahat, Muaraenim,
Pagar Alam, dan Palembang. Kota Kepahiang dapat ditempuh dari Kota Bengkulu
sekitar 1,5 jam dengan perjalanan darat dengan kondisi jalan beraspal hotmik.

Secara administratif, daerah ini terbagi menjadi delapan kecamatan dan 91 desa.
Mayoritas penduduk Kabupaten Kepahiang adalah suku Rejang. Daerah
Kabupaten Kepahiang secara umum merupakan daerah subur karena tanahnya
tersusun oleh pelapukan dari batuan gunungapi muda yang telah mengalami
pelapukan.

Disamping kesuburan tanahnya, Kabupaten Kepahiang rawan terhadap potensi
bencana geologi, khususnya bencana gempabumi. Sumber gempabumi yang
mengancam daerah Kepahiang berasal di darat bersumber dari sesar aktif yaitu
Segmen Musi Sesar Sumatera. Disamping itu terdapat sesar aktif lainnya yang
terdapat di daerah ini, yaitu Sesar Sempiang. Kejadian gempabumi yang
bersumber dari pergerakan sesar aktif pada umumnya bersifat merusak meskipun
magnitudonya tidak besar, namun mempunyai kedalaman dangkal, seperti
kejadian gempabumi yang terjadi di Kepahiang pada tanggal 16 Oktober 2017.

Hingga kini tulisan tentang kegempaan daerah Kepahiang masih jarang. Oleh
karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah data berkaitan dengan
kegempaan dan sumber gempabumi yang ada di daerah Kepahiang. Tulisan ini
membahas potensi dan ancaman gempabumi daerah Kepahiang berdasarkan
analisis kejadian gempabumi merusak yang pernah terjadi, dampak gempabumi
tanggal 16 Oktober 2017, struktur geologi dan analisis sumber gempabumi.
Adapun tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang gempabumi,
sumber gempabumi, potensi dan ancamannya di daerah Kepahiang, Provinsi
Bengkulu. Informasi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk keperluan mitigasi
dan penataan ruang sesuai dengan amanah Undang - Undang (UU) nomor 24
tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan UU nomor 26 tahun 2007
tentang penataan ruang.

2. METODOLOGI

Metode yang dipergunakan pada tulisan ini adalah studi literatur, pengambilan
data lapangan, pengolahan dan analisis data. Studi literatur meliputi
mengumpulkan data tektonik, geologi termasuk struktur geologi, parameter
kejadian gempabumi dan gempabumi merusak daerah Kepahiang dan sekitarnya.
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Pengambilan data lapangan dilakukan pada waktu melakukan survei pasca
gempabumi Kepahiang dari tanggal 22 hingga 27 Januari 2018. Data yang diambil
meliputi sebaran jejak retakan tanah, kerusakan bangunan, litologi (batuan),
morfologi, dan tata guna lahan daerah Kepahiang. Pengolahan data meliputi
plotting data retakan tanah, kerusakan bangunan, penyusunan peta intensitas
gempabumi tanggal 16 Oktober 2017, sebaran struktur geologi. Adapun
analisisnya adalah pendekatan morfotektonik untuk mengidentifikasi sumber
gempabumi daerah Kepahiang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tektonik dan Kondisi Geologi Daerah Kepahiang

Daerah Kepahiang merupakan bagian dari kerak Sunda (Sundaland), dan kerak
Sunda ini merupakan bagian dari lempeng benua Eurasia (Hall, 2002). Menurut
Minster dan Jordan (1978 dalam Yeats, 1997), Lempeng Lempeng Indo-Australia
bergerak ke arah utara dengan kecepatan sekitar 7 cm/ tahun dan bertumbukan
dengan Lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan
sekitar 0,4 cm/ tahun. Tumbukan tersebut telah terjadi sejak Jaman Kapur (sekitar
66 juta tahun yang lalu) dan masih berlangsung hingga kini. Zona tumbukan
tersebut membentang di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa,
selatan Bali dan Nusa Tenggara, dan membelok di Kepulauan Maluku, yang
membentuk palung laut dan dikenal sebagai zona subduksi. Zona subduksi
merupakan sumber gempabumi di laut dan juga sumber pembangkit tsunami.

Daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu terletak agak jauh dari zona subduksi.
Namun demikian akibat proses tektonik yang terjadi telah mengakibatkan
terbentuknya struktur geologi, yaitu lipatan dan sesar. Beberapa sesar tersebut
merupakan sesar aktif dan dibuktikan terjadinya gempabumi.

Morfologi daerah Kepahiang sebagian tersusun oleh perbukitan hingga perbukitan
terjal dan sebagian lagi merupakan dataran hingga dataran bergelombang. Kota
Kepahiang terletak pada morfologi dataran yang dikelilingi oleh perbukitan.
Morfologi perbukitan hingga perbukitan terjal tersusun oleh batuan rombakan
gunungapi muda berumur Kuarter terdiri-dari lava, breksi gunungapi dan tuff.
Adapun morfologi dataran hingga dataran bergelombang pada juga tersusun oleh
endapan berumur Kuarter berupa endapan alluvial sungai, endapan alluvial hasil
pelapukan dari batuan rombakan gunungapi muda.

Endapan Kuarter dan batuan rombakan gunungapi muda yang telah mengalami
pelapukan pada umumnya bersifat urai, lepas, belum kompak (unconsolidated),
lunak, dan memperkuat efek goncangan gempabumi atau amplifikasi, sehingga
rawan terhadap goncangan gempabumi. Kerusakan bangunan yang terjadi akibat
goncangan gempabumi pada umumnya ditempati oleh endapan Kuarter. Apabila
endapan Kuarter tersebut bersifat jenuh air dengan muka air tanah dangkal, maka
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likuifaksi

akan berpotensi mengalami

proses

(liquefaction) bila digoncang

gempabumi dengan kekuatan cukup besar, umumnya diatas magnitudo 6 SR.

Struktur geologi Daerah Kepahiang didominasi oleh sesar atau patahan. Secara
umum sesar - sesar yang terdapat di daerah Kepahiang mengikuti pola struktur
Pulau Sumatera yang berarah barat laut - tenggara. Beberapa sesar lainnya
mempunyai arah utara - selatan dan timur laut - barat daya. Pola struktur geologi
tersebut terbentuk akibat aktivitas tektonik yang terjadi sebelumnya.

INDIAN
| OCEAN
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Gambar 1. Tataan tektonik kawasan Indonesia bagian barat (Hall, 2002). Kotak merupakan
daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
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Gambar 2. Struktur geologi daerah Kepahiang dan sekitarnya. Garis hitam tipis struktur
geologi. Garis merah Sesar Sumatera. Bulatan merah merupakan pusat gempabumi
merusak dan tahun kejadian. Data dikompilasi dari beberapa peneliti terdahulu (Gafoer
dkk., 1992; Sieh dan Natawidjadja, 2000).
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3.2 Kegempaan dan Sejarah Gempabumi Merusak Daerah Kepahiang

Daerah Kepahiang dan sekitarnya sering terlanda kejadian gempabumi terutama
dari kejadian gempabumi yang bersumber dari zona penunjaman atau zona
subduksi di laut. Sebaran kegempaan dari zona subduksi di daerah Bengkulu
termasuk tinggi tingkat kegempaannya (Gambar 1). Wilayah Bengkulu termasuk
daerah Kepahiang merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi di Indonesia.
Wilayah ini terletak pada batas lempeng aktif (active plate margin) dicirikan tingkat
kegempaan yang tinggi.

Sumber gempabumi wilayah Kepahiang terletak di laut dari zona subduksi dan di
darat dari sesar Sumatera dan sesar aktif lainnya. Zona subduksi dengan
kedalaman dangkal atau kurang dari 50 km disebut megathrust, membentang di
sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusatenggara dan membelok di
laut Banda Provinsi Maluku. Di sebelah barat daerah Bengkulu zona megathrust ini
mampu menghasilkan gempabumi dengan magnitudo maksimum sebesar 8,9 mw
(moment magnitude) pada bagian utara (megathrust Mentawai-Pagai), adapun di
bagian selatan daerah Bengkulu yaitu pada megathrust Enggano diperkirakan
mampu menghasilkan gempabumi dengan magnitudo maksimum sebesar 8,4 mw
(Pusat Studi Gempa Nasional/ Pusgen, 2017). Daerah Kepahiang terletak cukup
jauh dari zona subduksi, sehingga potensi terjadinya bencana gempabumi
dominan oleh aktivitas sumber gempabumi yang terletak di darat. Namun
demikian efek goncangan dari gempabumi bersumber dari zona subduksi ini
masih dapat dirasakan di daerah Kepahiang.

Sumber gempabumi daerah Kepahiang di darat berasal dari aktivitas sesar aktif.
Sesar aktif utama yang melalui daerah Kepahiang adalah sesar Sumatera yang
membentang sepanjang pegunungan Bukit Barisan dari Aceh hingga Teluk
Semangko Provinsi Lampung. Sesar Sumatera bukan merupakan satu sesar
tunggal, namun terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut segmen, dan setiap
segmen merupakan sumber gempabumi. Sieh dan Natawidjaja (2000) telah
membagi Sesar Sumatera menjadi 19 segmen, yaitu segmen Seulimeum, Aceh,
Batee, Tripa, Renun, Toru, Angkola, Barumun, Sumpur, Sianok, Sumani, Suliti,
Siulak, Dikit, Ketahun, Musi, Manna, Komering dan Semangko. Adapun untuk
daerah Kepahiang dilewati oleh segmen Musi. Segmen Musi Sesar Sumatera
diperkirakan mampu menghasilkan gempabumi dengan magnitudo maksimum
sebesar 7,2 mw (Pusgen, 2017).

Berdasarkan catatan sejarah kejadian gempabumi merusak di Indonesia, daerah
Kepahiang paling tidak telah terlanda tiga kejadian gempabumi merusak
(penambahan data dari Supartoyo dkk., 2014), yaitu tahun 1979, 1997 dan 2017.
Dari ketiga kejadian gempabumi merusak tersebut, kejadian gempabumi tahun
1979 tepatnya pada tanggal 15 Desember 1979 merupakan bencana gempabumi
terparah. Kejadian gempabumi tersebut dengan magnitudo 6,6 Skala Richter dan
lokasi pusat gempabumi terletak di darat yang diperkirakan dari aktivitas segmen
Musi Sesar Sumatera telah mengakibatkan 4 orang meninggal dunia, beberapa
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orang luka-luka, diperkirakan 550 bangunan rusak di Kepahiang, terjadi retakan
tanah dan longsoran. Sejarah kejadian gempabumi merusak selengkapnya daerah
Kepahiang tercantum pada tabel 1 berikut ini.

ALY

e Q o) Bengkuoh

pa?\iang e
L]

Gambar 3. Peta sebaran kegempaan Provinsi Bengkulu dan sekitarnya tahun 1900 - 2017
bersumber dari USGS. Bulatan merah kedalaman 0 - 50 km, bulatan hijau kedalaman 50-
100 km, dan bulatan biru kedalaman > 100 km.

Tabel 1. Kejadian gempabumi merusak daerah Kepahiang, Provinsi Bengkulu (penambahan
data dari Supartoyo dkk., 2014).

NO

NAMA
GEMPA

TANGGAL

PUSAT
GEMPA

KDLM
(KM)

MAG

SKALA
MMI

KERUSAKAN

Kepahiang

Kepahiang

15/12/1979

15/05/1997

3,59°LS
102,53°BT

3,6°LS
102,6°BT

33

33

6,6 SR

5SR

VII-IX

V-Vi

4 org meninggal
di Kab. Rejang
Lebong. Bencana
melanda desa
Daspetah. Di
Kepahiang 550
rumah rusak. Di
Rejang  Lebong
630 rumah rusak,
terjadi tanah
longsor &
retakan tanah. Di
Bengkulu banyak
rumah terlepas
dari pondasinya,
pipa-pipa air
ledeng rusak
berat. Episenter
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terletak di darat.

Di Pasar Ujung,
Kec. Kepahiang
65 bangunan
rusak.  Retakan
tanah sepanjang
+ 1 km di Pasar

3. Kepahiang | 16-10-2017 | 3,6°LS - | 1 34SR |V Ujung hingga
08:53:02 102,58°BT Pasar  Tengah.
WIB Gempa ini
bersifat lokal.
Terjadi  gempa
susulan.
14 rumah
penduduk rusak
di Desa/

Kelurahan Bogor
Baru dan terjadi
retakan tanah.

7 rumah
penduduk rusak
di Desa/
Kelurahan Pasar
ujung.

3.3 Potensi Sumber Gempabumi Daerah Kepahiang

Untuk mengetahui ancaman dan potensi gempabumi terhadap suatu daerah
dilakukan analisis sumber gempabumi. Daerah yang terletak dekat dengan
sumber gempabumi akan menerima goncangan gempabumi yang lebih kuat
dibandingkan daerah yang terletak jauh dari sumber gempabumi, sehingga akan
rawan terhadap goncangan gempabumi. Berdasarkan posisi letak sumber
gempabumi, maka sumber gempabumi yang terletak dekat dengan Kota
Kepahiang adalah bersumber dari sesar aktif, dalam hal ini adalah Segmen Musi
Sesar Sumatera dan sesar aktif lainnya.

3.3.1 Sumber Gempabumi Sesar Sumatera

Sesar Sumatera yang melewati daerah Kepahiang adalah segmen Musi. Menurut
data dari Sieh dan Natawidjadja (2001) segmen Musi dibatasi oleh segmen Ketaun
pada bagian utara dan segmen Manna pada bagian selatan, memiliki panjang
sekitar 70 km, lebar zona dilatational step over sekitar 5,6 km, kenampakan
geomorfik berupa depresi lembah, jarak dari deformasi muka atau zona subduksi
sekitar 260 km, kedalaman penunjaman zona Benioff sekitar 115, sejarah
gempabumi dengan magnitudo maksimum adalah 6,6 mw (moment magnitude),
dan nilai slip rate berdasarkan offset sungai sekitar 11 mm/ tahun.
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Berdasarkan plot sebaran segmen Musi sesar Sumatera dari data Sieh dan
Natawidjadja (2001) dengan peta topografi lembar 0912-23 Kepahiang skala 1 :
50.000 yang diterbitkan oleh BIG (dulu Bakosurtanal) tahun 1984, berjarak sekitar
1,7 km timur Kota Kepahiang. Garis segmen Musi sesar Sumatera tersebut tidak
terletak tepat di Sungai Musi di daerah Kepahiang, tetapi di timur Sungai Musi
dengan jarak berkisar antara 1,2 km hingga 3,1 km. Garis sesar tersebut terletak
pada endapan batuan gunungapi berupa breksi gunungapi (Gafoer dkk., 1992).
Berdasarkan catatan kejadian gempabumi merusak dari Supartoyo dkk (2014),
segmen ini diperkirakan pernah mengakibatkan terjadinya gempabumi kuat pada
tanggal 15 Desember 1979 dengan magnitudo 6,6 SR dan terletak di darat
dengan kedalaman dangkal. Dengan skala intensitas gempabumi berkisar VIII-IX
MMI goncangan gempabumi ini terasa kuat dan diperkirakan bisa terbentuk
pensesaran permukaan pada saat itu. Kerusakan terparah di desa Daspetah
diperkirakan karena lokasinya yang terletak dekat dengan pusat gempabumi. Jarak
yang dekat dengan Kota Kepahiang dengan magnitudo maksimum mencapai 7,2
mw pada segmen ini (Pusgen, 2017), maka harus diwaspadai kemungkinan
terulangnya gempabumi di kemudian hari. Sebagai ibukota kabupaten, Kota
Kepahiang pasti akan berkembang terutama sebaran lokasi permukiman, dan hal
ini tentu akan meningkatkan risiko bencana gempabumi.

3.3.2 Sumber Gempabumi Sesar Sempiang

Kejadian gempabumi pada tanggal 16 dan 20 Oktober 2017 yang melanda daerah
Kepahiang bersifat lokal, dan hanya stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika (BMKG) stasiun Kepahiang yang mencatat kejadian gempabumi tersebut.
Parameter kejadian gempabumi tersebut ditampilkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Parameter kejadian gempabumi tanggal 16 dan 20 Oktober 2017 bersumber dari
BMKG stasiun Kepahiang.

No. Tanggal Pukul Pusat Magnitudo | Kedalaman Keterangan
(WiB) | Gempabum | gp (skala (km)
i Richter)

1. 16-10-2017 08:53:02 | 3,6°LS dan | 34 1 4,8 km utara Kota
102,58°BT Kepahiang

2. 20-10-2017 07:36:00 | 3,65°LS dan | 3,0 1 780 m selatan Kota
102,58°BT Kepahiang

3. 20-10-2017 | 07:37:15 | 3,6°LS dan | 2,8 1 9,2 km timur laut
102,65°BT Kota Kepahiang

Kejadian gempabumi tersebut telah mengakibatkan bencana di Desa/ Kelurahan
Bogor Baru dan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Hasil
pemeriksaan lapangan memperlihatkan adanya retakan tanah di desa Bogor Baru
berarah utara - selatan dan barat laut - tenggara. Berdasarkan data Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang dampak dari
kejadian gempa bumi tersebut adalah 14 rumah penduduk mengalami kerusakan
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dan terjadi retakan tanah di Desa/ Kelurahan Bogor Baru, Kecamatan Kepahiang,
serta 7 rumah penduduk mengalami kerusakan di Desa/ Kelurahan Pasar Ujung,
Kecamatan Kepahiang.

Skala intensitas gempabumi maksimum kejadian gempabumi tanggal 16 Oktober
2017 melanda Desa Bogor Baru yang mencapai skala intensitas V MMI (Modlified
Mercally Intensity). Hal ini dicirikan oleh : terasa orang di luar rumah, orang sedang
tidur terbangun, cairan bergerak dan tumpah, barang di meja dan di dinding jatuh,
plesteran tembok dinding terkelupas, pintu membuka dan menutup.

Untuk menganalisis sumber gempabumi tanggal 16 Oktober 2017 dilakukan
analisis berdasarkan data posisi pusat gempabumi dan morfotektonik
berdasarkan kenampakan peta topografi lembar Kepahiang dan pengamatan
lapangan. Berdasarkan plot lokasi pusat gempabumi, sebaran kerusakan rumah
penduduk dan lokasi retakan tanah yang terjadi terletak cukup jauh dari lokasi
pusat gempabumi. Pada umumnya lokasi kerusakan bangunan dan retakan tanah
yang terjadi akan memperlihatkan bahwa lokasi tersebut terletak dekat dengan
pusat gempabumi. Berdasarkan analisis morfotektonik dari peta topografi terlihat
adanya kelurusan lembah, pembelokan sungai dan diduga adanya offset sungai.
Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa lokasi kerusakan bangunan dan
retakan tanah berada pada lembah sungai Sempiang, juga ditemukan mata air.
Lokasi tersebut terletak di Desa Bogor Baru. Kerusakan bangunan yang terjadi
akibat gempabumi tanggal 20 Oktober 2017 terletak di Desa Pasar Ujung yang
masih terletak pada lembah Sungai Sempiang. Berdasarkan data tersebut, maka
kejadian gempabumi tanggal 16 dan 20 Oktober 2017 diakibatkan oleh sesar yang
berada di Sungai Sempiang dan dapat disebut sesar Sempiang.

Sesar Sempiang berarah barat laut - tenggara dengan panjang sekitar 8,9 km dan
berada di bagian timur Kota Kepahiang. Sebelumnya pada tanggal 15-5-1997
pernah terjadi gempabumi yang juga bersifat lokal dengan magnitudo 5 SR dan
mengakibatkan kerusakan bangunan dan retakan tanah di desa Pasar Ujung,
Kabupaten Kepahiang. Kejadian gempabumi pada tahun 1997 diperkirakan akibat
aktivitas Sesar Sempiang. Dengan menggunakan metode dari Well dan
Coppersmith (1994), maka besarnya magnitudo maksimum dari Sesar Sempiang
adalah sekitar 6,2 mw. Gempabumi dengan magnitudo ini tentu akan berpotensi
menimbulkan bencana.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, jumlah
penduduk Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 sebesar 133.703 jiwa dan
44.298 jiwa diantaranya bermukim di Kecamatan Kepahiang. Dengan terdapatnya
paling tidak dua sesar aktif yang terletak dekat dengan Kota Kepahiang, yaitu
segmen Musi sesar Sumatera dan sesar Sempiang, maka akan berpotensi
mengancam bencana gempabumi apabila bersumber dari dua sesar aktif tersebut.
Oleh karena itu mutlak diperlukan upaya mitigasi gempabumi di daerah
Kepahiang.
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Gambar 4. Kerusakan rumah penduduk di desa Pasar Ujung, Kepahiang, akibat
gempabumi tanggal 15 Mei 1997 (Armien Paimin, 1997 dalam Supartoyo dan Surono,
2008).

Gambar 5. Jejak retakan tanah berarah utara - selatan di Desa Bogor Baru akibat
gempabumi 16 Oktober 2017.

1025775 BT
3634418

e — 102,5809 BT
36375LS
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Gambar 6. Sebaran kerusakan bangunan (rumah berwarna merah) dan retakan tanah
(garis merah putus-putus) akibat kejadian gempabumi tanggal 16 Oktober 2017.

Pusat gempa bumi tgl
16-10-2017, 08:53:02 WIB

Pusat gempa bumi tgl
20-10-2017, 07:37:15 WIB
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Gambar 7. Peta intensitas gempabumi tanggal 16 Oktober 2017.

3.4 Pentingnya Upaya Mitigasl

Kejadian bencana gempabumi Kepahiang tanggal 16 Oktober 2017 telah
memberikan pelajaran bahwa pentingnya upaya mitigasi gempabumi di Kota
Kepahiang dan Kabupaten Kepahiang. Pada waktu Tim Pasca Gempabumi Badan
Geologi melakukan pemeriksaan lapangan, terlihat bahwa masyarakat di daerah
bencana tidak/ belum siap dalam menghadapi bencana gempabumi. Mereka
terlihat panik karena jarang bahkan belum pernah mendapatkan informasi
tentang tata cara menghindar saat kejadian gempabumi melalui kegiatan
sosialisasi ataupun simulasi.

Dampak dari kejadian gempabumi Kepahiang tanggal 16 Oktober 2017 tidak
terlalu signifikan karena intensitas gempabumi pada skala V MMI, namun
demikian daerah Kota Kepahiang dilewati oleh dua sesar aktif yaitu Segmen Musi
Sesar Sumatera dan Sesar Sempiang. Bahaya dari pergerakan sesar aktif adalah
terbentuknya surface rupture atau pensesaran permukaan. Sekuat apapun
konstruksi suatu bangunan apabila dilewati oleh pensesaran permukaan akan
mengalami kerusakan bahkan mengakibatkan suatu bangunan menjadi roboh.
Kehadiran dua sesar aktif ini harus mendapatkan perhatian, karena lokasinya
terletak dekat bahkan diperkirakan melewati kota Kepahiang. Oleh karena itu
perlu untuk melakukan pemetaan garis kedua sesar aktif ini secara detil untuk
keperluan mitigasi dan penataan ruang.

Upaya mitigasi gempabumi masih minim di Kota Kepahiang dan Kabupaten
Kepahiang. Belum terdapat petunjuk tentang jalur dan tempat evakuasi
gempabumi. Oleh karena daerah Kepahiang merupakan daerah rawan bencana
gempabumi, maka diperlukan upaya mitigasi secara menerus di wilayah ini yang
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bertujuan untuk meminimalkan risiko yang ditimbulkan apabila terjadi gempa
bumi dan tsunami di kemudian hari.

Upaya mitigasi gempabumi pada prinsipnya adalah mencegah agar bahaya
gempabumi seperti pensesaran permukaan, goncangan gempa, pelulukan atau
likuifaksi (liquefaction), retakan tanah, amblesan tanah, dan gerakan tanah atau
longsor, tidak mengakibatkan terjadinya bencana dan jatuhnya korban jiwa.
Disamping itu juga dengan melakukan serangkaian usaha untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat. Upaya mitigasi ini dilakukan secara fisik atau struktural dan
non fisik atau non struktural. Upaya mitigasi struktural antara lain dengan
melakukan pembangunan fisik, seperti membangun bangunan tahan gempa bumi,
membangun tempat dan jalur evakuasi, membangun jembatan tahan gempabumi,
dan lain-lain. Upaya mitigasi non fisik atau non struktural dilakukan dengan
penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi
ancaman bencana. Upaya mitigasi non fisik ini antara lain dengan meningkatkan
kegiatan sosialisasi, simulasi, wajib latih di daerah Kepahiang. Upaya lainnya
adalah memasukkan materi kebencanaan gempabumi untuk semua tingkatan
pendidikan di daerah Kepahiang. Dengan upaya mitigasi ini diharapkan risiko dari
kejadian gempabumi di kemudian hari dapat diminimalkan.

Hingga kini belum ada teknologi yang mampu untuk meramalkan kejadian
gempabumi meliputi waktu, dimana dan berapa kekuatan dengan tepat. Oleh
karena itu, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah melalui upaya mitigasi.
Kejadian gempabumi Kepahiang tanggal 16 Oktober 2017 memberikan
pelajaran kepada masyarakat Kepahiang dan kita semua yang bermukim dan
beraktivitas di kawasan rawan bencana gempabumi untuk selalu melakukan
mitigasi, baik secara fisik maupun non fisik. Kedua upaya mitigasi ini harus
dilakukan secara bersamaan. Hanya dengan upaya mitigasi dampak dari suatu
bencana termasuk bencana gempabumi akan dapat diminimalkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

+ Kota Kepahiang tergolong sebagai daerah rawan gempabumi karena
terletak dekat dengan sumber gempabumi sesar aktif di darat, yaitu
segmen Musi Sesar Sumatera dan Sesar Sempiang.

+ Daerah Kepahiang pernah mengalami tiga kejadian gempabumi merusak
yaitu tahun 1979 akibat pergerakan segmen Musi Sesar Sumatera, tahun
1997 akibat pergerakan Sesar Sempiang dan tahun 2017 oleh pergerakan
Sesar Sempiang.

* Morfotektonik segmen Musi Sesar Sumatera memberikan kenampakan
kelurusan depresi lembah, adapun sesar Sempiang memberikan
kenampakan kelurusan lembah, pembelokan sungai, adanya offset sungai
dan adanya mata air.
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+ Skala intensitas kejadian gempabumi tanggal 16 Oktober 2017 mencapai V
MMI yang mengakibatkan terjadinya retakan tanah dan kerusakan
bangunan.

+ Kerusakan bangunan oleh kejadian gempabumi tanggal 16 Oktober 2017
diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu : jarak yang dekat dengan sumber
gempa bumi, bangunan yang dirancang tidak tahan gempa bumi (non
engineering building), adanya retakan tanah dan terletak pada endapan
rombakan gunungapi muda yang telah mengalami pelapukan.

4.2 Saran

+ Oleh karena Kota Kepahiang tergolong daerah rawan gempabumi, maka
harus dilakukan upaya mitigasi melalui mitigasi struktural dan mitigasi non
struktural secara menerus.

« Data sebaran sesar aktif daerah Kepahiang harus dipertimbangkan sebagai
salah satu parameter pada perencanaan revisi penataan ruang di
Kabupaten Kepahiang.

* Bangunan vital, strategis dan mengundang konsentrasi banyak orang agar
dibangun mengikuti kaidah - kaidah bangunan tahan gempa bumi.

*  Pemerintah Kabupaten Kepahiang agar melakukan revisi tata ruang dan
wilayah dengan mengacu pada peta kawasan rawan bencana geologi
meliputi peta kawasan rawan bencana gempabumi, letusan gunungapi dan
zona kerentanan gerakan tanah yang diterbitkan oleh Badan Geologi,
Kementerian ESDM.

* Pemerintah Kabupaten Kepahiang agar memasukkan materi kebencanaan
geologi (gempabumi, letusan gunungapi dan gerakan tanah) kedalam
kurikulum pendidikan agar para guru dan pelajar dapat memperoleh
pengetahuan tentang mitigasi bencana geologi.

+ Pemerintah Kabupaten Kepahiang agar mewaspadai kemungkinan
berulangnya kejadian gempabumi bersumber di darat dari Segmen Musi
Sesar Sumatera dan juga Sesar Sempiang. Segmen Musi Sesar Sumatera
pernah mengakibatkan terjadinya bencana gempa bumi pada tanggal 15-
12-1979.
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ABSTRAK

Dampak kerusakan akibat banjir pada sektor pertanian semakin meningkat
selama sepuluh tahun terakhir. Gagal panen dan kerusakan lahan yang
disebabkan oleh banjir tidak pernah diiringi proses ganti rugi menyebabkan
petani semakin rentan terhadap resiko bencana di masa depan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis persepsi petani nilam di Aceh Jaya tentang asuransi
bencana sebagai mekanisme perlindungan dari dampak banjir. Hasil studi ini
menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi dan
menimbulkan dampak kerugion yang besar. Petani masih menggantungkan
metode konvensional dalam menanggulangi dampak kerugian. Rendahnya
tingkat pengetahuan petani terhadap manfaat asuransi menyebabkan rendahnya
tingkat kesediaan petani untuk bergabung dalam program asuransi. Terakhir,
studi ini juga merekomendasikan beberapa alternatif kebijakan pembiayaan
bencana ex-ante yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan.

Katakunci : banjir, asuransi, willingness to join, nilam, aceh jaya

ABSTRACT

The impacts of floods on agriculture have been increasing over the last decades.
Production loss and damaged land caused by floods which have never been
followed by compensation, have made farmers more vulnerable in the future. This
study aims to analyze the perception of patchouli farmers in Aceh Jaya District
regarding insurance as a protection mechanism from loss due to floods. The
results of this study indicate that floods are the most frequent disasters and
caused large losses for farmers. Farmers still rely on conventional methods to
cope with the impacts. The low level of farmers’ knowledge on insurance benefits
leads to low levels of willingness of farmers to join in insurance programs. Finally,
this study also recommends some alternative ex-ante disaster risk financing
frameworks that can be initiated by stakeholders.

Keywords : floods, insurance, willingness to join, patchouli, aceh jaya

1. PENDAHULUAN

Minyak nilam (Patchouli oil) merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang
dihasilkan oleh tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth). Indonesia merupakan

178



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

salah satu negara penghasil sekaligus pemasok dalam perdagangan minyak nilam
dunia. Saat ini minyak nilam banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku, bahan
pencampur dan fiksasif (pengikat wangi-wangian) dalam industri parfum, farmasi
dan kosmetik (Dummond, 1960; Mardiningsih et al., 1995; Grieve, 2003 dalam
Melati, 2008).

Aceh Jaya memiliki iklim dan ekologi yang sesuai untuk penanaman beberapa
varietas nilam. Varietas unggul lokal dengan kualitas minyak nilamnya yang
tergolong khas dan berbeda dengan daerah pertanaman nilam lainnya. Jika
dibudidayakan dengan baik maka tanaman nilam dapat berdampak pada
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Indra, dkk (2017)
menyebutkan bahwa di Aceh Jaya petani rata-rata mampu memproduksi terna
basah sekitar 20.520 kg per hektar per periode tanam (6 bulan) dengan
pendapatan bersih Rp28.932.799 per hektar per periode tanam atau Rp4.822.000
per bulan. Jika terna dijual dalam bentuk kering, maka pendapatan akan
meningkat menjadi Rp35.088.799 per hektar per periode tanam atau Rp5.848.000
per bulan.

Namun ada beberapa kendala atau ketidakpastian yang berpengaruh pada sektor
pertanian pada umumnya, dan juga pada subsektor agro industri minyak nilam
Indonesia termasuk di Aceh. Secara umum kendala tersebut dapat dibagi menjadi
tiga jenis: (1) Kendala budidaya, (2) kendala ekonomi dan bisnis, dan (3) kendala
yang disebabkan oleh faktor alam. Kendala budidaya disebabkan oleh beberapa
faktor, antara lain teknologi budidaya yang masih sederhana, berkembangnya
berbagai penyakit seperti layu bakteri yang disebabkan oleh Ralstonia
Solanacearum (Nasrun et al., 2004), penyakit budok (Synchytrium pogostemonis)
yang diduga disebabkan oleh virus (Sitepu dan Asman, 1991). Kendala ekonomi
dan bisnis antara lain disebabkan oleh harga input dan output nilam yang
fluktuatif, peraturan perdagangan (ekspor-impor) yang sering berubah, rantai
pemasaran yang terlalu panjang serta dukungan dan akses permodalan yang
masih rendah. Sedangkan kendala yang disebabkan oleh faktor alam antara lain
kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung berapi. Lee et
al. (1980, dalam Sumaryanto dan Nurmanaf, 2007).

Terkait budidaya nilam di Aceh jaya, banjir dan penyakit budok (Synchytrium
pogostemonis) merupakan faktor utama kegagalan produksi. Pada tahun 2015
dan 2017 banjir besar terjadi di daerah Krueng Sabe, Setia Bakti dan beberapa
daerah di Aceh Jaya lainnya. Dampaknya sebagian besar lahan nilam yang terletak
di daerah rawan banjir rusak dan membutuhkan perawatan untuk bisa
difungsikan kembali. Banjir ini juga berdampak pada kerugian ekonomi dan
finansial akibat gagal panen nilam. Kondisi tersebut menempatkan petani nilam
dalam posisi yang sangat rentan. Terlebih lagi tidak ada mekanisme bantuan
ataupun gantirugi atas kerugian yang dialami petani nilam di Aceh Jaya.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki instrumen perlindungan petani yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
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Pemberdayaan Petani. Dalam undang-undang tersebut tercantum suatu
terminologi yang disebut “asuransi pertanian”. Dalam regulasi tersebut, asuransi
pertanian merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk melindungi petani
dari gagal panen. Gagal panen bisa terjadi akibat bencana alam, wabah penyakit
hewan menular, perubahan iklim, dan risiko lainnya. Namun, dalam
implementasinya asuransi ini baru sebatas pada tanaman pangan seperti padi
(AUTP) dan jagung, asuransi nelayan, asuransi ternak sapi (AUTS). Sedangkan
penerapan asuransi sebagai instrumen perlindungan petani pada komoditas
perkebunan seperti kopi, coklat dan termasuk nilam belum pernah dilakukan
kajian.

Namun berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan program asuransi usaha tani
padi (AUTP) dan ternak sapi (AUTS), tingkat kesediaan dan partisipasi petani untuk
bergabung dan membayar premi asuransi masih relatif rendah. Padahal pada
kedua program percontohan asuransi tersebut pemerintah sudah memberikan
subsidi hingga 70% pada premi yang dibayarkan. Salah satu faktor utama adalah
persepsi petani terhadap manfaat asuransi masih kurang.

Studi ini bermaksud untuk menganalisis persepsi petani nilam tentang pentingnya
asuransi pertanian sebagai langkah mitigasi dari resiko-resiko kegagalan yang
mungkin akan terjadi dimasa depan. Lebih dalam, studi ini melakukan identifikasi
terhadap bencana apa saja yang memiliki frekuensi tinggi dan berdampak besar
pada budidaya nilam serta tingkat kerentanan petani nilam terhadap bencana di
Aceh Jaya. Terakhir, studi ini juga menggambarkan kesediaan petani untuk
bergabung dalam program asuransi nilam (wilingness to join) serta kesediaan
petani untuk membayar (willingnes to pay) premi asuransi usaha tani nilam..

2. METODOLOGI

Studi ini dilakukan di kabupaten Aceh Jaya yang merupakan salah satu daerah
utama penghasil minyak nilam di Aceh. Objek penelitian ini terfokus pada persepsi
petani nilam terhadap kemungkinan penerapan asuransi sebagai salah satu
langkah mitigasi dampak bencana banjir yang sering menimbulkan kerusakan
pada budidaya nilam di Aceh Jaya. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada
analisis kemauan untuk bergabung (willingnes to join) dan kemauan untuk
membayar (willingnes to pay) premi jika asuransi akan diterapkan pada asuransi
nilam dimasa yang akan datang. Sebanyak 17 petani nilam yang terdampak banjir
telah dilakukan in depth interview. Data kuantitatif dan kualitatif yang telah
dihimpun kemudian di analisis secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Usaha Tani Nilam

Nilam di Aceh Jaya masih dibudidayakan secara tradisional dengan karakteristik
sebagai berikut: (1) lahan berpindah; (2) lokasi lahan di lereng gunung/perbukitan;
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(3) bibit didapatkan dari alam; (4) penggunaan input dan alsintan masih sangat
rendah.

Berbeda dengan budidaya komoditas pertanian pada umumnya, petani nilam di
Aceh Jaya masih tetap melakukan sistem ladang berpindah yang rata-rata terletak
di lereng gunung/ perbukitan dan pinggir aliran sungai. Alasan utamanya adalah
hasil produksi pada panen ke-dua dirasakan lebih sedikit jika dibandingkan
dengan total produksi pada panen pertama. Hampir semua petani nilam
bergantung pada tingkat kesuburan lahan yang ada, tanpa menggunakan
tambahan pupuk alami maupun buatan. Sehingga, setelah nilam selesai dipanen
pada usia 8 bulan, petani akan membuka lahan baru di lokasi sekitarnya. Tujuan
utama dari cara budidaya dengan ladang berpindah ini adalah untuk
mengembalikan tingkat kesuburan lahan ke kondisi semula.

Batang nilam yang dihasilkan pada panen sebelumnya rata-rata akan digunakan
sebagai bibit (stek) pada budidaya nilam selanjutnya. Jika tidak mencukupi, maka
petani nilam akan mencari bibit nilam liar di hutan dan hanya sebagian kecil petani
membeli bibit nilam dari daerah sekitar. Biasanya petani mulai menancapkan
bibitnya pada awal musim hujan untuk menjaga kecukupan jumlah air yang
diperlukan selama masa pertumbuhan sehingga petani tidak perlu lagi melakukan
penyiraman.

Lokasi lahan yang sulit dijangkau oleh alat dan mesin pertanian menyebabkan
tingkat penggunaan mesin semisal traktor dIl hampir tidak memungkinkan. Oleh
karena itu, metode penanaman dan pemanenan terpaksa dilakukan secara
tradisional. Ketiadaan mesin dan alat pertanian menjadi hambatan dalam
peningkatan produksi nilam. Jumlah terna basah yang terlalu banyak menjadi sulit
untuk diangkut untuk kemudian dilakukan pengeringan. Padahal, terna yang
sudah dipanen tersebut tidak boleh terkena curahan hujan secara langsung
karena akan menurunkan kandungan rendemen minyak nilam.

Tabel 1. Karekteristik Usaha Tani Nilam di Aceh Jaya

Sumber: Hasil Wawancara (2018)

Profil Karakteristik
Umur petani : | 24-70 tahun
Pekerjaan diluar | : | Tidak ada
pertanian
Bergabung dalam | : | Tidak
kelompok tani
Rerata pendapatan/tahun | : | 12-50 juta
Kontribusi nilam dalam | : | 80-100%
total pendapatan
Kepemilikan sertifikat | : | Tidak
lahan

181



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

Luas lahan yang dimiliki :10,25-3ha

Frekuensi panen/tahun I P

Produksi minyak nilam/ | : | 50-75 kg
Ha
Secara umum, karakteristik petani nilam dapat dijelaskan seperti yang terlihat
pada tabel 1. Pertanian merupakan satu-satunya mata pencaharian baik sebagai
petani nilam sepenuhnya maupun kombinasi dengan tanaman lainnya termasuk
padi, pinang, kelapa dan ternak. Rata-rata responden yang berprofesi sebagai
petani nilam berumur antara 24 hingga 70 tahun dan tidak terikat dengan
kelompok tani. Rata-rata petani nilam memiliki pendapatan sebesar Rp 12 juta
hingga 50 juta per tahun dan kontribusi pendapatan dari usaha tani nilam
terhadap total pendapatan berkisar antara 80-100 persen. Rata-rata luas lahan
yang dimiliki oleh responden berkisar antara seperempat hingga 3 ha dan semua
responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sertifikat atas lahan mereka.
Karena masih menggunakan sistem lahan berpindah maka hampir semua
responden melakukan satu kali pemanenan dengan hasil rata-rata minyak nilam
berkisar 50-75 kg per ha.

3.2 Paparan dan Pengalaman terhadap Resiko

Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk
mengairi tanaman sekaligus untuk memenuhi hajat hidup petani. Atas hubungan
inilah, pada umumnya petani hidup dan tinggal di daerah sepanjang atau dekat
aliran sungai.

Lokasi pemukiman yang terletak di sepanjang daerah aliran sungai ditambah
dengan kondisi sungai yang telah mengalami pendangkalan menjadikan petani
nilam dan masyarakat di lokasi ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi
terhadap resiko banijir.

Dari hasil wawancara (tabel 2) menunjukan bahwa banjir merupakan bencana
yang paling sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang sangat berat selama
10 tahun terakhir ini. Setidaknya banjir besar pernah terjadi di lokasi penelitian
pada tahun 2016 dan 2017. Sebelumnya, terdapat sebagian petani nilam yang
menanam nilam di lokasi rawan banijir. Sesudah terjadinya banjir besar tersebut,
sebagian petani nilam memindahkan lahannya ke lereng gunung dan sebagian
lainnya berhenti melakukan budidaya nilam dan beralih ke budidaya padi.

Pemindahan lahan nilam ke lereng gunung dan perbukitan mungkin dapat
mengurangi paparan terhadap resiko banjir. Namun, pembukaan lahan di lokasi
baru juga memunculkan resiko lainnya vyaitu longsor. Berdasarkan hasil
wawancara, petani nilam di lokasi penelitian sebenarnya menyadari bahwa
budidaya nilam masih mungkin dipengaruhi oleh hazards baik dari banjir maupun
longsor dan responden juga menyadari bahwa hazards tersebut mampu
menimbulkan konsekuensi kerugian yang besar.
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Tabel 2. Persepsi terhadap Resiko

Sumber: Hasil Wawancara (2018)

Profil Karakteristik
Jenis Bencana yang paling Banjir dan
sering terjadi selama 10 Hama/Penyakit
tahun terakhir Tanaman
Bencana yang | : | Banjir
menyebabkan kerusakan
paling serius selama 10
tahun terakhir
Kemungkinan  bencana Mungkin
mempengaruhi produksi
nilam
Kemungkinan dampak Konsekuensi
bencana merusak lahan Besar
nilam
Pentingnya mengurangi Penting
dampak negatif bencana
pada produksi nilam
Penilaian kemampuan Hampir tidak
diri melindungi diri dari dapat melindungi
bencana yang merusak diri sendiri
lahan nilam
Persepsi terhadap Lebih sering dari
peningkatan frekuensi sekarang
bencana di masa depan
Perbandingan kerentanan | : | sama resikonya
diri dengan rumah tangga dengan yang lain
lain

Lebih lanjut, responden memiliki persepsi bahwa langkah untuk mengurangi
dampak negatif dari potensi bencana tersebut adalah bersifat penting sebab
mereka merasa bahwa mereka hampir tidak mampu melindungi diri sendiri saat
terjadi banjir. Responden juga menyatakan bahwa frekuensi terjadinya bencana
dimasa depan akan mengalami peningkatan intensitas. Hal ini mengindikasikan
bahwa resiko terhadap bencana utamanya banjir akan meningkat di masa depan
namun tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas. Indikasi ini didukung oleh
pernyataan bahwa responden memiliki tingkat kerentanan yang sama dengan
rumah tangga petani lainnya di lokasi sekitar penelitian.

3.3 Pengetahuan Asuransi Pertanian

Lokasi yang menjadi daerah penelitian terkait asuransi nilam ini sebenarnya
terletak tidak jauh dari akses jalan nasional dan ibukota kabupaten Aceh Jaya (Kota
Calang). Informasi terkait asuransi padi dan nelayan yang digaungkan pemerintah
nampaknya belum mencapai daerah ini. Oleh karena itu, saat dilakukan
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wawancara, semua responden menyatakan belum pernah mendengar istilah
asuransi pertanian.

Seperti yang ilustrasikan pada tabel 3, responden menyatakan bahwa mereka
tidak mengetahui tentang konsep dan mafaat asuransi sebagai mekanisme
perlindungan terhadap resiko. Sehingga saat dikonfirmasi terkait pengalaman
membeli asuransi, semua responden menyatakan belum pernah membeli produk
asuransi apapun. Jawaban ini perlu dikaji ulang sebab di Aceh terdapat produk
turunan asuransi kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah Aceh yang disebut
Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Penjelasan yang mungkin adalah adanya
perbedaan sistem antara JKA dengan asuransi pada umumnya terkait pembayaran
premi dan kontrak.

Saat dikonfirmasi terkait pihak yang seharusnya bertanggung jawab dan
memberikan kompensasi/bantuan jika terjadi kerusakan pasca bencana banijir,
maka jawaban responden tertuju pada pemerintah. Sebagian kecil responden
menyimpulkan bahwa resiko menjadi tangung jawab pribadi. Hal ini
mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan petani nilam terhadap
bantuan/peran pemerintah dalam proses penanggulangan dampak bencana.
Selama ini, bantuan yang diberikan selama masa tanggap darurat berupa beras
dan jatah hidup lainnya. Selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah
daerah (BPBD) memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti tanggul di
sepanjang aliran sungai yang terdampak banijir.

Tabel 3. Pengalaman Asuransi

Sumber: Hasil Wawancara (2018)

Profil Karakteristik
Mendengar kata program “asuransi pertanian” : | Tidak pernah
Pengetahuan tentang asuransi : | Tidak tahu
Pengalaman membeli asuransi : | Belum pernah
Pihak yang  bertanggung jawab  untuk | : | Pemerintah, individu
memberikan kompensasi atas kerusakan
Perlu subsidi premi asuransi dari pemerintah : | Pemerintah perlu mensubsidi

Terkait bantuan rehabilitasi lahan dan penyediaan bibit nilam, selama ini belum
pernah diberikan oleh pemerintah daerah. Beberapa lahan yang rusak menjadi
tanggung jawab pribadi petani nilam tanpa ada intervensi pemerintah. Akibatnya,
beberapa petani nilam yang tidak memiliki modal untuk memperbaiki lahan (dan
mencari bibit) lebih memilih menghentikan kegiatan budidaya nilam dan berganti
menjadi petani padi. Hal semacam ini menjadi fenomena yang normal terjadi
pasca bencana mengingat keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah
daerah terhadap dampak bencana (ex-post). Terlebih lagi, biasanya proses
rehabilitasi dan rekonstruksi ini berlangsung lambat mengikuti alur pencairan
anggaran pada satuan kerja di lingkungan Pemerintah Aceh.
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3.4 Coping Appraisal dan Willingness to Join

Pengetahuan tentang asuransi khususnya asuransi pertanian atau bencana sangat
berhubungan erat dengan tindakan yang selama ini diambil sebagai langkah
mitigasi resiko bencana yang dialami oleh petani nilam di Aceh Jaya.

Pertama, sebagian besar masyarakat Aceh termasuk petani nilam di Aceh Jaya
menganggap bahwa bencana adalah musibah yang bisa terjadi kapan saja dan
menimpa siapa saja. Oleh karena itu, petani nilam menganggap bahwa musibah
tersebut harus diterima. Meskipun usaha antisipasi telah dilakukan, musibah tetap
bisa terjadi.

Kedua, upaya mitigasi secara fisik dengan cara membangun infrastruktur tanggul
membutuhkan biaya yang sangat besar. Tanggung jawab tersebut seharusnya
dimiliki oleh pemerintah daerah. Dampak banjir yang begitu besar melebihi
kapasitas petani nilam meskipun dilakukan secara komunal.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara seperti yang dijelaskan pada
tabel 4 diketahui bahwa petani nilam biasanya telah memindahkan aset berharga
yang dimiliki ke tempat yang lebih tinggi (loteng/lumbung). Berdasarkan
pengalaman banjir yang pernah dialami di masa lalu, petani nilam telah
memetakan (dalam ingatan) lokasi mana saja yang akan terendam air jika banjir
melanda. Oleh karena itu, petani nilam memilih memindahkan lahannya ke lereng
gunung untuk menghindari resiko banijir.

Tabel 4. Langkah Mitigasi Resiko

Sumber: Hasil Wawancara (2018)

Profil Karakteristik
Langkah mitigasi yang dilakukan sebelum | : | Menyelamatkan aset
musim hujan
Langkah yang biasa dilakukan untuk mengatasi | : | Menggunakan simpanan; Menjual
kerusakan pasca banjir aset
Kesediaan membeli asuransi perlindungan | : | antara Tidak hingga Ya
banjir
Kepercayaan Perusahaan Asuransi membayar | : | antara sedikit percaya hingga netral
ganti rugi

Jika terjadi kerusakan baik tempat tinggal maupun lahan nilam yang disebabkan
oleh banjir, petani nilam masih mengandalkan cara konvensional seperti
menggunakan simpanan dan menjual aset berharga yang dimiliki seperti
perhiasan dan hewan ternak. Pengetahuan tentang ex-ante financing mechanism
seperti penggunaan asuransi hampir tidak ada di daerah ini.

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat willingness to join petani nilam untuk
bergabung dalam program asuransi banjir (bencana) masing sangat rendah. Premi
asuransi masih dipersepsikan sebagai tambahan biaya yang enggan dibayarkan
oleh petani nilam, meskipun® beberapa diantara responden tertarik dengan
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mekanisme ganti rugi yang ditawarkan. Terlebih lagi jika peril nya bersifat jamak
mencakup banijir, kekeringan dan hama penyakit tanaman seperti yang ditawarkan
pada program asuransi padi.

Secara umum terdapat hubungan antara pilihan keputusan terkait mekanisme
perlindungan diri dan kemauan untuk bergabung dan menggunakan asuransi
sebagai alat melindungi diri dari resiko bencana. Petani nilam masih merasa
“nyaman” dengan pilihan konvensional dibandingkan dengan mengadopsi sebuah
sistem yang baru. Hal ini wajar dijumpai pada proses adopsi teknologi dan inovasi
dalam masyarakat petani di pedesaan. Willingness to join biasanya dipengaruhi
oleh tingkat pengetahuan terhadap manfaat dan pengalaman (melihat proses
ganti rugi yang pernah didapatkan).

Fenomena serupa juga terjadi pada program percontohan asuransi padi dimana
pemerintah telah memberikan subsidi hingga hampir 80 persen atas premi yang
seharusnya dibayarkan oleh petani. Kesediaan untuk bergabung dan membayar
premi asuransi memerlukan proses sosialisasi yang lama. Kaitannya dengan
budidaya nilam, hasil wawancara menunjukkan bahwa kesediaan membayar
premi terletak antara 50-100 ribu dengan klaim yang diharapkan berupa
penggantian biaya produksi nilam sejumlah 7 juta rupiah.

4. KESIMPULAN

Nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang
diperdagangkan di pasar global dan minyak nilam Aceh memiliki kualitas
kandungan patchouli alcohol yang sangat baik. Namun bencana banjir
menyebabkan kerusakan lahan sehingga sebagian petani nilam memilih menanam
nilam dengan cara ladang berpindah di lereng gunung dan perbukitan, dan
sebagian lainnya berubah menjadi petani padi.

Lokasi pemukiman dan lahan yang terletak di sekitar daerah aliran sungai
menjadikan petani nilam memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap resiko
bencana banjir dan longsor. Intensitas frekuensi hazard yang semakin meningkat
tanpa diiringi peningkatan kapasitas menjadika resiko banjir tersebut dirasakan
semakin besar oleh petani nilam.

Ketergantungan terhadap pembiayaan bencana yang bersifat ex-post ditambah
dengan keterbatas anggaran yang dimiliki pemerintah, membuat pemerintah
harus memfokuskan pada alternatif program rehabilitasi dan rekonstruksi yang
dirasa strategis dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu
yang belum tersentuh adalah mekanisme bantuan jangka panjang semisal
perbaikan lahan dan pemberian bibit dan sarana produksi pertanian agar petani
mampu kembali beraktifitas normal.

Peran pemerintah sangat penting dalam mengurangi resiko bencana yang
mungkin akan terjadi di masa depan. Mulai dari pilihan konvensional yang mudah
seperti pelarangan penebangan hutan, pengerukan sedimentasi sungai,
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pembangunan dam dan tanggu penahan banjir hingga pilihan sulit berupa
rencana relokasi pemukiman.

Pilihan lainnya adalah sudah saatnya pemerintah menerapkan kebijakan
pembiayaan bencana yang bersifat ex-ante seperti asuransi atau resi gudang.
Manfaatnya adalah resiko bencana mampu ditransfer pada pihak lain (perusahaan
asuransi) serta mengurangi beban anggaran. Meskipun, dalam konteks penerapan
asuransi pada budidaya nilam masih sangat tergantung dengan permaslahan anti-
selection dan big number.

Perkembangan yang lebih maju adalah sudah saatnya pemerintah mengkaji
penerapan index based insurance (misal weather index) yang lebih bersifat
parametric sehingga petani nilam lebih memiliki jaminan kepastian. Dalam index
based insurance, petani nilam akan mendapatkan ganti rugi walau belum terjadi
kerugian akibat bencana selama parameter (indeks) yang menjadi acuan asuransi
terpenuhi seperti jumlah curah hujan dan parameter lainnya.
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ABSTRAK

Dampak gempa di Pidie Jaya tidak hanya berupa kehilangan nyawa, rusaknya
infrastruktur, tetapi juga kerungian pada sektor ekonomi dan sosial. Sektor
perdagangan dan pertanian merupakan dua sektor yang terdampak besar pasca
gempa tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat reseliensi antara
pedagang dan petani pasca gempa bumi di kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penghasilan pedagang mengalami penurunan sekitar 50
persen dari pendapatan sebelum gempa. Sedangkan dampak ekonomi yang
dirasakan oleh petani adalah berkurangnya hasil panen akibat tidak dilakukan
perawatan tanaman karena rasa trauma. Pedagang memiliki kecepatan waktu
sembuh dibandingkan dengan petani. Petani cenderung lebih memilih pekerjaan
lain sebagai mekanisme bertahan hidup selama tahap rehabilitasi dan
rekontruksi. Tidak terdapat perubahan mata pencaharian pada pedagang. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa pedagang memiliki tingkat reseliensi yang
lebih tinggi di bandingkan dengan petani.

Katakunci : gempabumi, pedagang, petani, reseliensi, pidie jaya.

ABSTRACT

The impacts of the Pidie Jaya earthquake in 2016 not only resulted in casualties
and damaged infrastructure but also loss in economic and social sectors. Trades
and agriculture sectors were two sectors that were significantly affected after the
earthquake. This study aims to compare the level of resilience between traders
and farmers after the earthquake in Pidie Jaya District. The results of this study
indicate that the income of traders has decreased about 50 percent of comparing
to the situation before the earthquake. While farmers experienced reduction of
production due to abandoned farmings. The speed of recovery period of traders
was faster than the farmers’. Farmers tend to apply another jobs as survival
mechanisms during the rehabilitation and reconstruction phase while there was
no change of livelihood on traders. The results of this study also indicate that
traders have a higher level of resilience.

Keywords : earthquake, trader, farmer, resilience, pidie jaya.
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1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi yang rawan bencana gempa bumi. Salah
satunya adalah gempa bumi yang terjadi di kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 7
Desember 2016 dengan kekuatan 6.5 Mw. Epicenter gempa diperkirakan berada di
5.2810N dan 96.1080E dengan kedalaman sekitar 8.7 km. Gempa tersebut
dirasakan hingga ke Banda Aceh, Medan, dan beberapa kota lainnya (BNPB, 2016).

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
kerusakan yang diakibatkan gempa ini cukup besar dan tersebar di 3 kabupaten
yaitu, Pidie Jaya, Pidie dan Bireun. Kerusakan yang terjadi diantaranya rumah,
bangunan sekolah, fasilitas peribadatan (mesjid atau meunasah), gedung
pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pasar. Jumlah korban jiwa tercatat 103
meninggal dunia, 267 luka berat dan 127 luka ringan. (BNPB, 2016)

Gempa bumi juga memberi dampak pada sosial dan ekonomi masyarakat baik
dampak secara langsung dan tidak langsung seperti gangguan kesehatan dan
kestabilan mental serta emosi, kehilangan mata pencaharian, gangguan aktifitas
pendidikan dan lain-lain yang dinilai sepadan atau lebih berarti dibandingkan
dengan dampak kerusakan bangunan. Nilai kerusakan yang bersifat langsung
mungkin dapat segera dihitung dan dilanjutkan dengan rehabilitas dan rekostruksi
dengan segera. Namun dampak tidak langsung membutuhkan penanganan lebih
khusus dan memperhitungkan aspek kebertahapan dari sisi waktu. Oleh karena
itu, perlu dikaji lebih lanjut program rehabilitasi dan recovery paska gempa yang
cocok dan memberikan dampak kestabilan jangka panjang terhadap korban
secara menyeluruh dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan
dan lainnya.

Perdagangan dan pertanian merupakan dua sektor yang menjadi sektor utama
penggerak ekonomi Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga, jumlah penduduk yang
berprofesi sebagai petani dan pedagang lebih besar dibandingkan jumlah
penduduk dengan profesi lainnya. Pedagang di Pidie Jaya rata-rata beraktifitas di
pusat perdagangan seperti pasar, ruko dan kios tradisional. Sedangkan petani
rata-rata adalah petani padi dan palawija. Pidie Jaya merupakan salah satu daerah
utama penghasil padi, jagung, semangka dan cabe sebagai sumber pasokan di
provinsi Aceh.

Gempabumi 7 Desember 2016 membuat beberapa bangunan utama di beberapa
pasar induk mengalami rusak berat. Bangunan yang roboh atau rusak berat
ditemukan antara lain di Pasar Meureudu, Ulee Glee, Trieng Gading. Akibatnya,
aktifitas eknonomi pelaku usaha di ketiga lokasi tersebut terhenti untuk beberapa
waktu. Di sektor pertanian, kerusakan fisik tidak terlihat dominan. Namun, trauma
yang dialami oleh petani menyebabkan petani menghentikan aktifitas penanaman.
Oleh karena itu, baik petani maupun pedagang sama-sama mengalami penurunan
kesejahteraan yang disebabkan hilangnya mata pencaharian akibat gempa.

189



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat reseliensi antara pedagang dan
petani pasca gempa bumi di kabupaten Pidie Jaya. Penelitian terkait identifikasi
dan proses recovery terkait aktifitas pedagang di Nepal pernah dilakukan oleh
Chatterjee et, al (2018) dan Chatterjee and Okazaki (2018). Pertama penelitian ini
akan mengidentifikasi tingkat kerentanan dan kerungian yang di alami oleh petani
dan pedagang. Kedua, penelitian ini akan mengidentiifikasi rerata waktu yang
dibutuhkan oleh petani dan pedagang untuk bisa beraktifitas normal. Selanjutnya,
mekanisme pilihan bertahan hidup selama masa tanggap darurat juga akan
diidentifikasi. Pemahaman terhadap karakteristik yang dimiliki dan respon oleh
petani dan pedagang terhadap gempabumi merupakan fungsi penting untuk
memperkuat resiliensi di dalam masyarakat (Chatterjee and Okazaki, 2018).

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pidie Jaya. Pengamatan dan
wawancara menggunakan kuesioner dilakukan di 3 pasar yaitu Pasar Triengadeng,
Meureudu, dan Pasar Ule Gle serta beberapa lokasi pertanian. Waktu penelitian
dilakukan pada saat masa tanggap darurat dan periode tertentu (bulan pertama,
bulan ketiga, bulan keenam dan satu tahun pasca gempa). Objek penelitian ini
adalah petani dan pedagang dengan ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada
reseliensi petani dan pedagang terhadap dampak gempa bumi di Pidie Jaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Gempa Terhadap Perekonomian Pedagang dan Petani

Dampak gempa sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat pada
umumnya dan petani serta pedagang pada khususnya. Pada hari terjadinya
gempa, bangunan pertokoan di ketiga pasar induk (Trieng Gadeng, Meureudu, Ule
Gle) mengalami rusak parah. Beberapa masih dapat bertahan, namun sebagian
besar roboh. Kerugian yang dialami pedagang bervariasi dari barang dagangan
yang diperjualbelikan seperti telur, botol, rak kaca hingga kerusakan total
bangunan. Rata-rata kerungian yang dialami oleh pedagang akibat kerusakan
dagangan tersebut berkisar 5 juta rupiah.

Kerugian lainnya adalah hilangnya transaksi (opportuny cost) yang berkisar 2
juta/hari untuk pedagang kecil dan 5 juta untuk pedagang besar/hari. Dampak
gempa menyebabkan penurunan pendapat per hari hingga 50 %. Turunnya
pendapatan yang di alami pedagang besar dan kecil diperparah dengan
berpindahnya konsumen ke pedagang kecil di sekitar desa yang muncul pasca
gempa. Konsumen lebih memilih untuk membeli dilokasi terdekat disebabkan oleh
trauma.

Kerungian yang dialami petani lebih bersifat non fisik sebab tidak banyak lahan
sawah atau infrastruktur pertanian yang rusak akibat gempa. Namun, saat
wawancara didapatkan informasi bahwa beberapa lahan mengalami gagal panen
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akibat tidak dilakukan perawatan terhadap tanaman padi yang ditanam. faktor
utamanya adalah trauma yang dialami oleh petani untuk beraktifitas ke lahan
pertanian. petani engga pergi kesawah karena khawatir akan terjadi gempa
susulan.saat observasi juga ditemukan fenomena hilangnya pasokan pupuk
dilokasi penelitian, akibatnya beberapa lahan yang sudah ditanami bibit padi
terancam gagal. Meskipun fenomena hilangnya pupuk atau keterlambatan
peredaran pupuk ini hampir terjadi di setiap awal musim tanam, Kondisi tersebut
semakin menurunkan minat petani untuk kembali ke sawah.

3.2 Idle Period Pasca Bencana

Sektor pertanian membutuhkan waktu yang lama untuk kembali normal
disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi antara lain, kesesuaian
iklim, ketersedian bibit dan pupuk, ketersedian modal, dan tenaga kerja. Jika salah
faktor tersebut tidak terpenuhi maka di pastikan petani tidak akan mampu
melakukan aktifitas budidaya. Demikian halnya jika terjadi penurunan fungsi dan
kesuburan lahan (Kanno, 2017). Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa petani
membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 12 bulan untuk kembali ke lahan pertanian.
Salah satu faktor utamanya adalah trauma pasca gempa. Dampaknya ketersedian
tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami kekurangan. Meskipun demikian,
petani masih mampu bertahan hidup karena masih memiliki cadangan beras dari
hasil panen sebelumnya.

Berbeda dengan kondisi yang dialami petani, pedagang hanya membutuhkan
waktu sekitar 2 minggu hingga 4 minggu. Bahkan pada pedagang makanan
(warung makan), hari H+1 mereka sudah kembali membuka kembali warungnya
dan berjualan seperti sedia kala. Keramaian akibat datangnya personil
kemanusiaan dari berbagai daerah merupakan daya tarik bagi pedagang untuk
berjualan makanan. Pedagang yang mengalami rusak ringan pada bangunan
tokonya memilih untuk tetap bertransaksi di lokasi yang sama. Namun pada
pedagang yang mengalami kerusakan total pada bangunannya, mereka memilih
untuk menjual dagangannya dengan cara memasang tenda sementara hingga
toko mereka diperbaiki kembali.

3.3 Mekanisme Bertahan Hidup Pasca Gempa.

Selama masa tanggap darurat, petani dan pedagang melakukan beberapa cara
untuk bertahan hidup antara lain: (1) mengharapkan bantuan dari pemerintah; (2)
tinggal dengan keluarga dan saudara dekat; (3) menggunakan simpanan harta
benda yang dimiliki; (4) beralih ke mata pencaharian lainnya.

Pada umumnya, petani mengantungkan hidupnya pada bantuan pemerintahan
dan menggunakan cadangan beras yang telah disimpan dari hasil panen
sebelumnya. Selama masa transisi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, kebutuhan
tenaga kerja bangunan meningkat tajam. Oleh karena itu, banyak petani beralih
profesi menjadi buruh bangunan dan mendapatkan penghasilan dari profesi
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tersebut. Fenomena ini juga pernah diteliti oleh DiCarlo et, al (2018) pada kasus
gempa di Nepal. Ditambah lagi, trauma yang dialami oleh petani serta kebutuhan
yang sangat komplek untuk memulai aktivitas pertanian membuat petani memilih
menjadi buruh bangunan dan profesi lainnya.

Pedagang lebih mengharapkan adanya bantuan berupa dana sebagai modal awal
atau uang perbaikan toko dan kios mereka. Hampir tidak ditemukan perubahan
profesi yang terjadi pada pedagang seperti yang dijumpai pada petani.

3.4 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pada Petani dan
Pedagang

Gempabumi di Pidie Jaya sama-sama memberikan dampak kepada pedagang dan
petani. Namun, terdapat indikasi bahwa tingkat ketahanan yang dimiliki oleh
pedagang berbeda dengan ketahanan yang dimiliki oleh petani. Salah satu
indikasinya adalah kecepatan waktu pulih untuk beraktifitas normal seperti sedia
kala.

Pedagang secara mental terbiasa dengan aktifitas untung rugi setiap harinya.
Sehingga, saat pedagang mengalami kerugian (misal akibat bencana), motivasi
utnuk mencari untung di kesempatan lainnya dengan cepat muncul dari dalam
dirinya. Terlebih lagi, berdagang merupakan satu-satunya aktifitas pilihan mereka.
Sehingga semakin lama pedagang tidak melakukan transaksi perdagangan, tingkat
kerugian yang akan dialaminya akan semakin tinggi (sewa toko, produk
kadaluarsa). Walaupun di banyak kejadian, pedagang sering mengalami
ketidakadilan akibat berkurangnya ruang berdagang (Firdaus and Zusmelia, 2016)

Petani terbiasa dengan aktifitas yang berselang atau memiliki periode tertentu
misal musim tanam hingga panen. Biasanya petani mencari pekerjaan lain
sembari menunggu masa panen. Dampak gempa sangat mempengaruhi kondisi
mental dan ekonomi petani, khususnya pada petani yang menggantungkan
penghasilan sepenuhnya dari sektor pertanian dan tidak memiliki keahlian di
bidang lainnya. Meskipun petani memiliki cadangan beras untuk kebutuhan
sehari-hari, namun penghasilan petani masih relatif rentan akibat kehilangan mata
pencaharian sebagai dampak bencana

4. KESIMPULAN

Dampak gempabumi Pidie Jaya 2016 tidak hanya menyebabkan kehilangan jiwa
dan kerusakan bangunan, namun juga menurunkan tingkat kesejahteraan
masyarakat akibat hiangnya sumber penghasilan untuk sementara. Salah satu
sektor yang terdampak berat adalah sektor perdagangan dan pertanian.

Dampak ekonomi yang dialami oleh pedagang adalah adanya penurunan
penghasilan hingga 50 persen dibandingkan saat sebelum terjadinya gempa.
Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan oleh petani adalah berkurangnya
hasil panen akibat tidak dilakukan perawatan tanaman karena rasa trauma.
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Secara umum, pedagang memiliki waktu sembuh lebih cepat dibandingkan
dengan petani. Petani umumnya bergantung pada banyak faktor alam dan modal
serta tenaga kerja untuk bisa memulai kembali aktifitas pertaniannya.
Ketergantungan semacam ini tidak dijumpai oleh pedagang. Dengan kata lain,
pedagang mampu melakukan aktifitas perdagangan dengan sisa-sisa barang
dagangan yang ada dalam kurun waktu setelah gempa.

Terdapat perbedaan mekanisme bertahan hidup antara pedagang dengan petani.
Petani cenderung beraih ke pekerjaan lainnya semisal menjadi buruh bangunan
untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan pedagang lebih memilih untuk tetap
pada profesi yang sama pasca gempa.

Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat ketahanan (resiliensi) yang
dimiliki oleh petani dan pedagang. Secara umum, terdapat indikasi bahwa
pedagang lebih resilien dibandingkan dengan petani.
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1.

Berpisah dengan orang yang dikasihi akan menciptakan duka besar bagi keluarga.
Duka muncul dalam bentuk tangis, sedih dan reaksi emosional. Hal-hal ini adalah
reaksi wajar manusia ketika berhadapan dengan berita kematian. Dalam satu
waktu hidup manusia, seseorang akan menghadapi kematian orang yang
dikasihinya; maka dapat disimpulkan bahwa reaksi duka adalah suatu peristiwa
alamiah. Terlebih lagi dalam peristiwa kecelakaan penerbangan (kecelakaan aviasi)
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ABSTRACT

On December 28, 2014, the disaster QZ 8501 became the starting point of the
traumatic experience of the family of the passengers. An aviation disaster had
caused families to be separated from their loved ones forever. After the disaster,
some families are still struggling to process grief and wait for news to be reunited
with the remains of their family. News is something to wait for, not just for the
family but also for the society. In early 2015, Indonesia was bombared by the
media-hype over the disaster of QZ 8501, intensively and continuously. The
Indonesian Psychological Association (HIMPSI) was involved in this humanitarion
mission, such that, in providing psychological services to people affected by this
aviation disaster, and also played a role in providing psycho-education to the
media and society at large. This paper discusses the psychological perspectives in
the relationship between aviation, human media and human psychology.

Keywords : psychology, aviation disaster, media

ABSTRAK

Pada 28 Desember 2014, hilangnya flight QZ 8501 menjadi titik awal pengalaman
keluarga penumpang menghadapi bencana. Bencana kecelakaan pesawat yang
menyebabkan keluarga terpisah dari orang-orang yang dikasihi selamanya.
Setelah bencana, sebagian keluarga masih berjuang memproses duka dan
menunggu berita akankah bertemu kembali dengan jenazah keluarganya. Berita
menjadi sesuatu yang ditunggu, bukan hanya keluarga namun juga masyarakat.
Di awal tahun 2015, Indonesia menyaksikan pemberitaan peristiwa bencana QZ
8501 berkembang meluas, intensif dan terus-menerus. Himpunan Psikologi
Indonesia (HIMPSI) terlibat dalam misi kemanusiaan ini, baik dalam memberikan
layanan psikologis pada orang-orang yang terdampak dari bencana penerbangan
ini, namun juga berperan dalam memberikan psikoedukasi bagi media dan
masyarakat secara luas. Tulisan ini akan mengulas perspektif psikologi dalam
dalam hubungan antara bencana aviasi, media dan psikologi manusia.

Kata kunci : psikologi, bencana aviasi, media

PSIKOLOGI DUKA DAN KECELAKAAN AVIASI
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QZ 8501, dimana berita duka terjadi sangat tiba-tiba, duka luar biasa merupakan
reaksi normal dalam situasi tidak normal (normal reaction in abnormal situation).

Ketika menghadapi berita kematian orang yang dikasihi, manusia umumnya
mengalami lima tahap duka (grief), yaitu: penyangkalan, kemarahan, tawar-
menawar, depresi, dan diakhiri dengan penerimaan (Kubler-Ross, 1969).
Penyangkalan ditandai dengan munculnya reaksi yang menunjukkan kesulitan
keluarga menerima berita duka, bahkan sebagian menolak mempercayainya. Lalu
diikuti tahap dengan munculnya reaksi kemarahan, biasanya mulai muncul
pertanyaan seperti: “mengapa keluarga saya?”, “mengapa Tuhan membiarkan ini
semua terjadi?”. Pada fase ini, keluarga akan agak sulit dibantu karena reaksi
mereka akan sering memproyeksikan kemarahan pada orang-orang terdekat di
sekelilingnya. Fase ketiga muncul tawar-menawar, dimana keluarga berusaha
menghindari atau meniadakan perasaan sedih yang melandanya dengan cara
melakukan negosiasi. Misalkan muncul pemikiran, “jika saya berdoa keras
mungkin Tuhan akan memberikan mukjizat”, namun akhirnya keluarga harus
kembali menghadapi dukanya karena penawaran tidak memberikan solusi atas
kehilangannya. Fase ke-empat adalah depresi, dimana keluarga menyadari bahwa
kematian tidak dapat ditawar dan dihindari lagi, maka seakan-akan semua
usahanya gagal. Muncul perasaan tidak berdaya menghadapi berita kehilangan.
Kadang disertai dengan usaha menyendiri, tidak mau menikmati hidup, lebih
banyak sedih, menyesal dan menangis. Perlu dipahami bahwa respon emosional
dalam fase ini adalah alamiah, bahkan sering akan diikuti dengan fase terakhir,
yaitu penerimaan. Dalam penerimaan, keluarga menerima perpisahan yang
disertai dengan perasaan tenang, misalkan muncul ide, “walaupun dia pergi,
namun semua akan baik-baik saja.” Fase penerimaan biasanya menjadi tanda
penyelesaian duka secara alamiah. Masing-masing individu mencapai fase ini
secara unik, ada yang lebih cepat, adapula yang membutuhkan waktu lebih lama.
Pendampingan psikologis dibutuhkan dalam mendampingi individu berproses
dengan emosi yang dialaminya hingga mengarahkannya mencapai penerimaan.

Namun, Butcher & Hatcher (1988) menjelaskan bahwa duka kehilangan keluarga
dalam peristiwa kecelakaan pesawat memiliki karakteristik yang berbeda
dibandingkan dengan kehilangan karena sebab lain, yaitu:

1.peristiwva kecelakaan pesawat sangat tiba-tiba sehingga tidak memberikan
kesempatan keluarga untuk menyiapkan diri menghadapi kehilangan. Kebanyakan
penumpang dalam masa produktif, maka kehilangan menjadi pukulan berat bagi
kelangsungan hidup keluarga.

2.Kecelakaan pesawat biasanya cukup parah karena berkaitan dengan kerusakan
baik bagian tubuh dan harta-benda penumpang. Akibatnya keluarga yang
ditinggalkan mengalami shock dan kewalahan secara psikis.

3.Kecelakaan pesawat dapat mengakibatkan efek trauma yang meluas, bukan
hanya bagi penumpang tapi bagi orang-orang yang melihatnya. Biasanya
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penumpang berasal dari berbagai daerah, maka mudah bagi komunitas asal
penumpang untuk turut merasakan duka karena merasa mengalami kehilangan.
Begitupula dengan pekerja dalam maskapai penerbangan yang mengalami
kecelakaan. Dan saat ini, media menyebarkan berita sehingga penerima berita pun
dapat merasakan kesedihan.

4 Kecelakaan pesawat bukan seperti bencana alam, dimana atribusi diletakkan
pada alam; namun sering juga dikaitkan dengan kesalahan manusia (human
error). Akibatnya dapat muncul kemarahan dan menuntut pertanggungjawaban,
hal-hal ini dapat memperpanjang masa duka dan penyesuaian keluarga pasca-
kecelakaan.

Maka dapat dipahami bahwa keluarga penumpang QZ 8501 dapat mengalami
proses duka yang berbeda. Proses pencarian yang memakan waktu lama dialami
sebagian keluarga penumpang; hal ini dapat menyebabkan proses duka
berkepanjangan. Dalam proses pencarian, bagi keluarga penumpang dapat
muncul harapan, kesedihan, penolakan dan kemarahan dan juga cemas
menunggu kabar yang tidak jelas. Namun walaupun begitu, keluarga yang
ditinggalkan tetap dapat melanjutkan proses duka hingga pada fase penerimaan
dan melanjutkan hidup. Dukungan terbaik yang dapat dilakukan oleh orang-orang
di sekeliling mereka adalah memberikan kesempatan bagi keluarga untuk berduka
secara alamiah. Namun, perlu dipahami jika keluarga tampak kewalahan
mengelola duka mereka, maka bantuan perawatan psikologis oleh profesional
dalam bidang Kesehatan Mental (professional mental health) dapat diberikan.

2. LAYANAN PSIKOLOGIS YANG DILAKUKAN DALAM KECELAKAAN AVIASI

Relawan HIMPSI memberikan layanan psikologis bagi keluarga penumpang Airasia
QZ 8501. Sejak Minggu, 28 Desember 2014, puluhan psikologi dan relawan
psikologi telah memberikan pendampingan dan layanan psikologis bagi pada
keluarga penumpang. Posko Bantuan Psikologi HIMPSI berkoordinasi dengan
seluruh unit yang memberikan layanan kesehatan, seperti Dinas Kesehatan
Propinsi Jatim, BIDDOKES Polda Jatim, KKP, dan lembaga lainnya. Posko Bantuan
Psikologi HIMPSI terletak satu lokasi dengan Pemeriksaan Ante-Mortem di Airport
Juanda (sebelum pindah ke Polda Jatim). Posko Bantuan Psikologi HIMPSI
diselenggarakan dengan kordinator HIMPSI Wilayah Jatim bekerjasama dengan
Dinas Psikologi Angkatan Laut, Bagian Psikologi Polda Jatim, Fakultas Psikologi di
Surabaya (UNAIR, Ubaya, Untag, UWM, UHT, UMG), dan RS] Menur. Dengan
koordinasi utama HIMPSI Jatim, tim juga dibantu oleh ahli Trauma Healing dan
Psikologi Penerbangan dari HIMPSI.

Dalam bencana aviasi QZ 8501, HIMPSI memberikan Layanan Psikologis Pertama
(Psychological First Aids; PFA) bagi keluarga penumpang. Layanan psikologis
adalah respon manusiawi yang diberikan bagi individu atau kelompok manusia
yang mengalami musibah/bencana dan mungkin membutuhkan bantuan (World
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Health Organization, 2011). Beberapa bentuk layanan yang dapat diberikan pada
korban bencana adalah:

1.memberikan bantuan praktis dan dukungan yang tidak

2.menilai kebutuhan dan perhatian

3.membantu pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, minuman, informasi)
4.mendengarkan, tapi tidak memaksa mereka untuk bicara

5.mendukung perasaan aman dan membantu untuk dapat tenang

6.membantu agar dapat mengakses layanan informasi, layanan fisik dan
dukungan sosial

7.menjaga agar tidak mengalami luka/masalah lebih lanjut

Layanan psikologis pertama diberikan oleh sukarelawan psikologi yang telah
mendapatkan latihan dasar. Bahkan dalam perjalanan pemberian layanan, HIMPSI
memberikan pembekalan layanan psikologis pertama bagi sukarelawan psikologi
yang terlibat dalam bencana QZ 8501.

Perlu dipahami, layanan psikologis pertama bukanlah psychological debriefing
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya stress setelah trauma (Post-Traumatic
Stress Disorder) dengan cara membicarakan trauma dan cara-cara yang dapat
mereka lakukan untuk mengelola traumanya. Namun beberapa penelitian terakhir
menemukan bahwa psychological debriefing tidak memberikan efek yang
signifikan dalam penanganan trauma (Lilienfeld, 2007).

Maka dalam bencana aviasi QZ 8501, HIMPSI memilih memberikan layanan
layanan psikologis pertama yang tidak fokus pada membicarakan duka keluarga,
namun lebih mengarahkan layanan agar keluarga yang ditinggalkan menjadi lebih
tenang dan mampu melampaui proses dukanya secara alamiah. Secara umum,
pemberian layanan psikologis pertama yang dilakukan dalam bencana aviasi QZ
8501 dilakukan dalam 3 tahap.

1.Stabilisasi, dimana individu diarahkan untuk mampu mengelola kestabilan
emosinya. Jika individu sangat sedih hingga emosi meluap-luap maka akan dibantu
untuk menurunkan emosinya, sebaliknya jika individu sangat sedih hingga menjadi
pasif dan tidak berdaya, maka akan dibantu untuk menaikkan semangatnya.

2.Rekonstruksi, dimana individu dibantu untuk menyusun baru harapan dalam
hidupnya. Perlu dipahami bahwa kehilangan anggota keluarga berakibat
perubahan dalam hidup seseorang, maka bisa terjadi perubahan harapan,
misalkan: kehilangan ayah artinya perlu merencanakan siapa yang akan menjadi
tulang punggung keluarga atau kehilangan anak akan merubah pengasuhan anak
di keluarga. Namun perencanaan hanya bisa optimal jika individu telah mencapai
penerimaan (acceptance). Psikolog akan membantu individu untuk mencapai
penerimaan agar bisa melakukan perencanaan dan melanjutkan hidup.

3.Reintegrasi, dimana individu akan dibantu untuk dapat masuk, menyesuaikan
diri dan melanjutkan aktivitas dalam hidup barunya. Melanjutkan hidup bagi
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keluarga yang ditinggalkan dapat menjadi suatu hal yang berat jika tidak disokong
oleh dukungan sosial. Keluarga yang ditinggalkan mungkin pada satu waktu
merasa kangen atau sedih atas kehilangannya, maka peran orang-orang di
sekelilingnyalah yang perlu memberikan penghiburan, dukungan dan semangat
bagi keluarga yang ditinggalkan untuk terus melanjutkan hidupnya.

Pada fase awal, layanan psikologis yang banyak diberikan sukarelawan psikologi di
Crisis Center fokus dalam menyediakan stabilisasi emosi, terutama ketika keluarga
mengalami kesedihan mendalam ketika mendengar peristiwa kecelakaan. Pada
keluarga yang telah mencapai emosi yang lebih stabil, maka sukarelawan psikologi
mendampingi dalam proses pemberian informasi Ante-mortem untuk pencarian
jenazah ke Tim Disaster Victim Identification (DVI) hingga identifikasi Post-mortem
dan pemulangan jenazah kepada keluarga. HIMPSI juga memberikan penanganan
psikologis lebih intensif bagi keluarga yang membutuhkan. Dan selanjutnya,
sukarelawan bertahap memberikan pendampingan bagi keluarga yang
membutuhkan untuk berproses dalam fase rekonstruksi dan reintegrasi.

3. PEMBERITAAN BENCANA DAN MEDIA-HYP

Sejak hari pertama dinyatakan hilang, berbagai media meliput pemberitaan
bencana QZ 8501. Media elektronik (televisi, radio), media cetak, dan internet
dibanjiri dengan berbagai berita mengenai QZ 8501. Up-date informasi yang
dilakukan juga sangat sering, pemberitaan diulang-ulang, bahkan dengan durasi
panjang. Masyarakat menyaksikan bencana yang diikuti dengan gelombang
pemberitaan besar, sebuah media-hype. Media-hype adalah gulir gerak media
dimana pemberitaan diperkuat karena terus-menerus melahirkan berita-berita
baru. Dalam media-hype, berita bencana QZ 8501 terus bergulir dari peristiwa
hilangnya pesawat, penemuan puing dan korban, hingga mengenai reaksi duka
keluarga, analisis pakar, reaksi masyarakat atas peristiwa ini, dan berbagai liputan
lainnya. Belum lagi, di sosial-media masyarakat saling mencari dan berbagi
pemberitaan, re-sharing dan re-posting, sehingga pemberitaan bencana QZ 8501
menjadi semakin meluas. Hal-hal ini seakan menegaskan betapa pentingnya berita
ini bagi masyarakat. Dalam pusaran media-hype, fokus media pada bencana
seperti tidak terkendali hingga beberapa minggu. Masyarakat seakan-akan
terkunci dalam pemberitaan bencana, dengan sorotan utama keluarga yang
sedang berduka.

Bagi masyarakat pada umumnya, berita bencana QZ 8501 adalah informasi
menarik. Orang-orang saling berbagi cerita dengan intens tentang bencana QZ
8501 di media. Di berbagai media sosial menjadi topik pembicaraan hangat yang
terus menyedot perhatian banyak orang, akibatnya pemberitaan bencana QZ 8501
diproduksi terus menerus. Ada beberapa orang yang tidak terkena dampak namun
tertarik pada berita bencana; mereka merasa terlibat dalam fenomena ini dengan
cara menggali berita terus-menerus, berbagi cerita dalam media sosial dan
akhirnya menjadi lebih haus akan informasi agar terus up-to-date. Pada sebagian
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orang, berita bencana menghentak mereka dan membuat mereka ingin
membantu dan berbagi perasaan melalui media dan karya.

Sayangnya, pemberitaan intensif tidak selalu dilakukan memberikan layanan
informasi sesuai dengan kebutuhan keluarga korban bencana. Dalam bencana QZ
8501, beberapa berita disampaikan oleh media secara tidak etis. Pada hari ketiga
kecelakaan QZ 8501, media di Indonesia menampilkan foto korban yang berada di
laut tanpa usaha edit atas azas kemanusiaan dan empati bagi keluarga
penumpang yang ditinggalkan (Haq & Surya, 2014). Pemunculan visual kondisi
korban yang tanpa disamarkan, tambah memukul keluarga penumpang di tengah
duka mereka. Melihat kondisi korban bencana membuat ngeri karena sebagian
keluarga membayangkan rasa sakit dan sedih yang dialami keluarga yang
dikasihinya tersebut menjelang kecelakaan itu merenggut nyawanya.

Media-hype juga melahirkan kehausan informasi yang berlebihan. Beberapa
media mencari berita secara kurang empatik, misalkan: mengambil gambar dekat
tepat di wajah orang yang sedang berduka bahkan sering tanpa ijin pihak yang
diambil gambarnya. Liputan berita juga sering dilakukan tanpa pertimbangan
kemanusiaan, seperti: memaksa wawancara bahkan pada saat keluarga
penumpang sedang berduka atau dalam keadaan terpukul. Akhirnya, beberapa
media lokal yang cukup sering bertindak kurang empatik akhirnya mendapat
teguran oleh Komisi Penyiaran Indonesia serta kritik dari masyarakat umum
(Nistanto, 2014).

Secara umum, media-hype bencana QZ 8501 memberikan pengaruh baik positif
dan negatif. Kontribusi positif pertama adalah dalam aspek informatif, dimana
keluarga juga menantikan berita atau informasi dari Badan SAR Nasional
(BASARNAS) dalam upayanya mencari pesawat dalam rangka menjelaskan apa
yang terjadi. Dengan berita, keluarga juga dapat melakukan antisipasi dan
perencanaan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi musibah ini. Kedua,
berita dapat menyebar kesadaran akan kejadian, yang juga dapat membangun
kepekaan dan empati. Ketiga, pemberitaan bencana juga terjadi proses edukasi,
dimana masyarakat belajar bahwa proses pencarian dan penyelamatan bagian
pesawat membutuhkan kerjasama berbagai bidang.

Akan tetapi, pengaruh negatif juga muncul. Pertama, pemberitaan juga dapat
menimbulkan korban sekunder. Media-hype dapat mendistorsi pikiran
penerimanya karena menyebarkan kecemasan dan kesedihan bagi yang
menerima berita walaupun tidak memiliki hubungan dengan musibah sama sekali.
Pemaparan berita bencana QZ 8501 berulang-ulang dapat menjadi bagian hidup
sehari-hari dan bahkan dapat berkembang membuat kecemasan dan panik
berlebihan, seperti: orang mulai cemas naik pesawat terbang. Kedua, berita dapat
mengalihkan perhatian individu dari hal-hal lain dalam hidup yang juga penting
diperhatikan. Sebagian orang menerima mentah-mentah penjelasan media dan
mengganggapkan sebagai bagian kenyataan tanpa sikap kritis.
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4. PERAN PSIKOLOGI DALAM PELIPUTAN BENCANA

Dalam media-hype ini HIMPSI mengambil peran dalam memberikan psikoedukasi
bagi masyarakat dan media, terutama dalam memberikan masukan peliputan
yang lebih etis dan empatik dalam situasi bencana. HIMPSI menyarakan agar:

1.Media dan masyarakat memberikan kesempatan berduka bagi keluarga
penumpang. Dalam hal ini, artinya media dan masyarakat berusaha untuk tidak
terus-menerus mengeksploitasi berita kedukaan keluarga, dan tidak memaksa
melakukan wawancara atau mengambil gambar ketika keluarga berduka. Dalam
kehidupan sehari-hari, sering orang-orang di sekitar keluarga penumpang ingin
bertanya tentang kejadian bencana. Namun perlu dipahami bahwa pertanyaan ini
dapat menjadi beban bagi keluarga. Dalam satu hari keluarga penumpang bisa
ditanya oleh banyak orang dan berbagai media; akhirnya mereka kewalahan
karena seperti dipaksa mengulang cerita sedih terus-menerus. Luka dan
kesedihan yang diulang-ulang bukan memberikan kelegaan namun malah dapat
memperburuk keadaan psikologis keluarga yang ditinggalkan dan menghambat
mereka melampaui proses duka.

2.Media disarankan untuk mengupas sisi lain dari bencana aviasi QZ 8501 bukan
hanya eksploitasi kesedihan keluarga penumpang yang ditinggalkan. Media dapat
mengupas cerita-cerita menggugah kemanusiaan yang dilakukan berbagai
sukarelawan dalam konteks bencana, misalkan: sukarelawan pencari puing
pesawat dan jenazah yang bekerja keras dan menanggung lelah berminggu-
minggu di laut. Ada pula cerita inspiratif tentang bagaimana sukarelawan dari
berbagai suku, agama dan ras dapat bekerjasama dari proses pencarian,
pendampingan, layanan sosial, pemberian dukungan fisik dan keamanan bagi
keluarga penumpang selama beberapa minggu. Hal-hal positif ini disarankan
untuk diulas oleh media sebagai penyeimbang berita; bahwa dari peristiwa
bencana bukan hanya kesedihan yang muncul namun juga upaya kemanusiaan
yang tinggi lahir di sana.

3.Menyarankan pada media agar menggunakan kata-kata yang netral dan non-
provokatif dalam pemberitaan. Dalam pusaran media-hype beberapa kata-kata
dapat dipersepsikan mengganggu atau menyinggung, misalkan: pada saat
pencarian badan pesawat beberapa keluarga penumpang keberatan dan marah
ketika disebut dengan “keluarga korban”; karena mereka merasa belum tentu
keluarganya yang menjadi penumpang adalah korban. Hal ini menunjukkan
harapan atas keselamatan penumpang; oleh karena itu media diminta berhati-hati
dalam memilih kata yang tidak menyinggung harapan dan perasaan keluarga.
Media disarankan menggunakan kata-kata netral dan tidak melakukan model
pemberitaan yang tambah menimbulkan kecemasan bagi masyarakat luas.

Selain dari itu, HIMPSI juga memberikan psikoedukasi bagi masyarakat mengenai
proses duka, melalui lima tahap duka, yaitu: penyangkalan, kemarahan, tawar-
menawar, depresi, dan diakhiri dengan penerimaan (Kubler-Ross, 1969). Dengan
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psikoedukasi ini, diharapkan agar masyarakat dapat memahami fenomena duka
sebagai peristiwa alamiah serta memahami bagaimana pengaruh duka bagi
kehidupan manusia setelah bencana (Sheras, 2005). Dan pada akhirnya, diharapan
informasi ini dapat membantu masyarakat untuk mampu menyusun respon
perilaku yang paling tepat bagi orang-orang yang berduka di masyarakat.

Dari hal-hal tersebut, terlihat bahwa HIMPSI memberikan kontribusi dalam
pemberdayaan media agar menyalurkan informasi yang stabil dan netral dalam
rangka memberikan gambaran yang proporsional mengenai bencana. HIMPSI juga
mendukung penyampaian informasi yang etis dan empatik bagi keluarga
penumpang serta masyarakat secara luas.

5. KESIMPULAN

Dalam situasi bencana, orang yang terkena dampak bencana dan masyarakat
pada umumnya mengalami krisis. Khususnya bagi orang-orang yang terkena
dampak seperti keluarga penumpang dapat mengalami kesedihan, kemarahan,
cemas, frustasi dan depresi. Dalam jangka pendek dinamika psikologis setelah
bencana tersebut dapat memperburuk kondisi relasi interpersonal, kesehatan dan
kinerja individu. Jika proses duka tidak diselesaikan dalam jangka panjang, maka
gangguan mental dapat muncul dan menjadi lebih sulit untuk diintervensi.

Psikologi dalam situasi bencana dapat mengambil peran baik sebagai pemberi
layanan psikologis setelah bencana, dan juga sebagai pendukung pemberian
informasi yang etis, empatik, berimbang dan proporsional. Media didukung untuk
mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual, memilih kata-kata yang netral
dan non-provokatif dalam liputan berita dan menggunakan cara-cara non-
eksploitatif dalam peliputan berita. Hal-hal ini penting dalam memberikan
pendidikan bagi masyarakat untuk memahami bencana aviasi, proses duka dan
akibatnya dalam hidup manusia.

HIMPSI telah menunjukkan usahanya untuk menyelaraskan hubungan antara
psikologi, media dan bencana aviasi QZ 8501. Namun ke depannya, besar harapan
agar berbagai usaha psikologi dikembangkan agar dapat memberikan makna dan
kontribusi yang lebih optimal dalam penanganan bencana di Indonesia.
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ABSTRAK

Waduk Tomang Barat merupakan bagian dari sistem polder Tomang-Tanjung
Duren, Jakarta Barat. Sistem polder ini terdiri atas 8 jaringan drainase, waduk
dan pompa pengendali banjir. Sebagai kontrol dan mitigasi banjir pada sistem
polder, kita tidak hanya membutuhkan saluran drainase dengan kapasitas yang
mencukupi, tetapi juga kapasitas pompa dan pengoperasiannya mengingat
elevasi pada sistem polder lebih rendah daripada saluran utama. Waduk Tomang
Barat memiliki 8 pompa untuk kontrol banjir di kecamatan Tanjung Duren yang
dibagi menjadi 2 tipe meliputi 4 pompa dengan kapasitas 1 m3/dt dan 4 pompa
dengan kapasitas 1,74 m3/dt. Pengoperasian pompa bergantung pada debit
inflow yang masuk ke waduk yang berasal dari sistem drainase. Paper ini
menggambarkan mitigasi banjir melalui pengoperasian pompa dengan tujuan
efektifitas pengoperasian. Debit inflow diukur dengan HSS-SCS dan hal tersebut
mengubah level muka air sepanjang waktu. Skema operasi pompa bergantung
pada periode ulang banjir rencana. Berdasarkan hasil analisa, untuk periode
ulang 2 tahun (Q50), pengoperasikan pompa tidak signifikan, untuk periode ulang
5 tahun (Q20), pengoperasian pompa dilakukan bergantian, sedangkan untuk
periode ulang 25 tahun (Q4) dan 50 tahun (Q2), seluruh tipe pompa harus
dioperasikan. Skema ini dapat digunakan oleh operator pompa sebagai sebuah
sistem peringatan dini untuk memulai pemompaan ketika level muka air waduk
mencapai ketinggian tertentu.

Kata Kunci: Mitigasi Banjir, Banjir Perkotaan, Operasi Pompa, HSS-SCS

ABSTRACT

West Tomang Reservoir is part of polder system in Tomang-Tanjung Duren polder,
West Jakarta. This polder system includes drainage system with 8 drainage
networks, reservoir and pump operation. As a flood control and mitigation in
polder system, we need not only drainage capacity required but also pump
capacity and operation in reservoir due elevation in polder system is lower than
primary channel or stream. West Tomang reservoir has 8 pumps as resources for
flood control in Tanjung Duren sub-district which is distinguished into 2 type
follows 4 pumps in 1 m3/s for discharge capacity and 4 pumps in 1,74 m3/s for
discharge capacity. Pump operation managing depends on discharges of inflow to
reservoir from along drainage system. This text describes flood mitigation through
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pump operation to aims effectivity in operating. Discharges of inflow is measured
from SCS synthetic unit hydrograph and it changes reservoir water level along
time. The scheme of pump operation depend on return period of design of flood.
Based on result of analysis, for 2 yr return period (Q50), pump operating is not
significantly, for 5 yr return period (Q20), pump operation conducted in rotation,
whereas for both of 25 yr return period (Q4) and 50 yr return period (Q2) all of
type of pump have to operated. This schemes can be used by pump operator as
an early warning system to start pumping on certain water level in reservoir.

Keywords: Flood Mitigation, Urban Flood, Pump Operation, SCS Synthetic
Unit Hydrograph

1. LATAR BELAKANG

Banjir merupakan salah satu bencana yang terjadi di daerah perkotaan. Mitigasi
banjir perkotaan dapat dibedakan menjadi mitigasi struktural dan mitigasi non-
struktural. Di Kota Jakarta, banyak daerah tergenang secara rutin saat hujan
terjadi. Pemicu banjir di Kota Jakarta disebabkan oleh intensitas curah hujan yang
tinggi, penurunan lahan, daerah drainase pemenjaraan, peningkatan urbanisasi
dan kurangnya pemeliharaan infrastuktur pengendalian banjir (Nedeco, 2010).

Saat ini, Kota Jakarta memiliki sistem pengendalian banjir. Sistem yang diterapkan
di Jakarta adalah sistem polder. Suripin (2003), menulis bahwa polder adalah
dataran rendah dimana hasil reklamasi atau badan air lainnya yang dibatasi oleh
tanggul, dan lain-lain. Kita dapat mengatakan bahwa polder adalah daratan
cekung, dimana air tidak dapat dialiri secara gravitasi, oleh karena itu pengaliran
air dengan menggunakan sistem pompa sangat diperlukan. Salah satu sistem
polder di Jakarta adalah sistem polder Tomang Barat.

Biasanya pada sistem polder, sebelum air dialirkan ke saluran utama atau sungai,
air tersebut akan ditampung di waduk terlebih dahulu. Dengan menggunakan
sistem pompa, kita bisa mengalirkan air yang ditampung tersebut ke sungai atau
badan air. Pengoperasian pompa sangat penting karena muka air di waduk
meningkat karena curah hujan dan banjir. Manajemen operasi pompa bertujuan
untuk memberikan informasi tentang waktu terbaik untuk mulai pemompaan dan
menghentikan pemompaan berdasarkan karakteristik debit banjir yang
masuk/inflow ke dalam waduk. Karakteristik inflow dapat dijelaskan dalam
pengukuran hidrograf lapangan. Di sisi lain, terkadang timbul masalah
ketidaktersediaan data lapangan. Jika tidak ada data pengukuran lapangan, kita
bisa menggunakan pendekatan hidrograf satuan sintetis.

Tujuan dari teks ini adalah menggambarkan contoh manajemen operasi pompa
saat terjadi banjir di sistem polder Tomang Barat. Analisis meliputi desain
hidrograf banjir dan pola operasi pompa pada setiap periode ulang banjir rencana.
Karena tidak tersedianya data debit aliran di lapangan, maka debit aliran
masuk/inflow dianalisis dengan menggunakan pendekatan hidrograf satuan
sintetis SCS (HSS-SCS).
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2. TEORI DAN METODOLOGI

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bencana, dalam hal ini bencana banjir perkotaan dijadikan
landasan berfikir untuk mengintegrasikan pemicu utama bencana, tingkat risiko

dan mitigasinya. Diadopsi dari Utomo (20xx), kerangka konseptual untuk bencana
banjir perkotaan dapat digambarkan sebagai berikut

Narmuran System Observation
Invenrory
Accounting
Dara
Themaric Event Map:s

I

Esublish Flood
Hazard Potential
Soreamfiow versus Probability
f Ocaoance

Assess Vulnerability
Value (Marial, Peopile)
Irjuries

Resiliency

]

¥

Risk Assessment
Rizk = function (Hazard, Vulnerabiitty. Vaiue)

h
Protection Goals / Risk Acceptance
Unacceptable Risk Acceptable

h 4

Planning /

Redoce Risk Through Best Possible
Maragement Practices

» Land use Pianning (Fiood Piain

* Soucrural Meazures(Dams, Building
Codes)

« Flood Forecazting and Warning
Systems

Gambar 1. Kerangka Konseptual Mitigasi Banjir Perkotaan

(Source : Utomo)

Dari gambar 1, dapat dikatakan bahwa peramalan dan sistem peringatan banjir
merupakan bagian dari pengukuran mitigasi. Selain itu, perencanaan operasi
pompa merupakan salah satu sistem peringatan banjir dalam mitigasi banijir.

Hujan Rencana

Langkah pertama dalam analisis banjir rencana adalah analisa curah hujan.
Analisis menggunakan distribusi Gumbel yang meliputi langkah-langkah sebagai
berikut:

1. Tentukan curah hujan maksimum tahunan.
2. Hitung rata-rata dan standar deviasi (S).
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T-XP (1)

3. Hitung parameter a dan u.

VEs @
T
u=X—-05772a (3)

o =

4. Hitung parameter yr, gunakan T sebagai periode ulang.

yr=-in [m(i‘"i 1)] (4)

5. Hitung X7, dimana X7 adalah curah hujan pada periode ulang rencana T.

Xr=utayr (5)

Kurva IDF

Kurva IDF (Intensity-Duration-Frequency) adalah kurva yang menghubungkan
intensitas curah hujan, durasi dan frekuensi. Analisis intensitas curah hujan
mengikuti persamaan Mononobe

R.. 24\ 13
[ = ”@J (6)
24 Wt

Hidrograf Satuan Sintetis SCS
Keterbatasan penelitian ini adalah tidak tersedianya data debit hasil
pengukuran lapangan sebagai debit aliran masuk/inflow reservoir, oleh karena itu
aliran masuk dianalisis dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis SCS.
Hidrograf satuan ini menyatakan nisbah (q) sebagai fluks ke debit puncak (qp) dan
satuan waktu (t) ke waktu puncak (T,). Prosedur analisisnya adalah sebagai berikut
1. Hitung t, menggunakan persamaan 7

t, = 06T, (7)
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T. adalah time of concentration yang dihitung berdasarkan pendekatan
Kirpich

T, = 0,019471%77 50385 (8)
2. Hitung T, menggunakan persamaan 9

T, = 0,5t +1, (9
tr adalah durasi hujan efektif.

3. Hitung g, menggunakan persamaan 10

g _ca
=
Tp

(10)

C adalah koefisien yang memiliki nilai 2,08 dan A adalah luas daerah
tangkapan air (Km?). Seluruh parameter waktu adalah jam dalam satuan
dan gp dalam m? /dt/cm.
Untuk menentukan t dan q sebagai parameter hidrograf, gunakan gambar 2
berdasarkan analisis pada langkah 1 sampai langkah 3.

T, dq, uT, aq, T, 9/q,
0,1 0,000 11 0,980 2,8 0,098
0,1 0,015 1,2 0,920 3,0 0,075
0,2 0,075 1,3 0,840 3,5 0,036
0,3 0,160 1,4 0,750 4,0 0,08
0.4 0,280 1.5 0,660 4,5 0,009
0,5 0,430 1.6 0,560 5,0 0,004
0,6 0,600 18 0,420 0,000
0,7 0,770 2,0 0,320

0,8 0,690 2,2 0,240

0,9 0,970 2,4 0,180

1,0 1,000 2,6 0,130

Gambar 2. Nilai Nisbah HSS-SCS
(Sumber : Kamiana)

3. DATA DAN HASIL

3.1 Deskripsi Waduk Tomang Barat

Waduk Tomang Barat merupakan bagian dari sistem polder Tomang-Tanjung
Duren. Terletak di Jakarta Barat, memiliki luas wilayah sekitar 2.49 Km? dan
berperan sebagai sistem pengendalian banjir di kecamatan Tanjung Duren.
Gambar 3 menggambarkan sistem polder Tomang termasuk semua
komponennya. Ada beberapa informasi terkait dengan sistem polder Tomang
seperti berikut

1. Panjang total sistem drainase adalah kurang lebih 6209 m.
2. Kemiringan rata-rata sekitar 0,002 m/m.
3. Luas waduk tomang adalah sekitar 0,061 Km?.

207



PROSIDING PIT KE-5 RISET KEBENCANAAN |ABI
UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG 2-4 MEI 2018

4. Kedalaman waduk diasumsikan 6 m (tidak meliputi dead storage).
5. Jumlah pompa yang ada di waduk adalah 8 buah yang memiliki kapasitas 1

m3/s (4 pompa) dan 1,74 m%/s (4 pompa).

e HoloN iaby ||

T

[ s

a,

= TANJUNG byt’ 7

| LI

Gambar 3. Polder Tomang Barat
(Sumber : Portal Data Dinas Tata Air DKI)

Intensitas Curah Hujan

Analisis intensitas curah hujan dimulai dari analisis data curah hujan secara
statistik. Data curah hujan maksimum tahunan diambil dari stasiun observasi
Jakarta dari tahun 2006 sampai 2016. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 4.
Setelah analisa statistik dilakukan analisa intensitas curah hujan dengan
pendekatan Mononobe. Kurva IDF dibuat berdasarkan periode ulang rencana

pada analisa statistik.
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1 2006 69.09
2 2007 143.76
3 2008 360.93
4 2009 129.03
5 2010 106.93
6 2011 62.99
7 2012 72.39
8 2013 173.99
9 2014 128.02
10 2015 95.50
11 2016 72.90

Gambar 4. Curah Hujan Maksimum Tahunan

Data pada gambar 4 dianalisis dengan menggunakan distribusi Gumbel untuk
menentukan curah hujan pada periode ulang rencana. Prosedur distribusi Gumbel
telah dijelaskan sebelumnya. Analisa Melalui prosedur tersebut, diperoleh curah
hujan pada beberapa periode ulang rencana seperti yang terlihat pada gambar 5.

Return Period Ve Xr (mm)
(yr)
2 0.367 114.758
5 1.500 189.685
10 2.250 239.293
25 3.199 301.973
50 3.902 348.473
100 4.600 394.629
1000 6.907 547.144

Gambar 5. Curah Hujan Pada Periode Ulang

(Sumber : Hasil Analisa)

Selanjutnya, kurva IDF ditentukan dengan menggunakan persamaan Mononobe,
dengan beberapa parameter koefisien run-off, C sebesar 0,72 (diadopsi dari
Nedeco), serta durasi waktu rata-rata curah hujan diasumsikan 6 jam. Gambar 6
menjelaskan curah hujan efektif, Re dan gambar 7 menggambarkan intensitas
curah hujan pada setiap periode ulang rencana.

Ditribution Rainfall in Return Period (rmm)

2 5 10 5 5 100
Gumbel | 114758 | 189.685 | 230203 | 301873 | MB4T3 | 304629
¢ 072 0.2 072 072 072 0.2
Re 82626 | 136573 | 172201 | A7421 | 250900 | 284133

Gambar 6. Curah Hujan Efektif Pada Periode Ulang

(Sumber : Hasil Analisa)

Setiap curah hujan efektif diubah menjadi intensitas curah hujan dalam 6 jam.
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th Rainfall Intensity in Return Period (mm/hours)

fhous) 73 5 W ] 5 | % ] m
f 45471 | 7158 | Q4815 | 119851 | 138076 | 15633
2 0040 | ATHMT | M7 | TBIG | 86982 | 98503
3 2880 | %133 | 46582 | BTAZ | 66380 | T1BAT2
4 10.040 | 20807 | 3762 | 47484 | BAT% | 62083
5 15501 | 5704 | 3242 | 40820 | 472N | 53478
6 13771 | 22782 | B16 | B | M7 | 473

Gambar 7. Intensitas Curah Hujan Pada Periode Ulang

(Sumber : Hasil Analisa)

Kurva IDF ditentukan dari hasil gambar 7. Untuk analisis selanjutnya, tidak semua
periode ulang rencana digunakan, namun hanya menggunakan 2 tahun, 5 tahun,
25 tahun dan 50tahun sebagai representasi.

1DF Curve

1800

L4000

e0200

Raindll incensity {me/bour]

#0000

050

Gambar 8. Kurva IDF Tiap Periode Ulang

(Sumber : Hasil Analisa)

Banjir Rencana

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam paper ini banjir rencana ditentukan
oleh pendekatan hidrograf satuan sintetis SCS. Ini disebabkan oleh tidak
tersedianya data debit. Dengan menggunakan prosedur seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, kita memperoleh hidrograf satuan sintetis SCS (kolom 2
dan 4 dari gambar 9) untuk setiap intensitas curah hujan 1T mm/jam.

t/Tp t (hours) q/qp (malzlcm)
0 0.00 0 0

1 3.72 1 1.394
2 7.43 0.320 0.446
3 11.15 0.075 0.105
4 14.86 0.018 0.025
5 18.58 0.004 0.0086
19.00 0.000

Gambar 9. Nisbah HSS SCS

(Sumber : Hasil Analisa)
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5CS SyntheticUnit Hydrograph

——— 50 ¥rs Return Period Flood Design —— 25 ¥rs feturn Period Flocd Design

~———5 Vrs Retum Period Flood Design 2¥rs Return Pesiod Flood Design

Gambar 10. Grafik HSS SCS

(Sumber : Hasil Analisa)
Operasi Pompa

Operasi pompa dianalisa berdasarkan hidrograf yang dirancang sebelumnya. Ada
4 skema dalam operasi pompa yang bergantung pada kecenderungan periode
ulang pada debit banjir yang terjadi. Gambar 11 menjelaskan tentang peningkatan
level muka air di permukaan waduk yang didasarkan pada hidrograf inflow.

Reservoir Elevation

EES

11111

gEEE s

Resarolr's Waber Level [m)

JEBEEESR

Gambar 11. Kenaikan Level Muka Air

(Sumber : Hasil Analisa)

Dari gambar 11, dijelaskan bahwa jika pompa tidak dioperasikan, level muka air di
waduk akan meningkat hingga melebihi batas maksimumnya, kecuali untuk
periode banjir 2 tahun (Q50). Hasil analisa operai pompa diperoleh bahwa untuk
Q50 dan Q20, pengoperasian semua pompa tidak diperlukan atau dilakukan
bergantian, sedangkan untuk Q4 (banjir periode ulang 25 tahun) dan Q2 (banjir
periode ulang 50 tahun) semua pompa harus dioperasikan. Semua skema
pemompaan digambarkan dari gambar 12 sampai gambar 15.
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Graph of Pumping Scheme For Q50%

Gambar 12. Skema Pompa Untuk Banjir Q50

(Sumber : Hasil Analisa)

Graph of Pumping Scheme Far Q20%

000
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Gambar 13. Skema Pompa Untuk Banijir Q20

(Sumber : Hasil Analisa)

Graph of Pumping Scheme For Q4%
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Time froun)

— Ber Puring,

Gambar 14. Skema Pompa Untuk Banjir Q4

(Sumber : Hasil Analisa)
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Graph of Pumping Scheme For Q2%

Reservoir's Water Level [m)
E &8 8 B 8 8 & 2

Purmping Discharges (m/s)

Gambar 15. Skema Pompa Untuk Banjir Q2
(Sumber : Hasil Analisa)

4. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini dapat kita diskusikan tentang perkiraan debit run-off
maksimum pada polder Tomang Barat dengan menggunakan pendekatan
hidrograf satuan sintetis SCS. Dari analisis hidrograf, diperoleh debit maksimum
untuk 2 tahun periode ulang adalah sekitar 10,33 m3/dt, sedangkan untuk periode
ulang 5 tahun diperoleh sekitar 17,1 m3/dt. Biasanya, untuk disain dimensi saluran
drainase, debit periode ulang 5 tahun digunakan sebagai debit rencana. Hasil yang
lebih ekstrem ditunjukkan oleh debit pada periode ulang 25 tahun dan periode
ulang 50 tahun dimana masing-masing nilainya 27,2 m3/dt dan 31,4 m3/dt secara
berurutan.

Semua periode ulang banjir rencana memberi pengaruh pada level muka air
waduk terutama pada periode ulang 5 tahun, 25 tahun dan 50 tahun. Debit banjir
rencana dari periode ulang tersebut meningkatkan level muka air di waduk yang
melebihi nilai kapasitas maksimumnya. Oleh karena itu, jika periode ulang
tersebut terjadi, pemompaan di waduk harus dilakukan. Khusus untuk periode
ulang 2 tahun, tidak memberikan pengaruhnya pada peningkatan level muka air di
permukaan waduk secara signifikan.

Meskipun debit banjir dari 2 tahun periode ulang tidak memberikan pengaruh
dalam peningkatan level muka air di waduk, operasi pompa masih dilakukan
namun dalam skala yang kecil. Gambar 12 adalah salah satu contoh untuk kasus
ini. Debit pemompaan dilakukan pada awal puncak banjir atau bila permukaan air
sekitar 2 m pada kurun waktu 1 hingga 2 jam adalah sekitar 3,2 m3/det. Debit
pemompaan ini dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti mengoperasikan 2
pompa yang masing-masing pompa memiliki kapasitas 1,74 m3/dt atau kombinasi
operasi pompa lainnya. Setelah debit puncak terjadi, operator bisa mematikan
salah satu pompa, oleh karena itu hanya satu pompa yang aktif sampai level muka
air waduk kembali ke level normal pada 0,5 m.

Kasus selanjutnya adalah jika level muka air waduk sedikit melebihi 1 m setelah
satu jam, maka potensi debit periode ulang 5 tahun akan terjadi. Untuk kondisi ini
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operator dapat mengoperasikan beberapa pompa untuk mendapatkan debit total
pemompaan 6,25 m3/dt. Semua pompa yang berkapasitas 1.74 m3/dt dapat
dioperasikan sampai puncak banjir terjadi. Setelah puncak banjir atau saat mulai
penurunan permukaan air, satu per satu pompa dimatikan secara bertahap
sampai level muka air kembali ke level normal 0,5 m.

Kasus terakhir adalah jika level muka air waduk meningkat secara ekstrem dalam 1
jam. Seiring waktu itu, jika permukaan air hampir atau lebih dari 2 m, tanpa
terkecuali, semua pompa harus dioperasikan sampai puncak banjir, sehingga debit
pemompaan sekitar 10 m3/dt.

Setelah menentukan skema pemompaan untuk semua periode ulang rencana,
masalah yang penting adalah meningkatkan kapasitas waduk tanpa pompa
tambahan. Hal ini dianggap karena jika debit banjir periode ulang 50 tahun terjadi,
maka besarnya inflow menyebabkan peningkatan level air waduk melebihi batas
kapasitasnya. Kasus ini dijelaskan pada gambar 15. Dari gambar tersebut, dapat
kita katakan bahwa dibutuhkan tambahan kedalaman waduk sekitar 2 m.

Catatan yang paling penting dari paper ini adalah, bagaimanapun teknis skema
operasi pemompaan (seperti gambar 12 sampai gambar 15), gambar 11 tetap
selalu menjadi acuan utama untuk menentukan skema lain jika diperlukan. Semua
prosedur analisis dapat diaplikasikan di daerah tangkapan air lainnya atau sistem
polder lainnya.

5. KESIMPULAN
Dari pembahasan penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

1. Hidrograf satuan sintetis dapat digunakan untuk merancang operasi
pemompaan pada reservoir dari suatu sistem polder.

2. Kasus khusus di Waduk Tomang Barat, kapasitas waduk memenuhi
kebutuhan debit masuk dari debit periode ulang 2 tahun sampai 25
tahun tanpa perlu penambahan atau peningkatan kapasitas pompa.

3. Meskipun probabilitas periode ulang 50 tahun hanya 2%, namun
jika pemerintah daerah selaku otoritas telah memiliki rencana untuk
meningkatkan kapasitas waduk, maka diperlukan peningkatan
kedalaman waduk sebesar 2 m.

Karena beberapa keterbatasan penelitian ini, beberapa rekomendasi untuk
penelitian sejenis atau penelitian selanjutnya yaitu :

1. Gunakan pengukuran hidrograf lapangan sebagai data arus masuk
atau inflow di waduk.

2. Pengukuran batimetri pada waduk diperlukan untuk memperkirakan
kedalaman aktual, menggambarkan morfologi waduk serta kondisi
dasar.
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3. Analisis optimasi dan efektifitas skema pemompaan sangat
dibutuhkan. Data yang diperlukan dapat berupa data biaya
operasional untuk jenis pompa dan data lain yang terkait dengan
optimasi.

6. PERNYATAAN

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari pengembangan proyek akhir
semester dalam mata kuliah bangunan air di Jurusan Teknik Sipil Universitas
Indonesia (2017). Sebagian data dan informasi didasarkan pada kunjungan
lapangan yang dilakukan pada bulan Mei 2017, terutama informasi tentang level
muka air normal di waduk Tomang Barat, sistem aliran pada sistem polder dan
kondisi intake. Penulis berharap penelitian ini dikembangkan dalam penelitian
lebih lanjut sesuai dengan rekomendasi dan saran sebelumnya.
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ABSTRAK

Kota Palopo adalah salah satu kota yang memiliki risiko bencana cukup tinggi,
bahkan merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota
Palopo sudah melakukan beberapa kegiatan terkait penanggulangan bencana di
wilayahnya. Importance and Performance Analysis digunakan untuk
mengevaluasi kegiatan penanggulangan bencana yang telah dilakukan sekaligus
untuk mengetahui kegiatan apa yang perlu ditingkatkan. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah rehabilitasi dan
rekonstruksi kawasan bencana serta pengelolaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana.

Katakunci : analisis kepuasan, bencana, penanggulangan bencana.

ABSTRACT

Palopo is one of the cities with high disaster risk. It has the highest disaster risk in
South Sulawesi Province. The Government of Palopo City has conducted several
activities related to disaster management. Importance and Performance Analysis
is used to evaluate disaster management activities that have been done and also
to find out which activities need to be improved. The results show that the
activities that need to be improved are the rehabilitation and reconstruction of the
disaster area and management of facilities and infrastructure for disaster
management.

Keywords : importance and performance analysis, disaster, disaster
management.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Palopo merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan.
Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kota Palopo merupakan pusat kegiatan ekonomi bagi daerah-daerah di sekitarnya.
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Sesuai dengan konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , Kota Palopo
merupakan salah satu kawasan andalan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan
sektor unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Posisi astronomis Kota Palopo terletak pada 2053'15”-3004'08" Lintang Selatan dan
120003'10"-120014'34" Bujur Timur. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Palopo, luas wilayah Kota Palopo seluas 258,17 km2 dengan
batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu;

b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone;

C. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu;

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.

Sebagai wilayah yang cukup strategis, Kota Palopo ternyata juga memiliki risiko
bencana yang cukup besar. Hasil kajian risiko bencana yang dilakukan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa
skor risiko bencana Kota Palopo adalah yang tertinggi diantara kabupaten/kota
lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang terlihat pada Tabel 1. Skor risiko
bencana yang dimaksud pada Tabel 1 ini adalah risiko terhadap semua ancaman
(multihazards).

Tabel 1. Skor dan Kelas Risiko Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

No Kabupaten/Kota Skor | Kelas risiko
1 |Kota Palopo 211 Tinggi
2 |Luwu 203 Tinggi
3 |Luwu Utara 202 Tinggi
4  |Luwu Timur 202 Tinggi
5 |Bone 191 Tinggi
& |Barru 180 Tinggi
7 |Wajo 179 Tinggi
8 |Pinrang 179 Tinggi
9 |Bantaeng 174 Tinggi
10 [Maros 168 Tinggi
11 |Pangkajene Kepulauan 168 Tinggi
12 [Sinjai 166 Tinggi
13 |[Bulukumba 163 Tinggi
14 |Gowa 163 Tinggi
15 |Kepulauan Selayar 155 | Tinggi
16 |Kota Pare Pare 155 Tinggi
17 |leneponto 151 Tinggi
18 |Enrekang 150 | Tinggi
19 [Tana Toraja 150 Tinggi
20 |Toraja Utara 150 Tinggi
21 |Takalar 144 | Tinggi
22 |Kota Makasar 144 Tinggi
23 |Soppeng 131 Sedang
24 |Sidenreng Rappang 119 | Sedang

Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo telah melakukan beberapa upaya terkait
penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Palopo merupakan salah satu BPBD yang pertama dibentuk, yaitu melalui
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Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo tahun 2013-2018 juga telah disebutkan
bahwa guna mengantisipasi besarnya dampak buruk dari terjadinya bencana
alam, maka di beberapa wilayah di Kota Palopo telah ditentukan sebagai kawasan
rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan
bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana abrasi dan kawasan rawan
kebakaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Palopo 2012 - 2032.

Agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan efektif dibutuhkan
kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha. Kegiatan penanggulangan bencana yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kota Palopo sebaiknya harus dapat diterima dengan baik oleh masyarakat agar
masyarakat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana.
Menurut Handayani (2011), keadaan dan unsur penting yang dapat menimbulkan
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau
kebijaksanaan daerah adalah adanya proses penentuan rencana (pembuatan
keputusan) yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat dan disesuaikan
dengan kebutuhan/ keinginan/kepentingan masyarakat yang nyata (felt need).
Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis kepuasan masyarakat yang dihadapkan
dengan keinginan/kepentingan terhadap kegiatan penanggulangan bencana di
Kota Palopo.

1.2 Tujuan
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki 2 tujuan, yaitu:
1. mengetahui profil kebencanaan di Kota Palopo,
2. menganalisis kepuasan masyarakat Kota Palopo terhadap kegiatan

penanggulangan bencana.
2. METODOLOGI

2.1 Landasan Teori

Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut
merupakan definisi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga
kegiatan utama (Handayani, 2011), yaitu:

1. kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;
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2. kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap
darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search
and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

3. kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan,
rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Paradigma penanggulangan bencana saat ini mulai bergeser dari sebelumnya
responsif menjadi preventif. Hal ini penting karena melalui pendekatan preventif
atau pencegahan dampak bencana dapat dikurangi. Kegiatan preventif yang
merupakan kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan,
padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa
yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi
bencana dan pasca bencana.

Kegiatan pada saat terjadi bencana dilakukan segera pada saat kejadian bencana.
Bertujuan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa
penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan
mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun
masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu banyak pihak yang
menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril
maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan
sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang
masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi
(Handayani, 2011).

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat
yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada
keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa rehabilitasi
dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah
kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi fisik saja, tetapi juga perlu
diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau
depresi (Handayani, 2011).

2.2 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara langsung tatap muka.
Pengumpulan data primer dilakukan oleh Indonesia Local Victory (ILV) pada 10-15
Oktober 2017. Jumlah responden sebanyak 440 orang. Pemilihan sampel
menggunakan teknik multistage random sampling dimana semua masyarakat
memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

Data sekunder diperoleh dari BNPB, yaitu data bencana dan hasil kajian risiko
bencana. Data bencana yang digunakan merupakan data historis yang diambil dari
Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI). Data historis kejadian bencana ini
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menggunakan data selama 9 tahun terakhir (2009-2017). Data hasil kajian risiko
bencana yang digunakan adalah hasil kajian risiko bencana tahun 2015.

2.3 Metode

Penelitian ini menggunakan dua analisis yaitu analisis deskriptif dan Importance
and Permonfance Analysis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan
kondisi kebencanaan di Kota Palopo.

Menurut Ong (2014), IPA dikemukakan pertama kali oleh Martilla dan James pada
tahun 1977 dalam artikel mereka “Importance-Performance Analysis” yang
dipublikasikan di Journal of Marketing. Analisis ini biasanya digunakan pada
penelitian-penelitian ekonomi. Taknik analisis ini meminta responden untuk
menilai kinerja’/kepuasan dan kepentingan. Selanjutnya nilai rata-rata tingkat
kepentingan dan kinerja tersebut dianalisis pada Importance-Performance Matrix.
yang mana sumbu x mewakili kinerja sedangkan sumbu y mewakili kepentingan.
Hasil yang diperoleh berupa empat kuadran seperti Gambar 1.

4 Kuadran I Kuadran I

- (Priontas Pertahankan

- Utama) Prestasi

§ —

',—S. } Kuadran III Kuadran IV

b Perlu Berlebihan

- Peningkatan
— Tingkat
3 Kepuasan (X)

Gambar 1. Kuadran Importance Performance Analysis.

Interpretasi dari keempat kuadran di atas adalah sebagai berikut:
a. Kuadran I: Prioritas Utama

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan atau
diharapkan masyarakat akan tetapi kinerja pemerintah dinilai belum
memuaskan sehingga pemerintah  perlu  berkonsentrasi  untuk
mengalokasikan sumber dayanya guna meningkatkan performa yang
masuk pada kuadran ini.

b. Kuadran Il: Pertahankan Prestasi

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan
diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan sehingga perusahaan wajib
untuk mempertahankan prestasi kinerja tersebut.

C. Kuadran IlI: Perlu Peningkatan

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai tingkat
persepsi atau kinerja aktual yang rendah dan tidak terlalu penting dan atau
tidak terlalu diharapkan oleh masyarakat sehingga pemerintah tidak perlu
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memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor
tersebut.

d. Kuadran IV: Berlebihan

Pada kuadaran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap tidak terlalu
penting dan tidak terlalu diharapkan oleh masyarakat sehingga pemerintah
lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait pada faktor tersebut
kepada faktor lain yang lebih memiliki tingkat prioritas lebih tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Kebencanaan Kota Palopo

Selama 9 tahun terakhir (2009-2017) terjadi 24 kejadian bencana di Kota Palopo.
Bencana yang terjadi meliputi kejadian bencana banijir, tanah longsor, puting
beliung, kekeringan, serta banijir yang disertai tanah longsor. Korban meninggal
dan hilang akibat bencana di Kota Palopo selama 9 tahun terakhir adalah
sebanyak 26 orang. Korban meninggal dan hilang di Kota Palopo disebabkan oleh
bencana banjir dan bencana tanah longsor. Korban mengungsi dan terdampak
bencana sebanyak 7.359 orang dimana yang terbanyak disebabkan oleh bencana
banijir.

Tabel 2. Jumlah Kejadian Bencana dan Dampaknya di Kota Palopo Tahun 2009-2017.

Kerusakan Rumah

. Jumlah Men.mggal Luka-Luka Mengungsi & Rusak Rusak Rusak
Jenis Bencana _ & Hilang Terdampak . Terendam
Kejadian Berat Sedang Ringan
Jiwa Unit
Banjir 11 13 13 6.128 23 1 3.373
Puting Beliung 5 - - 181 7 5 54
Tanah Longsor 4 13 156 1.050 239 1 92
Kekeringan 3 -
Banjir dan Tanah Longsar 1 - - - 1.000
Total 24 26 169 7.359 269 6 147 4373

Kerusakan rumah akibat bencana sebanyak 422 unit, yaitu 269 rusak berat, 6
rusak sedang, dan 147 rusak ringan. Kerusakan rumah paling banyak disebabkan
karena bencana tanah longsor. Adapun bencana banjir telah merendam
permukiman sebanyak 3.373 unit.

Dilihat dari kerawanannya, Kota Palopo memiliki skor risiko bencana multi
ancaman paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi
Selatan. Dilihat dari skor risiko bencana masing-masing jenis kejadian, dari 9 jenis
kejadian bencana yang dikaji, Kota Palopo memiliki risiko tinggi terhadap 6
kejadian, yaitu tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan dan lahan,
kekeringan, tsunami, dan angin kencang. Skor risiko untuk 2 kejadian lain (banjir
dan gempa bumi) termasuk kategori sedang. Sedangkan 1 jenis bencana lainnya
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yaitu letusan gunung api tidak ada karena tidak terdapat gunung api di sekitar
Kota Palopo.

Tabel 3. Skor dan Kelas Risiko Bencana Kota Palopo.

No. Jenis Kejadian Skor Kelas Risiko
1 |Tanah Longsor 36 Tinggi
2 |Gelombangpasang 36 Tinggi
3 |Kebakaran hutan dan lahan 36 Tinggi
4 |Kekeringan 36 Tinggi
5 |Tsunami 24 Tinggi
6 |Cuaca ekstrim/Angin kencang 20 Tinggi
7 |Banjir 12 Sedang
8 |Gempa bumi 11 Sedang

Berdasarkan skor dan kelas risiko bencana di atas, sebaiknya Pemerintah Kota
Palopo juga mengkaji kawasan yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan
dan lahan serta kekeringan karena kedua jenis bencana tersebut belum termasuk
ke dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo.

3.2 Importance Performance Analysis Masyarakat Kota Palopo terhadap
Kegiatan Penanggulangan Bencana

Secara umum, masyarakat Kota Palopo menilai bahwa penanganan bencana di
Kota Palopo sudah cukup baik. Diantara 12 masalah yang ditanyakan, penanganan
bencana berada di peringkat keenam dengan 82,9% responden menjawab bahwa
penanganan bencana sudah baik atau sangat baik (Tabel 4). Sebanyak 5,2% masih
berpendapat bahwa penanganan bencana di Kota Palopo adalah buruk atau
sangat buruk, sedangkan 11,8% tidak bersedia menjawab.

Tabel 4. Penilaian Masyarakat Kota Palopo terhadap Kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam
Menangani Berbagai Masalah.

No. | Masalah Umum Baik & ) Buruk & Tidak
Sangat Baik |Sangat Buruk| Jawab
1 |Penyediaan ai
nyediaan air 94,1% 5,4% 0,5%
bersih
2 |Sosial 90,2% 9,1% 0,7%
3 |[Lingkungan hidup 88,7% 7, 7% 3,6%
4 |Kebersihan 88,1% 11,3% 0,5%
5 |Keamanan 85,9% 13,9% 0,2%
6 |P
enanganan 82,9% 5,29% 11,8%
bencana
7 |Infrastruktur 78,4% 21,0% 0,7%
g8 |P k
enegakan 74, 7% 17,3% 8,0%
hukum
9 |Ekonomi 73,0% 25,5% 1,6%
10 [Kesejahteraa
Jjahteraan 73,0% 25,0% 2,0%
masyarakat
11 |Politik 70,4% 14,5% 14,8%
12 |Pertanian 59,5% 15,9% 24,5%

Importance Performance Analysis masyarakat Kota Palopo terhadap kegiatan
penanggulangan bencana dilihat dari kegiatan terkait penanggulangan bencana
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yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Palopo tahun 2017. Ada 6 kegiatan yang terkait penanggulangan bencana, yaitu:

1. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;

2. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;
3. peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran;

4, pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana alam;

5. pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

6. rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana.

Kegiatan pertama yaitu penanganan korban bencana alam dan bencana sosial
dinilai sudah cukup baik. Sebanyak 81,6% responden menjawab cukup puas dan
sangat puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Palopo dalam melakukan kegiatan
penanganan korban bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan ini juga dinilai
penting oleh masyarakat. Sebanyak 98,4 % responden menjawab bahwa kegiatan
penanganan korban bencana alam dan bencana sosial adalah cukup penting atau
sangat penting.

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dinilai
cukup baik, yaitu 83,2% responden menyatakan cukup puas dan sangat puas
terhadap kegiatan ini. Tingkat kepentingan kegiatan ini juga cukup tinggi yaitu
98,6%.

Sebanyak 82,2% responden menyatakan cukup puas atau sangat puas terhadap
kegiatan peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran. Tingkat kepentingan
kegiatan ini juga cukup tinggi yaitu sebanyak 98,9% responden menjawab bahwa
kegiatan ini cukup atau sangat penting.

Kegiatan pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana alam dinilai sudah
cukup memuaskan. Sebanyak 80,4% responden menyatakan cukup atau sangat
puas terhadap kegiatan ini. Tingkat kepentingan kegiatan ini adalah yang paling
tinggi, yaitu 99,0% responden menyatakan bahwa kegiatan ini cukup atau sangat
penting.

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dinilai
cukup atau sangat memuaskan sebanyak 80,9%. Responden berpendapat bahwa
kegiatan ini cukup penting. Sebanyak 98,2% responden menyatakan bahwa
kegiatan ini cukup penting atau sangat penting.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana memiliki tingkat kepuasan
yang paling rendah diantara kegiatan lain, yaitu sebanyak 71,0%. Tingkat
kepentingan kegiatan ini juga merupakan yang paling rendah diantara kegiatan
lainnya, yaitu dinilai 96,4% cukup penting atau sangat penting.

Skor kepuasan/kinerja tertinggi adalah pada kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya kebakaran serta peningkatan penanggulangan
bahaya kebakaran. Sebaliknya, skor kepuasan/kinerja terendah adalah pada
kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana.
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Skor kepentingan/harapan paling tertinggi adalah pada kegiatan pelaksanaan
pencegahan penanggulangan bencana alam. Sebaliknya, skor kepentingan/harapa
terendah adalah pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana.

Tabel 5. Skor Kepuasan dan Kepentingan.

i Kepuasan | Kepentingan
Kegiatan
/Kinerja /Harapan

Penanganan korban bencana
A } 2,63 3,57
alam dan bencana sosial

Pengadaan saranadan
B |prasarana pencegahan 2,75 3,57
bahaya kebakaran

Peningkatan penanggulangan
C & P 88 & 2,75 3,57
bahaya kebakaran

Pelaksanaan pencegahan
D |penanggulangan bencana 2,66 3,58
alam

Pengelolaan sarana dan

E |prasarana penanggulangan 2,62 3,52
bencana

. Rehabilitasi dan rekonstruksi 234 344
kawasan bencana

Rata-rata 2,63 3,54

Rata-rata skor kepuasan/kinerja adalah sebesar 2,63, sedangkan rata-rata skor
kepentingan/harapan adalah sebesar 3,54. Hasil importance performance analysis
masyarakat Kota Palopo terhadap kegiatan penanggulangan bencana dapat dilihat
pada Gambar 2.

3,60

r Kepuasan
230 2,80

¢F

3,40
Kepentingan

Gambar 2. Plot Importance Performance Analysis Masyarakat Kota Palopo terhadap
Kegiatan Penanggulangan Bencana.

Analisis dari masing-masing kuadran adalah sebagai berikut:
a. Kuadran I: Prioritas Utama
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Tidak ada kegiatan yang masuk pada kuadran ini. Ini berarti tidak ada
kegiatan yang dianggap penting dan atau sangat diharapkan masyarakat
namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ada 2
kemungkinan yang menyebabkan hal ini. Kemungkinan pertama adalah
Pemerintah Kota Palopo sudah sangat baik dalam melaksanakan semua
kegiatan terkait penanggulangan bencana. Atau kemungkinan kedua yaitu
masyarakat tidak terlalu menganggap masalah penanggulangan bencana
sebagai sesuatu yang penting atau serius.

Kuadran Il: Pertahankan Prestasi

Ada 4 kegiatan yang masuk dalam kuadran ini, yaitu penanganan korban
bencana alam dan bencana sosial, pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan penanggulangan bahaya
kebakaran, serta pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana alam.
Tingkat kepentingan atau harapan masyarakat terhadap keempat kegiatan
ini cukup tinggi dan sudah diimbangi dengan kinerja yang baik dari
pemerintah. Oleh karena itu, kinerja Pemerintah Kota Palopo terhadap
keempat kegiatan ini perlu dipertahankan.

Kuadran Ill: Perlu Peningkatan

Terdapat 2 kegiatan yang masuk dalam kuadran ini. Kedua kegiatan
tersebut adalah pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan
bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana. Kedua
kegiatan ini memiliki kepuasan yang rendah namun tingkat kepentingannya
juga rendah. Kedua

Kuadran IV: Berlebihan

Tidak ada kegiatan yang masuk pada kuadran ini. Ini berarti tidak terdapat
kegiatan yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan
oleh masyarakat. Ada 2 kemungkinan yang menyebabkan hal ini.
Kemungkinan pertama adalah Pemerintah Kota Palopo sudah sangat baik
dalam melaksanakan semua kegiatan terkait penanggulangan bencana.
Atau kemungkinan kedua yaitu masyarakat tidak terlalu menganggap
masalah penanggulangan bencana sebagai sesuatu yang penting atau
serius.

Hasil importance performance analysis di atas menunjukkan bahwa 2 kegiatan
yang saat ini perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana.
Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana termasuk
dalam kegiatan pra bencana yang harus dilakukan sebelum kejadian bencana.
Kegiatan ini memang sangat penting agar ketika terjadi bencana suatu waktu,
sarana dan prasarana dapat langsung digunakan dengan efektif.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana termasuk ke dalam tahap
pasca bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
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pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah
pascabencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini memang sangat penting terutama untuk
selanjutnya menyambung pada kegiatan pra bencana yang tujuannya adalah
mencegah atau mengurangi dampak yang mungkin timbul akibat bencana.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data historis kejadian bencana selama 9 tahun terakhir (2009-2017)
terjadi 24 kejadian bencana di Kota Palopo. Kota Palopo memiliki skor risiko
bencana multi ancaman paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya di Provinsi
Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki risiko tinggi terhadap 6 kejadian, yaitu
tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan,
tsunami, dan angin kencang. Skor risiko untuk 2 kejadian lain (banjir dan gempa
bumi) termasuk kategori sedang. Sedangkan 1 jenis bencana lainnya yaitu letusan
gunung api tidak ada karena tidak terdapat gunung api di sekitar Kota Palopo.
Berdasarkan kajian risiko bencana tersebut, sebaiknya Pemerintah Kota Palopo
juga mengkaji kawasan yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan
serta kekeringan karena kedua jenis bencana tersebut belum termasuk ke dalam
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo.

Hasil importance performance analysis di atas menunjukkan bahwa kegiatan
penanggulangan bencana di Kota Palopo sudah dinilai cukup baik oleh
masyarakat. Dua kegiatan penanggulangan bencana yang saat ini perlu
ditingkatkan adalah pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan bencana.
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ABSTRACT

With the rapid development of industry today, will increase the amount of waste
from the basil process. This has an impact on the decreasing level of health in
existing living beings due to disturbed environmental balance. This research tries
to reduce waste oil by using waste oil as replacement fuel. Liquid waste in the
form of oil can be used as fuel to reduce the use of gas fuel. The main purpose of
this study is to determine the effect of waste oil use on the gas fuel flow rate in
liquid waste incineration system. The research method used is actual observation.
Data collection technique is done by adding the flow rate of waste oil at the flow
rate of control valve reading, and the technique of referring note. Based on the
research result, it is proven that waste oil can be used as alternative fuel. The
decrease of natural gas flow rate of 14.4% is in the condition of waste oil AA flow
rate and waste oil ester are 600 kg / h and 400 kg / h, respectively.

Keywords : waste oil, liquid waste, efficiency, incineration system

ABSTRAK

Dengan semakin pesatnya perkembangan industri dewasa ini, akan
meningkatkan jumlah limbah dari proses basil. Hal ini berdampak pada semakin
menurunya tingkat kesehatan pada mahluk hidup yang ada karena
keseimbangan lingkungan yang terganggu. Penelitian ini mencoba untuk
mengurangi jumlah limbah oil dengan Cara memanfaatkan limbah oil sebagai
bahan bakar pengganti. Limbah cair berupa oil bisa dmanfaatkan menjadi bahan
bakar untuk mengurangi penggunaan bahan bakar gas. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan limbah oil
terbadap laju alir bahan bakar gas pada sistem insenerasi limbah cair. Metode
penelitian yang digunakan adalah pengamatan secara aktual. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara menambahkan laju alir limbah oil
pada laju alir pembacaan control valve, dan teknik simak catat. Berdasarkan hasil
penelitian, terbukti bahwa limbah oil dapat digunakan sebagai bahan bakar
alternatif. Penurunan laju alir natural gas sebesar 14.4% berada pada kondisi laju
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alir limbah oil .AA dan limbah oil ester berturut-turut sebesar 600 kg/h dan 400
kg/h.

Katakunci : limbah oil, limbah cair, efisiensi, insinerasi sistem

1. PENDAHULUAN

Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan
kemajuan teknologi oleh manusia guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih
balk, namun di sisi lain dapat menimbulkan dampak yang justru merugikan
kelangsungan hidup manusia. Dampak tersebut salah satunya adalah dihasilkanya
suatu limbah, berdasarkan keputusan menperindag Rl No 231/MPP/Kep/7/1997
Pasal 1 teatang prosedur impor limbah menyatakan bahwa limbah adalah bahan /
barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya
sudah berubah dari aslinya. Adapun macam-macam limbah berdasarkan fasanya
yaitu limbah padat, limbah gas dan limbah cair.

Dari beberapa kasus pencemaran lingkungan dan semakin menurunnya tingkat
kesehatan masyarakat yang banyak terjadi saat ini, hal tersebut dikarenakan
semakin meningkatnya jumlah limbah terutama limbah dalam bentuk cair. Akibat
pencemaran tersebut, lingkungan menjadi rusak sehingga daya dukung alam
terhadap kelangsungan hidup manusia menjadi berkurang. Adapun tujuan dari
pengolahan limbah adalah untuk mengurangi volume, konsentrasi atau bahaya
yang ditimbulkan oleh limbah sehingga dapat memenuhi baku mutu lingkungan
yang dipersyaratkan (Metcalf & Eddy, 1991).

Teknologi pengolahan limbah cair adalah kunci dalam memelihara kelestarian
adapun beberapa teknologi Pengolahan limbah cair yaitu Clarifier, ultrafiltrasi,
Bioteknologi, dan Insinerasi. Dari beberapa teknologi yang ada salah satu
teknologi yang digunakan dalam industri adalah insinerasi. Berdasarkan data
penelitian EPA (Enviromental Protection Agency) dan pengalaman operasional
industry mengindikasikan bahwa insinerator salah satu teknologi terbaik untuk
berbagai limbah. nsinerator dapat mereduksi volume limbah sebesar 90%.
Teknologi insinerasi merupakan cara pengolahan yang baik bagi materi yang
mudah terbakar dan memiliki nilai kalor yang memadai. Teknologi insinerasi dipilih
untuk pengolahan limbah cair karena dapat mengurai limbah dari seayawa
organik menjadi senyawa sederhana seperti CO, dan H,O, menghancurkan asam
anorganik atau organik secara sempurna dapat mengurangi volume hingga 90%
dan mengurangi berat sebanyak 70%. Jenis limbah yang dianjurkan untuk
dimusnahkan dengan insinerator adalah limbah B3 yang bersifat biologis; limbah
yang tidak biodeg radable, dan tetap ada di lingkungan; limbah cair yang mudah
menguap dan mudah untuk menyebar, limbah cair memiliki titik nyala dibawah
400C dan limbah yang tidak bisa dibuang di secure landfil (Visvanathan, 1996).

Namun, insirerasi sistem memerlukan bahan bakar, terutama bahan bakar fossil
dimana penggunaan bahan bakar ini lambat laun akan habis. Sehingga diperlukan
kebijaksanaan dalam penggunaan bahan bakar tersebut. Oleh karena itu
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penelitian ini berfokus pada pengaruh penggunaan limbah oil sebagai bahan
bakar pengganti di sistem insinerasi limbah cair.

Sistem industri saat ini sudah banyak yang menerapkan sistem Distributed Control
System (DCS) sebagai sistem kendalinya. DCS merupakan sebuah sistem kontrol
terpusat yang terdiri dari beberapa local control yang saling berhubungan dan
dapat diawasi langsung melalui Central Control Room (CCR) (Muslim dkk, 2016).
DCS adalah sistem pengendali yang dihubungkan oleh jaringan data, sebagai satu
sistem. Fungsionalitas, lokasi fisik, atau keduanya memisahkan pengendali ini. DCS
digunakan dalam aplikasi proses kompleks dimana jumlah /0 dan data
diperlukan, seperti pabrik kimia atau kilang minyak. DCS sangat cocok untuk
proses batch dan memiliki kemampuan untuk menangani interlock yang kompleks
dan waktu antar operasi. DCS adalah sistem multitasking yang mampu menangani
database umum yang besar. DCS memungkinkan berbagai loop kontrol,
menggunakan grafis representasi blok fungsi, dan lebih mudah diprogram
daripada PLC berbasis logika tangga. Tingkat pemindaian bisa lebih mudah
diprediksi daripada PLC. PLC memiliki tingkat pemindaian tergantung pada jumlah
I/0 (Julia dan Anita, 2008)

o=

Stripping Column

Acrylic Acid & Esters Plant

Scrubber
Stack

Neutralizing tank

Wastewater
after treatment

9
Wastewater A i—m

Gambar 1. Proses Insinerasi
2. METODOLOGI

2.1 Alatdan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah
a. Komputer centum DCS

b. Waste Liquid Incenarator System

c. Limbah acrylic acid
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2.2 Variabel Penelitian

Variabel tetap:

Laju alir limbah oil ester dan acrylic acid (AA)
Variabel bebas:

a.Limbah oil AA: 370, 380, 390, 400 kg/h

b. Limbah oil Ester : 370, 380, 390, 400 kg/h

2.3 Prosedur Penelitian

Penelitian menggunakan computer DCS (Distribute Control System) yang langsung
terhubung dengan proses WWT (Waste Water Treatment). Penelitian mengambil
dua data variable tetap. Data pertama yaitu limbah oil ester sebagai variable tetap
dengan laju alir 210 kg/h yang dicampurkan dengan limbah oil AA sebagai variable
bebas berturut-turut 370 kg/h, 380 kg/h, 390 kg/h, dan 400 kg/h. Dengan adanya
penambahan laju alir disetiap variable maka akan membuat temperature menjadi
naik didalam proses, amati kenaikkan temperature dan amati laju alir natural gas
yang otomatis berkurang hingga stabil. Catat hasil pengamatan.

Data kedua yaitu limbah oil ester sebagai variable tetap dengan laju alir 220 kg/h
yang dicampurkan dengan limbah oil AA sebagai variable bebas berturut-turut 370
kg/h, 380 kg/h, 390 kg/h, dan 400 kg/h. Diamati laju alir natural gas yang otomatis
berkurang hingga stabil. Catat hasil pengamatan.

Data ketiga yaitu limbah oil AA sebagai variable tetap dengan laju alir 580 kg/h
yang dicampurkan dengan limbah oil ester sebagai variable bebas berturut-turut
370 kg/h, 380 kg/h, 390 kg/h, dan 400 kg/h. Dengan adanya penambahan laju alir
disetiap variable maka akan membuat temperature menjadi naik didalam proses,
amati kenaikkan temperature dan amati laju alir natural gas yang otomatis
berkurang hingga stabil. Catat hasil pengamatan.

Data keempat yaitu limbah oil AA sebagai variable tetap dengan laju alir 590 kg/h
yang dicampurkan dengan limbah oil ester sebagai variable bebas berturut-turut
370 kg/h, 380 kg/h, 390 kg/h, dan 400 kg/h. Diamati laju alir natural gas yang
otomatis berkurang hingga stabil. Catat hasil pengamatan.

Data kelima yaitu limbah oil AA sebagai variable tetap dengan laju alir 600 kg/h
yang dicampurkan dengan limbah oil ester sebagai variable bebas berturut-turut
370 kg/h, 380 kg/h, 390 kg/h, dan 400 kg/h. Diamati laju alir natural gas yang
otomatis berkurang hingga stabil. Catat hasil pengamatan.

Nilai efisiensi penurunan laju alir natural gas (Eff) dihitung dari persamaan

E, _ =9 1000
Q

o]
Dimana,
Qo  =laju alir natural gas awal (Nm3/h)
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Qt = laju alir natural gas akhir (Nm?3/h)

Persiapan

A

Masukkan variable

A

Masukkan variable

A

Tunggu dan amati laju
alir natural gas sampai

A

Catat laju alir natural

Gambar 2. Diagram alir penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Limbah oil sebagai bahan bakar alternative yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan limbah cair berupa minyak yang mengandung 100% bahan organik
sedangkan limbah cair sebagai limbah untuk dihilangkan merupakan air limbah
dengan nilai COD (Chemical Oxygen Demand) sebelum diolah dapat mencapai
145.000 ppm. Limbah oil AA dan limbah oil ester ini berasal dari fraksi berat setiap
proses destilasi dalam unit pemurnian produk plant acrylic acid dan ester dari salah
satu industri yang berada di daerah Cilegon, Banten. Teknologi incinerator yang
digunakan memungkinkan umpan air limbah dibakar langsung dalam incinerator
pada suhu 950°C oleh panas pembakaran dari limbah oil yang diatomisasikan oleh
udara kompresi, sehingga zat-zat organic yang terdapat dalam air limbah akan
terurai membentuk gas CO, dan uap air yang dapat dibuang langsung ke atmosfir
setelah melewati bejana berisi air (quencher) dan alat penangkap debu. Sedangkan
senyawa sulfur dan oksida anorganik dengan penambahna kaustik soda akan
membentuk garam Na»SO4 yang terlarut dalam air dan endapan anorganic lainnya.
Dengan penambahan flokulan seperti aluminium sulfat, endapan anorganik akan
terkoagulasi membentuk partikel yang besar sehingga fasa padatan dapat dengan
mudah dipisahkan dalam unit solid separation system. Suhu incinerator dijaga
konstan mengikuti umpan limbah oil dan natural gas. Pembakaran dalam
incinerator dijaga stabil sehingga zat-zat organic dalam air limbah akan terurai
sempurna oleh panas oksidasi.
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3.1 Laju Alir Limbah Oil Ester Sebagai Variabel Tetap

Dari hasil penelitian untuk laju alir ester tetap yang telah dilakukan didapatkan 2
data hasil pengamatan, yaitu untuk laju alir limbah oil ester pada 210 kg/h dan
pada laju alir 220 kg/h

Tabel 1. Laju alir limbah oil ester 220 kg/h

No Laju alir limbah ester Laju alir limbah AA Laju alir natural gas
(kg/h) (kg/h) (Nm3/h)
1 210 370 290
2 210 380 283
3 210 390 280
4 210 400 277

Tabel 2. Laju alir limbah oil ester 220 kg/h

No Laju alir limbah ester Laju alir limbah AA Laju alir natural gas
(kg/h) (kg/h) (Nm3/h)
1 210 370 287
2 210 380 280
3 210 390 276
4 210 400 266

295
20 —.\A...
285

280 =~ Laju alir waste oil
ester 210kg/h
275

Laju ALir Natural Gas (Nm?3)

270 \
265 \A )
= Laju alir waste oil
260 ester 220kg/h
255
250
370 380 390 400

Laju Alir Waste Oil AA (kg/h)

Gambar 3. Grafik Limbah Oil Ester 210 kg/h dan 220 kg/h

Dari gambar 3 laju alir natural gas mengalami penurunan signifikan pada laju alir
limbah oil ester 220 kg/h. peningkatan laju alir limbah oil ester diatas 220 kg/h
tidak dapat dilakukan, karena dengan nilai entalpi 6000 kkal dan sifat viskositas
yang rendah sehingga mudah untuk proses pengabutan membuat kenaikan
temperature proses cepat naik dan susah untuk dikontrol. Hal ini menghindari
terjadinya interlock shutdown atau terhentinya proses pengolahan limbah cair
karena temperature mencapai maksimal.
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Penambahan campuran limbah oil dengan variable tetap limbah oil ester 210 kg/h
terhadap natural gas menghasilkan efisiensi sebesar 4,5% sedang untuk variable
tetap limbah oil ester 220 kg/h menghasilkan efisiensi sebesar 7,3%.

3.2 Laju Alir Limbah Oil AA Sebagai Variabel Tetap

Dari hasil penelitian untuk laju alir AA tetap yang telah dilakukan didapatkan 3 data
hasil pengamatan, yaitu laju alir limbah oil AA pada 580 kg/h, 590 kg/h, dan 600
kg/h. Variabel bebas yang digunakan adalah limbah oil ester dengan laju alir 370
kg/h, 380 kg/h, 390 kg/h, dan 400 kg/h.

Tabel 3. Laju alir limbah oil AA 580 kg/h

No Laju alir limbah ester Laju alir imbah AA Laju alir natural gas
(kg/h) (kg/h) (Nm3/h)
1 370 580 300
2 380 580 285
3 390 580 277
4 400 580 270

Tabel 4. Laju alir limbah oil AA 590 kg/h

No Laju alir limbah ester Laju alir limbah AA Laju alir natural gas
(kg/h) (kg/h) (Nm3/h)
1 370 590 260
2 380 590 256
3 390 590 248
4 400 590 240

Tabel 5. Laju alir limbah oil AA 600 kg/h

No Laju alir limbah ester Laju alir limbah AA Laju alir natural gas
(kg/h) (kg/h) (Nm3/h)
1 370 600 234
2 380 600 229
3 390 600 218
4 400 600 200
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Gambar 4. Grafik Limbah Oil AA Flow 580 kg/h, 590 kg/h, dan 600 kg/h

Dari gambar 4 laju alir natural gas mengalami penurunan yang signifikan pada laju
alir limbah oil AA tetap pada 600 kg/h. untuk grafik perbandingan dari ketiga data
hasil pengamatan untuk laju alir limbah oil AA 600 kg/h dan laju alir limbah oil
ester 400 kg/h dapat menurunkan laju alir natural gas hingga 200 Nm3/h
(minimum flow) hal ini dikarenakan sifat asam pada limbah oil AA menjadikannya
mudah terbakar pada proses. Besarnya laju alir limbah oil AA dapat meningkatkan
keasaman pada saat operasi berjalan yang disebabkan oleh sifat asam dari limbah
oil AA tersebut.

Hal ini dapat menyebabkan temperature proses menjadi bertambah sehingga
natural gaas akan berkurang sampai pembaca alir minimum. Peningkatan laju alir
limbah oil AA diatas 600 kg/h tidak dapat dilakukan karena menghindari terjadinya
proses yang tidak dapat dikontrol sehingga akan terjadi interlock shutdown atau
terhentinya proses pengolahan limbah cair. Hal ini dikarenakan laju alir limbah oil
AA sudah berada pada laju alir maximal.

Penambahan campuran limbah oil dengan variable tetap limbah oil AA 580 kg/h
terhadap natural gas menghasilkan efisiensi sebesar 10% sedang untuk variable
tetap limbah oil AA 590 kg/h menghasilkan efisiensi sebesar 7,6%. Untuk variable
tetap limbah oil AA 600 kg/h menghasilkan efisiensi sebesar 14,8%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa laju
alir natural gas dapat berkurang dengan penambahan laju alir limbah oil. Laju alir
minimum untuk natural gas yaitu 200 Nm3/h didapat pada campuran laju alir
limbah oil AA 600 kg/h dan limbah oil ester 400 kg/h. Efisiensi penurunan optimum
laju alir natural gas adalah 14.8%, terjadi pada penambahan campuran laju alir
limbah oil AA 600 kg/h dan limbah oil ester 400 kg/h. Disarankan untuk melakukan
uji laboratorium guna mengetahui komposisi yang terdapat pada limbah oil AA
dan ester serta melakukan cek emisi pembakaran agar layak menjadi bahan bakar
yang baik untuk lingkungan.
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ABSTRACT

Reduced forest or deforestation is widespread in East Aceh District for plantation,
agriculture and settlement purposes. Forests in Sumatra, including in East Aceh
District are Sumatran Elephant habitat (Elephas maximus sumatranus). However,
encroachment resulted in this fauna threatened sustainability. Sumatran
elephants are endangered species protected by law both since Dutch colonialism,
post-independence, and international regulations. Elephants have an important
ecosystem role, but are seen as a nuisance to the local economy in East Aceh
district, so it is not electrocuted, killed and abused. This paper reviews
deforesation of the Sumatran Elephant in East Aceh District. The results of the
study show that elephant roaming areas intersect with deforesation that occurred
in East Aceh district. As an alternative local economy, there is still the potential of
ecotourism with the mascot of Sumatran elephant. Thus the Sumatran elephant is
still able to be sustainable and the forest as a habitat is maintained.

Keywords : Forest conservation, Sumatran Elephants, deforestation

ABSTRAK

Berkurangnya hutan atau deforesasi semakin meluas di Kabupaten Aceh Timur
untuk keperluan perkebunan, pertanian dan permukiman. Hutan di Sumatera,
termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Timur merupakan habitat Gajah Sumatera
(Elephas maximus sumatranus). Namun, perambahan mengakibatkan fauna ini
terancam kelestariannya. Gajah Sumatera merupakan satwa langka yang
dilindungi Undang-Undang baik sejak kolonial Belanda, pasca Rl merdeka,
maupun peraturan internasional. Gajah memiliki peran ekosistem yang penting,
tetapi dipandang sebagai gangguan bagi ekonomi lokal di Kabupaten Aceh Timur,
sehingga tidak sedikit disetrum, dibunuh dan dianiaya. Tulisan ini mengulas
deforesasi terhadap Gajah Sumatera di Kabupaten Aceh Timur. Hasil studi
menunjukkan wilayah jelajah gajah bersinggungan dengan deforesasi yang terjadi
di Kabupaten Aceh Timur. Sebagai alternatif ekonomi lokal, masih ada potensi
ekowisata dengan maskot Gajah Sumatera. Dengan demikian Gajah Sumatera
masih tetap dapat lestari dan hutan sebagai habitatnya tetap terjaga.

Katakunci : Pelestarian hutan, Gajah Sumatera, deforesasi
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1. PENDAHULUAN

Sumatera mengalami laju pengurangan hutan atau deforesasi tercepat di Asia
Tenggara, bahkan mencapai 3,2-5,9% (Archard dkk, 2002). Selama tahun 2000-
2009 laju deforesasi terbesar setelah Kalimantan adalah Sumatera dengan
persentase 24,49% (Forest Watch Indonesia, 2001). Penyebab hilangnya hutan
Sumatera ialah penebangan kayu ilegal maupun non-ilegal, pengembangan
perkebunan terutama kelapa sawit dan kayu untuk kertas, konversi lahan
perladangan oleh penduduk pendatang melalui program transmigrasi pemerintah
Indonesia, dan kebakaran hutan (Kinnaird, dkk, 2003).

Kabupaten Aceh Timur merupakan Kabupaten terluas dari 23 kabupaten/kota di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), di Sumatera (seluas 6.040,60 km2 atau
10,53% dari luas Provinsi NAD). Terletak pada 4 09'21,08” - 5 06'02,16" Lintang
Utara dan 97 *15'22,07" - 97 34'47,22" Bujur Timur, Kabupaten ini cukup strategis
karena berada di pesisir timur Provinsi NAD dan dilalui oleh jalan utama Medan-
Banda Aceh, sehingga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Selain itu
kabupaten ini juga merupakan daerah tujuan transmigrasi.

Pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Aceh Timur. Kontributor PDRB
terbesar tiap tahunnya, ialah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
(meningkat dari 37,12% di tahun 2012 menjadi 45,97% di tahun 2016). Untuk
Sektor Pertambangan dan Penggalian berhenti menjadi penyumbang PDRB
terbesar kedua sejak tahun 2014. Akan tetapi dalam lima tahun terakhir ini, laju
pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat
berfluktuasi dan mulai melambat di tahun 2016 menjadi 2,31%, atau lebih lambat
dari semua jenis lapangan usaha lainnya, kecuali Sektor Pertambangan dan
Penggalian (-44,45%).

Berkembangnya daerah transmigrasi dan pemukiman, serta perkebunan di
selatan Kabupaten Aceh Timur, menyebabkan perambahan hutan yang
merupakan habitat dari satwa liar, termasuk diantaranya Gajah Sumatera (Elephas
maximus sumatranus). Gajah Sumatera termasuk satwa yang memiliki wilayah
jelajah cukup besar. Daya jelajah gajah cukup bervariasi tergantung pada
ketersediaan pakan dan air. Jika ketersediaan pakan dan air mencukupi, dan
gangguan yang ada kecil, maka dimungkinkan wilayah jelajahnya kecil (Whyte,
1996).

Kehadiran gajah pada wilayah yang terdapat aktivitas manusia, setelah adanya
deforesasi untuk ekonomi, menyebabkan terjadinya konflik antara gajah dengan
manusia. Peningkatan kematian Gajah Sumatera karena faktor HEC (human
elephant conflict) cukup tajam dari 8 kasus menjadi 45 kasus (Sukmantoro dan
Syamsuardi, 2013).

Oleh karena itu, menjadi urgensi penelusuran lebih lanjut mengenai deforesasi
dengan wilayah jelajah gajah. Mengingat, gajah merupakan satwa yang dilindungi
sejak kolonial Belanda, yaitu Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931
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Nomor 134 dan 266 (Jajak, 2004), pasca Indonesia merdeka (SK Menteri Pertanian
Rl No0.234/Kpts/Um/1972 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7
Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan), dan peraturan internasional,
yaitu CITIES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Flora and Fauna) yang mana menggolongkan gajah dalam daftar Appendix | yang
merupakan satwa liar yang tidak boleh diperdagangkan secara internasional, baik
gading maupun bagian tubuh lainnya (CITIES, 2000, http://checklist.cites.org ).

2. METODOLOGI
Data yang dipergunakan antara lain:

-Peta tutupan lahan (landcover) hutan yang diolah dari citra landsat dari tahun
2006 hingga 2016, yaitu tahun 2006, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2015.

-Peta penggunaan lahan tahun 2015

-Peta wilayah jelajah gajah

Data-data tersebut dianalisa dengan metode tumpang tindih (overlay)
mempergunakan software ArcGIS 10.1. Wilayah deforesasi dengan wilayah jelajah
gajah, menjadi cikal bakal lokasi potensi konflik gajah-manusia. Selain itu dari peta
penggunaan lahan, akan diketahui penggunaan lahan apa dan dimana potensi
konflik terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deforesasi Kabupaten Aceh Timur

Deforesasi tertinggi pada tahun 2006-2009 terdapat pada Kecamatan Peunaron (-
3071,80 hektar). Tahun 2009-2014, deforesasi tertinggi masih di Kecamatan
Peunaron (4424,76 hektar). Pada tahun 2014-2015, deforesasi tertinggi di
Kecamatan Serbajadi (1398,49 hektar). Setahun berikutnya masih tertinggii di
Kecamatan Serbajadi, dengan peningkatan luasan deforesasi (1597,76 hektar).
Secara posisi, perambahan hutan dari tengah Kabupaten Aceh Timur (Kecamatan
Peunaron), semakin mengarah ke selatan (Kecamatan Serbajadi). Ini berarti
perambahan hutan deforesasi semakin masif terjadi.
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Deforesasi Kabupaten Aceh Timur Tahun 2006-
2016

-----

3.2 Wilayah Jelajah Gajah di Kabupaten Aceh Timur

Wilayah migrasi gajah di Kabupaten Aceh Timur memiliki total luas 193.181,11
hektar (35,60% total Kabupaten Aceh Timur). Secara berurutan dari total luas tinggi
ke rendah luas wilayah jelajah/migrasi gajah, ialah:

1)  Kecamatan Peunaron (60100.88 Hektar atau 79,94% dari luas Kabupaten
Aceh Timur)

2) Kecamatan Simpang Jernih (42824.66 Hektar atau 74.43% dari luas
Kabupaten Aceh Timur)

3) Kecamatan Pante Bidari (19587,76 Hektar atau 53,41% dari luas Kabupaten
Aceh Timur)
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Kecamatan Serba Jadi (47.411,16 hektar atau 37,96% dari luas Kabupaten
Aceh Timur)

Kecamatan Indra Makmur (7.194,82 hektar atau 29,35% dari luas Kabupaten
Aceh Timur)

Kecamatan Banda Alam (3.818,24 hektar atau 21,17% dari luas Kabupaten
Aceh Timur)

Kecamatan Birem Bayeun (9552,33 hektar atau 18,75% dari luas Kabupaten
Aceh Timur)

Kecamatan Ranto Peureulak (2425.61 hektar atau 10,80% dari luas
Kabupaten Aceh Timur)

Kecamatan Rantau Selamat (265,65 hektar atau 0,96% dari luas Kabupaten
Aceh Timur).
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3.3 Keterkaitan deforesasi Kabupaten Aceh Timur dan Wilayah Jelajah
Gajah

Berdasarkan peta diatas, wilayah jelajah gajah ternyata meliputi hampir separuh
dari Kabupaten Aceh Timur, tepatnya 35,60% total Kabupaten Aceh Timur atau
seluas 193.181,11 hektar. Deforesasi pada wilayah jelajah gajah di Kabupaten Aceh
Timur sangat berkait dengan kependudukan masyarakat Aceh Timur, terutama
akibat adanya transmigrasi.

Pemerintah di Kabupaten Aceh Timur sejak tahun 2013, mencanangkan
pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Seumanah Jaya bertemakan
“Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)
Seumanah Jaya, dapat Membentuk Satu Kesatuan Sistem Pembangunan dan
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Lebih Cepat Tumbuh di Kabupaten Aceh
Timur”. Kecamatan-kecamatan dalam pembangunan tersebut meliputi Kecamatan
Peunaron, Kecamatan Ranto Peureulak, dan Kecamatan Serbajadi. Adapun
landasan hukum pembangunan tersebut tertuang dalam :

1.  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor : B.243/MEN/P2KT-PTPKT/XII/2013, Tangggal 31 Desember 2013,
Perihal: 1zin Prinsip Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri
(KTM) Seumanah Jaya Kabupaten Aceh Timur.

2.  QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR Nomor : 10 Tahun 2015, Tanggal 16
Desember 2015, Tentang: Kawasan Kota Terpadu Mandiri Seumanah Jaya.

No | Kecamatan Pola Ruang Berdasarkan RTRW
Kabupaten.Aceh Timur Tahun 2012-2032

Gampong (Desa) Kawasan Kawasan Budidaya
Lindung
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1 Peunaron 1). Gampong Arul Pinang | Sungai Permukiman Perdesaan
2). Gampong Bukit Tiga | Sempadan Permukiman Perkotaan
3).  Gampong Sri. Mulya | g g Pertanian Lahan Basah
g)s;ru Gampong  Peunaron Hutan Lindung Perkebunan besar
5).  Gampong Peunaron Hutan Produksi Transmigrasi
Lama Perkebunan Rakyat
2 Ranto 1). Gampong Seumanah | Sungai Permukiman Perdesaan
Peureulak | Jaya; Sempadan Pertanian Lahan Basah
2). Gampong Punti Payong; | Sungai Pertanian Lahan Kering
3)- Gampong  Alue | HutanProduksi | o o0 an Besar
é(li)énGtzrr]T‘lgE)ong Beurandang Pertambangan
Perkebunan Rakyat
Industri Menengah
3 Serba Jadi 1). Gampong Arul Durin; | Sungai Permukiman Perdesaan
2). Gampong Bunin; dan | Sempadan Pertanian Basah
3). Gampong UPT - | Kuala | Sungai Perkebunan Besar
Pango. Hutan Lindung | Pertambangan
Hutan Produksi Transmigrasi
Perkebunan Rakyat

Kontrasnya, dalam tiga kecamatan yang dicanangkan untuk wilayah transmigrasi
ini, sebagian termasuk dalam wilayah jelajah gajah, sehingga potensi konflik gajah-
manusia rentan terulang kembali. Wilayah jelajah gajah pada tiap kecamatan
tersebut ialah Kecamatan Peunaron 79,94% (60100.88 Hektar), Kecamatan Ranto
Peureulak 10,80% (2425.61 hektar), dan Kecamatan Serba Jadi 37,96% (47.411,16
hektar). Deforesasi di wilayah jelajah gajah berakibat pada hilangnya habitat,
pakan gajah, dan sumber air untuk kehidupan gajah. Akibatnya, gajah semakin
mencari lokasi yang sesuai untuk habitatnya, dan gajah pun merambah ke lokasi-
lokasi penduduk, serta komoditas yang dibudidayakan, yang mana disukai gajah.
Oleh karenanya, perlu adanya strategi untuk mencegah berulangnya konflik gajah-
manusia, setelah adanya deforesasi untuk aktivitas ekonomi masyarakat.
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3.4 Penggunaan Lahan terkait dengan Koflik Gajah-Manusia

TP A T S P - A MRS S S s D ARSI ACES T

Penutup lahan pada wilayah migrasi gajah di Kabupaten Aceh Timur, terdiri dari
badan air, belukar, hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, pertanian
lahan kering campur, tanah terbuka, perkebunan, dan sawah. Sedangkan wilayah
migrasi gajah yang rawan konflik berada pada wilayah hutan yang kemudian
dirambah menjadi areal aktivitas manusia, seperti sawah, perkebunan, pertanian
lahan kering, pertanian lahan kering campur. Tempat tinggal pun, yang diberi
istilah permukiman, juga tak luput menjadi area wilayah migrasi gajah.

Beberapa komoditas di wilayah yang bersinggungan dengan migrasi gajah ialah
padi non-intensifikasi, padi intensifikasi, padi gogo, kedelai, jagung, karet, kelapa
sawit, pinang, dan kakao. Rawan konflik terjadi karena gajah memiliki siklus
wilayah jelajahnya untuk mencari makan. Gajah pun bukan hanya dalam kawasan
hutan, tetapi sampai 20 km dari kawasan hutan, masif sekali dan dampak
sosialnya tinggi sekali (FKL dan Haka, 2018, wawancara). Jika bertanam makanan
yang memang disukai gajah, maka gajah akan melintasinya. Dulu, gajah tidak
melintasi komoditas jeruk, dan komoditas lainnya karena bukan makanannya.
Namun kini, komoditas yang ditanam adalah makanan gajah, seperti kelapa sawit,
sehingga untuk mencegah konflik sosial antara manusia dan gajah, maka perlu
dilakukan tindakan preventif.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan agar tidak lagi terjadi konflik manusia-
gajah ialah mengganti komoditas yang disukai gajah menjadi komoditas yang tidak
disukai gajah. Selain itu deforesasi sebaiknya tidak lagi dilakukan, karena akan
bersinggungan dengan wilayah jelajah gajah, sehingga menimbulkan konflik baru.
Oleh karenanya optimalisasi komoditas subsitusi menjadi penting. Apabila
subsitusi tidak mungkin dilakukan, maka dapat dibuat “pagar komoditas” yang
tidak disukai gajah. Pagar komoditas ini menjadi sekat antara wilayah jelajah gajah
dengan wilayah komoditas ekonomi yang disukai gajah, tetapi diberdayakan
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masyarakat. Namun, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai berapa jarak
yang diperlukan terkait “pagar komoditas” ini.

Aktivitas ekonomi yang dapat menjadi alternatif ialah ekowisata dengan maskot
gajah di Kabupaten Aceh Timur. Gajah Sumatera merupakan satwa langka yang
dapat menjadi daya tarik wisatawan mancanegara dan domestik. Selain itu
pemanfaatan nilai hutan tanpa melakukan deforesasi, misalnya ialah
memberdayakan madu hutan, maupun obat-obatan yang berasal dari hutan.

4. KESIMPULAN

Deforesasi di Kabupaten Aceh Timur disebabkan oleh permukiman terutama
transmigrasi, perkebunan kelapa sawit, serta pemberdayaan lahan untuk
komoditas seperti padi (non-intensifikasi dan intensifikasi), padi gogo, kedelai,
jagung, karet, kelapa sawit, pinang, dan kakao. Wilayah jelajah Gajah Sumatera
terganggu setelah adanya deforesasi. Hal ini disebabkan ada wilayah-wilayah
jelajah gajah yang bersinggungan dengan lokasi deforesasi di Kabupaten Aceh
Timur. Gajah pun, sesuai instingnya, mencari habitat yang terdapat pakan dan
sumber air, hingga ke wilayah penduduk. Akibatnya, terjadi konflik gajah-manusia.

Perlu adanya strategi preventif konflik, mengingat gajah merupakan satwa liar
yang dilindungi, serta bermanfaat menjaga ekosistem, seperti menyebarkan biji
tumbuhan dan pengendali pertumbuhan flora. Strategi ini dapat berupa
mengembangkan ekowisata dengan gajah Sumatera sebagai maskot. Optimalisasi
hutan sebagai komoditas ekonomi melalui mengambil hasil hutan berupa madu
hutan, maupun obat-obatan dapat menjadi alternatif lainnya.
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ABSTRACT

Indonesia has 127 active volcanoes that can erupt at any time. In 2017, status of
Mount Agung was stated to level Il (Watch) on September 18, 2017 and increased
to level IV (warning) on September 2017. The increasing level was responded by
evacuating local residents living around hazard zone to safer places. INnAWARE is
an application managed by BNPB that is able to use for preparedness towards
potential eruption. Result of the INAWARE showed that 127 schools and 26
government offices were located in the hazard zone. There were three ports that
could be an assembly point for evacuating if there would have been explosive
eruption. Besides, INnAWARE also showed location of hospitals that could be used
for urgent medical support due to the potential eruption.

Keywords : Volcanoes eruption, Mount Agung, INAWARE

ABSTRAK

Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang dapat meletus setiap saat. Pada
tahun 2017 Gunung Agung mengalami peningkatan status ke level siaga pada
tanggal 18 September 2017 dan naik level awas pada tanggal 22 September 2017.
Peningkatan level ini direspon dengan mengungiskan masyarakat di Kawasan
berbahaya ke tempat yang lebih aman. INAWARE merupakan aplikasi BNPB yang
dapat digunakan untuk upaya kesiapsiagaan letusan Gunung Agung. Hasil dari
INAWARE menunjukkan bahwa ada 127 unit sekolah dan 26 kantor pemerintahan
di Kawasan rawan bencana letusan Gunung Agung. Ada 3 pelabuhan terdekat
yang dapat digunakan untuk proses evakuasi jika letusan besar benar-benar
terjadi. Selain itu, INAWARE juga menampilkan lokasi rumah sakit terdekat yang
dapat digunakan sebagai rujukan korban akibat bencana.

Katakunci : Letusan Gunung, Gunung Agung, INnAWARE

1. PENDAHULUAN

Bencana merupakan sisi lain dari perkembangan kemajuan bangsa Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa beberapa kerajaan mengalami keruntuhan bahkan hilang
akibat bencana. Letusan Gunung Krakatau purba tahun 1883 menyebabkan
banyak penduduk meninggal dunia dan awan dipenuhi dengan abu vulkanik
dalam beberapa hari. Gempabumi dan tsunami yang terjadi tahun 2004 di Aceh
menyebabkan lebih dari 160 ribu orang meninggal dan hilang. Gempabumi di
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Padang, Sumatera Barat pada tahun 2009 juga berdampak pada kehidupan
masyarakat kota Padang.

Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif dan 500 tidak aktif di
Indonesia (Basyid, 2010). Aktifitas dari gunung api selalu dipantau oleh Badan
Vulkanologi. Hasil dari pemantauan ini digunakan untuk memberikan rekomendasi
kepada pihak terkait jika gunung mengalami peningkatan aktifitas. Bencana erupsi
Gunungapi Merapi mempengaruhi status ekonomi rumah tangga setelah bencana
yaitu perubahan pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, pola konsumsi, aset rumah
tangga (investasi tanah, kendaraan pribadi, barang elektronik) (Handayani, nd).

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin canggih dan pesat.
Ketersediaan internet dengan kecepatan tinggi dan kecanggihan peralatan IT telah
mendukung berbagai kegiatan masyarakat. Banyak cara dilakukan untuk
mempermudah kerja masyarakat. Penggunaan aplikasi diharapkan mampu
mengurangi keterbatasan visualisasi dan informasi yang disampaikan kepada
kalayak ramai.

Kesiapsiagaan merupakan unsur utama dalam menghadapi bencana. Peningkatan
status Gunung Agung disikapi dengan berbagai upaya kesiapan dalam
menghadapi letusan besarnya. Rush (2013) dalam penelitiannya menjelaskan
bencana alam dapat mempengaruhi individu secara langsung melalui kematian,
luka-luka, dan kerugian. Selain dampak tersebut, Sumarno (2013) menyebutkan
bahwa kerugian secara psikis dan mental juga dirasakan oleh para korban seperti
timbulnya reaksi psikologis.

INAWARE dapat digunakan untuk mengindentifiaksi awal, kemungkinan sekolah
dan kantor pemerintahan yang terdampak akibat letusan gunung ini. Selain itu,
dengan INAWARE juga dapat diketahui lokasi rumah sakit dan pelabuhan sebagai
sarana untuk rujukan korban dan jalur vekuasi.

2. METODOLOGI

2.1 Landasan Teori

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana merupakan langkah awal untuk
meminimalisir dampak bencana. Melalui upaya kesiapsiagaan dan mitigasi
bencana, maka kemungkinan terburuk dari seatu bencana diperkirakan.
Kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana yaitu proses mendidik dan
memberdayakan penduduk melalui pengetahuan dan informasi tentang jenis
bencana alam dan potensi risiko (Kangaban, et al, 2012).

Pengertian lain dari kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan
pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas dan individu dalam menanggapi
secara efektif dan cepat situasi bencana (Carter, 1991). Kesiapsiagaan merupakan
kegiatan sebelum terjadi bencana yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat
maupun individu. Kesiapsiagaan dari masyarakat akan membuat masyarakat lebih
siap ketika bencana melanda (Dodon, 2013). Menurut Undang-Undang No 24
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tahun 2007 kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
tepat guna dan berdaya guna.

2.2 Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan data yang telah disediakan dalam INAWARE pada
folder Gunung Agung (bali). Lapisan yang tersedia dalam folder ini adalah:

Rumah sakit
Sekolah
Perdagangan
Pelabuhan
Dermaga
Termina bis
Pariwisata

S@ o an oW

Kantor pemerintahan
Radius

j. Zona KRB Agung

k. Wilayah administrasi desa
l.  Wilayah administrasi kecamatan

Metode dalam penelitian ini adalah mengoverlay/tumpang susun layer/lapisan
yang ada dengan Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung. Selanjutnya akan
dinalisa mengenai kantor pemerintahan, sekolahan, terminal bis, dan rumah sakit
yang berada di KRB Gunung Agung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai
variabel 